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PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan

Banyak tuduhan dialamatkan kepada sosok Pendid@amarganegaraan, dan
tuduhan itu barangkali juga ada benarnya. Beberagh#han itu antara lain, Pendidikan
Kewarganegaraan sering bersifat politis dari padeadamis, lemah landasan
keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya. Akikebih lanjut mata kuliah ini
kurang menantang, sehingga kurang diminati oleh agiatva. Kepentingan politik
penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan dndsai dapat dirunut dalam
sejarah perkembangan mata kuliah/mata pelajararséik munculnya dalam sistem
pendidikan nasional. Mata pelajaran ini muncul ged kali pada tahun 1957 dengan
namaKewarganegaraanyang isinya sebatas tentang hak dan kewajibanamaegara,
serta cara-cara memperoleh kewarganegaraan bagg yeehilangan status
kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari D&kasiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan
K mengeluarkan Surat Keputusan No0.122274/s tan@@aDesember 1959 tentang
pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenajiban-kewajiban dan
hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yangyimgyafkan warga negara tentang
sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indorearatia tersebut berhasil menyusun
buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonegada tahun 1962 yang menjadi acuan
mata pelajaran Civics yang telah muncul pada ta961. Buku tersebut berisi tentang
(1) Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (2) Pidac&3) UUD 1945, (4) Demokrasi
dan Ekonomi Terpimpin, (5) Konferensi Asia Afrikég) Hak dan kewajiban warga
negara, (7) Manifesto Politik, (8) Lampiran DelPrtesiden, pidato Presiden, Declaration
of Human Rights dan lain-lain yang dipaketkan dalajuh Bahan Pokok Indoktrinasi
(Tubapi).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi peltgararCivicsversi Orde
Lama hampir seluruhnya dibuang, karena dianggamlsuiiak sesuai lagi dengan
tuntutan yang sedang berkembang. Pada kurikulun8,18fta pelajaran ini muncul
dengan nam&ewargaan Negarayang isinya di samping Pancasila dan UUD 1945,
adalah ketetapan-ketetapan MPRS 1966, 1967, da# i€@6nasuk GBHN, HAM, serta



beberapa materi yang beraspek sejarah, geograficklanomi. Sesuai dengan amanat
Ketetapan MPR No. IV/IMPR/1973, mata pelajaran emibah namaenjadi Pendidikan
Moral Pancasila (PMP)pada kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetdd®R
No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka terjadilah perkangan yang cukup substantif
mengenai materi pelajaran ini, yakni sangat domrmgarmateri P-4 dalam PMP. Bahkan
dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Depdikb®82) dinyatakan bahwa hakikat
PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jpkmdidikan formal. Hal ini tetap
berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maukurikulum1994, dimana PMP
telah berubah nama menjadi PPKN. Dalam perkembaygayang terakhir, materi P-4
secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum [8open 1999, apalagi. Ketetapan
MPR No.l/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengdatetapan MPR No.
XVIII/MPR/1998 (Muchson AR:2003).

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewargareege juga sedang dalam proses
reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dgmgyaidigma baruNew Indonesian
Civic Education) Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasatyya@orientasi Visi
dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hinggsrukturisasi isi kurikulum dan meteri
pembelajaran. Seiring dengan itu, dalam sistem igéah nasional juga sedang
disosialisasikan pembaharuan kurikulum dengan kongang disebut Kurikulum
Berbasis Kompetensi (Competence Based Curriculuen) disingkat KBK. Penerapan
konsep baru ini tentu saja harus disesuaikan demgalel KBK.

Pendidikan Kewarganegaraan paradigma Umatorientasi pada terbentuknya
masyarakat sipil sjvil society, dengan memberdayakan warga negara melalui proses
pendidikan, agar mampu berperan serta secaradsim sistem pemerintahan negara
yang demokratis. Print et al (1999:25) mengemukagmsrc education is necessary for
the building and consolidation of a democratic sbtgi Inilah visi Pendidikan
Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh dosergdan siswa danmahasiswa, serta
masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negagadyi@mpatkan pada posisi yang
lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yanghlaius diubah pada posisi yang kuat
dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sispamerintahan yang demokratis
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diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan merdialsikan demokrasi di
kalangan warga negara, ini dapat dikembangkan md&ahdidikan Kewarganegaraan.
Secara klasik tujuan Pendidikan Kewargarasga di Indonesia adalah untuk
membentuk warga negara yang b&k good citizepn Akan tetapi pengertian warga
negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu leidittikan sesuai dengan tafsir
penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yéngdadah warga negara yang
berjiwa revolosioner, anti imperialisme, koloniatig, dan neo kolonialism@ada masa
Orde Baru ,warga negara yang baik adalah wargaramegangPancasilais manusia
pembangunan dan sebagainya. Sejalan dengan vidliddkam Kewarganegaraan
paradigma baru, misi mata pelajaran ini adalah nghaitkan kompetensi
siswa/mahasiswa agar mampu menjadi warga negam hyamperan serta secara aktif
dalam sistem pemerintahan yang demokratis.
B. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adaléagse wahana untuk membentuk
warga negara yang cerdas, terampil, dan berkargktey setia kepada bangsa dan negara
Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam keliaserfikir dan bertindak sesuai
dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.
Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaresmberikan kompetensi sbb:
1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalamenanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpatrtisipasi secara bermutu dan bertanggung jadeab bertindak secara cerdas
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan beanega
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk neetold diri berdasarkan pada
karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidupumerslengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturamadsecara langsung atau tidak
langsung dengan memanfaatkan teknologi informash d#amunikasi (Pusat
Kurikulum, 2003:3).
C. Substansi Materi Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasar hasil studi di berbagai negara, Print 1199 berpendapat isi Pendidikan
Kewarganegaraan yang prinsip adalah:
1. Hak dan tanggung jawab warga negara.

2. Pemerintahan dan lembaga-lembaga.



Sejarah dan konstitusi.

Identitas nasional.

Sistem hukum dan rule of law.

Hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi daimasos
Proses dan prinsip-prinsip demokrasi.

Partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewaggraan.

© © N o 00k w

Wawasan internasional.
10. Nilai-nilai dari kewarganegaraan yang demokratis.
Waterwoth (1998:3) mengemukakan tentangy-butir concept of citiznshiglan
warga negara yang baik, yaitu:
Menghargai warisan budaya masyarakatnya.
Menggunakan hak pilih.
Menghormati hukum dan norma-norma masyarakat.
Memahami berbagai proses politik dan ekonomi.
Menggunakan hak berbicara.

Memberikan sumbangan bagi kebaikan keluarga dagareisat.
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Peduli terhadap lingkungan lokalnya.

Sedangkan Abdul Azis Wahab (2000:5) mendekan sepuluh pilar demokrasi
Indonesia yang harus menjadi prinsip utama penegegan Pendidikan
Kewarganegaraan, yaitu:

Konstitusionalisme.

Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang MahsaKua
Kewarganegaraan cerdas.

Kedaulatan rakyat.

Kekuasaan hukum.

Hak asasi manusia.

Pembagian kekuasaan.

Sistem peradilan yang bebas.
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Pemerintahan daerah.

10.Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.



Berdasarkan uraian dimuka diperoleh gambaran rignteeragaman luasnya
cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewargaagatalam kurikulum. Hal ini
bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebkbléon pada dasarnya adalah suatu
pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar mateata pelajaan ini tidak sedemikian
ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Iadiansendiri mempunyai pengalaman
mengenai sering diubahnya isi materi mata kuliahseiring dengan pergantian rezim
sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnyasBkiean banyak mata kuliah/mata
pelajaran, tidak ada yang perubahan materinya @eisn mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan. Meskipun demikian, Pendidikan l§ewegaraan paradigma baru
harus didasarkan pada standar kelayakan materi pangjfat universal, Pancasila
sebagai dasar negara (Muchson, 2003).

Pusat kurikulum Diknas lewat konsep KBKwéeganegaraan di SD dan MI, SMP
dan MTs. serta SMA dan MA tahun 2003, mengajukasic dinoledge berupa aspek
berbangsa dan bernegara yang terdiri dari sub aspek
Persatuan bangsa;

Norma, hukum dan peraturan;
Hak asasi manusia;

Kebutuhan hidup warga negara;
Kekuasaan dan politik;
Masyarakat demokratis;
Pancasila dan konstitusi negara,
Globalisasi (Cholisin, 2004:18).

Aspek-aspek dari pengetahuan kewarganegaraan dli pada dasarnya merupakan

© N o 00 bk~ wDd P

pengetahuan yang berkaitan dengan peran wargaanéglam kehidupan berbangsa dan
bernegara yang demokratis.
Adapun substansi kajian Pendidikan Kewaggamaan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah sebbgakut:
1. Pengantar
2. Hak asasi manusia
3. Hak dan kewajiban warganegara
4

. Bela negara



5. Demokrasi

6. Wawasan Nusantara

7. Ketahanan nasional

8. Politik dan strategi nasional.

D. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Kukaig®&mnbangan
Kepribadian (MPK)

Proses pembelajaran di perguruan tinggoriedia, menyerap dan menyepakati
filosofi konsep pendidikan internasional yang cendg semakin, manusiawi, realistis,
egaliter, demokratis, dan religius. Kebijakan pdidin tinggi Indonesia, menerima
deklarasi UNESCO (1998), yaitu hakikat pendidikaany berwujud empat pilar
pendidikan sebagai berikut:)(Learning to Knowtermasuk prinsidearning to lern
learning to thinkdanlife long education(2) Learning to D¢ (3) Learning to Bedan (4)
Learning to Live Together.

Untuk keperluan pengembangan MPK dan MBB tgkan prinsip learning to
live together sebagai berikut: (1) membangun solidaritas sogj2), memperkuat
ketahanan masyarakat, (3) membangun sistem mjaip@ya pembentukan identitas; (5)
membangun pra kondisi untuk budaya perdamaian (ldarivthnsoer, 2003:1).

Pendidikan tinggi di Indonesia mempunyaidgsinuntuk pembentukan sosok
lulusan yang utuh dan lengkap ditinjau dari segim&mpuan/ketrampilan dan
kematangan/kesiapan pribadi. Karenanya pendidikeygitharus mampu menghasilkan
(1) manusia unggul secara intelektual dan anggoaraemoral, (2) kompeten menguasai
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (3) memikkimitmen tinggi untuk berbagai
peran sosial.

Oleh karea itu MPK lebih diarahkan kepaémantapan dan pemahaman serta
pengembangan filosofi untuk kepentingan pembentaleanpengembangan kepribadian
warga negara yang cendekia, cerdas, dan menguasgiekensi profesinya. Kebijakan
yang ditempuh antara lain mulai tahun akademis 2B} diberlakukan kurikulum baru
yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikatuini menekankan kejelasan hasil
didik sebagai seseorang yang kompeten dalam Haméhguasai ilmu pengetahuan dan
ketrampilan tertentu, (2) menguasai penerapan gengetahuan dan ketrampilan dalam

bentuk kekaryaan, (3) menguasai sikap berkaryanéfjguasai hakikat dan kemampuan



dalam kehidupann bermasyarakat dengan pilihan ke&ar Berbekal kompetensi yang
dimiliki, seorang lulusan pendidikan tinggi dihakap mampu menjadikan bekal
pendidikan yang diperolehnya sebagai pencerah masgta bangsa dan negara. Untuk
tercapainya maksud tersebut rumpun MPK dan MBB dmlatliah berkehidupan
bersmasyarakat) punya peran strategis. Adapun yemmgasuk rumpun MPK adalah
Penidikam Agama, Pendidikan Pancasila, dan Peratiddewaganegaraan. Sedangkan
rumpun MBB antara lain llmu Sosial Dasar (ISD), dinBBudaya Dasar (IBD) yang
sekarang oleh Dikti akan digabung menjadi lImu &lodan Budaya Dasar (ISBD), serta
Kealaman Dasar (IAD).

E. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kegamaegaraan



Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdasthpemggung jawab, yang
harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat udaysat dianggap mampu melakukan
tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kampetyang diharapkan setelah
menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah, dimydik seperangkat tindakan
cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang wargaranetplam berhubungan dengan
negara, serta mampu turut serta dalam memecahkbagae persoalan yang dihadapi
masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan plafekapasitas masing-masing. Sifat
cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, &etepdan keberhasilan dalam
bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab dipdKéra sebagai kebenaran tindakan
ditinjau dari nilai agama, moral, etika dan budaya.

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentangr8istendidikan Nasional
Pasal 37 ayat (2): Kurikulum pendidikan tinggi wajemuat (a) Pendidikan agama, (b)
Pendidikan Kewarganegaraan, (c) Bahasa. Pasal rilidkan nasional berdasarkan
Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. RasBendidikan nasional berfungsi
mengmbangkan kemampuan dan membentuk watak serttabpe bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupangs&danbertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sbhatmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis sertartggiting jawab.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhak#dn menumbuhkan sikap mental
bersifat cerdas, penuh tanggungjawab dari persidik dengan perilaku yang: (a)
Beriman dan bertagwa terhadap TuhanYang Maha Esantenghayati nilai-nilai
falsafah bangsa; (b) berbudi pekerti luhur, beptlisidalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara; (c) bersikap rasional, dinamis ddarsakan hak dan kewajiban sebagai
warga negara; (d) bersikap profesional yang dijimlah kesadaran belanegara; (e) aktif
memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untydekngan kemanusiaan, bangsa dan
negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan garmggara mampu
memahami, menganalisis, serta menjawab berbagailahagang dihadapi masyarakat,
bangsa dan negara secara tepat, rasional, konsidterkelanjutan dan bertanggung

jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Méemwarga negara yang tahu hak dan



kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi senté seamun tidak kehilangan jati diri

(tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya).



BAB Il
BANGSA, NEGARA DAN WARGANEGARA

A. Pengertian Bangsa

Bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asalratyradat, bahasa dan
sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Dalam uKaBesar Bahasa Indonesia,
pengertian bangsa adalah kumpulan manusia yan@nyiasterikat karena kesatuan
bahasa serta wilayah tertentu di muka bumi.

Sejarah timbulnya bangsa-bangsa di dunia berawaBéaua Eropa. Pada akhir
abad XIX, di Benua Eropa timbul berbagai gerakabakgsaan. Gerakan tersebut
mengakibatkan kerajaan-kerajaan besar di Eropartseperajaan Austria-Hongaria,
Turki dan Perancis, terpecah menjadi negara-nedes@l. Banyaknya gerakan
kebangsaan di Eropa saat itu dan keberhasilan menekjadi bangsa yang merdeka,
mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan BErappun wilayah lain di dunia.
Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertargba menurut para pakar.

Ernet Renan (guru besar Universitas Sorbone), atekgn bahwa bangsa adalah
kesatuan solidaritas yang terdiri dari orang-orgag saling merasa setia satu sama lain.
Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas spiritudl) &eaatuan solidaritas yang besar, yang
tercipta oleh suatu perasaan pengorbanan yang dédalat di masa lampau dan oleh
orang-orang yang bersedia brbuat untuk masa d&mrgsa memiliki masa lampau ,
tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini, melabatu kenyataan yang jelas, yaitu
kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengam nydtik terus hidup brsama. Oleh
karena itu suatu bangsa, tidak bergantung padarpaen asal ras, suku bangsa, agama,
bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenianAtetapi kehadiran suatu bangsa
adalah, seolah-olah suatu kesepakatan bersama tggadi setiap hari (Bachtiar,
1987:23).

Benidict Anderson mendefinisikan pengertian bangsecara agak lain
dibandingkan pakar yang lain. Menurut Andersongsamdalah komunitas politik yang
dibayangkan (imagined political community), artinyalak selalu sesuai dengan
kenyataan. Komunitas politik dibayangkan itu teataglalam wilayah yang jelas
batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai konsupdktik yang dibayangkan, karena

bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotiidgé saling mengenal. Dibayangkan
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secara terbatas karena, bangsa yang paling sdipsin yang penduduknya bisa lebih
dari satu milyar seperti RRC, tetap memiliki bavatayah yang jelas. Dibayangkan
berdaulat karena bangsa ini berada dibawah ke&knassuatu negara yang memiliki
kekuasaan atas suatu wilayah dan bangsa ters&khitnya bangsa disebut sebagai
komunitas yang dibayangkan karena terlepas dadnkasgan, para naggota bangsa itu
selalu memandang satu sama lain sebagai saudaaagsaebdan setanah air. Perasaan
sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta dvarsedia mati bagi komunitas yang
dibayangkan itu (Surbakti,1992:42).

Mengacu pada pendapat Anderson di atas, pencipsafidaritas nasional
digambarkan sebagai proses pengembangan imajishiakalangan anggota masyarakat
tentang komunitas mereka. Akibatnya orang Iriamp(a yang belum pernah berkunjung
ke Jawa dan tidak pernah bertemu sebelunya, dapagembangkan kesetiakawanan
terhadap sesama komunitas Indonesia. Dalam panuda@ga Bauer, bangsa adalah
suatu persatuan perangai, yang timbul karena pesamasib. Anderson dan Bauer
dikenal sebagai pakar klasik.

Saekarno  memiliki pemahaman yang relatif banipdda keduanya. Berkat
analisis geopolitiknya, ia menekankan persatuararanbrang dengan tanah airnya
sebagai syarat bangsa. Sedangkan pengertian bareggaut Mohammad Hatta adalah
suatu persatuan yang ditentukan oleh keinsyafabagse suatu persekutuan yang
tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percatas persamaan nasib dan tujuan.
Keinsyafan yang bertambah besar oleh karena sdpegan, malang sama diderita,
mujur sama di dapat, oleh karena jasa bersamandges@an bersama, pendeknya oleh
karena peringatan kepada riwayat bersama yangnaéentadalam hati dan otak
(Sutrisno,1983:38).

Jadi pengertian bangsa mengandung intisari adeleyaen pokok berupa jiwa,
kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang beisam@a membentuk kesatuan,
kebulatan dan persatuan serta semuanya itu yaraksiid adalah aspek kerokhaniannya.
Bangsa bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriyaja, smelainkan lebih bercorak
rohaniah, yang adanya hanya dapat disimpulkan barkian pernyataan senasib,

sepenanggungan dan kemauan membentuk kolektivitas.
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B. Pengertian Negara

Beraneka ragam pengertian tentang negara diunghkaghh beberapa tokoh ilmu
negara, sejak jaman Yunani kuno sampai abad modeengertian yang lebih
komprehensif, konkrit dan aktual tentang negar@tdgkan oleh pemikir-pemikir abad
modern. Diantara para pemikir modern tersebut adéfanenburg, mengatakan bahwa
negara pada hakekatnya adalah sebuah organisasasesin yang diciptakan oleh
sekelompok manusia yang disebut bangsa. Menuruteliaurg sebelum terbentuknya
negara terlebih dahulu harus ada sekelompok magasgmempunyai kesadaran untuk
mendirikan suatu organisasi untuk menjamin dan rlikara kepentingan mereka. Jadi
unsur bangsa adalah primer (ada lebih dulu), sdé@@ngegara adalah sekunder
(keberadaannya menyusul kemudian).

Pendapat kranenburg dikuatkan oleh kenyataan adamggmisasi seperti PBB
(Perserikatan Bangsa Bangsa). Yang menjadi andgdBa adalah negara-negara, tapi
organisasoi itu disebut Perserikatan Bangsa Baftyisiéed Nations) bukan Perserikatan
Negara-Negara (United States). Hal ini menurut n€rdurg menunjukkan bahwa
bangsa itu menjadi dasar dari adanya negara. Desgyaikian bangsalah yang primer
dan yang sekunder adalah negara.

Sebaliknya, menurut Logemann, negara itu pada gk adalah sebuah
organisasi kekuasaan yang meliputi atau mencakigmp®k manusia yang disebut
bangsa. Jadi, pertama-tama negara itu adalah esgamkiekuasaan yang memiltgezag
atau kewibawaan yang terkandung pengertian, dapataksakan kehendaknya kepada
semua orang yang diliputi oleh organisasi kekuas@asebut. Pendapat Logemann
tersebut menyiratkan hal yang berbeda dari penddpatenburg, bahwa organisasi
kekuasaan (negara) yang menciptakan bangsa.

Van Apeldoorn dalam bukunyarileiding tot de Studie van Het Nederlands
Recht, menyatakan istilah negara dipakai dalam empat &ertama, dalam arti
"penguasa”, untuk menyatakan orang atau orang-oy@amgy menjalankan kekuasaan
tertinggi atas persekutuan rakyat yang tinggal psatu daerah. Kedua dalam arti
“persekutuan rakyat”, yakni untuk menyatakan suzngsa yang hidup dalam suatu
daerah yang berada dibawah kekuasaan tertinggkaldah-kaidah hukum yang sama.

Ketiga dalam arti suatu “wilayah tertentu”, yakmituk menyatakan suatu daearah yang
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di dalamnya hidup suatu bangsa di bawah kekuasatinggi. Keempat “kas negara”,
yakni untuk menyatakan harta yang dipegang olelgymsesa untuk kepentingan umum .

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelorataak beberapa kelompok
manusia, yang bersama-sama mendiami suatu wilayemtu, dengan mengakui adanya
suatu pemerintahan yang mengurus tata terib dalameatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia tadi. Negara juga bisa didefiaisikebagai sebuah organisasi yang
memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaglerta mempunyai hak istimewa,
seperti hak memaksa, hak monopoli dan hak mencakopa, yang bertujuan untuk
menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, sertapainya tujuan bersama.

Negara merupakan suatu organisasi yang dalam \milajg@tentu dapat
memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap selongag kekuasaan lainnya dan
yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidiggasama. Negara juga berwenang
menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai diaekekuasaan itu dapat digunakan
oleh individu, kelompok, maupun negara itu senddéngan demikian negara dapat
membimbing berbagai macam kegiatan warga negaremyarah tujuan bersama yang
telah ditetapkannya.

Masih banyak pendapat lain yang tentunya berbetiadengan yang lainnya.
Perbedaan tersebut lebih menyangkut pada asalhakakat negara, serta tujuan negara,
yang memang relatif sangat tergantung pada perkagabazaman, keadaan maupun
tempat. Hingga saat ini telah menjadi kelaziman dakui banyak orang, bahwa
pengertian negara sebagai suatu masyarakat pbbtiks memiliki unsur wilayah, rakyat
dan pemerintahan yang berdaulat.

Dalam konferensi Pan-Amerika di Montevideo padautahl933 telah
menghasilkan “Montivideo Convention of the RightsdaDuties of States.” Dengan
rumusan sebagai berikut:” The state as a persamerhational law should possess the
following qualification; a permanent populationdefined territory, a government, and a
capacity to enter into relation with other stat@adi unsur-unsur konstitutif negara
menurut konvensi tersebut adalah penduduk yanp, tefitayah tertentu, pemerintah dan
kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara la

Jika syarat berdirinya negara yang bersifat kanstiseperti tersebut di atas,

maka syarat yang bersifat deklaratif adalah, addoysn negara, memiliki undang-

13



undang dasar (konstitusi), adanya pengakuan dagaraelain baik secara “de jure”
maupun secara “de facto”, serta masuknya negaemdpkerhimpunan bangsa-bangsa
misalnya PBB.

Dilihat dari bentuknya, negara bisa dibedakan miemjaa, yaitu negara kesatuan
(unitary state) dan negara serikat (federatiotesteDalam negara kesatuan tidak dikenal
adanya negara bagian (tidak ada negara dalam negang ada adalah daerah otonom
dan wilayah administratif seperti “propinsi” (dabrtingkat I) dan “kabupaten atau kota”
(sebagai daerah tingkat IlI). Dalam negara serilldtenal adanya “negara bagian”
(terdapat negara dalam negara). Dengan demikiapexdarintah negara bagian ada pula
pemerintah federal yang membawahi semua negararbd@emerintah federal biasanya
memegang kekuasaan bidang pertahanan dan keanrmaomster, politik luar negeri,
serta peradilan. Urusan lain di luar keempat bidangebut bisanya menjadi wewenang

pemerintah negara bagian.

C. Fungsi Negara

Harold Laski menyatakan bahwa fungsi negara adakahciptakan keadaan dimana
rakyat dapat tercapai keinginannya secara maksfMaliam Budihardjo, 1983:39).
Terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap reegaemiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan ab&as dan mencegah
bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negaras hmelaksanakan
penertiban.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya

3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kerkunagn serangan dari luar.
Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan.

4. Menegakkan keadilan.

Menurut Charles E. Merriam fungsi negara ada lima:

1. Keamanan ekstern, untuk mencegah ancaman dari luar;

2. Ketetiban intern, untuk ketertiban dalam negeri;

3. Keadilan bagi seluruh warga negara;
4

. Kesejahteraan umum;
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5. Menjamin kebebasan tiap waga negara berdasar ledi asmnusia (Meriam
Budihardjo, 1983:41).

Selain memiliki fungsi, negara juga memilgifat-sifat khusus yang merupakan
manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya damyzatyerdapat dalam negara saja.
Adapun sifat-sifat khusus negara tersebut adalah:

1. Sifat memaksa.

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan fleaermmasyarakat tercapai, serta
timbulnyaanarki dapat dicegah, maka negara memiliki hak untuk nkemeSarana yang
digunakan antara lain adalah polisi, tentara, jalesahakim.

2. Sifat mencakup semua

Semua peraturan perundang-undangan miskéharusan membayar pajak, berlaku
untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikiamang perlu, sebab kalau
seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkupvitds negara, maka usaha negara

kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan gagal.

D. Unsur-Unsur Negara
1. Wilayah

Setiap negara menduduki wilayah tertentmndka bumi dan memiliki batas-batas
wilayah yang jelas pula. Kekuasaan negara mencsddupuh wilayah, tidak hanya tanah,
tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasigaena kemajuan teknologi dewasa
ini masalah wilayah menjadi lebih rumit dibandingkaasa lampau. Sebagai contoh jika
pada masa lampau wilayah laut cukup sejauh 3 nmil mhntai, sesuai jarak tembak
meriam. Maka untuk saat ini menjadi kurang relelagi, sebab jarak tembak peluru
kendali bisa ratusan mil. Oleh karena itu bebempgara termasuk Indonesia telah
mengusulkan wilayah laut 12 mil diukur dari titieriuar, serta menuntut adanya zona
ekonomi eksklusif 200 mil. Kemajuan teknologi telamemungkinkan pengeboran
minyak dan gas di lepas pantai mendorong sejum&darbnegara untuk menuntut
penguasaan wilayah yang lebih luas.

Menurut hukum internasional semua negara sama Ipaaintga. Tetapi dalam
kenyataannya sering negara kecil mengalami kesulitestuk mempertahankan

kedaulatannya, apalagi jika tetangganya adalahradgssar. Di lain pihak, negara yang
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memiliki wilayah yang sangat luas juga menghad&pbégai permasalahan, antara lain
keaneka ragaman suku, budaya dan agama, masatatgsan dan sebagainya.
2. Penduduk

Setiap negara pasti memiliki penduduk, dakusaan negara menjangkau seluruh
penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam soagara biasanya menunjukkan
beberapa ciri khas yang membedakannya dari barajga Perbedaan ini nampak
misalnya dalam kebudayaannya, dalam identitas malsiga. Kesamaan dalam sejarah,
kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamadmarsgka dan kesamaan agama
merupakan faktor-faktor yang mendorong kearah tedb@ya persatuan nasional dan
identitas nasional yang kuat.

Persamaan dan homogenitas tidak mesti memj&okohnya persatuan. Sedangkan
keanekaragaman juga tidak menutup kemungkinan udtkembangnya persatuan yang
kokoh. Sebagai contoh Swiss mempunyai empat batadm@ memiliki enam belas
bahasa resmi, akan tetapi kedua negara sampaagrgkanasih tetap bersatu. Indonesia
dengan puluhan bahasa daerah, suku bangsa, daindardberbagai agama hingga saat
ini juga masih bersatu, meskipun ada gerakan yagip imemisahkan diri di beberapa
daerah. Sebaliknya Inggris dan Amerika Serikat rkinffiahasa yang sama, akan tetapi
merupakan dua bangsa dan negara yang terpisalstdPaigang didirikan dengan alasan
untuk mempersatukan wilayah India yang beragansamislikhirnya pecah menjadi dua
yaitu Pakistan dan Banglades. Oleh karena itu bagusk direnungkan apa yang
dikatakan oleh filsuf PeranciErnest Renan “Bahwa pemersatu bangsa bukanlah
kesamaan bahasa, kesamaan agama, kesamaan supun&asamaan ras, akan tetapi
tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan kenguntuk mencapai tujuan
bersama di masa depan”.

3. Pemerintahan

Setiap negara memiliki organisasi yang beamgn untuk merumuskan dan
melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikatruselpenduduk di dalam
wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara laitéeiuk undang-undang dan berbagai
peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindakas nama negara dan
menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Negardabéebih permanen, sedangkan

pemerintah biasanya silih berganti. Kekuasaan pataban biasanya dibagi menjadi
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tiga yaknilegislatif (pembuat undang-undangksekutii{pelaksana undang-undang), dan
yudikatif(yang mengawasi pelaksanaan undang-undang).
Secara garis besar model sistem pemerini@dyaet dibagi empat:
1) Sistem pemerintahan Presidensiil, contohnyarkacerikat, Indonesia, Filipina.
2) Sistem pemerintahan Parlementer, contohnyaiBiggalaysia, Singapura, India.
3) Sistem pemerintahan Campuran (antara Presideresiil Rarlementer), contohnya
Perancis.

4) Sistem pemerintahan Diktator, contohnya Rusia.

4. Kedaulatan

Unsur esensial yang keempat dari negaralaladkedaulatan. Istilah
kedaulatan seringkali dibatasi sebagai kekuasadimggi dan final yang tidak ada
tandingannya. Kedaulatan paling tidak mempunyai diogensi, yaitu apa yang disebut
supremasi internal dan kemerdekaan eksternal. Yartgma, berarti adanya kekuasaan
yang menjangkau seluruh wilayah negara, sedangkag kedua berarti bebas dari
pengawasan politik negara lain secara langsungataorganisasi internasional

Konsep kedaulatan sebagai salah satu unsur negareamg menunjukkan pada
kekuasaan yang tertinggi serta tidak terbatas pameenang untuk mengatur masalah-
masalah negara, baik dalam negeri maupun huburegagad negara lainnya.

Kendatipun konsepnya jelas, tetapi dalam prakteksiylit untuk menentukan
secara pasti kedaulatan yang dimiliki oleh suaggaree Dengan kata lain, kita mengakui
sesuatu negara berdaulat, tetapi kita tidak dagsgetahui secara pasti apakah negara
yang bersangkutan benar-benar dapat melaksanakiul&gnnya, dalam arti benar-
benar mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusaahruangganya sendiri tanpa
dipengaruhi oleh negara lain. Pada dasarnya kddaulsternal atau kedaulatan di dalam
wilayah suatu negara memang menunjukkan berbagaisvantara negara satu dengan
negara lainnya sesuai dengan tempat dan ruangipniggkuasaan kedaulatan itu sendiri.

Kedaulatan mencakup kekuasaan yang tertimggk membuat undang-undang dan
melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksagara mempunyai kekuasaan
yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduk agmntaati peraturan perundang-

undangan. Negara juga berkewajiban mempertaharnkaerklekaan dan kedaulatannya
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dari serangan-serangan dari negara lain. Untukrkepeitu negara menuntut loyalitas

yang mutlak dari seluruh warga negaranya.

E. Pengertian Warga Negara

Berbicara tentang warga negara tidak bisa dilepalan pembicaraan tentang
penduduk. Penduduk adalah orang yang dengan sémipat tinggal dalam suatu
negara. Sah dalam artian tidak bertentangan dekgmtuan ketentuan dan tata cara
masuk dan bertempat tinggal dalam suatu wilayahnaegang bersangkutan.

Di dalam suatu negara, biasanya dibedakan antarg @sing dan warga ngara.
Orang asing adalah orang di luar warga negara.gasimg yang berada di wilayah suatu
negara dilindungi oleh hukum internasional. Jadmahapun ia berada berhak
mendapatkan perlindungan dari negara yang berstargkBada dasarnya orang asing
mendapat perlakuan yang sama. Perbedaan kedualetakigpada perbedaan beberapa
hak seperti hak politik untuk memilih dan dipiilalam pemilihan umum yang hanya
dimiliki oleh warga negara, tidak oleh orang asibggitu juga hak untuk diangkat
menjadi pejabat negara.

Status kewarganegaraan dalam suatu negara biatakg#t dengan dua asas,
yaitu “iussanguinis” (asas keturunan) dan asas %o (asas tempat kelahiran).
Lazimnya kedua asas tersebut sama-sama dipakan d&l@arganegaraan suatu negara.
Secara khusus di Indonesia, menurut UU No..62 tdl958 disebutkan bahwa:"warga
negara Republik Indonesia adalah orang yang betdasaerundang-undangan dan atau
perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak pno&sa 17 Agustus 1945 sudah menjadi
warga negara Republik Indonesia.

4. Hubungan Negara dengan Warganegara
a. Sifat Hubungan Negara dan Warganegara

Hubungan antara warga negara dengan negarayuhéfuncoro Purbopranoto
(Cholisin, 1999:21) dapat dilihat dari perspektifikum, politik, kebudayaan dan
kesusilaan. Namun perspektif yang aktual dalamdkgdan berbangsa dan bernegara
adalah perspektif hukum dan politik.

Pandangan dari perspektif hukum didasarkan padselpsi bahwa warga negara

adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan huldengan suatu negara (Isjwara,
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1980:99). Hubungan hukum antara warga negara dgaraalibedakan atas: pertama,
hubungan sederajat dan tidak sederajat dan kedulbungan timbal balik dan timbang
timpang.

Hubungan hukum yang cocok antara warga negaraeigara dan negara dengan
pemerintah yang berasaskan kekeluargaan adalataggdian timbal balik. Pendapat ini
didasarkan pada pendapat Kuncoro Purbopranoto i€@h®b99:22) tentang governants
dan governies atau yang memerintah dan yang diphribalam konteks pemerintahan
seperti ini, tidak lagi dikenal perbedaan sifatuatsakikat, tetapi yang ada adalah
perbedaan fungsi, yang pada hakikatnya merupaksatuan. Governants dan governies
merupakan komponen yang hakikatnya sama-sama jughwnanusia, oleh karena itu
keduanya sudah seharusnya merupakan satu kesatdalam mewujudkan kehidupan
negara yang manusiawi atau berpihak pada manusidangkan perbedaan fungsi
keduanya adalah perbedaan fungsi yang berimplgea perbedaan tugas.

Dalam konteks hubungan yang timbal balik, warggan@ dan negara memiliki
kedudukan yang tidak sederajat dan timbang timpdagat berakibat pada sulitnya
penciptaan hubungan yang harmonis antara kedudtgr@na pihak yang diletakkan
pada kedudukan yang lebih tinggi cenderung akarakukan tindakan yang berbau
dominasi dan hegemoni terhadap pihak yang diletakhada kedudukan yang lebih
rendah.

Menurut Hadjoen (Cholisin, 1999:23) hubumgakum yang sederajat dan timbal
balik, sesuai dengan elemen atau ciri negara huRamcasila, yang meliputi: (a)
Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rb&y@dsarkan asas kerukunan; (b)
hubungan fungsional yang proporsional antara kelaradembaga negara; (c) prinsip
penyelesaian masalah secara musyawarah dan peratlaipakan sarana terakhir, (d)
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sifat harumhgikum antara warga negara
dengan pemerintah Indonesia dapat diformulasikdvagse hubungan hukum yang
bersifat sederajat, timbal balik dan keseimbang#tara hak dan kewajiban. Di dalam
pelaksanaan hukum tersebut harus disesuaikan deggan tujuan hukum di negara
Pancasila yaitu memelihara dan mengembangkan lakdirfh kemanusiaan serta cita-
cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhafeamg Maha Esa.
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Dari perspektif politik seorang warga negadalah seorang individu yang
bebas serta merupakan anggota suatu masyarakgi pkh bentuk pemerintahan
menganut sistem demokrasi. Isjwara (1980:43) melkdrerbatasan politik adalah
perjuangan memperoleh kekuasaan, teknik menjalakddamasaan, masalah pelaksanaan
dan kontrol kekuasaan , serta pembentukan dan peagg kekuasaan. Kekuasaan
adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompak mmempengaruhi tingkah laku
orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginarihlpgam Budihardjo, 1999:10).
Hakikat politik adalah kekuasaan atau power, tetagak semua kekuasaan adalah
kekuasaan politik

Ossip K. Flechteim membedakan kekuasaartipafienjadi dua macam,
yaitu: (a) Kekuasaan sosial yang terwujud dalaku&saan negara (state power) seperti
lembaga pemerintah, parlemen (DPR), presiden; ¢iu&saan sosial yang ditujukan
kepada negara. Dari klasifikasi tersebut dinyatakahwa kekuasaan politik warga
negara termasuk jenis kekuasaan yang kedua danadesku politik pemerintah
merupakan kekuasaan yang pertama. Kegiatan yamduldn oleh warga negara
terhadap pemerintah atau negara pada dasarnya hadllm rangka untuk
mempengaruhi pemerintah, agar kepentingan-kepeming yang berupa nilai politik
dapat direalisasikan oleh pemerintah. Bentuk kegigpolitik warga negara untuk
memperoleh nilai-nilai politik tersebut bisa daldmentuk partisipasi (mempengaruhi
pembuatan kebijakan) dan dalam bentuk subyeki{gertialam pelaksanaan kebijakan).

Bentuk hubungan politik antara warga negaragde pemerintah bisa
berbentukkooperatif yaitu kerjasama saling menguntungkan dan kedudukareka
masing-masing adalah sejajar, bisa jugapktatif ataupun dalam bentuk paternalistik
(negara sebagai patron dan kelompok sosial tertegibagai klien). Bentuk hubungan
politik yang berasaskan kekeluargaan yang palinig &@alah bentuk kooperatif, karena
akan menunjang terciptanya hubungan politik yanrgbais antara warga negara dengan
pemerintah. Dalam konteks ini Kuncoro (Cholisin,9926) memberikan gambaran
bahwa hubungan antara pemimpin dengan rakyat abdln khusus lagi antara pamong
dan penduduk adalah hubungan timbal balik yangifaersonstruktif atau hubungan
yang saling membantu dan mengawasi, atau yang dhiséitahkan hubungan yang

“mong-kinemong”.
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Berdasarkan beberapa pendapat tentang hubuwgaga negara dengan
negara (pemerintah), maka dapat disimpulkan balifat reibungan politik kooperatif,

saling membantu dan mengawasi, adalah yang papad.t

F. Wujud Hubungan Negara dan Warganegara

Wujud hubungan warga negara dengan negara padanyadaerupa peranan
(role). Peranan pada dasarnya merupakan tugasaagadylakukan sesuai dengan tugas
yang dimiliki dalam status sebagai warga negaratuSyeranan tertentu, menurut
Soerjono Sukanto dapat dijabarkan ke dalam unsswrusebagai berikut: (a) Peranan
yang ideal (ideal role); (b) peranan yang sehamgaypected role); (c) peranan menurut
diri sendiri (perceined role); (d) peranan yangeselonya dilakukan (actual role). Dilihat
dari status warga negara, yang meliputi statusf,pakiif, negatif, dan positif, maka
peranan warga negara juga bersifat aktif, pasgfatiedan positif secara komprehensif.

Peranan pasif, merupakan kepatuhan terhadap pmrgiarunang-undangan yang
berlaku, sbagai cerminan seorang warga negaratgahgatuh dan loyal kepada negara.
Peranan aktif, merupakan aktivitas warga negarakubeérpartisipasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, terutama dalam ikutreertepengaruhi kebijakan pemerintah.
Peranan positif merupakan aktivitas warga negardukumeminta pelayanan kepada
negara yang memang memiliki fungsi pelayanan unpublic service) untuk memenuhi
berbagai kebutuhan hidup warganya. Peranan neguifjpakan aktivitas warga negara
untuk menolak campur tangan negara (pemerintablgndalersoalan atau hak yang

bersifat pribadi.

G. Hak dan Kewajiban Negara

Hubungan antara negara dengan warga negamibgdasi oleh hak dan
kewajiban masing-masing. Secara umum hak negarahadabagai berikut: (ajlak
memaksg dapat diartikan sebagai hak untuk memaksakanysaraperaturan negara
secara legal atau sah;) (rak monopoli, yaitu hak untuk memonopoli dalam penetapan
tujuan bersama dari masyarakat dalam artian kegigésmg menyangkut hajat orang

banyak; (c)hak mencakup semuadapat diartikan sebagai hak untuk mencapai tujuan
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negara yang dicita-citakan yaitu menciptakan madgdr yang tertib, damai dan
sejahtera.

Selain hak-hak tersebut, negara juga mempunyavajkgan yang harus
dilaksanakan oleh organ-organnya. Secara univkesadjiban negara tersebut adalah:
(a) Membuat dan menetapkan peraturan, dalam rangkaiptakan kehidupan bernegara
yang harmonis, negara mempunyai kewajiban untuk bnaiperaturan  atau undang-
undang; (b) melaksanakan peraturan—peraturan yatah tditetapkan, termasuk
mengontrol pelaksanaan peraturan; (c) kewajibarukumbemelihara, menjamin dan
melindungi hak-hak warga negara.

H. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak dasar yang padlanpeangannya dikenal
dengan hak asasi manusia (HAM). Secara univergs\l idapat dibagi atau dibedakan
sebagai berikut: faHak asasi pribadi atau personal rights yang melipti kebebasan
menyatakan pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasgbrake dan lain
sebagainya; (Ibjak asasi ekonomiatau property rights, yaitu hak untuk memliki
sesuatu, membeli, menjualnya dan memanfaatkannga kak untuk mendapatkan
kesejahteraan; (chak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama d@am
hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut right sof legal equaldyhak-hak
sipil dan politik atau civil and political rights, yaitu hak piligang terdiri dari hak untuk
dipilih dan memilih dalam pemilu, hak mendirikarnrtea politik dan sebagainy; (dak
asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultdraights, misalnya hak untuk
mendapatkan dan memilih pendidikan, hak untuk mebgegkan kebudayaan dan
sebagainya; (f)hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tatacargeradilan dan
perlindungan atau procedural rights, misalnyardgtenangkaan dan penggeledahan.

Di Indonesia, hak-hak tersebut diatur dalambDU1945 dan UU No.39 tahun
1999 tentang HAM. Secara garis besar hak-hak tersetalah sebagai berikt)) Hak
untuk hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28A UUD 1945 daal@aUU No. 39
tahun 1999; (b hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, diatur dalam pasal 28B
UUD 1945 dan pasal 10 UU No.39 tahun 1999; (c) mekgembangkan diri diatur
dalam pasal 28C UUD 1945 dan pasal 11 sampai 16NOU39 tahun 1999;dj hak

memperoleh keadilansebagaimana diatur dalam pasal 28H dan pasaly2812aUUD
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1945 serta pasal 17 sampai 19 UU No.39 tahun 1@®%ak atas kebebasan pribadi
diatur dalam pasal 28G ayat 1 dan pasal 28! ayat)D 1945 dan pasal 20 sampai 27
UU No..39 tahun 1999; (fhak atas rasa amansebagaimana diatur dalam pasal 28G
ayat 2 UUD 1945 serta pasal 28 sampai 35 UU Noafurt 1999; (g) hak atas
kesejahteraan yang diatur dalam pasal 28C ayatD 1R45 dan pasal 36 sampai 42 UU
No. 39 tahun 1999; (h) hak untuk turut serta dafmmerintahan sebagaimana diatur
dalam pasal 27 UUD 1945 dan pasal 43 dan 44 UUNal3un 1999 tenang HAM.
Kewajiban warga negara secara universal ad@aienjunjung tinggi hukum
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulisy (hengakui pemerintahan yang sah
baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan Bsedra khusus kewajiban warga
negara Indonesia adalah ) ¢eewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan
negara atau pertahanan keamanan negara, bagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1
UUD 1945 dan pasal 68 UU No0.39 tahun 1999; Kejvajiban untuk patuh pada
peraturan perundang-undangan hukum tak tertulis serta hukum internasionaldegt
hak asasi manusia , sebagaimana diatur dalam @askdn 70 UU No.39 tahun 1999; (c)

kewajiban untuk menjunjung pemerintahan, diatur dalam pasal 27 UUD 1945.
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BAB llI
NASIONALISME
A. Pengertian Nasionalisme

Pengertian nasionalisme dapat dipahami secaraapaikila dimengerti terlebih
dulu apa yang dimaksud dengan bangsa (nation).eR&ngy bangsa menurut Renan
adalah : suatu jiwa suatu asas spiritual. Bangakaladuatu solidaritas yang besar, yang
terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai aggragorbanan-pengorbanan yang telah
dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibgat $aatu bangsa dianggap
mempunyai suatu masa lampau, akan tetapi ia métanjulirinya dalam masa sekarang
ini dengan suatu kenyataan yang jelas, persetukeinginan yang dinyatakan dengan
jelas untuk melanjutkan kehidupan bersama (Hansikoh

Nasionalisme adalah semacam etnosentrisme ataamgand yang berpusat pada
bangsanya. Gejala seperti semangat nasional, kghamgnasional, patriotisme dan
sebagainya terdapat pada semua bangsa, sebagai gegla umum untuk
mensolidarisasikan diri dengan suatu kelompok ysewasib (Ensiklopedi Politik dan
Pembangunan 1988:219)

Nasionalisme (dalam arti negatif) adalah suatagsiang keterlaluan, sempit dan
sombong. Apa yang menguntungkan bangsa sendiriubgegja dianggap benar, sampai
kepentingan dan hak bangsa lain diinjak-injak. slelasionalisme seperti itu mencerai
beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yangdaiNagionalisme (dalam arti positif)
adalah sikap nasional untuk mempertahankan kemaade#lan harga diri bangsa dan
sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalismantaengertian ini sangat berguna
untuk membina rasa persatuan antara penduduk nggagahiterogen karena perbedaan
suku, agama, ras dan golongan, serta berfungsik umi&mbina rasa identitas dan
kebersamaan dalam negara dan sangat bermanfa®t mmetgisi kemerdekaan yang
sudah diperoleh.

Nasionalisme merupakan ekspresi hubungan antanah dalan tanah.
Nasionalisme adalah sebuah ideologi dalam pengediperangkat keyakinan yang
berorientasi pada tingkah laku dan perbuatan. Maksme mengalami dinamika, oleh
karena itu dalam setiap kurun waktu , setiap genemaasionalisme muncul dalam

dimensi yang khas. Pada masa penjajahan nasioeatesmpil sebagai ideologi untuk
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mengusir penjajah.Pada masa kemerdekaan nasioeafisswujudkan dirinya dalam
usaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman ekiokalonial. Ancaman nasionalisme
dalam kurun waktu pasca kemerdekaan ini adalahagtaksasa ekonomi yang melilit
kehidupan bangsa-bangsa di negara sedang berkenangsuk Indonesa.

Negara nasional hanya mungkin dibentuk dan berfubgi&k berdasar faham
nasionalisme. Faham nasionalisme mengajarkan balmat bangsa bernegara dapat
dibangun dari masyarakat yang majemuk, jika wargayarakat tersebut benar-benar
bertekad kuat untuk membangun masa depan bersartepas dari perbedaan agama,
ras, etnik atau ikatan primordial lainnya. Nasi@mk adalah suatu visi, suatu persepsi,
dan bangsa yang dibangun berdasar visi ini adalatu simagined community” sebuah

komunitas yang dibayangkan.

B. Sejarah Nasionalisme

Nasionalisme muncul pada akhir aad ke-l&rdasuasana liberalisme di
antara bangsa-bangsa Eropa yang merasa perlu mé&aekaentitas dan kesamaan
derajatnya dengan Inggris dan Perancis yang pad@uwa paling maju. Walaupun
bangsa-bangsa lain seperti Jerman, Italia khususmf@sa sama dalam hal budaya,
namun secara politis mereka kurang berarti, katerecah belah. Maka dari itu rasa
nasionalisme pada waktu itu berkobar-kobar dan dah&engaja dikobar-kobarkan
sampai negara yang bersatu dan merdeka dicagaigkhir abad 19. Bangsa-bangsa
Eropa Timur, Asia dan Afrika pada abad ke-20 dergigiimn berjuang untuk membangun
identitas nasional sebagai suatu hal yang barualelarisan lama yaitu kebudayaan
suku yang seringkali tanpa daya tidak memadai umteiknbangun suatu negara nasional,
bahkan kadang-kadang menghalanginya.

Dalam usaha menciptakan basis ideologis untuk gegan nasional tidak jarang
perlu dikembangkan bahasa nasional, diambil idedde cara hidup yang baru dari
bangsa-bangsa yang sudah membentuk negara nasizalain prakteknya banyak
mengambil ide-ide dari barat yang kadang-kadangmdenjawan utama dari para
nasionalis. Maka timbulah faham yang setengah katangah lama sebagai bangsa.
Nasionalisme baik yang ada di Eropa Timur, Balk&sia, maupun Afika sangat tertarik

akan tetapi juga sekaligus menolak apa yang teapak®ntoh dari barat tersebut. Maka
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tidaklah mengherankan, jika banyak nasionalis abaddalah merupakan tokoh-tokoh
peralihan dari era tradisional dan modern sepemi %at Sen, Kemal Ataturk, Nehru,
Soekarno, serta Nasser.

Sesudah nasionalisme mencapai tujuannya, yakniradgersatu dan merdeka
yang tidak perlu terancam lagi, maka tidak jaramgionalisme melemah, berubah
bentuknya. Kadang-kadang enersi yang menimbulkaiomalisme berhasil juga diubah
untuk mewujudlan negara yang demokratis dan maju.

Dalam kenyataannya bahwa nasionalisme sejak [sdmla abad ke-18 telah
berkembang cepat ke seluruh Eropa sepanjang abd®, kdan dalam abad ke-20
menjadi suatu gerakan sedunia, yang bersifat isaliékan tetapi kata “nasionalisme “
memiliki arti positif hanya di Amerika Latin, Afri Timur Tengah dan Asia sebagai
kata yang menyarankan pembebasan dari tekanamidoB8edangkan di Barat, kata
“nasionalist” jarang digunakan untuk menggambankesyarakat Barat sendiri. Mereka
lebih cocok dengan kata “patriotist” karena nadioma secara umum dibayangkan
sebagai sesuatu yang jelek. Sedangkan patriotegaebesuatu yang baik. Orang-orang
Amerika yang baik disebut patriotis dan bukan naaistis. Hal ini dapat dipahami
mengingat bagi negara-negara penjajah rasanyanadisine dianggap gangguan, tetapi
dilihat dari negara-negara yang dijajah nasionaisdijadikan modal untuk dapat

mengusir penjajah.

C. Nasionalisme Indonesia

Bagi dunia ketiga abad ke-20 dapat dianggap selsmd nasionalisme, tidak
lain karena menyaksikan timbulnya nation state gredbangsa), setelah beakhirnya
Perang Dunia Il. Fungsi nation state dianggap saefevan sejak Perang Dunia Il, akan
tetapi dewasa ini sudah terasa banyak perubamgnnganuntut adanya penyesuaian.

Dalam Manifesto Politik tahun 1925 itulah kita @ena kali menjumpai konsep
bangsa Indonesia. Apa yang diucapkan pada Sumpabd2e1928 adalah kelengkapan
dan pembulatan konsep tersebut. Secara implisit ifs&a itu memuat paham
nasionalisme sebagai anti kolonialisme dan sekaliggmuat prinsip-prinsipnya, ialah:

kesatuan, kebebaan, persamaan, kepribadian. Pprisgp beserta nilai-nilai
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nasionalisme tersebut sejak awal pergerakan ndsiparjuangkan, secara simbolis,
konseptual, fisik revolosioner, dan dalam periodscp revolusi, mengkonsolidasi.

Apabila kita melacak pertumbuhan nasionalisme hed@ sejak kebangkitan
nasional 1908, melalui Manifesto Politik 1925 se8tampah pemuda 1928, maka tidak
dapat diingkari bahwa meskipun masih dalam bentolbrnal, keempat prinsip
nasionalisme tersebut sudah hadir. Meskipun Boeztoi®o belum dapat dipandang
sebagai organisasi nasional dalam arti harafiamunapada hakekatnya ideologinya
menunjuk pada kesadaran diri akan kemandirian,desda, kesamaan, serta penemuan
identitas dirinya.

Selama pergerakan keempat prinsip itu menjadi tujp@rjuangan, kemudian
lewat jaman Jepang semangat nasionalis meluas dgaasépisan rakyat sehingga
revolusi Indonesia dapat dilancarkan. Sesunggupaga masa pasca revolusi, ideologi
nasionalisme masih tetap memiliki relevansi bagnipgngunan bangsa.

Permasalahannya sekarang, mampukah nasionalisroeelsid yang lahir dari
rasa senasib, karena dijajah oleh penjajah yanga,sanampu menahan tekanan
separatisme di berbagai daerah? Jawabnya tentiagakah perasaan senasib itu bisa
terus menerus diciptakan. Rasa senasib tersebwya hlaisa dipertahankan bila ada
keadilan, pemerataan kue pembangunan, serta panlakang sama terhadap seluruh
daerah dan komponen bangsa. Jika hal tersebuthidaldiwujudkan maka nasionalisme
Indonesia akan tingal kenangan dan perpecahan dangmjadi tidak akan bisa
terelakkan.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dalam etzalgasi ini, nasionalisme
mampu menahan lajunya arus globalisasi (internabgasi) pada semua segi kehidupan,
dimana antar bangsa dan antar negara saling bengartiutington menyatakan bahwa
ketergantungan antar negara bukan merupakan gerakamasional yang akan
menciptakan negara global serta akan melebur konagpn state. Bahkan Hutington
merasa yakin bahwa internasionalisme telah mengedan buntu, karena pretensi
organisasi internasional sendiri. Pernyataantetsdidukung oleh kondisi faktual yang
mensyaratkan organisasi internasional membutulgeasetujuan dari negara-negara
anggotanya dalam setiap keputusan penting dan rs&kde
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Bagi Indonesia, nasionalisme merupakan kunci umbgkgatasi keberagaman
adat istiadat, budaya, agama serta etnis. Tanpanadisme sebagai alat pemersatu, sulit
kiranya untuk mencari titik temu dari berbagai lelsian yang berasal dari berbagai
etnik. Nasonalisme dalam hal ini dapat dipandarigpga komitmen moral bangsa
Indonesia untuk tidak memandang perbedaan itu sebamflik, melainkan sebagai
kenyataan yang tidak dapat ditolak, juga sebadayaan yang penuh dengan dinamika

Pada sisi lain, identitas nasional perlu dipupuldgpaenerasi muda lewat
kesadaran nasional yang perlu dibangkitkan lewaad@an sejarah. Kesadaran ini
mencakup pengalaman kolektif dimasa lampau, ataib feersama dimasa lampau yang
menggembleng nation. Tanpa kesadaran sejarah nbsiiolak akan ada identitas
nasional dan tanpa identitas nasional orang tak/gkepribadian nasional. Kesadaran
nasional menciptakan inspirasi dan aspirasi nakiokaduanya penting untuk
membangkitkan semangat nasionalis. Nasionalismagsehdeologi perlu menjiwai
setiap warga negara dan wajib secara moral dermaiths penuh mengabdikan diri
kepada kepentingan negara. Di sini kita menjumpalisme yang membendung

kekuatan materialisme, konsumerisme dan dampalaligalsi yang negatif.
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BAB IV
DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasaaviy demosyang berarti rakyat dan
kratos berarti pemerintahan. Secara sederhana demokraaitibpemerintahan oleh
rakyat. Demokrasi telah dikenal sejak abad 5Ilasabenasehi, awalnya sebagai reaksi
terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan olaiarkodan kediktatoran di Yunani.

Definisi demokrasi menurut kamus adglaimerintahan oleh rakyat, kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankargsang oleh mereka atau oleh wakil-
wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan gydrebas. Demokrasi adalah suatu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuaakAbraham Lincoln).

Demokrasi sebetulnya telah diterima hampir sememepintahan di dunia.
Bahkan pemerintah-pemerintah otoriter sekalipunt-ikutan menggunakan atribut
demokrasi untuk menggambarkan rezim mereka. Dersolpada dasarnya adalah
seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasapi, juga mencakup seperangkat
praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejpagijang dan kadang berliku-liku.

Literatur ilmu politik pada umumnya memberikan &ep dasar demokrasi.
Apapun label yang diberikan kepadanya, konsep Bembakan selalu merujuk pada
pemerintahan oleh rakyat. Implementasi konsep demsolpada tingkat nasional di
dalam negara kebangsaan yang berskala besar athallava tindakan-tindakan
pemerintah itu pada umumnya tidak dilakukan setamgsung oleh warga negara ,
melainkan secara tidak langsung melalui wakililvedkyat yang dipilih berdasarkan
prinsip kebebasan dan kesamaan. Dalam telaah upalitik, praktek demokrasi
semacam ini tergolong dalam demokrsi tidak langsung

Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi yamgshdipisahkan antara satu
dengan lainnya. Pertama, demokrasi sebagai ide lkadasep dan kedua demokrasi
sebagai praksis. Sebagai ide atau konsep, siapsfam dapat menyusun suatu daftar
sangat panjang mengenai arti, makna dan sikap genitaku yang tergolong demokratis.
Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat;kebebasamitera, berkumpul dan berserikat;
kebebasan memilih adalah beberpa contoh ide desiokaag dapat diberikan. Kedua
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sebagai praksis, demokrasi sesungguhnya sudah Imanp@enjadi sistem. Sebagai
sebuah sistem, kinerja demokrasi terikat olehreggiat aturan main tertentu. Apabila
dalam sistem demokrasi ini ada orang yang tidaktaa# aturan main yang berlaku,
maka aktivitas itu akan merusak demokrasi.. Denata lain, aktivitas ini dalam
konteks sistem demokrasi yang berlaku menjadi toakokratis atau antidemokrasi.

Perwujudan demokrasi tidak cukup dengan penyebragg pemilu setiap
periode tertentu serta adanya lembaga perwakdkyat. Sebab selain hal-hal tersebut
negara yang demokratis memerlukan perlindungan dsasi manusia serta adanya
supremasi hukum.

Demokrasi terbagi menjadi dua kategori dasar, ydémokrasi langsung dan
demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, memurkgkirsemua warga tanpa melalui
pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalpembuatan keputusan negara.
Sedangkan demokrasi tidak langsung menggunakaensisperwakilan. Setiap partai
politik yang memenuhi syarat untuk mendapat kumsgnempatkan wakilnya dalam
badan legislatif yang jumlahnya bergantung padasentase perolehan suara tingkat
nasional. Pejabat pemerintahan dalam sistem dasigkerwakilan memangku jabatan
atas nama rakyat dan tetap bertanggungjawab keplgat, atas semua tindakan yang
mereka lakukan.

Menurut Meriam Budiharjo, menyatakan ada banyak amademokrasi yang
dipraktekkan oleh berbagai negara. Ada demokrasnsktoisional,  demokrasi
Parlementer, demokrasi Terpimpin, demokrasi Palacademokrasi Rakyat, demokrasi
Soviet, demokrasi Nasional dan sebagainya. Sermsekatu mmakai isrilah demokrasi,
yang menurut asal kata berarti “rakyatlah yandiesa” atau “government or rule by
the people”.

Sesudah perang dunia ke-2 kita melihat gejala hadweara formal demokrasi
merupakan dasar dari kebanyakan negara di duniamumde suatu penelitian yang
dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1949 disimpulkahwa; “untuk pertama kali
dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai namg galing baik dan wajar untuk
semua sistem organisasi politik dan sosial yangerfliangkan oleh pendukung-
pendukungyang berpengaruh”.
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Diantara sekian banyak aliran fikiran yang diseterokrasi ada dua kelompok
aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konsitnal dan satu kelompok aliran yang
menamakan dirinya “demokrasi’ akan tetapi mendasar dirinya atas komunisme.
Kedua kelompok aliran tersebut, mula-mula berasai Hropa, tetapi sesudah Perang
Dunia Il nampaknya juga didukung oleh beberapa mreebaru di Asia. India, Pakistan,
Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasnstitusional, sekalipun terdapat
bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaygp hidlam negara-negara
tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru sia Aang mendasarkan diri atas
komunisme, yaitu RRC, Korea Utara, dan sebagainya.

B. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagabahwa pemerintah yang
demokratis adalah pemerintah yang terbatas ke&oaga dan tidak dibenarkan
bertindak sewenang-wenang terhadap warga negar&smbatasan-pmbatasan atas
kekasaan pemerintah tercantum alam konstitusi (petakan berdasarkan konstitusi).
Gagasan tentang kekuasaan itu perlu dibatasi dkatuoleh Lord Acton (ahli sejarah
Inggris), yang menyatakan bahwa pemerintahan yasettiggarakan manusia itu penuh
kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi terkalah: “Power tends to corrupt,
but absolute power corrupts absolutely”. (Manusiangy mempunyai kekuasaan
cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu,tet@apmusia yang mempunyai
kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgnngipa

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebsgaiu sisem politik yang
konkrit, pada akhir abad 19, dianggap bahwa persbataatas kekuasaan negara
sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstuaslis, yang dengan tegas menjamin
hak-hak asasi warga negaranya. Kekuasaan harugi disademikian rupa sehingga
kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu denggma menyerahkan kepada
beberapa orang atau badan dan tidak memusatkaadasku pemerintahan dalam tangan
satu orang atau satu badan Perumusan yuridis dasigprinsip ini dikenal dengan
istilah “rule of law atau rechtsstaat” (negara hulxu

Meskipun demokrasi baru pada akhir abad ke-19apsai wujud yang konkrit,
tetapi sebenarnya sudah mulai berkembang di Erapat Blalam abad ke-15 dan ke-16.

Maka dari wajah demokrasi abad ke-19 menonjolierelapa asas yang dengan susah
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payah telah dimenangkannya, seperti kebebasan s#ayala bentuk kesewenang-
wenangan baik di bidang agama, politik maupun peank Jaminan hak asasi manusia
dianggap sangat penting. Dalam rangka ini negaryahalapat dilihat manfaatnya
sebagai penjaga malam, yang hanya dibenarkan camamgan dalam kehidupan
rakyatnya dalam batas-batas yang sangat sempit.

Dalam perkembangannya demokrasi pada abad keef2lama setelah Perang
Dunia Il, banyak negara demokratis telah melepagkandangan bahwa peranan negara
hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersakara8g dianggap bahwa negara
turut bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyabléa karena itu harus aktif berusaha
menaikkan taraf hidup warga negaranya. Gagasaditurang dalam konsep mengenai
Welfare State (Negara Kesejahteraan) atau Socralc8eState. Demokrasi dalam abad
ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek pobtia seperti dalam abad ke-19, tetapi
meluas mencakup juga segi-segi ekonomi sehinggauhiansep demokrasi ekonomi.

C. Demokrasi dan Masyarakat Madani

Dalam dasawarsa terakhir abad ke-20, tédhir kembali dalam wacana dan
gerakan politik global sebuah istilah yang telahdadilupakan, yaitu istilabivil society
(masyarakat madanilstilah tersebut secara konseptual dikembanglkeinpgngalaman
era pencerahanEropa Barat abad ke-1, munculnya kembali di Erdpaur pada
dasawarsa 1980-an sebagai jawaban terhadap negagand sistem partai sosialis
(tunggal) yang otoriter yang kemudian dapat dijktuh Dari Eropa Timur, gemanya
kemudian menjalar dan menyebar hampir ke selurufjupe dunia. Di Eropa Barat,
gema tersebut mengambil bentuk tumbuhnya kritikagakanan terhadap “negara
kesejahteraan”, sementara di Amerika Latin dialbéigikan dengan keinginan untuk
bebas dari pemerintahan militer. Sedangkan di Afriksia Timur, dan Timur Tengah,
civil society digunakan untuk mengekpresikan keanekaragamajuapgan untuk
demokratisasi dan perubahan politik (Amin Abdull2003:1).

Gemecivill society (masyarakat madani) pada perkembangan berikusrygata
masuk ke dalam wacana lembaga-lembagaltilateral Sebagai misal,The Inter-
American Development Ban{Bank Pembangunan Antar Amerika) merintis sebuah
proyek penguatanivil societydi Amerika Latin pada dasawarsa 1990-an. Tidak/&dan

itu, bahkan IDB (Bank Pembangunan InternasionaBnkBDunia, UNDP (Program
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Pembangunan PBB), Yayasan Soros, dan Pemerintalkamddk, semuanya mulai
membiayai program-program pengembangauil societydi Eropa Timur, Afrika, dan
Amerika Latin. Dari fakta ini, istilaleivil societytelah berkembang dari sekedansep
menjadi sebuaberakan (Amin Abdullah, 2003:3).

Apapun istilah padanannya, popularitas wagaasyarakat madargiyil society)di
Indonesia pada dasa warsa 1990-an sampai tururmgfaa®o, penguasa Orde Baru, dari
kekuasaannya 21 Mei 1998, terpulang pada relewsmnslangan perkembangan politik.
Wacanacivil sociey telah menjadi salah satu cara untuk melepaskkackgaan atau
ketidak puasan sebagian warga masyarakat terhadd&pkgpraktik politik Orde Baru
yang sangahegemonikdalam pengelolaan sosial, ekonomi, politik dan ukislyaan.
Dalam penataan politik, misalnya, rezim Orde Basalakukan:

(1) Reformasi pada tingkat elite dengan membentuk kagdanegara dimana militer,
teknokrat dan birokrat menjadi sendi-sendi utamanya

(2) Depolitisasi arus bawah melalui kebijakan massagametang dan di kalangan
mahasiswa melalui kebijakan normalisasi kehidugampus.

(3) Institusionalisasi politik dalam masyarakat denganyederhanaan sistem kepartaian
dan penyatuan ideologi politik formal melalui asarsggal Pancasila, dalam penataan
kebudayaan, terutama yang terkait dengan ideolaggda, selain pengasastunggalan
ideologi organisasi politik (dan organisasi maskatpaseperti sudah disebut, telah
dilakukan juga program penataran P4 (Pedoman Pgagim dan Pengamalan
Pancasila) dan mata pelajaran PMP (Pendidikan Md?rahcasila) dengan
memonopoli interpretasi Pancasila oleh negara peéaerapan pendekatan keamanan
kepada para pembangkang.

Dalam penataan ekonomi, rezim Orde Barlaka&an akumulasi modal melalui:

(1) Mobilisasi kekuatan kela®orjuis nasional sebagai motornya, walaupun masih
dimonopoli kelompok non-pribumi.

(2) Pelibatan diri secara aktif dalam sistem kapitdlinia sehingga diperoleh dukungan,
baik finansial, teknik, keahlian dan bahkan polititari lembaga-lembaga
internasional yang berkepentingan dengan ekspmtsirskapitalisme global.

Sedangkan dalam penataan sosial, rezide @aru melakukan proses produksi

dan reproduksi sosial melalui:
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(1) Penguasaan wacana yang menyangkut tema moderrtessaggma pembangunan
ekonomi.

(2) Penciptaan legalisme-konstitusionalisme atau petahwsaib-wacana dan sub-praksis
politik dengan acuan konstitusional.

Di tengahhegemoninegara era Orde Baru yang melakukan pembatasan dan
penutupan ruang kebebasan itu, masyarakat madawil Gociety) memperoleh
momentumnya sebagai obyek wacana, dan ketika balmgikmesia memasuki era
reformasi sebagai koreksi terhadap era sebelumragava masyarakat madamiv{l
society) terakumulasi menjadi cita-cita ideal mewujudkansyaaakat Indonesia baru.
Pada awal era reformasi diadakan banyak semingkusli dantalkshow digelar dan
artikel ditulis tentang membangun masyarakat Indendaru dan itu semua terkait
dengan wacana masyarakat madaniil(society) baik secara eksplisit maupun implisit.
Lebih dari itu, di era Habibie yang sangat singkasyarakat madangi¢il society)telah
dijadikan pemerintah sebagai acuan reformasi dambpetukan masyarakat Indonesia
baru melalui pendirian Tim nasional Reformasi manlhasyarakat Madani (Kepres
Nociety Dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa sebdggsar dari fenomena
komunalisme dan radikalisme massa itu menggunakatrumen agama (bahasa,
organisasi, simbol, dan sentimen) dalam ideologigkrakannya

Dalam perkembangan selanjutnya terlihat ada kesgajm antara harapan
membangun masyarakat Indonesia baru yang menjadik@syarakat madaniciyil
society) sebagai basis dan sekaligus cita-cita idealnyayaterkenyataan sosial yang
menampilkarradikalisme massaseperti terlihat pada amuk massa (main hakim sgndi
terhadap pelanggaran tindak pidana (mencuri, me&tcopenodong), tawuran dan/atau
kerusuhan (baik antar dan intra-etnis maupun adéar intra-agama), atau sekedar
mobilisasi massa sebagai dampak dari konflik aptde politik. Bahkan juga terjadi
baku hantam di forum sidang tahunan MPR Novembe@i 2Gontoh-contolnadikalisme
massa ini, bagaimanapun, mengimplisitkan tampiifat lsomunal masyarakat Indonesia
ketika memasuki ruang publik. Yang lebih memprihiedn adalah bahwa sebagian besar
dari fenomena komunalisme dan radikalisme masse@énggunakan instrumen agama

dalam ideologi dan gerakannya.
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D. Pilar-Pilar Demokrasi yang Berlaku Universal

1. Demokrasi Konstitusional Abad 19 (Negara Hukum Klag)

Cita-cita untuk menyelenggarakan hak-haktip secara efektif, mengakibatkan
munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan pé¢amenndengan suatu konstitusi.
Baik dengan naskah konstitusi yang tertubgritfen constitutioh ataupun dengan
konstitusi tidak tertulisynwritten constitution Di dalam konstitusi biasanya ditulis hak-
hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaaransgdemikian rupa sehingga
kekuasaan eksekutidiimbangi oleh kekuasaaparlemen (legislat)f dan lembaga-
lembaga hukum lain, sehingga terjadi keseimbang&odsaan.

Demokrasi konstitusional adalah sebuahagmy bahwa pemerintah merupakan
aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyatutu pada pembatasan konstitusi,
agar kekuasaan tidak disalah gunakan oleh pemdgdagsaan. Konstitusi tidak hanya
merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembhkgiamasaan diantara lembaga-
lembaga kenegaraalegislatif, eksekutif dan yudikatifAkan tetapi konstitusi dipandang
sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi khugasgy menentukan dan membatasi
kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan menjamkthak asasi dari warga
negaranya. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan ldikum tertinggi yang harus
dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemeris&talipun, sesuai dengan dalil
"government by laws, not by niefpemerintahan berdasarkan hukum bukan, bukan
berdasarkan kemauan penguasa).

Abad 19 dan permulaan abad 20 gagasan mangerunya pembatasan kekuasaan
mendapat landasan yuridis. Sejak ahli huknopa Barat Kontinentaseperti Immanuel
Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memastah rechsstaatsedangkan ahli
Anglo Saxorseperti AV Dicey memakai istilatule of law Empat pilar demokrasi yang
didasarkamechtsstaatlanrule of lawdalam arti klasik adalah:

(1) Hak-hak manusia.

(2) Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang popubmrdéms politica”.

(3) Pemerintah berdasarkan undang-undang.

(4) Peradilan (Miriam Budiardjo, 1983:57).

Sebagai perbandingan pilar-pilar demokrasi yangsiickan konseple of lawmenurut
AV Dicey adalah:
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(1) Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.

(2) Kedudukan yang sama dalam hukum (dalil ini berldlaik untuk orang biasa
maupun untuk pejabat).

(3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Konsep demokrasi berdasarkare of law lahir dari paham liberalisme yang
menganut dalil “ negara sebagai penjaga malam”.eAatahan hendaknya tidak terlalu
banyak mencampuri urusan warga negaranya, keca#dimd hal yang menyangkut
kepentingan umum seperti bencana alam, hubungannkgeri dan pertahanan serta
keamanan.

2. Demokrasi Konstitusional Abad 20 (Rule of Law yag Dinamis)

Dalam abad ke-20 terutama sesudah PeramgalOl telah terjadi perubahan-
perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besathdam-perubahan ini disebabkan
oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecatedmadap ekses-ekses dalam
industrialisasi dan sistem kapitalis. Tersebarmlaai sosialisme yang menginginkan
pembagian kekayaan secara merata serta kemenaagabetlerapa partai sosialis di
Eropa.

Gagasan bahwa pemerintah dilarang cammgata dalam urusan warga negara,
baik dibidang sosial maupun di bidang ekonomi, laiaun berubah menjadi gagasan
bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteekyat dan karenanya harus
aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Padwada ini dianggap bahwa
demokrasi harus meluas mencakup dimensi ekonomgagersuatu sistem yang
menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang lerusamperkecil perbedaan sosial
dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yangltolab distribusi kekayaan yang
tidak merata. Negara semacam ini dinamakaifare state(negara kesejahteraan) atau
social service statthegara yang memberi pelayanan kepada masyarakat).

Negara-negara modern dewasa ini mengasat-seal pajak, upah minimum,
pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah aengumangi pengangguran dan
kemelaratan serta timbulnya perusahaan-perusalaksasa(anti trus)), dan mengatur
ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggh diEpresidan krisis ekonomi.
Karena itu pemerintah dewasa ini mempunyai kecemg@an untuk memperluas

aktivitasnya. Sesuai perkembangan jaman, maka dskam kembali konseqle of law
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(negara hukum) versi abad 20, terutama setelahn@eBunia Il. International
Commission of Juristgang merupakan ahli hukum internasional dalam kenfgnya di
Bangkok tahun 1965, merumuskan pemerintah yang kiet® adalah sbb:

(1) Perlindungan konstitusional, konstitusi selain raenp hak-hak individu, harus
menentukan pula prosedur untuk perlindungan hakyhal dijamin.

(2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

(3) Pemilihan umum yang bebas.

(4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

(5) Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan bsigp

(6) Pendidikan kewarganegaraan (Miriam Budiardjo, 1688:

Henri B. Mayo memberi definisi “sistem pidilemokratis” ialah bila kebijaksanaan
umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakillwakg diawasi secara efektif oleh
rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan lkésamaan dan kebebasan politik.
Selanjutnya nilai-nilai demokrasi menurut Mayo atleéebagaiu berikut:

(1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan mebganba

(2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara daraan daasyarakat yang sedang
berubah,

(3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

(4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum,

(5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaaagdaam masyarakat,

(6) Menjamin tegaknya keadilan.

Sebagai perbandingan berikut ini dikemakakepuluh pilar demokrasi menurut

Amin Rais:

(1) Partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Di dalam demokrasi perwakilan
partisipasi rakyat untuk untuk membuat keputusavakili oleh wakil-wakil rakyat.
Oleh karena itu diperlukan pemilu yang Luber dardiJuagar wakil-wakil rakyat
representatif.

(2) Persamaan kedudukan di depan hukumHukum diperlakukan sama bagi seluruh
warga negara, baik pejabat, rakyat dan penjahkgptes dari kalibernya masing-
masing harus berada dibawah jangkauan hukum pgaitd berlaku.
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(3) Distribusi pendapatan secara adil.Keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam
upaya pembagian pendapatan secara adil.

(4) Kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikanPendidikan merupakan
faktor penentu bagi seseorang untuk memperolelygeda dan penghasilan yang
layak. Kesempatan umtuk memperoleh pendidikan aesmma antar sesama warga
negara harus dijadikan salah satu perhatian utéhgpenyelenggara negara.

(5) Kebebasan. Kebebasan yang sangat penting yang dapat menamuklerajat
demokrasi suatu negara ada empat yaitu kebebasagemakakan pendapat,
kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebelzs@gyama. Empat kebebasan
tersebut dianggap sebagai hak-hak terpenting drabasi manusia.

(6) Keterbukaan informasi. Informasi harus disediakan secara terbuka bagatagar
selain mengetahui kualitas pemimpinnya, rakyat re&igli perkembangan situasi
yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk kebijakbaijakan yang diambil
pemerintahnya.

(7) Tata krama (etika) politik. Maksudnya adalah tata krama politik yang mungkin
tidak tertulis tetapi jelas dirasakan baik burukmyleh hati nurani. Kesediaan
mengundurkan diri harus dianggap sebagai hal yaagrwoleh pejabat yang
mengotori jabatannya dengan tindakan-tindakan korup

(8) Kebebasan individu Setiap individu supaya diberi hak untuk hidupasacbebas
dan memiliki privacy seperti diinginkan. Sejauhattdmerugikan orang lain, setiap
individu dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri.

(9) Semangat kerjasama Untuk mempertahankan eksistensi masyarakat leeidas
jiwa kemasyarakatan yang mendorong saling menghangar sesama warga, maka
semangat kerja sama perlu ditumbuh kembangkan.

(10)Hak untuk protes. Demokrasi harus membuka pintu bagi koreksi atgadinya
penyelewengan yang untuk keadaan tertentu, meskipndekatan institusional dan
legalistik tidak lagi memadai, tindakan protes karditolerir agar jalannya
pemerintahan yang menyimpang dapat diluruskan (dglam Udin Saparudin
Winataputra, 2002).
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Dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakalai-nilai demokrasi perlu
diselenggarakan berbagai lembaga sebagai berikut:
(1) Pemerintah yang bertanggungjawab,
(2) Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-gglan dan kepentingan-
kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dalam lpeyaing bebas,
(3) Perlu organisasi politik yang mencakup satu athihnlpartai politik,
(4) Pers yang bebas yang menyatakan pendapat,
(5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hakabagi dan keadilan.

E. Demokrasi Pancasila

1. Pengertian Demokrasi Pancasila
Ada beberapa pendapat mengenai pengertemokrasi Pancasila, antara lain
sebagai berikut:

(1) Menurut Prof. Dr. Notonagoro, Demokrasi Pancasitialah kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyataaraperwakilan yang
Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaag adil dan beradab,
yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkepaibadisial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

(2) Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, Demokrasi Pasileaadalah paham demokrasi
yang bersumber kepada kepribadian dan falsafahphimhngsa Indonesia, yang
perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuarmplkaan UUD 1945.

Pengertian Demokrasi Pancasila dapat dibedakan atas

(1) Aspek materiall (segi substansi/isi). Demokrasi d@aila harus dijiwai dan
diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulgengertian Demokrasi Pancasila
tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapajdgmokrasi ekonomi dan sosial.

(2) Aspek formal. Demokrasi Pancasila merupakan beratidu cara pengambilan
keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan ddéa keempat.

2. Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila:

(1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

(3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab seceabhkepada Tuhan Yang

Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.
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(4) Mewujudkan rasa keadilan sosial.

(5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah.

(6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

(7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Demokrasi Pancasila menurut Prof. S. Pamuji menganédnam aspek berikut:

(1) Aspek formal, yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menumakil-
wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan peméantaserta bagaimana
mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat sedagbas, terbuka, jujur untuk
mencapai konsensus.

(2) Aspek material, untuk mengemukakan gambaran manusia dan mengakui
terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuajadegambaran, harkat dan
martabat tersebut.

(3) Aspek normatif, yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaydalky
membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.

(4) Aspek optatif, yang mengetengahkan tujuan dan keinginan yanggketicapai.

(5) Aspek organisasj untuk mempersoalkan organisasi sebagai wadatkgaglaan
Demokrasi Pancasila dimana wadah tersebut haruk atngan tujuan yang hendak
dicapai.

(6) Aspek kejiwaan, yang menjadi semangat para penyelenggara negaraamangat
para pemimpin pemerintahan.

Pilar-Pilar Demokrasi Pancasila menurut Udin SatipWinataputra:

(1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Demokrasi dengan kecerdasan.

(3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

(4) Demokrasi dengan rule of law.

(5) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara.

(6) Demokrasi dengan hak asasi manusia.

(7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.

(8) Demokrasi dengan otonomi daerah.

(9) Demokrasi dengan kemakmuran.

(10) Demokrasi yang berkeadilan sosial (Udin Saparudimavsputra, 2002).
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Bila dibandingkan sesungguhnya secseasal terdapat kesesuaian antara pilar-
pilar demokrasi universal dengan demokrasi Paracasihg berdasarkan UUD 1945.
Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi univetstapi merupakan salah satu pilar
demokrasi Pancasila, yakridemokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dan inilah yang merupakan ciri khasnya demokragotresia yang sering disebut dengan
istilah teodemokrasiyakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yangnaha
Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah deasokrang bernuanssekuler,
sedangkan demokrasi Indonesia adalemokrasi yang ber-ketuhanan Yang Maha
Esa(Udin Saripudin Winataputra, 2002:120).

Secara khusus perkembangan demokrasi dedgara kebangsaan Indonesia dapat
dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara nesia sejak Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saatdéngan mengacu pada
konstitusi yang pernah dan sedang berlglni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan
UUD 1950,serta praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakgtmenjadi dampak
langsung dan dampak pengiring dari berlakunya pekanstitusi serta dampak
perkembangan internasional pada setiap jamannya itu

Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi sectrmal konstitusional dianut oleh
ketiga konstitusi tersebut. Dalam Pembukaan UUDbli@d4dapat beberapa kata kunci
yang mencerminkan cita-cita, nilai, dan konsep deas, yakni, “.... Mengantar rakyat
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Blelgaionesia yang merdeka,
bersatuperdaulat, adil dan makmur” (alinia 2).

...... maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kdel@annya” (alinia 3).

...... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indoniesidalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dsiletu susunan Negara Republik
Indonesia, yanperkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada....dst....kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyataa/perwakilan....” (alinia 4).

Kemudian dalam Mukadimah Konstitusi RI8/aka demi ini kami menyusun
kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara parfgentuk republik federasi
berdasarkan...dstkerakyatan” (alinia 3).

Selanjutnya dalam mukadimah UUDS RI 1950,.dengan selamat sentausa

mengantarkan rakyat Indonesia...dst...yang merdekarsate berdaulat, adil dan
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makmur” (alinia 2), “...yang berbentuk republik kesm, berdasarkan
....dst.. kerakyatan...dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia nmergakg
berdaulat sempurnd’ (alinia 4).

Pada tataran ideal semua konstitusi tatsebngguh-sungguh menganut paham
demokrasi. Hal ini mengandung arti bahwa paham #esso konstitusional sejak awal
berdirinya Negara Republik Indonesia tahun 1945psareaat ini merupakan landasan
dan orientasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa,bérnegara Indonesia. Secara
instrumental dalam ketiga konstitusi tersebut jugkh digariskan adanya sejumlah
perangkat demokrasi seperti lembaga perwakilanatalpemilihan umum yang bersifat
umum, langsung, bebas dan rahasia untuk mengibialgaperwakilan rakyat, partisipasi
polotik rakyat melalui partai politik, kepemimpinarasional dengan sistem presidentil
atau parlementer, perlindungan terhadap hak asasiisa, sistem desentralisasi dalam
wadah negara kesatuan (UUDS 1950) atau sistemanég@eral (Konstitusi RIS 1949),
pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan katdj orientasi pada keadilan dan
kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang ber-Ketuh#ang Maha Esa.

Namun demikian, pada tataran dimana tenpadiarungan antara nilai-nilai ideal,
nilai instrumental, dengan konteks alam, politikpomi, sosial, budaya, keamanan dan
agama serta kualitas psiko-sosial para penyeleaggagara, memang harus diakui
bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakagsé@alan negara Indonesia sampai
saat ini masih belum dapat mencapai tarap yang meggakan dan membahagiakan.

Setelah mengalami perjalanan demokrasinselsetengah abad yang sangat
memprihatinkan itu, kini komitmen terhadap prosesdbmokrasi Indonesia yang lebih
berkualitas sedang mencapai tingkat kebutuhan yangat sentral. Keadaan itu juga
diperkuat oleh semakin inten meluasnya arus dertisatsh dalam konteks global. UUD
1945 sebagai landasan konstitusionalnya kini tel@mgalami proses penyempurnaan
dalam tataran praksis kehidupan demokrasi dalamdigghn nyata.

3. Beberapa Perumusan Mengenai Demokrasi Pancasila

a. Seminar Angkatan Darat I, Agustus 1966

(1) Bidang politik dan konstitusional:

- Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalamakmptndang Dasar 1945,

yang berarti menegakkan kembali asas-asas nega&tanhagar kepastian hukum
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dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak rasasisia yang bersifat kolektif
maupun perseorangan dijamin, dan penyalahgunaamag&ea&n, dapat dihindarkan
secara institusional. Dalam rangka ini perlu diagaim supaya lembaga-lembaga dan
tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan priloahi lebih dilembagakan.

- Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat ydihglan makmur.

- Mendorong Indonesia kearah kemajuan sosial danogkioeesuai dengan tuntutan-
tuntutan abad ke-20.

(2) Bidang ekonomi:

- Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yangwaieRgtentuan-ketentuan
mengenai ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 194% yata hakekatnya, berarti
kehidupan yang layak bagi semua warga negara.

- Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekagadeuangan negara.

- Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi.

- Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastiaimihdalam penggunaannya.

- Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penyajak serta pelindung (miriam
Budiardjo, 1983:74).

b. Munas Il Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Pesahi) 1966

Asas negara hukum Pancasila mengandungjjpri

(1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengamiresamaan dalam bidang
Politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan petikan.

(2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak ngg®h oleh sesuatu
kekuasaan/kekuatan lain apapun.

(3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. dfaraksud kepastian hukum
yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipghdapat dilaksanakan dan
aman dalam melaksanakannya.

c. Simposium Hak-Hak Asasi Manusia 1967

Apapun predikat yang akan kita berikan kepatemokrasi Pancasila, maka
demokrasi itu harus demokrasi yang bertanggunghaedinya demokrasi yang dijiwai
oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Msha&n terhadap sesama manusia.

Demokrasi Pancasila, penerapannya harus sesuaardéegyataan-kenyataan dan cita-

cita yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. &dedna itu. diperlukan kebebasan
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politik yang sebesar mungkin. Persoalan hak-haksiasmnusia dalam kehidupan
kepartaian untuk tahun-tahun yang akan datang hditiagau dalam rangka keharusan
kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar diariga hal:

(1) Adanya Pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaakelgbawaan,

(2) Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

(3) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih (b&ilkam Budiardjo,

1983: 75).

F. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telailgalami pasang surutnya. Dipandang
dari sudut perkembangan demokrasi, sejarah Indordzgrat dibagi dalam tiga masa,
yaitu:

(a) Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrassktusional, yang menonjolkan
peran parlemen, serta partai-partai dan yang kdtergapat dinamakan Demokrasi
Parlementer.

(b) Masa Republik Indonesia Il, yaitu masa Demokraspifepin yang dalam banyak
aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusioygng secara formal
merupakan landasannya dan menunjukkan beberapadespekrasi rakyat.

(c) Masa Republik Indonesia lll, yaitu masa Demokraandasila, yang merupakan
Demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistemesidiensiil (lembaga
kepresidenan sangat dominan, parlemen dibuat tidaaya) kekuasaan presiden
menjadi tidak terkontrol.

Kebanyakan pakar menyatakan matinya demsokidi Indonesia dimulai sejak
diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Hessi Soekarno sampai dengan
runtuhnya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998. Dengtanl&a Demokrasi terpimpin pada
masa Soekarno dan Demokrasi Pancasila pada Soebestimgguhnya tidak ada
demokrasi. Demokrasi baru mulai hidup kembali sejek reformasi setelah lengsernya
Soeharto pada tahun 1998, akibat reformasi yanglhpsai oleh mahasiswa. Sehingga
sejak itulah, bangsa Indonesia mulai belajar deasktembali setelah tenggelam lebih
kurang 40 tahun.
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Sistem Kenegaraan Indonesia adalah negaatue yang menganut demokrasi,
kedaulatan berada di tangan rakyat, berdasar UUIB &8belum dilakukan amandemen,
kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga sebagaitbe
(a) Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepadgehNsaPermusyawaratan Rakyat
(MPR) yang berfungsi sebagai lembaga konstitutif

(b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat UWtdiadiang, sebagai lembaga
legislatif.

(c) Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disefth&iga eksekutif.

(d) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberinskepada penyelenggara
pemerintahan disebut lembaga konsultatif.

(e) Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan damgyji aturan dibawah
undang-undang disebut lembaga yudikatif.

(H Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga wanpaudit keuangan
negara, disebut lembaga auditatif.

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 bedatu, kedua, ketiga serta keempat

terjadi pergeseran sebagai berikut:

(a) MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi pemegautallatan rakyat.

(b) Komposisi MPR terdiri dari seluruh anggota DPR miib@h DPD (Dewan Perwakilan
Daerah) yang seluruhnya dipilih oleh rakyat.

(c) Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang berhak mengujang-undang terhadap
UuD.

(d) Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan paggatan hakim agung.

(e) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oatyat.

(N Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubBRR.

(g) Hak prerogatif presiden banyak yang dipangkas.

(h) Kekuasaan legislatif semakin dominan.

(i) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilikuidasi.

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Antara Tahuth945-1950

Sebulan setelah Indonesia diproklamasikan, sistemepntahan parlementer
berlaku di Indonesia, padahal UUD 1945 tidak mendh&i demikian. Hal ini ditunjang

dengan adanya pengumuman pemerintah yang membeikeoebasan kepada
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masyarakat untuk mendirikan partai politik, yangndepat sambutan antusias dari
rakyat. Secara politis lembaga legislatif sebaganlpawa aspirasi rakyat adalah Komite
Nasional Indonesia Pusat.

Dilihat dari segi historis, maka kehidupan partartpi politik ini sebenarnya
bermula dari penjajahan Belanda dan Jepang. Naada awal Indonesia mengenyam
kemerdekaan, tampaknya konsentrasi seluruh masyardikhadapkan sepenuhnya
terhadap aksi-aksi militer dan politik Belanda dntmenguasai kembali Indonesia,
sehingga segenap potensi rakyat dikerahkan untakukeeskan revolusi bersenjata ini.

Sistem parlementer ini merupakan produk dari Maldulvakil Presiden No. X,
16 Oktober 1945. Pengumuman Badan Pekerja, 11 Nweterh945 dan Maklumat
Pemerintah 14 November 1945 menyatakan bahwa tagggawab politik terletak
ditangan menteri. Hal ini dipertahankan praktis gaindikeluarnya Dekrit Presiden 5 Juli
1959 yang mencabut UUDS 1950 dan menetapkan kerohHll 1945 sebagai UUD
negara.

Disaat bangsa Indonesia sedang menghadapi aks€Balesida, PKI melancarkan
penikaman dari belakang kepada pemerintah Rl yahg Akibatnya beribu-ribu orang
yang tidak berdosa menjadi korban keganasan paldik ambisi golongan yang tidak
bertanggung jawab. Untunglah hal itu dapat segéeandalikan, dengan kesigapan
pemimpin ABRI.

3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa Demokralsiberal (1950-1959)

Sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan kembalinykeRdalam bentuk negara
kesatuan, maka berlakulah UUD Sementara 1950 sepaggganti UUD RIS 1949.
Negara menganut sistem pemerintahan parlementegndi para menteri bertanggung
jawab kepada badan legislatif (parlemen). Pada mmaisderdapat kebebasan yang
diberikan kepada rakyat tanpa pembatasan dan patayayang tegas dan nyata untuk
melakukan kegiatan politik, sehingga berakibat se&mbanyaknya bermunculan partai-
partai politik.

Persaingan secara terbuka antar partai sangatr&eddéam panggung politik
nasional, masing-masing berusaha untuk mencaacita politiknya. Sehingga dalam

Pemilu yang pertama sejak Indonesia diproklamig@mgat banyak partai yang menjadi
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kontestan pemilu. Sistem banyak partai ini berakkabinet baru yang akan berjalan,
akan mantap bila di dalamnya terdapat koalisi (dkddartadisastra, 1987:144).

Adanya koalisi antara berbagai partai yang besardikarenakan tidak ada
satupun partai yang menang secara mayoritas muBktkingga efek negatifnya dalam
kabinet adalah jatuh bangunnya kabinet dalam tewgldu sesingkatnya, karena partai
yang berkuasa kehilangan dukungan di parlemenngghibubarlah kabinet. Akibat
selanjutnya program kerja kabinet yang bersangkiidak dilaksanakan.

Menurut Prof. Usep Ranawidjaja dalam bukunya HuKbata Negara, dasar-
dasarnya, memang sudah menjadi pandapat umum @ gdampai sekarang ini bahwa
adanya partai politik dalam negara negara demokmasiupakan keharusan untuk
mewujudkan hak rakyat dalam menentukan nasibnydirsefhetapi dengan partai yang
begitu banyak tanpa adanya mayoritas mutlak dalarlempen, sering berakibat
instabilitas dalam jalannya pemerintahan.

Melihat kenyataan itu pengaruh terhadap sistem petakan yang sangat buruk,
bahkan menimbulkan perpecahan. Padahal UUDS idirsememberikan landasan yang
cukup bagi terselenggaranya pemerintahan yang lohikana didalamnya memuat
pokok-pokok bagi pelaksanaan demokrasi politik, cler@si ekonomi dan sosial serta
hak-hak asasi manusia. Dalam kenyataannya Pandasilgalah merupakan pemanis
pidato saja. Yang menonjol adalah individualismegada latar belakang kepentingan
golongan atau partai.

Demokrasi politik dipakai alasan untuk tumbuhnyaogigi yang destruktif.
Demokrasi ekonomi tidak lagi untuk membebaskan E&kman, tetapi malah
mengaburkan tujuan semula dengan tumbuh suburngsaipgan bebas. Demokrasi
sosial bukannya menciptakan tata masyarakat yarsihbe@ari unsur-unsur feodalisme,
malah semakin menutup kemungkinan rakyat banyakkuntenikmati kemerdekaan.
Inilah yang menyebabkan macetnya tugas-tugas petalean.

Secara politis kondisi demikian sungguh merupakainyang merugikan. Salah
satu buktinya adalah ketidak mampuan dari Konstteiaintuk menetapkan UUD yang
baru sebagai pengganti UUDS 1950. Yang menonjolahdpersaingan antar partai

politik dari golongannya. Sehingga kepentinganareaiyang lebih besar terabaikan.
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Dilihat dari kepentingan nasional tentu hal iniatddapat dibiarkan. Sehingga
Presiden Soekarno selaku Kepala Negara pada waktmengeluarkan dekrit yang
menyatakan bahwa Konstituante dibubarkan,serta &kmya ke UUD 1945, yang
kemudian menghendaki terbentuknya MPRS dan DPR&ritDai dikeluarkan pada
tanggal 5 Juli 1959. Sejak itu pula dimulainya kabaru pelaksanaan demokrasi.

4. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa Demokraserpimpin (Orde Lama)

Istilah demokrasi terpimpin telah dikemukakan oiresiden Soekarno sewaktu
membuka Konstituante pada tanggal 10 November 1Bf6.ini menunjukkan tata
kehidupan politik baru yang mengubah segi-segi tifegiemokrasi liberal. Sistem
demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indoae¥Kesempatan yang sama pada
semua orang harus disertai pula dengan kemampuag kaat. Apabila tidak,
warganegara yang lemah akan tertindas oleh yartg kua

Kemudian Presiden Soekarno mengemukakan pokok-paduiokrasi terpimpin,
antara lain bahwa:

(1) Demokrasi terpimpin bukan diktator.

(2) Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian dasard hidup bangsa
Indonesia.

(3) Dalam hal kenegaraan dan kemasyarakatan melipatanbi politik dan
kemasyarakatan.

(4) Inti pimpinan adalah permusyawaratan yang dipingbéh hikmat kebijaksanaan
bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakl@ngan pengaduan
kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra.

(5) Oposisi yang melahirkan pendapat yang sehat danbamegun, diharuskan
dalam demokrasi terpimpin.

(6) Demokrasi terpimpin adalah alat, bukan tujuan.

(7) Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin adalah apEaenasyarakat adil dan
makmur, material dan spiritual.

(8) Sebagai alat maka demokrasi terpimpin mengenalkagabasan berserikat dan
berkumpul dan berbicara dalam batas-batas tertgaitu batas keselamatan

negara, batas kepentingan rakyat benyak, batas sileesu dan batas
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pertanggungjawaban kepada Tuhan dan seterusnyasglkdartadisastra,

1987:147).

Atas dasar pernyataan tersebut jelaslahwdabktruktur demokrasi terpimpin
bertujuan untuk menstabilkan kondisi negara battat@lan politik, ekonomi maupun
bidang-bidang lainnya. Walaupun demikian maksudiBes tersebut tidak mendapatkan
tanggapan dari konstituante.

Sementara itu konstituante tidak dapat menjalankamgsinya sebagaimana
mestinya. Konstituante terlibat dalam perdebatamgyberkepanjangan dimana disatu
pihak terdapat partai yang menghendaki sosial ekartdal ini mengakibatkan golongan
terbesar tidak mau lagi menghadiri sidang-sidangsktusional. Sehingga kegiatannya
kemudian mengalami kevakuman.

Di berbagai wilayah timbul pemberontakan-pembetaraseperti DI/TII, PRRI,
Permesta dan sebagainya yang melancarkan perlaviensenjata kepada pemerintah
pusat. Kondisi ini sangat membahayakan persatuan k@satuan bangsa, sehingga
pemerintah perlu menghadapi situasi politik dannke@@an ini melalui jalan tercepat
yaitu dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengamikian lahirlah periode demokrasi
terpimpin di Indonesia.

Dalam kenyataannya kebebasan mengeluarkan pentapserikat dan berpikir
dibatasi dalam tingkat-tingkat tertentu. Beberapgehtuan dan peraturan tentang
penyederhanaan partai, pengakuan dan pengawasaa pembubaran partai
menunjukkan bahwa Presiden mempunyai peranan darasaan terhadap kehidupan
suatu partai. Hal ini berarti Presiden mempuny&uksaan mutlak dan dijadikannya alat
untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan yang menghalagSehingga jelas sekali
bahwa nasib partai politik ditentukan Presiden.

Gambaran kehidupan politik masa itu sebagai berikut
(1) Ditetapkannya 10 partai politik yang masih diakaity PNI, NU, PKI, Partindo

PSII Arudji, dan Partai Katolik, Murba, IPKI, Pedan parkindo.

(2) Tanggal 17 Agustus 1960 Presiden membubarkan dt@ paitu Masyumi dan

PSI, dan apabila pernyataan ini tidak juga diacohkeka pembubaran partai

akan lebih luas lagi.
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(3) Tanggal 30 Desember 1959 terbentuk Front Nasioaadj \kemudian akhirnya
membentuk kekuasaan yang sangat besar dan bahkara sdl bertindak
sebagai parpol.

(4) Dengan tidak adanya pemilu, maka kebebasan memkafugpendapat pada
hakekatnya sudah tidak ada lagi.

5. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Era Orde Ba

Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto padealnya dimaksudkan untuk
mengembalikan keadaan Indonesia yang kacau balelatsepemberontakan PKI
September 1965. Orde Baru lahir dengan tekad umielekukan koreksi atas berbagai
penyimpangan dan kebobrokan Demokrasi Terpimpi@a paalsa Orde Lama.

Pada awalnya Orde Baru berupaya untuk redmajki nasib bangsa dalam berbagai
bidang. Dalam bidang politik dibuatlah UU No. 15hlia 1969 Tentang Pemilihan
Umum, UU No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan d¢ié@dn MPR, DPR dan
DPRD. Atas dasar UU tersebut Orde Baru mengada&amlihpan umum pertama. Pada
awalnya rakyat memang merasakan peningkatan kodittisrbagai bidang kehidupan,
melalui serangkaian program yang dituangkan dalaBHIE dan Repelita. Setelah
mengalami penderitaan sejak penjajahan, awal kexkaath hingga berakhirnya Orde
Lama. Namun demikian lama-kelamaan program-progmemerintah Orde Baru
bukannya diperuntukkan bagi kepentingan penguasdig\ penguasa Orde Baru mulai
merambah keseluruh sendi-sendi kehidupan ketateam@gdndonesia. Kekuasaan Orde
Baru menjadi otoriter, namun seolah-olah dilaksanakecara demokratis. Penafsiran
pasal-pasal UUD 1945 tidak dilaksanakan sesuaiaters] yang tertuang dalam UUD
tersebut, melainkan dimanipulasi demi kepentingamgspenguasa. Bahkan Pancasila-
pun diperalat demi legitimasi kekuasaan. Hal itbu&ti dengan adanya Ketetapan MPR
No. II/MPR/1978, tentang P4 yang dalam kenyataansghagai media untuk
propaganda kekuasaan Orde Baru (Andriani PurwagQi:45).

Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyalemberikan porsi pada presiden,
walaupun sesungguhnya UUD 1945 memang memberi wveewgeyang amat besar pada
lembaga kepresidenan, akan tetapi presiden hanyakidataris MPR serta dalam
menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPR. Dalamydaan di lapangan posisi

legislatif berada dibawah presiden. Seperti tamgalam UU Tentang Susunan dan
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Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU Tentang PartatiRalan Golongan Karya, serta
UU Tentang Pemilihan Umum, posisi presiden terlisaigat dominan. Dengan paket
UU politik tersebut praktis secara politis kekuas#agislatif berada dibawah presiden.
Selanjutnya hak asasi rakyat juga sangat dibatada sdikekang demi kekuasaan,
sehinggag amanat pasal 28 UUD 1945 jauh dari keagatAkibat kekuasaan yang
nyaris tanpa kontrol tersebut akhirnya penguasae(Bdru cenderung melakukan
penyimpangan hampir di semua sendi kehidupan baraegkorupsi kolusi dan
nepotisme (KKN) merajalela dan membudaya, perturabutkonomi hanya dinikmati
segelintir orang yang dekat dengan penguasa, leggn) semakin melebar, utang luar
negeri menjadi menggunung, akhirnya badai krisisnekni menjalar menjadi krisis
multi dimensi. Rakyat yang dipelopori mahasiswa omtat dilakukannya reformasi di
segala bidang. Akhirnya runtuhlah Orde Baru bersammaundurnya Soeharto pada
tanggal 21 Mei 1998.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila masiimbsésuai dengan jiwa dan semangat,
ciri-ciri umumnya. Hal itu terjadi karena presidéegitu dominan baik dalam supra
struktur maupun dalam infra stuktur politik. Akibga banyak terjadi manipulasi politik
dan KKN yang telah membudaya, sehingga negara &si@rnerjerumus dalam berbagai

krisis yang berkepanjangan.

6. Pelaksanaan Demokrasi pada Era Reformasi

Penyelenggaraan negara yang menyimpamgdedatogi Pancasila dan mekanisme
UUD 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangaru&skan di antara lembaga-
lembaga negara. Penyelenggaraan negara semakind@ultita-cita demokrasi dan
kemerdekaan. Semua itu ditandai dengan berlanggangistem kekuasaan yang
bercorak absolut karena wewenang dan kekuasaaidendserlebihan yang melahirkan
budaya kurupsi, kolusi dan nepotisme sehinggadiekasis multi dimensional pada
hampir seluruh aspek kehidupan.

Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandengan mundurnya Presiden
Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikam ol@kil presiden Prof. Dr. BJ.
Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintahan Btabinilah yang merupakan

pemerintahan transisi yang akan membawa Indonesik imelakukan reformasi secara
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menyeluruh serta menata sistem ketatanegaraan VYelip demokratis dengan
mengadakan perubahan UUD 1945 agar lebih sesugadeéantutan jaman.

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Bajadit selain karena moral
penguasanya, juga memang terdapat berbagai kelanyahg terkandung dalam pasal-
pasal UUD 1945. Oleh karena itu selain melakukéormeasi dalam bidang politik untuk
tegaknya demokrasi melalui perubahan perundangrgada juga diperlukan
amandemen UUD 1945. Lima paket UU politik telahedarui pada tahun 1999 yakni:
(&) UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

(b) UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

(c) UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan KedudukaR,NDPR dan DPRD.
(d) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

(e) UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangaatlan Daerah.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada feranesi ini, telah banyak memberikan
ruang gerak kepada partai politik maupun lembaggaree (DPR) untuk mengawasi
pemerintahan secara kritis, dan dibenarkan untukinipgk rasa, beroposisi maupun
optimalisasi hak-hak DPR seperti hak bertanyarpedesi, inisiatif dan amandemen.

G. Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi
1. Pemilu di Indonesia dari Waktu ke Waktu

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia spgkilu nasional pertama pada tahun
1955 sampai dengan pemilu 1999 telah menandai sabfipan penting dalam sejarah
demokratisasi di tanah air ini. Ada pasang suruiba@n warga negara dalam
penyelenggaraan pemilu. Pemilu 1955 yang didasapesia, UU No.7 Tahun 1953
berjalan demokratis serta relatif aman dan danaahSsatu kuncinya adalah diwakilinya
semua partai di dalam badan penyelenggara pemidaipun secara formal, UU No.
7/1953 sama sekali tidak menyebut secara spesdikriibbatan warga negara dalam
badan penyelenggara dan pengawas pemilu, tetapawagara lewat partai politik dapat
mengimbangi pemaksaan kehendak oleh pejabat Idkalgan usaha partai-partai lain
yang melaporkannya kepada instansi yang lebih itiatgy kepada wartawan (Sunarso,
2003:3).

Pemilu selama Rejim Soeharto, yang dikeleagan istilah Pemerintahan Orde

Baru, jauh sekali dari sistem politik yang dianggigmnokratis. Selama enam kali (1971,
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1977, 1982, 1987, 1992, 1997) diselenggarakan peadih Rejim Soeharto, peluang
untuk memberdayakan rakyat terbelenggu oleh peeng&rundang-undangan bidang
politik. Lima paket UU bidang politik seperti UU féu, UU Partai Politik, UU tentang
Susunan dan Kedudukan DPR/DPRD dan MPR, UU tenRefgrendum serta UU
tentang Keormasan, semua disusun untuk mengenddiddahak politik rakyat. Secara
eksplisit Penjelasan UU No. 1 Tahun 1985 tentangileemenyebutkan bahwa, sampai
dengan tiga kali perubahan UU No. 15 Tahun 196%ada hakekatnya tidak mengubah
dasar pikiran, tujuan, asas, dan sistem pemilihanunu dalam UU tersebut, tetapi
bertujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengarkermpbangan keadaan”
(Padmosugondo, 1988:27-28). Menurut Indria Samé&gberhasilan Pemerintah Orde
Baru sebagian besar disebabkan oleh begitu efgitifietentuan perundangan tersebut,
sehingga baik kebebasan sipil dan politik rakyatse individual maupun partai politik
tidak memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan simyg. Pemilu selama periode
1971 hingga 1997 telah menjadi sarana pelanggengkumasaan dan legitimasi
Pemerintah Orde Baru (Indria Samego: 1998:5).

Pemilu 1999 yang diselenggarakan setelahdornya Soeharto sebagai Presiden
RI pada tanggal 21 Mei 1998, membawa sejumlah bhardaru demokratisasi politik.
Hanya dalam waktu kurang dari lima bulan sejak Zi 1998, telah lahir lebih dari 80
partai politik besar dan kecil. Selain itu, rakpain seolah-olah mendapatkan kebebasan
untuk mengekpresikan kehendaknya yang selama tejahdasa warsa terjengkang di
dalam rejim otoriter. Karena kebebasan tersebumpirasetiap hari berbagai berita unjuk
rasa disuguhkan media massa. Tidak hanya di Jakaaityarakat di daerah-daerah mulai
menunjukkan keberaniannya terhadap praktik padiprat negara yang menurut mereka
diwarnai oleh fenomena kolusi, korupsi dan nepatism

Pemilu 1999 yang diselenggarakan berdasatkd No. 3 Tahun 1999 telah
menandai babak baru perubahan dalam mesin pemihddnesia yang berbeda dengan
pemilu masa Orde Baru. Pemilu 1999 telah menggéseiinasi pemerintah sebagai
aparatur negara ke dalam bentuk pemerataan padispartai politik dan rakyat di
dalam penyelenggaraan pemilu. Berbeda dengan sis¢eniiu selama Orde Baru, di
dalam sistem pemilu 1999 partai politik mempunyak terlibat secara intensif dalam

proses pemilu sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU)edituk, sehingga diharapkan
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mampu berfungsi sebagai otoritas pengatur pemiluing yandependen. Sebagai
perbandingan, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adadaliah tim yang terdiri dari para
menteri, yang selalu terbentur hambatan etis samishha memperlihatkan prinsip-
prinsip independensi dan keadilan. LPU tidak pern@mpu sebagai sebuah otoritas
pemilu yang independen, mengingat anggotanya seadath pegawai negeri yang
selalu dibebani kewajiban untuk memenangkan Golok@gaya (Golkar).

Pada pemilu 2004 yang ditetapkan pelaksana pada 5 April 2004, akan
diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD @e®Rerwakilan Daerah), DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 3). Rpas$ masyarakat dalam
penyelenggaraan pemilu 2004 diberikan peluang dmasar. Hal ini ditandai dengan
semakin terbukanya masyarakat untuk menjadi penggéga pemilu di dalam KPU,
KPU Privinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 18)rn@ean bahwa KPU tidak boleh
dari pemerintah maupun partai politik antara lai@npak dari persyaratan bahwa
seseorang tidak sedang menjadi anggota atau penpartai politik, dan tidak sedang
menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dabatan fungsional dalam jabatan
negeri (Pasal 18 butir i dan k).

Jika dicermati dari pemilu 1955 hingga peni1999, dan pemilu 2004 yang
diselenggarakan 5 April 2004, tampak ada pergeseeambangunan politik dan proses
pelembagaan politik. Pada pemilu 1955 partai pob#rsama-sama pemerintah menjadi
badan penyelengara pemilu. Partai politik cukup t kmaelakukan kontrol atas
penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu sepanjangreeBaru, keterlibatann masyarakat
maupun partai politik dalam penyelenggaraan persdogat terbatas, bahkan hampir
sama sekali tidak ada ruang untuk mengawasi jatarpgmilu. Pemilu menjadi alat
legitimasi kekuasaan, melalui Golkar. Barulah pagamilu 1999, keterlibatann
masyarakat melalui partai politik dan organisasnaetauan dan pengawas independen
pemilu diberikan porsi yang cukup besar dalam atunain pemilu tersebut. Meskipun
ada kendala di lapangan, ketika memantau kecurangamhitungan suara dan
pelanggaran lainnya, Pemilu 1999 dianggap lebik Baripada pemilu selama era Orde
Baru. Penyelenggaraan pemilu 2004 menjadi tantarigesendiri bagi masyarakat,
karena baik penyelenggara maupun pengawas pemdsdbelari masyarakat (bukan dari

partai politik maupun bukan dari birokrasi pemeaint
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2. Dasar Pemikiran Diadakannya Pemilu
Negara Republik Indonesia adalah Negaraatfes yang berdasarkan kedaulatan

rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undarsgd 1945. Untuk melaksanakan
prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikm&ebijaksanaan dalam

permusyawaratan /perwakilan, perlu dibentuk lemHdagdbaga permusyawaratan
/perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipifilalui Pemilihan Umum yang

dilaksanakan secara demokratis dan transpararrifk&ssan).

Pemilihan umum merupakan sarana demoki@sia mewujudkan sistem
pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. rit¢ai@an negara yang dibentuk
melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dakyat, dijalankan sesuai dengan
kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraakyat. Hanya kekuasaan
pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatagatledk yang memiliki
kewibawaan kuat sebagai pemerintah yang amanaleritéaman yang dibentuk melalui
suatu pemilihan umum akan memiliki ligitimasi yaagat.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Untuk mewujudkan tata kehidupan negara gabena dimaksud oleh Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita proklakemerdekaan 17 Agustus 1945,
perlu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihanmrbertujuan untuk memilih wakil
rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaldamwakilan rakyat, membentuk
pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi keskaamh, dan mempertahankan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan umum yang demokatis merupakaansauntuk menegakkan kedaulatan
rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh kaiten pemilihan umum tidak boleh
menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan berna&ksyaberbangsa, dan bernegara.

4. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Ketetapan Majelis PermusyawaaradRakyat Republik Indonesia
Nomor XIV/IMPR 1998 tentang Perubahan dan Tambahgas Aetetapan Majelis
Permusyaaratan Rakyat Republik Indonesia NomoMRR/1988 tentang pemilihan
umum, bahwa pemilihan umum diselenggarakan secamokfatis dan transparan,
berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, belaasrahasia.

a. Jujur
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Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenfpgdaksana, pemerintah dan
partai politik peserta pemilihan umum, pengawas gamantau pemilihan umum,
termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlimdam tidak langsung, harus

bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan pemapgaundangan yang berlaku.

. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap gerddin partai politik peserta
pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, Belias dari kecurangan pihak
manapun.
. Langsung
Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsuagberikan suaranya sesuai

dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuwdrpéaa minimal dalam usia,
yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun ataahtpérnah kawin berhak ikut
memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yangisuserumur 21 (duapuluh
satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yangsifat umum mengandung makna
menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh baguaevarga negara yang telah
memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasndecualian) berdasar acuan

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaaratan status sosial.

. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas re@en pilihannya tanpa

tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksa haknya, setiap warga
negara dijamin keamanannya, sehingga dapat mesagbai dengan kehendak hati
nurani dan kepentingannya.

Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahviagnnya tidak akan diketahui

oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.pem#dimberikan sarannya pada
surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh ofaimg kepada siapa suaranya
diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bpgmilih yang telah keluar dari

tempat pemungutan suara dan secara suka rela idersedgungkapkan pilihannya

kepada pihak mana pun.
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5. Partisipasi dan Kualitas Pemilu Setelah Reformsi

Sebanyak apapun kritik yang diarahkan padang demokratis dan kualitasnya
pemilu 1999, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ihe@999 adalah salah satu tonggak
sejarah politik Indonesia. Terselenggaranya pefr@0 adalah sebuah bukti yang paling
nyata penolakan bangsa ini terhadap berlakunyansittma di bawah kendali Soeharto.
Sebab,.dengan adanya pemilu 1999 berarti semubdaasiproses politik pada tahun
1997, yang seharusnya baru akan berakhir tahun,26&#a sekali tidak diakui
keabsahannya. Baik secara legal formal maupurtagisiemokrasi.

Dengan adanya percepatan pemilu ini betarkan hanya ada pergantian total
keanggotaan di MPR/DPR, melainkan juga harus sedigantinya pejabat Presiden
yang pada masa itu dipegang oleh BJ Habibie. Sebeianyelenggarakan pemilu yang
dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentaargaPPolitik, RUU tentang Pemilu
dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRO®&&RD. Ketiga draf UU ini
disiapkan oleh sebuah tim Depdagri yang disebut Tiiyang diketuai oleh Prof. Dr. M.
Ryaas Rasyid.

Setelah disyahkannya UU No. 2 tahun 1i@88®ang Partai Politik , maka mulailah
babak baru dalam dunia politik di Indonesia. Taataebanyak 141 partai politik di
Departemen Kehakiman dan HAM, dan akhirnya dilegali sebanyak 48 partai.
Persiapan pemilu ini relatif sangat singkat, ya#lama 13 bulan. Singkatnya persiapan
ini bukan dilihat dari rentang waktu yang ada, nmian dilihat dari berbagai gejolak
sosial politik yang terjadi yang juga menghabiskansentrasi seluruh elemen bangsa.

Meskipun masa persiapannya tergolong singbelaksanaan pemungutan suara
pada pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwakni tanggal 7 juni 1999. Tidak
seperti yang diprediksikan dan kekhawatiran barpiakk sebelumnya, ternyata pemilu
1999 bisa berjalan damai, tanpa ada kekacauan lyanmagti. Hanya di beberapa daerah
tingkat Il di Sumatera Utara yang pelaksanaan pgomam suaranya terpaksa diundur
satu pekan. Itupun karena adanya keterlambatan d#&aangnya perlengkapan
pemungutan suara (Fadillah Putra, 2003:88).

Tetapi tidak seperti pada pemungutan sugaag berjalan lancar, tahap
penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pdmlluini sempat menghadapi

hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 patiBk menolak menandatangani
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berita acara perhitungan suara dengan dalih pdmeium jurdil (jujur dan adil). Sikap
penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah raeabpKPU. Ke-27 partai tersebut
adalah sebagai berikut: PK, PNU, PBI, PDI, Masyu?h| Supeni, Krisna, Partai KAMI,
PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUC®PBN, PKM, PND, PADI,
PRD, PPI, PID, Murba, SPI, PUMI, PSP, dan PARI (ld Putra, 2003:88).

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPUuklean diserahkan pimpinan KPU
kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari Ké&debut kemudian diserahkan
kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panveiiséri tugas untuk meneliti
keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil padtaKPU yang berkeberatan tadi.
Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwailpesudah sah. Lagipula
mayoritas partai tidak menyertakan data tertuli;mwyaagkut keberatan-keberatannya.
Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pesaih. Hasil final pemilu baru
diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPl (Raremilihan Indonesia) langsung
melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga miunasalah. Rapat pembagian kursi
di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yantetdpkan kelompok kerja PPI
menunjukkan, partai Islam yang melakukstiembus accoor@enggabungan sisa hasil
suara dari beberapa partai yang platfomnya redatiia hanya mendapatkan 40 kursi.
Sementara kelompaktembus accoor8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak
atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhidserahkan kepada KPU. Di KPU
perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melaling dengan dua opsi. Opsi
pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan mermapkan suaratembus accoord
sedangkan opsi kedua pembagian tampembus accoordHanya 12 suara yang
mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukusdcegua 43 suara. Lebih dari 8
partai walk out.Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpammperhitungkan
lagi stembus accoord. Berbekal keputusan KPU tatsé| akhirnya dapat melakukan
pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 Septerh®99. Hasil pembagian kursi itu
menunjukkan, lima partai besar memborong 417 KDRR atau 90,26 persen dari 462
kursi yang diperebutkan.
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Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang m&%689.073 suara atau 33,74
persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memper2te741.758 suara atau 22,44
persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kebhia@@5 kursi dibanding pemilu
1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 pemsendapatkan 51 kursi. PPP
dengan 11. 329.905 suara atau 10,71 persen, mekaap&8 kursi atau kehilangan 31
kursi dibanding pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956ara atau 7,12 persen,
mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partamd yang masih ikut, yakni PDI
merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari perabaursi sisa, atau kehilangan 9
kursi dibanding pemilu 1997 (Fadillah Putra, 2003:9

Selengkapnya diluar lima partai besar gid®®8B (13 kursi), Partai keadilan (7
kursi), PKP (4 kursi), PNU (5 kursi), PDKB (5 kursPBI (1 kursi), PDI (2 kursi), PP,
PDR, PSII, PNI Front Marhaenis, PNI Masssa MarhdeK|, PKU, Masyumi, PKD

masing-masing satu kursi (Fadillah Putra:91).

H. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Pilar-Pilar Dkrasi

1. Mendukung Terselenggaranya Pemilu yang Berkualés
Penyelenggaraan pemilu yang baik adalatsesr dimana semua asas dalam
kebijakan pemilu ditegakkan, yakni Jurdil dan Luber

(a) Jujur, bila dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penggkra pemilu, aparat
pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemapemilu, pemilih, serta
semua pihak yang terkait harus bersikap dan bakKijgur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(b) Adil, bila dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penulédn peserta pemilu
mendapat perlakuan yang sama, serta bebas darakgem pihak manapun.

(c) Langsung, bila rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untukninerikan suaranya
secara langsung sesuai dengan kehendak hati ngmatanpa perantara.

(d) Umum, bila semua warga negara yang memenuhi persyasasamai dengan undang-
undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan ydregsifat umum mengandung
makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluagh demua warga negara,
tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gofgngais kelamin, kedaerahan,

pekerjaan, dan status sosial.
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(e) Rahasia, bila didalam memberikan suara, pemilih dijamin walpilihannya tidak
akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan gganpun. Pemilih memberikan
suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketdéeh orang lain kepada
siapapun suaranya diberikan.

(H Bebas,bila setiap warga negara yang berhak memilih belmsentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalalakeanakan haknya, setiap
warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapailimesesuai dengan
kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Pengalaman pemilu 1999 yang dikenal gabemilu paling demokratis, dalam
kenyataannya tidak memberikan jaminan bagi prosesajkan keadaan. Proses pemilu
yang luber, tidak dengan sendirinya menghasilkalafrdadan pemerintahan yang baik,
yang memiliki kepedulian mendalam dengan persoedfyat, bisa menemukan jalan
keluar dan mampu merumuskan jalan keluar tersehlaind kebijakan-kebijakan yang
berpihak pada rakyat. Maraknya masalah KKN, terhamlitik uang dalam pengisian
jabatan publik, masalah-masalah dalam penyelesaisis ekonomi, dan lain-lain, telah
memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tetaybag dibentuk melalui pemilu
1999, dalam kenyataan tidak bisa mengatasi kresig)yada, dan malah sebaliknya ikut
memberikan sumbangan buruk pada kondisi yang aailiP 1999 berkualitas dari sisi
penyelenggaraan, namun belum mencerminkan kuajigag lebih menyeluruh dan

mendalam.

2. Turut Serta Meningkatkan Kesadaran Politik bagi Penilih
Yang harus dilakukan oleh elemen gerakambaruan tidak sekedar memastikan
proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil, mé&ka :

(1) Memastikan bahwa yang bertarung memperebutkan kpmgiemen dan kursi
presiden, adalah mereka yang memiliki komitmen dangembaruan (reformasi).
Menjaga agar jangan sampai digunakan politik uaregupakan salah satu cara agar
tidak terjadi manipulasi, yang nantinya memberikatuang bagi yang tidak tepat
masuk arena, bukan satu-satunya cara. Oleh sebgtertu ditemukan strategi dan
metode yang lebih baik, agar pintu bagi parlemenyhaderbuka bagi mereka yang

memiliki integritas, komitmen dan kapasitas untudngiorong proses pembaruan.
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(2) Memastikan bahwa mereka yang sudah duduk di panielae kursi presiden, benar-
benar bekerja untuk kepentingan rakyat, dan bukbal&nya.

Secara umum kita hendak mengatakan &datperlukan dua langkah sekaligus,
yakni memastikan proses pemilu agar menghasilkggata parlemen dan presiden yang
benar-benar bisa diandalkan untuk melanjutkan gexf@kmasi dan memastikan mereka
bisa bekerja dengan baik. Dilihat dari periode &emaka pekerjaan dilakukan pada tiga
tahap, yakni persiapan, pelaksanaan dan paska yeBubot masing-masing sama
tingginya, atau bisa dikatakan tidak ada satu laggag bisa dianggap lebih penting dari
bagian yang lain. Dalam kerangka inilah kita melientingnya usaha-usaha berikut ini:
(1) Mempersiapkan masyarakat, khususnya yang ada idibagvah, seperti masyarakat

desa, agar bisa hadir dalam pemilu secara benar.

(2) Mempersiapkan keterlibatan rakyat dalam proses glengraan pemilu, terutama
untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan plgaradil.

(3) Mempersiapkan keterlibatan rakyat dalam proses tmomg (pemantauan) kinerja
dari parlemen (khususnya parlemen daerah) yangrigrk..

Untuk tercapinya ketiga hal tersebutbutlinkan kesadaran politik dan
ketrampilan politik baru, agar rakyat dapat menkastikualitas pemilu. Apa yang harus
dilakukan gerakan pro demokrasi, seperti pers, sionmas, dan organisasi non
pemerintah, dalam ikut serta mempersiapkan, aggar&adir dalam kualitas baru?

(1) Sejak dini kesadaran masyarakat harus benar-bémagkdtkan, bahwa pemilu pada
dasarnya adalah arena perebutan kekuasaan yanglesalokratis dan legitimit.
Banyak cara untuk merebut kekuasaan, namun yargidideh konstitusi adalah
pemilu. Pemilu adalah cara untuk menyelesaikan golsdn dan membangun
komitmen masa depan secara demokratis. Kesadargenting agar rakyat sejak
awal mengerti bahwa pemilu, bukan sejenis arisampul-kumpul tanpa konflik,
tetapi sebuah arena yang keras, penuh konflik, naemtata dan tunduk pada aturan
main. Dengan kesadaran ini, maka rakyat akan denpgas mengetahui, apa
implikasi dari dukungan yang diberikan pada pesgrémilu. Sehingga tidak
menyesal dikemudian hari.

(2) Dengan terbangunnya kesadaran baru, maka rakydt siajia berkepentingan pada

dirinya sendiri, melainkan juga harus berkepentingiengan keseluruhan proses
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pemilu. Oleh karena itu kebersamaan masyarakas larbangun, agar kepentingan
bersama rakyat tetap terlindungi. Oleh karena itimgy dibutuhkan bukan saja
kesadaran, melainkan juga keterampilan. Elemenerieprodemokrasi, harus
mampu mengembangkan ketrampilan politik baru, &mnat dalam mengangkat
kepentingan massa rakyat, agar rakyat tidak hgayedai dalam merumuskan
keluhan, melainkan juga dapat mengubah keluhanadeggrakan demokrasi yang
dapat mendorong pembaruan.

(3) Elemen-elemen pro demokrasi, tidak mungkin lagiyaamenjadi penonton dan
menjadikan pemilu sebagai arena pertunjukan (pgstaokrasi), yang kemudian
dianalisis paska pemilu. Elemen-elemen pro demolrasus merumuskan suatu
bentuk keterlibatan baru. Tanpa suatu keterlibateaka elemen pro demokrasi, akan
kembali menjadi pengamat, yang tidak akan pernamahami secara persis proses
pergulatan kepentingan dan proses perebutan kekuasalalui pemilu. Dengan
demikian, elemen pro demokrasi dapat memikirkan tusuanodel baru
pengelompokan, atau mendorong proses pengorgamskspentingan yang baru,
seperti misalnya, membuat kontrak politik dengaragalon anggota DPR, maupun
calon presiden. Kontrak politik hanyalah salah skt banyak alternatif yang dapat
dikembangkan, yang pada intinya merupakan strdtegi untuk terlibat, dan tidak
sekedar menjadi penonton.

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2008aten Pemilihan Umum dinyatakan:

(a) bahwa pemilihan umum merupakan sarana untukumeWan kedaulatan rakyat

dalam pemerintahan Negara Kersatuan Republik Irslan@ang berdasarkan Pancasila,

sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. (b) Balesaas dengan tuntutan dan
perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana gkiamandalam perubahan UUD

1945, pemelihan umum diselenggarakan untuk menaiiggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PeraraRlkyat Daerah serta memilih

Presiden dan Wakil Presiden. (c) Bahwa pemilihammnperlu diselenggarakan secara

lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluasnya dan dilaksanakan berdasarkan

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan(ddPemilihan umum untuk memilih
anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamsiprketerwakilan, akuntabilitas,

dan legitimasi (dikutip dari bagian menimbang hwadd d). Pada bagian lain disebutkan
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pula bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umumahdalrana pelaksanaan
kerdaulatan rakyat.

Pada dasarnya esensi pemilu adalah urkekmasaan dan pembentukan suatu
pemerintahan baru. Setiap pemilu pada dasarnyatagabses untuk membentuk suatu
pemerintahan baru. Perubahan pemerintah baru peslrnya adalah : (1) terjadinya
suatu rekonfigurasi kekuatan-kekuatan politik, gitenataan ulang kekuatan politik yang
ada. Dalam sisitem demokrasi, pemilu akan membwtaapg bagi kekuatan politik
yang kecil untuk menjadi besar atau sebaliknya.gaerproses demikian, maka peluang

bagi perubahan konfigurasi kekuatan-kekuatan metgdulika lebar.
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BAB V
HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM)adalah hak yang dimiliki osia yang telah diperoleh
dan dibawanya sejak dalam kandungan, dengan tidakbedakan bangsa, ras, suku,
agama, maupun jenis kelamin serta bersifat uniliersBAM pada hakekatnya adalah
hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia hanyaekaria manusia. Dengan demikian
HAM mengandung makna (a) hakikatnya sebagai manesiadapatkan pengakuan oleh
manusia lain, dan (b) pelaksanaan hak-hak itu hahyangkinkan karena manusia
tersebut menjadi anggota masyarakat. HAM tidakalzerlkalau manusia hidup pada
suatu daerah yang sama sekali tidak mempunyai katgagan manusia lain. Disebut
asasi, karena tanpa hak tersebut seseorang tiged tiedup sebagaimana layaknya
manusia. Hakikat manusia tidak lain adalah makldipkaan Tuhan yang dianugerahi
penalaran. Inilah pebedaan esensial antara masesgan makhluk lainnya.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibdtkampir seluruh dunia dan
hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untolerumuskan hak asasi itu dalam
suatu naskah internasional. Usaha itu pada tahd® berhasil dengan diterimanya
Universal Declaration of Human Rights (Pernyatamdusia tentang Hak-Hak Asasi
Manusia) oleh negara-negara yang tergabung daleser@tan Bangsa-Bangsa (PBB).

Deklarasi HAM PBB memerinci sejumlah  cita-cita ddrarapan yang
digandrungi oleh setiap manusia dimuka bumi, sepek untuk hidup, hak untuk
memeluk agama, hak berserikat, hak untuk menyuargd@ndapat, hak untuk
mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk belasrasa takut serta hak-hak
yang lain. Teori HAM versi barat mengatakan bahwemerintah dimanapun
berkewajiban melindungi rakyatnya dari pelanggatam.

Dalam Pembukaan UUD 1945, juga ditegaskan bahwam&fntahan negara
Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesiaselanuh tumpah darah Indonesia
dan untuk memejukan kesejahteraan umum, mencerd&sfadupan bangsa dan....".
Oleh karena itu HAM sering dikatakan memiliki dinsemuniversal , ini mengandung

makna suatu pengakuan bahwa HAM harus dapat ditilkief seluruh umat manusia di
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muka bumi. Selain dari itu, pemerintah di seluruimid memikul kewajiban moral unuk
menjamin terlaksananya HAM yang dapat dinikmathalakyatnya masing-masing.
B. Sejarah Pengakuan HAM

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banymdika tentang seseorang
atau segolongan manusia mengadakan perlawanadaerpanguasa atau golongan lain
untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi yaak8ering perjuangan itu
menuntut pengobanan jiwa dan raga.Di dunia balalh teerulangkali ada usaha untuk
merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yamggdp suci dan harus dijamin.
Keinginan itu muncul setiap kali terjadi hal-halngadianggap menyinggung perasaan
dan merendahkan martabat manusia. Dalam proséslahi lahir beberapa naskah yang
secara berangsur-angsur menetapkan bahwa adapeebeatayang mendasari kehidupan
manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi

Pengakuan dan penghargaan HAM tidak diperoleh aeaitza-tiba, tetapi melalui
sejarah yang panjang. Pengakuan HAM dimulai darilf@gris dengan dikeluarkanya
Magna Charta pada tahun 1215 yaitu suatu dokumamg ynencatat tentang beberapa
hak yang diberikan Raja John kepada para bangshaweahannya atas tuntutan mereka.
Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan rajada Rehun 1689 keluarlah Bill of
rights (Undang-Undang Hak) suatu undang-undang gitegma oleh Parlemen Inggris
sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengagakawanan terhadap Raja James
II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The GlofRevolution of 1988). (2) Di Perancis
pada tahun 1789 terjadi revolusi untuk menurunkeku&isaan Raja Louis XVI yang
sewenang-wenang. Revolusi ini menghasilkan UUD rResayang memuat tentang “La
Declaration des droits de 'lhomme et du citoyeerifgataan hak manusia dan warga
negara). (3) Di Amerika Serikat pada 4 Juli 1&t6tlah The Declaration of American
Independence atau naskah pernyataan kemerdekaeat Pamerika Serikat dari koloni
Inggris. (4) Di Rusia pada tahun 1937 mulai menoakiin hak untuk mendapat
pekerjaan, hak untuk beristirahat serta hak untaknperoleh pendidikan dan pengajaran
bagi warga negara.

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan keafi§a$ dipengaruhi oleh
gagasan mengenai Hukum Alam, seperti yang dirunmusleh John Locke (1632-1714)
dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778) dan hangsasedaa hak-hak yang bersifat
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politik saja, seperti kesamaan hak, hak atas kelaebahak untuk memilih dan
sebagainya. Pada abad ke-20 hak-hak politik itmgtjap kurang sempurna, dan mulailah
dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas rdsggupnya. Yang sangat terkenal
adalah empat hak yang dirumuskan Presiden Amermeakkin D. Roosevelt yang
terkenal dengan The Four Freedoms (empat kebehagt) : (a) Kebebasan untuk
berbicara dan menyatakan pendapat (fredom of spedibh kebebasan beragama
(freedom of religion); (c) kebebasan dari ketakufamedom from fear); (d) kebebasan
dari kemelaratan (freedom from want).

Hak yang keempat, yaitu kebebasan dari kemelardthnsusnya mencerminkan
perubahan dalam alam pikiran umat manusia yang amgggp bahwa hak-hak politik
pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebasmgibaginya. Dianggap bahwa hak
politik seperti misalnya hak untuk menyatakan peatiatau hak untuk memilih dalam
pemilihan umum, tidak ada artinya jika kebutuhamuséa yang paling pokok, yaitu
kebutuhan akan sandang, pangan dan papan tidak dippauhi. Menurut pendapat ini
hak manusia juga harus mencakup bidang ekononig| stzs1 budaya.

Komisi Hak-hak Asasi (Commission on Human Rightg)da tahun 1946
didirikan oleh PBB, menetapkan secara rinci bgiserhak ekonomi dan sosial, di
samping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pee komisi ini, Pernyataan
Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universatl®&ation of Human Rights)
diterima secara aklamasi oleh negara-negara yagapueg dalam PBB. Kenyataan
menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit untuk mencagasepakatan  mengenai
pernyataan hak asasi , yang memang sejak semul@gdip langkah pertama saja.
Ternyata jauh lebih sukar untuk melaksanakan kindajutnya, yaitu menyusun suatu
perjanjian (covenant) yang mengikat secara yurgibjngga diperlukan waktu 18 tahun
sesudah diterimanya pernyataan. Baru pada tahué S@&ing Umum PBB menyetujui
secara aklamasi Perjanjian tentang Hak-Hak ekonSosjal dan Budaya (Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights) serta Peiganjentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(Covenant on Civil and Political Rights). Selanyardiperlukan 10 tahun lagi sebelum
dua perjanjian itu dinyatakan berlaku. Perjanjiamtang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya mulai berlaku 1976, setelah diratifikasihoB5 negara, sedangkan Perjanjian

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga telah difikasi. Hak —hak sipil dan politik agak
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mudah dirumuskan. Sebaliknya hak-hak ekonomi jaltihl sukar diperinci (misalnya
konsep ‘penghidupan yang layak” akan berbeda antgaa kaya dan miskin).

Hak-hak politik pada hakekatnya memiliki sifat melingi individu terhadap
penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak penguasaggahintuk melaksanakan hak-hak
politik itu sebenarnya cukup mengatur peranan pea¢r melalui perundang-undangan,
agar campur tangannya dalam kehidupan warga masydidak melampaui batas-batas
tertentu. Akan tetapi ,tidak demikian halnya denghak-hak ekonomi. Untuk
melaksanakannya tidak cukup membuat undang-undddy tetapi pemerintah harus
secara aktif menggali semua sumber kekayaan mé&syaralan mengatur kegiatan
ekonomi sedemikian rupa sehingga tercipta iklinmdna hak-hak ekonomi, seperti hak
atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layatky)-tdetul dapat dilaksanakan.
Kegiatan yang menyeluruh itu akan mendorong pertariruntuk mengatur dan
mengadakan campur tangan yang luas dalam banyadk dsghidupan masyarakat,
dengan segala konsekuensinya.

Harus disadari bahwa pelaksanaan hak-hak ekormmgi banyak negara
merupakan tugas yang sukar diselenggarakan ssearpurna, oleh karena itu dalam
perjanjian Hak-hak ekonomi ditentukan bahwa setiegara yang mengikat diri cukup
memberi laporan kepada PBB mengenai kemajuan ydaly ticapai. Pada hakekatnya
perjanjian ini hanya menetapkan kewajiaban bagiareegegara yang bersangkutan
untuk mengusahakan kemajuan dalam bidang-bidangeiiapi tidak bermaksud untuk
mengadakan pengawasan secara efektif. Sebalikaykahdk politik harus dapat
dilaksanakan secara efektif, pemikiran ini tercarmgalam dalam Perjanjian tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik, bahwa didirikan suatunRi@ Hak-Hak Asasi (Human Rights
Committee) yang berhak menerima serta menyelidéngaduan dari suatu negara
terhadap negara lain dalam hal terjadinya pelarggrhadap sesuatu ketentuan dalam
perjanjian itu. Disamping Perjanjian tentang Hak-I&ipil dan Politik juga disusun
Optional Protocol yang menetapkan bahwa Panitia ek Asasi juga dapat menerima
pengaduan dari perseorangan terhadap negara yhig nenanda tangani Optional
Protocol itu jika terjadi pelanggaran terhadap ketan-ketentuan Perjanjian Hak-Hak
Sipil dan Politik.
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Sebagai ilustrasi berikut ini akan disajikan babper contoh hak asasi yang
tercantum dalam Perjanjian Hak-Hak Sipil dan Rolidan Perjanjiann Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kedua naskah tersebuila dengan pasal yang sama
bunyinya dan yang mungkin dianggap sebagai dasasel@mua macam hak asasi yakni:
“Semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasidirs. Berdasarkan hak itu
mereka secara bebas menentukan status politik metak secara bebas mengejar
perkembangan mereka di bidang ekonomi, sosial ddaya”.

Hak-hak sipil dan politik mencakup antara lainkHgas hidup (pasal6); hak atas
kebebasan dan keamanan dirinya (pasal 9); hakkatemaan di muka badan-badan
peradilan (pasal 14); hak atas kebebasan berfédir ltkragama (pasal 18); hak untuk
mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan (d#5al hak atas kebebasan
berkumpul secara damai (pasal 21); hak untuk bked€pasal 22).

Sedangkan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya meipcaitara lain: Hak atas
pekerjaan (pasal 6); hak untuk membentuk serikegrie (pasal 8); hak atas pensiun
(pasal 9); hak atas tingkat kehidupan yang layak thainya serta keluarganya, termasuk
makanan, pakaian dan perumahan yang layak (pasdidkiatas pendidikan (pasal 13).
C. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sebagaimana negara-negara anggota PBB lainnyajdaidotelah mencantumkan
beberapa hak asasi di dalam undang-undang das#&takaasasi yang tercantum dalam
UUD 1945 tidak termuat dalam suatu piagam yangideh, tetapi tersebar dalam
beberapa pasal, terutama pasal 27 hingga 31. Hakabasi yang dimuat terbatas
jumlahnya dan dirumuskan secara singkat. Hal dakimengherankan, mengingat bahwa
naskah ini tersusun pada akhir masa pendudukangejadéam suasana mendesak. Tidak
cukup waktunya untuk membicarakan hak-hak asaaraesendalam.

Di antara para tokoh Indonesia pada waktu itu pEtigperbedaan pendapat
mengenai peranan hak-hak asasi di dalam negarakdmiso Pendapat-pendapat pada
waktu itu banyak dipengaruhi oleh “declaration desits de I'hnomme et du citoyen”
yang dianggap pada waktu itu sebagai sumber indgwigme dan liberalisme, oleh
karena itu dianggap bertentangan dengan asas r&gaeduargaan dan gotong royong”.
Ir Soekarno pada waktu itu menyatakan sebagaiutefilikalau kita betul-betul hendak

mendasarkan negara kita kepada faham tolong meokahgm gotong royong dan
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keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiranp tiaham individualisme dan liberalisme
daripadanya”. Sebaliknya Dr.Hatta mengatakan batwakaupun yang dibentuk itu
negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetafdelrerapa hak dari warga negara,
jangan sampai timbul negara kekuasaan (negaradses)in

Akhirnya bisa dimengerti mengapa hak-hak asasi siartidak lengkap dimuat
dalam UUD 1945, karena UUD tersebut dibuat bebetalpan sebelum pernyataan hak-
hak asasi diterima oleh PBB. Diterimanya pernyats@ma perjanjian oleh mayoritas
anggota PBB menunjukkan bahwa gagasan mengenanpaiiaminan HAM bagi setiap
negara, mendapat dukungan mayoritas umat manugianbmerupakan gagasan liberal
semata.

Pengalaman menunjukkan pada masa Demokrasi terp@mdie Lama), maupun
zaman Orde baru, betapa gampangnya suatu UUD ddigatewengkan untuk
kepentingan penguasa yang ambisius. Hal itu teedara lain dikarenakan tidak
lengkapnya HAM dicantumkan dalam UUD, serta kuradgnya jaminan dari undang-
undang yang ada.

Sebagai ilustrasi berikut ini akan diberikan contsékaligus perbandingan
berbagai hak, menurut UUD 1945, Declaration of HurRegghts dan Covenant on Civil
and Political Rights:

1. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat

UUD 1945 pasal 28, menyatakan kemerdekaan bersed&n berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan séénagainya ditetapkan dengan UU.

Declaration of Human Rights (DHR), pasal 19, &etorang berhak kebebasan
mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hagrmiasuk kebebasan mempunyai
pendapat-pendapat dengan tidak mendapat ganggaramntlik mencari, menerima dan
menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapdéypeindengan cara apa pun juga
dan tidak memandang batas-batas.

Covenant on Civil and Political Rights (CCPR), pdsh (1) Setiap orang berhak
untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangg@argetiap orang berhak untuk
mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk lesaebuntuk mencari, menerima dan

menyampaikan segala macam penerangan dan gagapanranghiraukan pembatasan-
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pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan tataatak, dalam bentuk seni, atau
melalui media lain menurut pilihannya.
2. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum

UUD 1945, pasal 27(1), segala warga negara bersakethudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukam gemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.

DHR, pasal 7: Sekalian orang adalah sama terh&tlapdan berhak atas
perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada ¢geabe

CCPR, pasal 26: Semua orang adalah sama terhadkaponhdan berhak atas
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasilaf@ahubungan ini, hukum
melarang setiap diskriminasi serta menjamin semaagoakan perlindungan yang sama
dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa gaperti ras, warna kulit, kelamin,
bahasa, agama, pendapat politik atau pendapatblangsa asal atau kedudukan sosial-
asal, milik,kelahiran atau kedudukan lainnya.
3. Hak atas kebebasan berkumpul

UUD 1945, pasal 28: Kemerdekaan berserikat danubgpkil, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetaplkangan UU. DHR, pasal 20:
(1)Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bptkutan berapat; (2) tiada seorang
jua pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkamp@CPR, pasal 21: Hak
berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pemimafasa dapat dikenakan terhadap
pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan olekum dan yang diperlukan dalam
masyarakat demokratis, demi kepentingan keamansiona atau keselamatan umum,
ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatamaaal umum atau perlindungan
terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang la
4. Hak atas kebebasan beragama

UUD 1945, pasal 29, (1) Negara berdasar atas keslarh Yang Mahaesa; (2)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukkumemeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dardamannya itu.

DHR, pasal 18, Setiap orang berhak atas kebelmisiaan, keinsyafan batin dan
agama; dalam hal ini termasuk kebebasan bergammagatau kepercayaan dan

kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercagadengan cara mengajarkannya,

70



melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik seamdupun bersama-sama dengan
orang lain, dan baik di tempat umum maupun yarsgtetiri.

CCPR, pasal 18, (1) Setiap orang berhak atas kebelgakiran, keinsyafan batin
dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menagtwuk menerima agama atau
kepercayaan pilihannya, serta kebebasan untuk dssi&ra pribadi atau pun bersama
anggota masyarakat lingkungannya serta secarakter@aupun tertutup, menyatakan
agama atau kepercayaannya melalui ibadah, ketaatmlakan dan ajaran. (2) Tak
seorangpun dapat dikenakan paksaan sehingga mbeatkaki terganggunya kebebasan
untuk memeluk atau menerima agama atau kepercg@yidegannya. (3) Kebebasan untuk
menyatakan agama atau kepercayaannya hanya d&pabkin pembatasan menurut
ketentuan ketentuan hukum dan yang perlu untuk agenjkeselamatan umum,
ketertiban, kesehatan atau moral dan hak-hak dseyéa kebebasan orang lain. (4)
Negara-negara peserta dalam Perjanjian ini mendikatintuk menghormati kebebasan
orang tua dan di mana berlaku, wali hukum, untukjarein pendidikan agama dan
moral anaknya menurut keyakinannya masing-msing.

5. Hak atas penghidupan yang layak

UUD 1945, pasal 27 (2): Tiap-tiap warga negarahéeratas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

DHR, pasal 25: (1) Setiap orang berhak atas &nhdgkdup yang menjamin
kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan lgduge, termasuk soal makanan,
pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannyas 8edha-usaha sosial yang
diperlukan, dan berhak atas jaminan di waktu memgapengangguran, janda, lanjut
usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lainern@r keadaan yang di luar
kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapawvatan dan bantuan istimewa.
Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam mmaugi luar perkawinan, harus
mendapat perlindungan sosial yang sama.

Covenant on Economic, Social and Cultural Right&RCR), pasal 11: (1)
Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengaigp orang atas tingkat kehidupan
yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasahkdang, pangan, dan perumahan
yang layak, dan perbaikan secara terus meneru$rdgqungan hidupnya. Negara-negara

peserta akan mengambil langkah-langkah yang wagaikkumenjamin terlaksananya hak
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tersebut, agar diakui kepentingan hakiki dari lsajaa internasional yang didasarkan
atas persetujuan yang bebas.
6. Hak atas kebebasan berserikat

UUD 1945, pasal 28: Kemerdekaan berserikat danubgpkl, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaingdagikan dengan UU.

DHR, pasal 23, (4): Setiap orang berhak mendirikan memasuki serikat-
serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.

CESCR, pasal 8: (1) Negara-negara peserta penammiamengikat diri untuk
menjamin; (a) hak setiap oang untuk membentuk seskkerja dan menjadi anggota
serikat sekerja pilihannya, sesuai dengan peratorganisasi yang bersangkutan, guna
meningkatkan serta melindungi kepentingan-kepeatingkonomi dan sialnya. Tiada
suatu pembatasan pun dapat dikenakan terhadaksaetan hak ini, kecuali yang
ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam yarakat demokratis demi
kepentingan keamanan nasional atau ketetiban untam wamtuk melindungi hak-hak
serta kebebasan —kebebasan orang lain. (b) Haksk&a@at sekerja untuk mendirikan
federasi atau konfederasi nasional serta hak bagg ytersebut belakangan untuk
membentuk atau menjadi anggota organisasi sergtadrjs internasional. (c) Hak bagi
serikat sekerja untuk bertindak secara bebas dayaldibatasi oleh ketentuan-ketentuan
hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat deniskdatni kepentingan keamanan
nasional atau ketertiban umum atau untuk melinduingk-hak serta kebebasan-
kebebasan orang lain. (d) Hak untuk melancarkanogekan, asalkan dijalankan
menurut ketentuan-ketntuan hukum negara yang bgkatan.

CCPR, pasal 22: (1) Setiap orang berhak atas umtugerikat, termasuk hak
untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serig@kerja guna melindungi
kepentingan-kepentingannya.

7. Hak atas pengajaran

UUD 1945, pasal 31: (1) Tiap-tiap warga negarahéemmendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakarsiseem pengajaran nasional,
yang diatur dengan UU.

DHR, pasal 26: (1) Setiap orang berhak mendapajgjaran. Pengajaran harus

dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkiablale dasar. Pengajaran sekolah
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rendah harus diwajibkan.Pengajaran teknik dan \aakshterbuka bagi semua orang dan
pelajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan camag ysama oleh semua orang,
berdasarkan kecerdasan. (2) Pengajaran harus k@itujkearah perkembangan pribadi
yang seluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasghpsgaan terhadap hak-hak
manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus rtieggiesaling pengertian, rasa
saling menerima serta rasa saling persahabataraa®mua bangsa, golongan-golongan
kebangsaan atau penganut agama, serta harus mamagtdiatan-kegiatan PBB dalam
memelihara perdamaian. (3) Ibu-Bapak mempunyai dtakna untuk memilih macam
pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anadkeer
CESCR, pasal 13: (1)Negara-negara perserta dalganj@n ini mengakui hak

setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat baendidikan akan mengarah pada
pengembangan penuh dari kepribadian orang sestd&ean akan harga dirinya, serta
memperkuat rasa hormat terhadap hak-hak manusaéaksdrebasan-kebebasan dasar. (2)
Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mendaduva dalam usaha melaksanakan
hak ini secara penuh: (a) Pendidikan dasar diwajitdan terbuka bagi semua orang. (b)
Pendidikan menengah dalam segala bentuknya ternpeswdidikan teknik dan kejuruan
menengah, akan diselenggarakan dan terbuka bagiasemalalui cara-cara yang layak,
serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cum@ac serta bertahap. (c)
Pendidikan tinggi akan diusahakan terbuka bagi serberdasarkan kesanggupan,
melalui cara-cara yang layak, serta khususnya dedigaulainya pendidikan cuma-cuma
secara bertahap. (d)Pendidikan masyarakat diamjatau ditingkatkan sejauh mungkin
bagi mereka yang belum pernah atau belum menyktesgendidikan dasar secara
penuh. (e) Pengembangan sistem sekolah pada detgkat digiatkan secara kuat,
sistem beasiswa yang layak diadakan dan syarat-syageriil dari staf pengajar

ditingkatkan secara terus menerus.
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BAB VI
KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM MEMBELA NEGARA

A. Setiap Negara Menghadapi Ancaman dan Tantangan

Dalam mencapai tujuan nasionalnya, suatanaegelalu akan menghadapi berbagai
rintangan baik yang datang dari dalam maupun daar hegeri, bersifat langsung
maupun tidak langsung. Rintangan dan ancaman tdréebus dihadapi oleh seluruh
rakyatnya, tentu saja sesuai dengan kemampuanrd@sipya masing-masing.

Setiap bangsa yang telah membentuk neganand saja dan kapan saja mempunyai
keinginan dan kepentingan untuk melangsungkan highpserta mencapai tujuan
nasionalnya. Untuk keperluan itu, setiap bangsadem@bakan partisipasi aktif dari
seluruh warga negaranya. Partisipasi warganegaun& tercapainya tujuan nasional serta
kelangsungan hidupnya tidak bisa muncul begitu sagara optimal, tanpa usaha. Agar
dapat mengoptimalkan peran warganegaranya bagintiegen bela negara maka
diperlukan pendidikan kewarganegaraan sebagai satatusahanya.

Hakikat rintangan dan ancaman yang dihabapgsa Indonesia dari dalam adalah,
adanya kerawanan-kerawanan di dalam tubuh bandgsadsia sendiri yang diekploitasi
oleh golongan-golongan tertentu, sehingga meninabulgejolak sosial, ketegangan
sosial, krisis nasional dan pemberontakan.

Rintangan dan ancaman yang datang dari kgernantara lain berupa:

1. Keinginan negara besar untuk menguasai Indoneai@n& posisi Indonesia yang
sangat strategis.

2. Keinginan negara industri untuk menguasai Indondsieena kekayaan alam yang
sangat melimpah dimiliki Indonesia.

3. Arus globalisasi yang banyak menimbulkan kerawadididang politik, ekonomi,
sosial budaya, yang perlu kita waspadai dan kitgipasi.

B. Beberapa bentuk ancaman yang dihadapi oleh aegar

1. Subversi

Subversi adalah setiap tindakan atau kegiatan ymawtyjuan untuk mengubah atau

mengganti falsafah negara, serta bertujuan untuaraetidak sah, mengganggu

keselamatan negara, merongrong kekuatan dan keadvemegara.
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Sasaran subversi mencakup semua aspekukamdmasyarakat, bisa ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahark@amanan dengan maksud
merongrong pemerintah yang sah. Subversi dilakutah lawan karena konflik yang
terjadi tidak bisa diselesaikan secara akomodatibversi bisa datang dari dalam negeri
maupun dari luar negeri.

2. Infiltrasi

Infiltrasi adalah kegiatan penyusupan pergaa atau kelompok orang melalui
celah-celah atau kelemahan dalam wilayah lawankumilemahkan dan mengacaukan
kekuatan lawan sebagai tindakan pendahuluan bagi penguasaan wilayah lawan.

Bentuk infiltrasi: (1) Penyusupan dari lweitayah hukum sebuah negara kedalam
wilayah hukum negara lawan yang dilakukan melalarat laut dan udara guna
melaksanakan tugas tertentu untuk jangka waktu apgnjmaupun terbatas. (2)
Penyusupan dapat dilakukan dari dalam wilayah hulawatu negara dengan cara
memasukkan orang atau kelompok orang terhadap iseganpolitik, badan-badan
pemerintah maupun swasta dengan cara menyembungikatitas sebenarnya.

3. Pemberontakan

Pemberontakan adalah usaha sekelompok orang terorganisir dan bersenjata
untuk memisahkan diri dari suatu negara karenadlegpuasan. Misalnya Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) di Aceh, Organisasi Papua MerdekaNiPBi Papua. Pemberontakan
biasanya dimulai dengan subversi dan bila berhasiiggalang kekuatan di dalam negeri
sehingga dapat menimbulkan pemberontakan yang meagekelangsungan hidup serta
keutuhan bangsa dan negara.
4. Intervensi

Intervensi adalah campur tangan bangsat&imdap urusan dalam negeri suatu
negara yang biasanya dilakukan untuk mematangkaassi dalam rangka memudahkan
proses penggulingan pemerintahan yang sah.

5. Invasi

Invasi adalah kegiatan serangan berselgatan terhadap wilayah suatu negara,
dengan tujuan untuk menguasai wilayah suatu nedavasi akan dilaksanakan bila
subversi dan infiltrasi ke wilayah suatu negaraheberhasil, sehingga telah muncul

kekacauan di wilayah negara sasaran dan mungkin tetbentuk kekuatan pemberontak
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C. Tahap-tahap peningkatan pola ancaman

1. Tahap pertamaMengekploitasi kerawanan yang ada dalam masyaraka

2. Tahap kedua.Meningkatkan kerawanan tersebut menjadi ketegangamtama
masalah perbedaan pandangan yang akan berakibggarggnya persatuan dan
pudarnya toleransi.

3. Tahap ketiga Meningkatkan ketegangan sosial menjadi bentros@sial dengan
target ada benturan fisik.

4. Tahap keempatMemperburuk situasi bentrokan tersebut dengarakukén teror
bersenjata untuk melemahkan atau meniadakan golofayey berlawanan.

5. Tahap kelima Menyusun kekuatan bersenjata dan hasil-hasilawarian sambil
mematangkan situasi.

6. Tahap keenamMelakukan pemberontakan terhadap pemerintah gahg dengan
tujuan menggulingkan pemerintah, hal ini dapat medgng campur tangan
kekuatan asing untuk melancarkan invasi.

7. Tahap ketujuhPembentukan negara baru sesuai yang diinginkan.

D. Selintas Sejarah Pembelaan Negara Indonesia
Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya ersatpkan seluruh wilayah

Nusantara telah dimulai sejak zaman Sriwijaya dajaphkhit. Perjuangan itu diteruskan

hingga mencapai puncak-puncaknya yaitu diikrarkanBympah Pemuda pada tahun

1928, dan diwujudkannya Negara Kesatuan Republdoriasia melalui Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sejarah pembelaan negara Indonesia, sejakarzapenjajahan telah banyak
memberikan pengalaman untuk menyusun suatu sistembglaan negara yang mampu
menanggulangi setiap ancaman, tantangan, hambatata gangguan terhadap
kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkeasita. Pengalaman tersebut dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu bela negara teapadncaman dari luar dan bela
negara terhadap ancaman dari dalam
1. Bela negara terhadap ancaman dari luar:

a. Perang terhadap penjajah Belanda, Inggris, Portmgispun Jepang dalam rangka

memperoleh kemerdekaan.
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Menghadapi agresi Belanda pertama, dan kedua dedagka mempertahankan

kemerdekaan.

N

. Bela negara terhadap ancaman dari dalam:
a. Menumpas pemberontakan PKI Muso dan G30S/PKI.

=

Menumpas pemberontakan DI/TIl (Kartosuwiryo, Kahstuzakar, dan Daud
Beureueh).

Menumpas pemberontakan PRRI/PERMESTA.

Menumpas pemberontakan separatis Republik Malulaig®e(RMS).

Menumpas pemberontakan Andi Azis.

-~ ® o o

Menumpas teror Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).

Pembebasan Irian Barat untuk menjaga keutuhan NKRI.

> @

Operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

E. Sishankamrata sebagai Konsep Bela Negara Inidones
Pengalaman adalah guru yang utama, begita kaang bijak. Berdasarkan

pengalaman sejarah bela negara seperti di atas didsunlah suatu sistem bela negara
yang dikenal dengan “Sistem Pertahanan KeamanayaR8kmesta” (Sishankamrata).

Secara kronologis lahirnya Sishankamratatatilbelakangi hal-hal sebagai berikut.
Pada tanggal 17 agustus 1945 bangsa Indonesiasbenmarebut kemerdekaan dari
pemerintah Jepang. Pada tanggal itu juga ber&ati teerdiri Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang wilayahnya mewarisi jajahan Belamgenbentang dari Sabang sampai
Merauke. Dengan jiwa patriotis rakyat membentuk keasPerjuangan dan Barisan
Keamanan Rakyat.

Ketika pada bulan September 1945 terfafautudatang ke Indonesia dengan tujuan
untuk mengembalikan kekuasaan Belanda, maka setakyat melakukan perlawanan
untuk mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Indomesi@upun kalah dalam bidang
persenjataan, tetapi unggul dalam bidang moril slEasmangat perjuangan, yang secara
sadar dan rela bersedia mengorbankan jiwa ragariyt mempertahanan tanah airnya.

Kesadaran untuk mempertahankan negara dagséaya itu sesungguhnya telah

dimiliki oleh seluruh rakyat, terbukti dengan:
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1. Kerelaan rakyat untuk meninggalkan keluarga, keladudan hartanya untuk
bergabung dalam suatu kekuaan menghadapi ancarbaman yang datang dari
luar.

2. Rakyat yang tidak ikut bertempur di garis depan yadiakan pangan dan papan
untuk kepentingan mereka yang berjuang di garigulep

3. Setelah Belanda dan Inggris berhasil menguasatKkaita rakyat yang terdiri dari
para orang tua, para wanita dan anak-anak, mengkelgsr kota sebagai pertanda
bahwa mereka lebih baik menderita daripada di jeghbali. Kesadaran yang tinggi
dari seluruh rakyat untuk membela bangsa dan negarailah yang dijadikan
sebagai modal untuk merumuskan konsepsi bela ndgdamesia yang populer
dengan nama “Sistem Pertahanan dan Keamanan Rekyegsta” (Sishankamrata).

F. Undang-Undang Tentang Wajib Bela Negara

1. UUD 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal gustys 1945, tidak segera dibentuk
tentara kebangsaan. UUD 1945 sendiri hanya memuatpdsal mengenai angkatan
perang dan pembelaan negara, yaitu pasal 10 yamgetapkan bahwa presiden
memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan dagitatan laut, dan angkatan udara.
Pasal 30 menentukan bahwa: Tiap-tiap warga negatak dan wajib ikut serta dalam
usaha pembelaan negara. Syarat-syarat tentang la@mlmegara diatur dengan undang-
undang. Tidak mengherankan perkembangan tentatgrdaemdonesia dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia lebih banyak ditentusdeh dinamika jalannya revolusi
perjuangan bangsa daripada oleh ketentuan UUD.

Yang dimaksud warga negara, ialah oramag®rindonesia baik asli maupun
keturunan yang tunduk kepada hukum dasar Indordggsiahukum-hukum lain yang
mengikutinya, baik bertempat tinggal dalam wilay&legara Kesatuan Republik
Indonesia, maupun yang berada di luar wilayah led@n

Dengan demikian maka yang berhak dan wiajibserta dalam pembelaan negara
itu, tidak hanya terbatas pada kalangan angkatasemyata saja, melainkan seluruh
warga negara, baik pedagang, petani, pegawaiawary perusahaan, abang becak, para

ibu rumah tangga, mahasiswa serta pelajar semula Waj membela negaranya. Sejarah

78



membuktikan jauh sebelum Indonesia merdeka kesadsia negara dikalangan rakyat
sudah ada

Sebagai bukti perlawanan terhadap penjdijakukan oleh rakyat bangsa ini sejak
pertama kali datangnya penjajah di bumi NusantaraSebagai contoh Perang Bali
(1814-1849), Perang Padri (1821-1837), Perang [Rigoro atau disebut juga Perang
Jawa (1825-1830), Perang Batak (1870-1907), daemBekceh (1870-1904).

Selanjutnya juga terbukti perlawanan rakydbnesia terhadap Belanda pada masa
revolusi fisik. Semua orang yang masih kuat, pamayda serta pemudi, baik pegawai
negeri maupun swasta, para petani dan pedagarigrbédma karya semua terjun dalam
kancah perlawanan terhadap Inggris dan BelandayAdg berjuang di garis depan, ada
yang bekerja di dapur umum, para petani menyedidb@as dan lauk pauknya,
penduduk menyediakan rumah-rumahnya untuk para apgju Para pedagang
menyediakan barang-barang kebutuhan untuk pararpraerta rakyat umum yang
sedang ikut revolusi. Bahkan tidak jarang merek@a jmnengusahakan persenjataan untuk
kepentingan perlawanan, yang semuanya dilakukandasar kesadaran tanpa pamrih,
tanpa memikirkan balas jasa dan kedudukan.

Dari keterangan di atas, maka jelaslah badmivgpembelaan negara, bukanlah hanya
berarti kita semua harus menyandang senjata, rkalaimempunyai arti luas, yaitu
pembelaan dalam segala bidang kehidupan, baik @aoekan, politik, ideologi, sosial,
budaya dan kemiliteran.

2. UUD 1945 Setelah Amandemen

a. Pasal 27 Ayat 3. Setiap warga negara berhak daib vkajt serta dalam upaya
pembelaan negara.

b. Pasal 30 Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhakvegib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.

c. Pasal 30 Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamandsathizkan melalui Sistem
Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI (Asgkadrat, Angkatan Laut,
Angkatan Udara), dan Polri sebagai kekuatan utaerta sakyat sebagai kekuatan

pendukung.

79



d. Pasal 30 Ayat 3. TNI terdiri atas Angkatan DaratgkRatan Laut, dan Angkatan
Udara sebagai alat negara bertugas mempertahaakamemelihara keutuhan dan
kedaulatan negara.

e. Pasal 30 Ayat 4. Polri sebagai alat negara yangagarkeamanan dan ketertiban
masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, yaelamasyarakat serta
menegakkan hukum.

f. Pasal 30 Ayat 5. Susunan dan kedudukan TNI, Kepnoli?Negara Republik
Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisiegakh Republik Indonesia
didalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikudaenwarga negara dalam usaha
pertahanan dan keamanan, serta hal-hal yang tedemigan pertahanan dan
keamanan negara diatur dengan undang-undang.

4. Undang-Undang No0.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Masia
Pasal 68:
Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upayabptaan negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pertaman dan Keamanan
Negara RI
a. Pasal 1 ayat (2) Bela negara adalah tekad, sikafirtdakan warga negara yang

teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yarandihsi oleh kecintaan pada tanah
air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesikeeelaan untuk berkorban
guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalamunaigyi luar negeri yang
membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negaatyd®slan persatuan bangsa.

b. Pasal 18, menyatakan bahwa: Hak dan kewajiban weagara diwujudkan dengan
keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggaraklalui:

1) Pendidikan pendahuluan bela negara sebagai baajaterpisahkan dari sistem
pendidikan nasional.
2) Keanggotaan rakyat terlatih secara wajib.

3) Keanggotaan angkatan bersenjata secara sukarelseat@a wajib.
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4) Keanggotaan perlindungan masyarakat secara sukarela
5) Pasal 19
Ayat (1)Pendidikan pendahuluan bela negara disgkaggan guna memasyarakatkan

upaya bela negara serta menegakkan hak dan kewaydaa negara dalam upaya

bela negara.

Ayat (2) Pendidikan pendahuluan bela negara semaga dimaksud ayat (1) pasal

ini wajib diikuti oleh setiap warga negara, darakldanakan secara bertahap yaitu:

1) Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampaengah atas dan dalam

gerakan pramuka.

2) Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraarnwékganegaraan) pada

tingkat pendidikan tinggi.

. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

a.

Pasal 9 ayat (1): Setiap warga negara berhak dfh ikat serta dalam upaya

bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaradahanan negara.

Pasal 9 ayat (2): Keikut sertaan warga negara dal@aya bela negara,

sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselesgramelalui:

1) pendidikan kewargangaraan

2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasioal Indargscara sukarela atau
secara wajib

4) pengabdian sesuai profesi

Pasal 9 ayat (3): Ketentuan mengenai pendidikanakgamegaraan, pelatihan

dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdianasedengan profesi diatur

dengan undang-undang.

Pasal 2: Hakikat pertahanan negara adalah segalgaupertahanan bersifat

semesta yang penyelenggaraannya didasarkan paatiakas hak dan kewajiban

warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pasal 4: Pertahanan negara bertujan untuk mengganglindungi kedaulatan

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Repuldinesia, dan keselamatan

segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
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G. Tindakan yang Menunjukkan Upaya Membela Negara
1. Bela negara pada jaman penjajahan:

a. Perlawanan rakyat di Palembang (1816).
Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Imam Bdtfgi21-1837).
Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Teuku Y&&#3-1904).
Perlawanan rakyat Bali dan Lombok.
Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Pangenaon@goro (1825-1830).

-~ o o o T

Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Sisingaarajeg(1905).

Perlawanan rakyat di daerah Gorontalo.

= @

Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Pattimufardbon (1819).

Lebih konkrit lagi, bela negara pada erajgahan tersebut dapat didiskripsikan
sebagai berikut:
a. Perang Tenate

Perang ini terjadi tahun 1533 untuk membedaskernate dari penjajahan Portugis
yang amat menyengsarakan rakyat. Peperangan ienalikdengan namaMbluccan
Vampir€ atau “Binatang Malam”. Portugis dapat mempert&iaanwilayah itu..
b. Perang Ambon

Perang ini pecah akibat rakyat Ambon menentaonopoli perdagangan rempah-
rempah dan penyebaran agama yang dilakukan PorRajsm perang ini Portugis dapat
diusir, dan selanjutnya Portugis melarikan diriTkeaor Timur.
c. Perang Banten

Perlawanan rakyat Banten tahun 1506 terhBe¢gnda terjadi karena sikap Belanda
yang kasar dan tidak sopan, rakyat juga diwajibkenyerahkan lada secara cuma-cuma
kepada Belanda. Dalam perang ini Belanda berhasiradlari Banten.
d. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa (Raja Banten 16532)

Perang ini dimaksudkan untuk membebaskankdagadari tangan Belanda. Namun
usaha ini gagal dan Jayakarta masih tetap di taBgkmda.
e. Perang Makasar

Perang ini terjadi pada tahun 1666-1669 ddrapimpinan Sultan Hasanuddin untuk
mengusir Belanda dari bumi Makasar. Namun perangtatap dimenangkan oleh

Belanda, sehingga Belanda tetap menduduki Makasar.
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f. Perang Suropati

Perlawanan Suropati terjadi tahun 1686-1di0Bawah pimpinan Untung Suropati
untuk membebaskan Jawa Timur dari cengkeraman ézldtamun usaha ini gagal dan
Belanda dapat mematahkan perlawanan ini berkatikpadu domba.
g. Perang Maluku

Perang ini terjadi tahun 1817. Rakyat Maldkoawah pimpinan Thomas Matulessy
yang lebih populer dengan nama Pattimura berperargjawan Belanda untuk
membebaskan Maluku dari penjajahan Belanda. Akapiteisaha ini juga mengalami
kegagalan.
h. Perang Paderi

Terjadi tahun 1821-1837 dalam rangka mengqusmjajah Belanda di Minangkabau
Sumatera Barat. Perang ini terjadi antara kaumrPddbawah pimpinan Imam Bonjol
dengan Belanda. Perang ini sempat membuat Belaadal&han, meskipun akhirnya
Belanda yang menang.
i. Perang Dipongoro

Terjadi tahun 1825-1830 di Jawa Tengah. Rgrian terjadi antara rakyat Jawa
Tengah di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro mel@®eanda. Perang ini sempat
menguras kas keuangan Belanda. Perang di menaoidarBelanda setelah Pangeran
Diponegoro ditangkap dan di buang ke Makasar hinggfat.
J. Perang Bali

Perang Bali terjadi tahun 1846, rakyat Balibdwah pimpinan raja Buleleng dan
patih Gusti Jelantik berperang melawan Belanda. ikiam juga raja Karangasem
melancarkan peranfguputan,yaitu perang sampai keluarga dan pengikutnya gdeon
mengusir penjajah Belanda dari bumi Bali. Perangaihirnya dimenangkan oleh
Belanda.
k. Perang Banjar

Terjadi tahun 1859-1863 di Banjar, Kaliman&ealatan. Perang terjadi antara rakyat
Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari, Pangdidayatullah melawan Belanda.
Belanda keluar sebagai pemenang meskipun sempagitaan kesulitan.
I. Perang Aceh

83



Terjadi tahun 1873-1904. Perang ini dipimpleh Teuku Cik Di Tiro, Panglima
Polem, Teuku Umar dan isterinya Cut Nya’ Dhien.aRgrini adalah perang yang amat
melelahkan bagi Belanda dan merupakan perang te@dddam rangka mewujudan cita-
citanya.

m. Perang Tapanuli

Terjadi tahun 1878-1907 di Tapanuli. Peranigterjadi antara kerajaan Batak di
bawah pimpinan raja Sisingamangaraja Xll dengammk. Perang ini berakhir setelah
raja Sisingamangaraja gugur di medan perang padgahl17 juni 1907.

2. Bela Negara setelah kemerdekaan

Apa contoh konkrit bela negara yang perdédkukan bangsa Indonesia setelah
kemerdekaan?. Sejak tahun-tahun pertama sesudidhmpasi kemerdekaan 17 Agustus
1945, telah terjadi pemberontakan secara berturut;t baik dengan tujuan
menggulingkan Negara Kesatuan Rl maupun usaha umaérigganti Pancasila dengan
ideologi lain serta maraknya gerakan separatisnmgate mendirikan negara tersendiri
lepas dari Negara Kesatuan RI.

Adapun secara rinci berbagai pemberontajamy terjadi setelah kemerdekaan
Indonesia antara lain sebagai berikut:
a. Agresi Belanda pertama dan kedua.
Peristiva Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung.
Republik Maluku Selatan di Makasar.
Pemberontakan PKI Madiun.

Pemberontakan DI/TIl Kartosuwiryo di Jawa Barat.

-~ o oo T

Pemberontakan DI/TIl Kahar Muzakar di Sulawesi.
Pemberontakan PRRI/Permesta.
Pemberontakan G 30 S-PKI

Silih bergantinya berbagai pemberontakam ctzbaan baik yang datang dari luar

> @

maupun dari dalam tersebut dapat diatasi oleh lbamgdonesia meskipun dengan
pengorbanan yang sangat besar baik nyawa hartannb@ng@ga, sehingga sampai hari ini
negara kesatuan Republik Indonesia masih berdjakte
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H. Sikap Apabila Ada Pihak yang Ingin untuk Mengtiatkan Negara

1. Paham Bangsa Indonesia terhadap Perang

Bagaimana pandangan dan paham bangsa biddeatang perang?. Berdasarkan
falsafah Pancasila dan UUD 1945 baik yang tersuratipun yang tersirat dalam
pembukaannya, bangsa Indonesia adalah bangsa ¢ate damai tetapi lebih
mencintai kemerdekaannya Oleh sebab itu bangsa Indonesia ingin hidup beatsat
dengan semua bangsa di dunia dan tidak menghepédakrangan. Bangsa Indonesia
memahami sepenuhnya bahwa penggunaan kekerasaratasedplam usaha
menyelesaikan persengketaan akan menimbulkan k@@ bagi umat manusia, baik
bagi si pemenang, apalagi yang kalah. Oleh sebabddlam usaha memelihara
perdamaian dunia serta mewujudkan aspirasi dancit#akemerdekaannya, bangsa
Indonesia ingin menyelesaikan setiap persengketsaamara damai, atas dasar saling
menghormati dan saling pengertian akan martabaekdggkaan dan kedaulatan masing-
masing bangsa.

Bagi bangsa Indonesia perang merupakan jédamkhir yang terpaksa harus
ditempuh, setelah sejauh mungkin diusahakan unt@ncegahnya, dalam usaha
mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaakedi@ulatan negara serta keutuhan

dan martabat bangsa Indonesia.

2. Perlunya Setiap Bangsa Memiliki Angkatan Perang

Mengapa setiap bangsa perlu membentuk Aagkiderang (Angkatan Bersenjata)?
Sejarah telah membuktikan bahwa apabila, suaturadggin hidup damai, maka ia
harus mempersiapkan diri untuk perang. Apabilausuegtgara hanya memperhatikan
kesejahteraan saja, tetapi mengabaikan kepentipgraahanan dan keamanannya, maka
negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan saletu negara kecil lainnya, yang
sudah siap untuk mengadakan perang. Kesiapan betpkrang dapat merupakan faktor
pencegah terhadap usaha perang dari musuh, yakegirggnan untuk menyerang
Indonesia.

Berakhirnya perang dingin telah merubahassecdramatis kondisi lingkungan
strategis regional dan global. Hal ini ditandai gkem munculnya berbagai kecenderungan

baru di berbagai belahan dunia, termasuk di kawAsanPasifik. Salah satu wujud dari
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perubahan tersebut adalah terjadinya pergeserambzergan kekuatan diberbagai
kawasan di dunia yang dipacu oleh meningkatnysopdraan senjata serta melemahnya
beberapa kekuatan negara sebagai akibat dari laeigasi.

Salah satu karakteristik penting yang meaygerubahan tersebut adalah bahwa
berakhirnya perang dingin ternyata tidak serta andiikuti oleh berakhirnya ancaman
konflik bersenjata terhadap negara-negara di dWdaaupun dalam skala yang kecil, di
berbagai kawasan dunia perang terus terjadi, dakabamenunjukkan peningkatan yang
cukup tajam. Dengan demikian, mudah dipahami jikayeritas negara-negara di
kawasan ini terus berusaha untuk memiliki kekuatatiter yang tangguh. Dalam
pandangan negara-negara tersebut, memiliki kekuaidter yang tangguhmerupakan
hal yang esensial karena kekuatan militer samgiisamasih tetap merupakan faktor
penting dalam hubngan internasional. Mereka tetaqtgya bahwa kekuatan militer
masih terus menjadi salah satu faktor penting dadama perwujudan kepentingan.
nasional mereka di dunia. Realisasi politik intefraaal menunjukkan bahwa ancaman
kekuatan militer hanya dapat diselesaikan dengpatomelalui kekuatan militer pula.
Akibatnya di berbagai belahan dunia perlombaanepgmtsaan juga terus berlangsung,
termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Keseluruhan kecenderungan tersebut, larggsuaupun tidaklangsung, pasti akan
dan telah mentransformasikan lingkungan strategdoriesia dalam beberapa tahun
mendatang.Keamanan masa depan Indonesia, sebagdiesahteraan ekonomi, akan
sangat ditentukan oleh kondisi strategis kawasa@a Rasifik. Kawasan Asia Pasifik
adalah kawasan yang paling dinamis, secara ekomesoipun strategis. Dalam dua
dekade atau tiga dekade kedepan, diperkirakan kewias akan mengalami perubahan
strategis yang esensial. Kawasan ini merupakarh saltu kawasan perlombaan senjata
yang paling intens dan memiliki potensi konflik gabesar di dunia. Misalnya saja
konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara, RRR& Taiwan, konflik beberapa negara
di kepulauan Sprately, India dan Pakistan dil. &gfd cukup masuk akal jika banyak
yang berpendapat bahwa berakhirnya perang dingiyata telah menimbulkan ketidak
menentuan baru di kawasan ini.

Dalam keadaan tidak menentu tersebut, numkakmenjaga keamanan Indonesia

diperlukan antisipasi yang memadai. Dalam hal dii,samping hubungan politik,
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ekonomi dan kebudayaan dengan negara-negara ds&aywkemampuan militer yang
efektif tetap penting bagi keamanan Indonesia. &sbwmna disebutkan dalam
Pembukaan UUD 1945, pemerintah bertanggung jawabhpé&erhadap keamanan dan
pertahanan negara Indonesia. Salah satu bentuguaggawab tersebut adalah jaminan
bahwa pemerintah harus dapat mencegah atau mengkamcsetiap serangan militer
terhadap Indonesia. Untuk maksud tersebut Indoremiess memiliki kekuatan militer

yang memadai serta kebijaksanaan yang mendukur ysartahanan dan keamanan
tersebut. Untuk memiliki kekuatan yang tangguh aesliengan tuntutan lingkungaan
strategis, maka kita haus memiliki dan memahamibgaen yang jelas, obyektif dan
komprehensif mengenai peta kekuatan militer negagara Asia Pasifik beserta
kecenderungan-kecenderungannya pasca perang di@mbaran yang diperoleh

tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan acuak ummwmuskan kebijakan pertahanan

dan keamanan nasional Indonesia di masa yang atangl

3. Sejarah Singkat Pembentukan Angkatan Perang RI
Pada sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 ubganh antara lain untuk
membentuk tentara, tetapi keputusan ini kemudiabati dalam sidang PPKI ke-3
tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputoskeatuk membentuk Badan
Keamanan Rakyat (BKR), sebagai bagian dari Badaol&eg Keluarga Korban Perang
(BPKKP). Penggunaan nama tentara dihindari untuknum@kkan politik damai
Republik Indonesia terhadap pihak Sekutu yang ngermpamang. BKR bertugas untuk
memelihara keamanan dan ketertiban di daerah-da@kdh tumbuh secara spontan dari
bawah ,di daerah-daerah didorong oleh panggilaa jpara pemuda, banyak diantaranya
bekas Peta, Heiho, KNIL dan lain-lain. Mereka itidadong untuk berbakti dan
mengabdi kepada bangsa dan negara yang kedaulatameryghadapi ancaman pihak
penjajah. BKR mempersenjatai, melengkapi, dan me&atbdiri sendiri serta di susun
secara kedaerahan dan sedikit banyak dikendalikaim lGomite Nasional Indonesia
(KNI) di daerah.

Baru pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluar®daklumat Pemerintah yang
menyatakan bahwa untuk memperkuat peranan keameamam, maka diadakan suatu

Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bekas Mayor KNILpUSumohardjo diserahi tugas
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untuk membentuknya, dan diangkat sebagai kepafaustam TKR dengan pangkat
Letnan Jenderal.

Pada tanggal 1 Januari 1946 nama Tentasmm&ean Rakyat diubah menjadi
Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), yang dapat Hartmemperluas dan memperdalam
tugas tentara dari keamanan menjadi keselamatamdati yang lebih luas. Selanjutnya
dalam rangka menjadikan Tentara Keselamatan Raelzgai alat negara yang patuh
kepada pemerintah, maka pada tanggal 25 Januati diRédluarkanlah maklumat yang
mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjatiraeRepublik Indonesia (TRI).
Ditetapkan bahwa TRI adalah satu-satunya organisakier di Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan akan disusun atas dasaemiiliernasional.

Adanya dua macam tentara yaitu TRI seba&gaiata resmi di bawah Panglima Besar
dan brigade-brigade kelaskaran di bawah Biro Pegaa sangat merugikan perjuangan
bangsa menghadapi ancama Belanda. Oleh karenaada panggal 5 Mei 1947
dikeluarkanlah Dekrit Presiden agar dalam waktungé&at-singkatnya mempersatukan
TRI dan laskar-laskar menjadi satu tentara. Seiaygu pada tangga |7 Juni 1947
dikeluarkan Penetapan Presiden yang antara lairtaggkan bahwa mulai tangal 3 Juni
1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Naklodonesia (TNI). Dalam TNI ini
tergabung TRI, kesatuan-kesatuan dan Biro Perjugngserta pasukan-pasukan

bersenjata.
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BAB VIl
IDEOLOGI NEGARA

A. PERLUNYA IDEOLOGI BAGI SUATU BANGSA
1. Pengertian ldeologi

Apakah ideologi itu ?. Secaaimologis(asal kata) ideologi berasal dari dua kata,
yaitu ideo yang berarti cita-cita dalogos yang berarti ilmu, pengetahuan, dan paham.
Dengan demikianideologi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan/ilmarpah
mengenai cita-cita.

Adakah kaitan antara ideologi dengan fdsafang dianut suatu bangsa?. Ideologi
sebenarnya merupakan penjelmaan dari filsafatsdparti halnya filsafat maka ideologi
juga memiliki pengertian yang berbeda, karena ngasiasing bertolak dari filsafati
yang berbeda pula. Beberapa pengertian ideologj g&®mukakan para ahli antara lain
adalah sebagai berikut:

a. Menurut Heuken
Ideologi adalah (a) ilmu tentang cita-cita, gagaatu buah pikiran; (b) pandangan
hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingaantar (c) kesatuan gagasan-
gagasan dasar yang disusun secara sistematis dgmloreh tentang manusia dan
kehidupannya.
b. Sastrapratedja
Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pamikang berorientasi pada tindakan
yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.
c. Murdiono
Ideologi adalah seperangkat nilai yang terpadu déma&n dengan hidup

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dari beberapa pengertian tentang ideologitas dapat ditarik kesimpulan bahwa

Ideologi adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-@tagyterdiri atas seperangkat

gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenatitsoaita politik, doktrin atau
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ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehadupermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2. Perlunya Ideologi bagi Suatu Bangsa
Mengapa setiap bangsa memerlukan Ideold8®i suatu bangsa dan negara
Ideologi adalah wawasan, pandangan hidup atauddalé@bangsaan dan kenegaraannya.
Oleh karena itu ideologi mereka menjawab secaraakmelan pertanyaan mengapa dan
untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendinkgara. Sejalan dengan itu
ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dakahidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara mereka dengan berbagasiya.
Apa sesungguhnya inti dari ideologi itu8edlogi berintikan serangkaian nilai
(norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menye dan mendalam yang dimiliki
dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsgaseb@ndangan hidup mereka.
Melalui rangkaian atau sistem nilai dasar itu marelengetahui bagaimana cara yang
paling baik, yaitu secara moral atau normatif dgapbenar atau adil, dalam bersikap
dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahardan membangun kehidupan
duniawi bersama dengan berbagai dimensinya.
Apakah fungsi ideologi bagi kehidupan suaamgsa?. Ideologi memiliki beberapa
fungsi bagi hidup dan kehidupan bangsa, antara lain
a. Sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkaa dan kejadian-kejadian di
alam sekitarnya.

b. Sebagai orientasi dasar yang memberikan makna damunjukkan tujuan dalam
kehidupan manusia.

c. Sebagai norma yang menjadi pedoman dan pegangan sesgorang untuk
melangkah dan bertindak.

d. Sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk meé@endentitasnya.

e. Sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan neggd@eseorang untuk
menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

f. Sebagai pendidikan bagi seseorang atau bangsa nmomiahami serta memolakan
tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan nownaa yang terkandung di

dalamnya.
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B. LATAR BELAKANG PANCASILA DIJADIKAN IDEOLOGI BANG  SA
1. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi

Bagaimanakah latar belakang sejarahnyadBdadisa dijadikan ideologi bangsa?.
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu prosematejyang cukup panjang sejak
zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampaadgnya bangsa lain yang menjajah
serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus télangsa Indonesia dalam
perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jatiyé sebagai suatu bangsa yang
merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yaegimpul dalam pandangan hidup
serta filsafat hidup bangsa.

Setelah melalui suatu proses yang cukupapgrdalam perjalanan sejarah, bangsa
Indonesia menemukan jati dirinya, yang didalamngesitpul ciri khas, sifat, dan
karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa laig,of@h pendiri negara dirumuskan
dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendaagmeliputi lima prinsip yang
kemudian diberi namBancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewagsrutama dalam masa reformasi,
bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangdup yang kuat agar tidak
terombang ambing di tengah-tengah masyarakat agemnal. Dengan lain perkataan
bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme sega kebangsaan yang kuat. Hal ini
dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaarhatgmoni ideologi melainkan suatu
kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakars@adah bangsa. Secara historis
nilai-nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan dikgahmenjadi dasar negara Indonesia
sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.

Sebagai ideologi bangsa dan negara IndgnBsiacasila pada hakikatnya bukan
hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pami@seorang atau kelompok orang
sebagaimana ideologi-ideologi lain di duniRancasila diangkat dari nilai-nilai adat
istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan
hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk nedangan lain perkataan unsur-
unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila kidtakliangkat dari pandangan hidup
masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa enupakanKausa Materialis(asal

bahan) Pancasila.
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Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian 8a&tndan dirumuskan oleh para pendiri
negara, sehingga Pancasila berkedudidebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
Dengan demikian sebagai ideologi, Pancasila beggk@a pandangan hidup dan budaya
bangsa, bukan mengambil dari ideologi bangsa @lieh karena itu seharusnya Pancasila
memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatalémva Pancasila adalah Dasar
Negara. Dengan demikian Pancasila merupakan ndaardyang normatif terhadap
seluruh penyelenggaraan Negara Kesatuan Repuldldnésia. Dengan perkataan lain
Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara ataloddddegara, karena memuat
norma-norma yang paling mendasar untuk mengukundgarentukan keabsahan bentuk-
bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakanakelijpenting yang diambil dalam

proses pemerintahan.

2. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan

Salah satu peranan Pancasila yang menosjek gpermulaan penyelenggaraan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah fungsityam mempersatukan seluruh
rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribathampercaya pada diri sendiri.

Seperti kita ketahui, kondisi masyaralgals permulaan hidup kenegaraan adalah
serba majemuk Masyarakat Indonesia bersifatultietnik, multiagama dan multi
ideologis. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagsiuiruyang saling
berinteraksi. Berbagai unsur dalam bidang-bidangickgpan masyarakat merupakan
benih-benih yang dapat memperkaya khasanah bamgsk mmembangun budaya yang
kuat. Namun sebaliknya dapat memperlemah kekuatamgsa dengan berbagai
percekcokan serta perselisihan. Dalam kondisi nmakgh Indonesia yang serba
majemuk seperti itulaRancasila hadir sebagai Ideologi Persatuan.
a. Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan

Ideologi pembangunan nasional Indonegiaktbisa lain adalaRancasila.Suatu
perangkat gagasan-gagasdtal (sangat penting) yang tersusun dalam pokok-pokok
pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berbeda dengan ideologi Liberal/KapitalendSosialis/fKomunis, yang semuanya

lahir dari suatu realitaMasyarakat Barat(Eropa dan Amerika) yang muncul sebagai
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implikasi gerakanAufklarung (gerakan pembaharuan) di abad XVIII yang telah

mengantarkan timbulnyaevolusi industri dengan “anak kandungriyagolongan-

golongan masyarakat yang saling bertentangan geagyarakakapitalis dan komunis.

Ideologi Pancasila justru harus membongkar realitessyarakat yang ada sebagai

warisan kolonialisme yang berupa kemiskinan daarketakangan, untuk diganti dengan

masyarakat ideal yang adil dan makmur baik met@aiipun spiritual.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimaraRamcasila dapat efektif berfungsi
sebagai ideologi, terutama untuk mengantarkan laahginesia yang terpuruk saat ini
bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggiatebgngsa-bangsa lain. Untuk itu
melalui tafsir-tafsir dan operasionalisasinya, ldgoPancasila harus dapat menunjukkan
dimensi-dimensi sebagai berikut:

(1) Dimensi realitas dalam arti bahwa Ideologi Pancasila mencermirkeatitas yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasilss lgapat memberi citra
bahwa dirinya adalah identik dengan kenyataan galagdalam masyarakat.

(2) Dimensi idealitas dalam arti kualitas idealisme yang terkandungddiamnya
mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasigendukungnya, sehingga
gagasan-gagasan Vvital yang terkandung di dalamnyeanb sekedar impian,
melainkan sesuatu yang pada saatnya benar-berakirdipykan dapat diwujudkan
menjadi kenyataan.

(3) Dimensi Fleksibilitas, dalam arti bahwa Ideologi Pancasila harus fledsiterbuka
bagi tafsir-tafsir baru, sehingga Pancasila tet&puah dan fungsional dalam
mengantisipasi setiap tuntutan zaman tanpa hangat tdnggelam dalam arus
perubahan. Unsur inilah yang akan memberi peluapada setiap generasi yang
datang dan pergi untuk memberi pengayaan isi daknangang relevan, sesuai
dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Dengan dirtgmensi inilah Ideologi
Pancasila akan memiliki nilai-nilai yang keberlakoga relevan sepanjang zaman.

Dengan demikian peran Pancasila sebadmoldgi Pembangunaakan hadir
sebagai “mitra dialog” dengan menunjukkan nilagnitbaru, norma-norma baru secara
konkrit, yang dibutuhkan sebagai dasar dan arahndahelaksanakan pembangunan

yang berkelanjutan menuju sasaran dan tujuan yateh tditentukan. Kehadiran
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Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan semakisateiperlukan, lebih-lebih dalam

konteks “pembangunan manusia Indonesia seutuhmyandayarakat seluruhnya”.

2. Manusia Indonesia Seutuhnya Versi Pancasila

Manusia Indonesia seutuhnya merupakana“kamci” untuk dapat memahami
makna Pancasila sebagai ideologi Pembangunantggraa jangka panjang yang hendak
kita capai bersama. ldeologi Pembangunan yang mengg corak‘antroposentrik
(menempatkan manusia pada posisi sentral sebadmielsudan sekaligus obyek
pembangunan).

Gambaran tentang manusia Indonesia seudlldingatu pihak adalah manusia ideal,
manusia yang kita idam-idamkan sebagai subyek pemgudan pengamal Pancasila,
yang mampu hidup mandiri, mampu berkarya dalanagdtondisi untuk membangun
masyarakatnya, menuju masyarakat yang sejahtdedabdi maupun batin.

Di lain pihak, manusia Indonesia seut@hmagalah manusia konkrit, yang hadir
dan eksis ditengah-tengah kehidupan sehari-hang ylalu terkait dengan dimensi-
dimensi:

(1) Personal, dalam arti sebagai pribadi dengan segala kemandya dan
kebebasannya menjadi subyek pendukung, dan pengéaiatilai religius, rasional,
etis, dan estetis.

(2) Relasional, dalam arti keterhubungannya dengan dirinya sensi$amanya, alam
lingkungannya, serta Tuhan Yang Maha Esa, dengamadikan nilai-nilai dalam
dimensi personal dijadikan dasar dan arah dalandipan sehari-hari.

(3) Struktural, dalam arti terikat dengan struktur masyarakat ldegkungannya yang
merupakan wadah dan ajang untuk mengaktualisasidanrnilai dalam dimensi
personal dan relasional.

Lebih dari itu “manusia Indonesia seutuhngdalah manusia yang sejahtera dalam
kehidupannya, dalam aspek-aspek:

(1) Religiusitasnya(ketaatan pada agamanya), yang tercermin dalaralitagnya.

(2) Kultural (kehidupan budaya), sebagaimana tercermin dalanghpgatan dan
pengamalan budayanya dengan penuh rasa kebang@aanjadi dirinya, yang
berakar dan berkembang pada budaya bangsanyaisendir
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(3) Sosial, sebagaimana tercermin dalam kemandirian, kesalaratan keseimbangan
hidup antara materi dan rohani, antara kepentingabadi dan kepentingan
masyarakat.

Jelaslah kiranya bahwa manusia Indonesiulseya, mengandung makna suatu
proses yang terus menefusenjadi”, terbuka, bukan sebagai bendadhdeg”, selesai,
terbingkai dalam suatu rumusan formal semata. A&&pi merupakan suatu usaha yang
tidak akan pernah mengenal titik henti untuk mewk@n “manusia Indonesia
seutuhnya”.

Pemahaman secara benar mengenai “manusia Indos@siahnya” seharusnya
menjadi dasar dan arah bagi penjabaran IdeologibBegunan (Pancasila). Faktor
manusia selain menjadi tujuan, sekaligus juga ndeajgas, menjadi “mitra dialog” serta
menjadi tolok ukur dalam melaksanakan dan menilagf@m-program pembangunan.
Dengan demikian apa yang selama ini sering dirasakabagai pelaksanaan
pembangunan yang terlalu teknis, menjadikan maraghagai instrumen pembangunan
dan sering harus dikorbankan kepentingan asasieya dan atas nama pembangunan,

dapat dicegah dan dihindarkan.

C. BEBERAPA IDEOLOGI NEGARA LAIN
1. Kapitalisme
a. Sejarah Perkembangannya

Bagaimanakah sejarah timbulnya kapitalistu®. Kapitalismemuncul sebagai anak
kandung dari paham ndividualisme dan liberalisme. Kapitalisme mengalami
perkembangan dalam tiga fagertama kapitalisme awal (1500-1750) yang didasarkan
pada pemunculan sebuah industri tekstil di Inggaisg mulai menggunakan mesin-mesn
sederhanaKedua kapitalisme klasik (1750-1914) yang ditandai begelas dengan
adanya revolusi industri. Cirinya memperkuat indu¢ngan dukungan teknologi baru.
Ciri lainnya negara tidak perlu ikut campur dalaistesn ekonomi. Tokoh sentralnya
adalahAdam Smith. Kapitalisme fase inilah yang disebkdpitalisme liberal Ketiga,
kapitalisme lanjut yang berkembang abad 20. Dalase fini kapitalisme mulai
meninggalkan sistemnya yang dulu, yang disebutt&iégpine tradisional. Penganut

ideologi ini antara lain adalah Amerika Serikagdns, Perancis, Australia.

95



b. Pengertian danCiri- Ciri Pokok Kapitalisme
Apakah kapitalisme itu?. Kapitalisme adadabuah kondisi dimana dibolehkannya

orang perorang memiliki kapital, baik dalam bentwkai maupun dalam bentuk alat-alat

produksi. Dibolehkannya kapital yang tunai dipinkam dengan maksud memperoleh
bunga, sehingga kapitalnya tumbuh menjadi besdrolBihkannya orang per orang itu
menggunakan kapitalnya untuk berusaha, yaitu ikdiasdalam kegiatan produksi dan
distribusi dengan maksud memperoleh laba. Jugarbif@hkannya memutar kapital
miliknya dalam surat-surat berharga di Bursa Efelholehkannya laba itu ditumpuk

terus yang semuanya menjadi hak milik pribadinyagyanutlak dan tidak boleh

diganggu gugat. Besarnya kapital yang dimiliki oletang perorang itu juga tidak
dibatasi. Kapitalnya boleh berakumulasi sampaizrepun besarnya.

Demikianlah kondisi yang berjalan di bavkapitalisme. Kondisi inilah yang akan
berlangsung tumbuh kembangnya potensi, inisiaéifi daya kreasi setiap warga negara
sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikgenkngan umum. Lahirnya
potensi, inisiatif dan daya kreasi ini akan menjadotor penggerak tumbuhnya
perekonomian suatu negara.

Apakah ciri-ciri pokok kapitalisme itu?.r=ciri utama kapitalisme adalah sebagai
berikut:

1) Hak Individu {ndividual ownership Kebebasan individu untuk memiliki alat-alat
produksi dan modal, bukan oleh negara. Negara hiaeskewajiban untuk mengurus
pelayanan jasa pada masyarakat umum.

2) Ekonomi pasar njarket econon)y Setiap orang bekerja dan melakukan aktivitas
produksi tertentu sesuai dengan kemampuan dani&eaph. Produsen menyediakan
barang dan jasa untuk pasar, bukan untuk dirinydise

3) Persaingan(competition. Konsekuensi logis dari berkembangnya ekonomiampas
adalah munculnya kompetisi di dalamnya. Terutamdapgenentuan harga yang
jelas-jelas dipengaruhi oleh otoritas kenyataaruhghn antara penjual dan pembeli.

4) Keuntungan (profit). Ciri keempat dari kapitalisme adalah adanya sipin
keuntungan. Hal ini terlihat sangat jelas jika didbagkan dengan sistem lainnya.

Karena kapitalisme membuka peluang untuk itu dengemmberikan kebebasan
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kepada individu untuk berdagang, memilih dan meédakupekerjaan, serta kebebasan

individu untuk memiliki alat-alat produksi.
c. Eksistensi Kapitalisme pada Saat Ini

Apakah kapitalisme masih tetap berjayaf@nsaat ini?. Kenyataan membuktikan

bahwa, hingga hari ini eksistensi kapitalisme sabadeologi masih belum bisa
ditandingi oleh ideologi-ideologi besar manapunn@an iming-iming kesejahteraan dan
kemapanan bangunan ekonomi kapitalisme berhasiamkeminat banyak negara untuk
setia menganutnya. Kemunculan blok-blok ekonomi Kekuatan kapital perusahaan-
perusahaartransnasionalbenar-benar menjadi bukti kedigdayaan kapitalis®eagai

ideologi ekonomi sekaligus politik.

2. Sosialisme-Komunisme

Kapan sosialisme-komunisme muncul?. Add#ikgekesulitan menentukan kapan
sosialisme-komunismeertama kali muncul. Beberapa pendapat menyatdledmwa
konsep tentang kemakmuran yang ideal daRepublikdi jaman filsuf Plato bersifat
sosialis dan saat inilah sosialisme untuk pertama kair.lsklasannya karena golongan
kelas penguasgpada waktu itu tidak memiliki kekayaan pribadi daama-sama
membagikan semua yang ada. Versi lain mengatakémvebaitab suci, terutama
perjanjian lama yang mula-mula mengatur tentangpsiaslis, yang mencakup
perlindungan bagi para buruh, wanita dan kaum lenSdsialisme modern muncul
sebagai reaksi atas kesenjangan yang ditimbullem lapitalisme sebagai dampak dari
revolusi industri.

Apakah sosialisme itu sama dengan komunisrR@da awalnya, sosialisme dan
komunisme mempunyai arti yang sama, tetapi akhirkymunisme lebih dipakai
untuk aliran sosialis yang lebih radikal Komunisme bertitik tolak dari ajaran
Manifesto Comuni#arx-Engels, kaum komunis modern mengklaim dirieghagai ahli
waris dariMarxisme Di Uni Soviet Lenin menjadi tokoh sentral park@munis yang
dipimpinnya untuk menggulingkan penguasa Sovietgyaebelumnya telah sukses
merebut kekuasaan dari Tsar yang runtuh pada 12tM&17. Berbeda dengan Marx,
Lenin tidak percaya pada kekuatan kaum buruh, itetdpbih percaya terhadap kekuatan

partai yang revolusioner untuk merubah banyak hahinlah yang pertama Kali

97



membawa ideologi dalam praktek kenegaraan. Kemalianin pada tahun 1924
digantikan oleh Stalin yang tidak banyak berbeda mndahulunya. Selain Uni Soviet,
Yugoslavia sebelum pecah adalah negara komunieritng yang perlu diketahui. Cuba
juga menjadi referensi negara komunis di wilayahefa Latin. Fidel Castro telah
membawa ideologi komunis untuk menjadi ideologiaragya. Di Cina Mao Zedang
telah melakukan terobosan besar dengan memakainsssisialis bagi negaranya dengan
tekad swadaya juga bisa menjadi bukti kegagahamalisose-komunisme sebagai
ideologi besar yang banyak dianut. Tetapi sejalkirkkehan Uni Soviet dan menggilanya
kekuatan kapitalisme global ideologi ini terlihat menjadi redup, meski masida
beberapa negara yang setia menggunakannya.

Bagaimanakah pokok-pokok ajaran komunisargbertentangan dengan Pancasila
itu?. Pokok-pokok ajaran komunis yang bertentardggan Pancasila, antara lain dapat
disebutkan sebagai berikut:

(1) Ajaran komunisme bersifat atheis. Ajaran komunisiidasarkan atas kebendaan,
maka komunisme tidak percaya kepada adanya Tulahtkald, agama dikatakannya
sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebus je&tolak belakang dengan
Pancasila.

(2) Komunisme adalah internasionalisme. Pada prinsipngayarakat komunis adalah
masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi olekallaran nasional. Hal ini
tercermin dari seruan Marx yang sangat terkenafuf buruh di seluruh dunia,
bersatulah”. Komunisme juga menghendaki masyarakgta nasionalisme. Hal ini
bertentangan dengan Pancasila yaitu dengan sikatBan Indonesia, secara tegas
menyatakan bahwa nasionalisme adalah asas yangniemtal. Bukan nasionalisme
yang sempit, tetapi nasionalisme yang dijiwai keansgaan yang adil dan beradab.

(3) Komunisme membangun negara berdasarkan kelas.dPerakan masyarakat yang
ada selama ini tidak adil karena dikuasai oleh k&apitalis. Menurut komunisme,
keadaan itu hanya mungkin dirombak oleh kaum paoldengan jalan mengadakan
revolusi. Setelah revolusi berhasil maka kaum paolelengan jalan mengadakan
revolusi. Setelah revolusi berhasil maka kaum paolsajalah yang akan memegang
tapuk pimpinan pemerintahan dan menjalankan petaban secara diktatur yang

mutlak (diktatur proletariat).
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3. Facisme

Apakah facisme itu?. Dan siapakah pencga®snSetelah Perang Dunia | (1918),
Italia adalah negara yang mula-mula berkenalan aterfgcisme. Benito Musolini,
seorang muda 37 tahun anak dari seorang pandairisisin yang mewariskan bakat
revolusioner kepada anaknya. Benito Musolini peatakali memperkenalkan istilah
Faciane pada tahun (1920) untuk menamai gerakan rewooleisi gerakan bersenjata
yang dipimpinnya, yang juga menjadi kendaraan igoja untuk menjadi penguasa
Italia. Disusul kemudian oleh saudaranya, Adolflédimuda di Jerman anggota Partai
Buruh Sosialis Nasional Jerman inilah, yang nam@timenjadi rolFacisme Jermaryang
lebih populer dengaiazi itu. GerakanFacisme di Spanyatlipimpin oleh Francisco
Franco (1936) yang naik ke puncak tahta setelaraaga mengalami 3 tahun perang
saudara. Di Asia, Jepang menjelma seb&gsis dalam tahun 1930-an melalui fase
seperti evolusi yang lamban ke arah lembaga-lembygag totaliter, setelah
menyimpang dari warisan tradisi budaya aslinya.

Harus diakui bahwa sejarah telah mencattdapbekemuncularFasismesebagai
paham sekaligus gerakan tidak lepas dari kekuatasolihi dan Hitler. Dalam kurun
itulah Fasismemenemukan jaman keemasannya, ia telah mempengakutan banyak
orang ltalia, Jerman, Spanyol, Jepang dan wilayiédyah lainnya. Ciri khag-asisme
adalahtotaliter, nasionalis, rasialisdan mengidolakan (mengkultuskan) pemimpinnya.

Apakah facisme juga ada di IndonesiaZaPuaimi tidak begitu dikenal di tanah air
kita, tetapi kerawanan-kerawanan yang terdapandatmsyarakat dapat menjadi peka
dan malahan mengundang kedatangan perilaku yangadneciri dan cara berfikir
Facisme. Facism@ada dasarnya mendambakan negara yang kuat dpegaumsatan
kekuasaan yang tunggal serta membangun orientdai masionalismeksklusifdengan
mengandalkan kekuatan militer sehingga menganggaplah harkat dan martabat

bangsa, serta manusia lain. Paham ini jelas bartgah dengan Pancasila.
4. Pragmatisme

Apakah pragmatisme itu?. Perlu dibedgl@mgertian antarBragmatisme dengan

pengertian pragmatis. Cara yang pragmatis mengacu pada had yaknis saja,
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sedangkarPragmatismesebagai orientasi mengacu pada sikap dan wawagap dan
wawasanPragmatismepada hakikatnya hanya menghargai manfaat dan hkhif,
bukan prinsip-prinsip yang mendasari usaha untukneti& manfaat dan memberikan
hasil. JadiPragmatismegyada hakikatnya adalah anti ideologi dan mengangdak ada

gunanya membicarakan ideologi negara.

D. PERBANDINGAN IDEOLOGI
1. Ideologi Liberal

Apakah yang dimaksud dengan ideologi &bétu?. Ideologi liberal didasarkan
pada Declaration of Independencdan Bill of Right Siapakah penganut setianya?.
Ideologi ini dianut oleh beberapa negara sepertiedka Serikat, Inggris, Perancis,
Jerman, ltalia, Kanada, Swedia, dan Australia. dmiya adalah untuk mewujudkan
masyarakat yang liberal yang bercirikan:
a. Setiap orang bebas berlomba demi kesejahteraasdprifa.
b. Pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi warganya

c. Pemerintah wajib melindungi warganya.

Prinsip ajaran bidang politik:

a. Negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

b. Pergantian kepala negara dilakukan secara berkaldetsifat demokratis.

c. Pemilihan umum secara bebas dan rahasia.

d. Sistem kepartaian adalah bipartai (dua partai) mmaltipartai (banyak partai).

Prinsip ajaran bidang ekonomi:
a. Sebagian besar kekayaan dan alat-alat produksidéraangan individu.
b. Sistem pajak merupakan pembatas kepemilikan individ

c. Sisem ekonomi pasar dengan persaingan bebas.
Prinsip ajaran bidang sosal:

a. Kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab umum.

b. Mengupayakan persamaan antar umat manusia
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c. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah.

Prinsip ajaran bidang hak asasi manusia:

a. Menjamin hak-hak asasi manusia.

b. Melindungi hak-hak asasi manusia.

c. Menghargai dan menolerir perbedaan pendapat.
d. Mendasarkan kehidupan pada kesukarelaan.
e

. Mengutamakan pertimbangan akal.

2. ldeologi Komunis

Siapakah penganut setia komunisme?. Idedlo didasarkan padaanifesto
Comunist Dianut oleh beberapa negara, seperti Rusia, R&pRbkyat Cina, Kuba,
Rumania, Bulgaria, dan Polandia. Tujuan ideologiadalah membentuk masyarakat
komunis yang bercirikan:
a. Masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara.
b. Pemerintah bersifat diktator proletariat.

c. Seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oligpasa.

Prinsip ajaran bidang politik:
. Hanya mengenal sistem partai tunggal yaitu padaiunis.

. Program pemerintah dikuasai sepenuhnya partai kiamun

a
b
c. Media massa dikuasai dan menjadi corong pemerintah.
d. Propaganda dan kekerasan dipakai untuk mencapantuj
e. Pimpinan negara didasarkan pada diktator prolétaria

f.

Pemerintah di bawah pimpinan kaum pekerja.

Prinsip ajaran bidang ekonomi:
a. Sistem perekonomian bersifat totaliter.
b. Kegiatan ekonomi ditentukan dan dikuasai oleh reegar

c. Tidak ada kebebasan dalam memilih pekerjaan.
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Prinsip ajaran dalam bidang sosial:

a. Hanya mengenal sistem kelompok tunggal, yaitu kptmknyang mendukung
pemerintah.

b. Menyusun masyarakat tanpa kelas melalui pengham&aiam borjuis.

c. Semua penduduk harus bekerja untuk negara.

d. Individu merupakan alat untuk mencapai tujuan reegar

Prinsip ajaran untuk hak asasi manusia:

a. Mengabaikan hak milik perseorangan.

=3

Tidak mengakui hak atas kebebasan.
Tidak mengenal demokrasi.
Menolak cita-cita keadilan.

© o o

Memaksa rakyat untuk menerima komunisme.

3. ldeologi Pancasila
Ideologi ini didasarkan pada Pancasila d&aiD 1945. Ideologi ini hanya dianut
oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuanagalah untuk membentuk

masyarakat adil dan makmur dalam kehidupan matgialkspiritual.

Prinsip ajaran bidang politik (setelah amandemen UWD 1945):
. Kedaulatan ada ditangan rakyat.

. Sistem pemerintahannya adalah sistem presidensiil.

a

b

c. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua kali &0 tahun

d. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

e. Presiden mengangkat dan menerima duta dengan pargan DPR.

f. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengannpeshgan Mahkamah Agung,
amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.

g. Desentralisasi pemerintahan dengan dilaksanakastopami daerah.

h. Hak asasi manusia diatur dengan lengkap dan rinci.

i. MPR tidak lagi pemegang kadaulatan rakyat.

j. Presiden dan Wapres dipilih secara langsung olglata
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Presiden tidak lagi dapat membekukan dan membub&R&R.
Komposisi MPR terdiri dari DPR dan DPD (Dewan Pdmleam Daerah), yang

semuanya dipilih lewat pemilu.

. Hak prerogatif presiden banyak dipangkas.

Kekuasaan legislatif semakin dominan.
UUD 1945 menjadi lebih rinci.

Ciri UUD 1945 Sebelum Amandemen:

- O

5 Q@

T © 5 3

Kekuasaan presiden seolah-olah tidak terbatas.

Peran DPR dalam membuat undang-undang tidak téelgas.

Presiden mengangkat dan menerima duta tanpa partgab DPR.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rétesitanpa pertimbangan MA dan
DPR.

Pemerintahan yang sentralistis.

Hak asasi manusia tidak diatur secara lengkap.

MPR memegang kedaulatan rakyat.

Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR.

Tidak diatur apakah presiden dapat membekukanna¢amibubarkan DPR.
Tidak ada Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih tepeamilu.

Tidak ada Komisi Yudisial yang mengusulkan pengatak hakim agung.
Tidak ada Mahkamah Konstitusi, yang menguji undandang terhadap UUD.

. Komposisi MPR terdiri dari anggota DPR ditambahdatu Daerah dan Golongan.

Hak prerogatif presiden sangat banyak.
Eksekutif sangat dominan.

UUD 1945 bersifat sangat singkat dan sederhana.

Prinsip bidang ekonomi:

a.
b.
C.

Asas perekonomian menganut asas kekeluargaan.
Dalam berusaha sektor swasta diberi kebebasan.
Sektor ekonomi yang vital dan menguasai hajat hidigmg banyak dikuasai oleh

negara.
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d. Ada kebebasan dalam memilih pekerjaan

Prinsip ajaran bidang sosial:

a. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi sediaga negara Indonesia.

b. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan ndast@n kehidupan bangsa.

c. Menghidup suburkan kesetiakawanan sosial.

Prisip ajaran bidang hukum:

a. Prinsip praduga tak bersalah bagi setiap orandwaldibuktikan oleh pengadilan.

b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan damatke lain yang tidak
memihak.

c. Sistem peradilan yang sederhana, cepat dan murah.

d. Penegakan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Prinsip ajaran bidang hankam:
a. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut sert@nd@lembelaan negara.
b. Penerapan sistem pertahanan keamanan rakyat semeditzatkan seluruh rakyat

dalam pertahanan dan keamanan sesuai kapasitagymaasing.

Prinsip ajaran bidang hak asasi manusia:

a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dagawmegara.

b. Mengakui dan melindungi hak milik perseorangan yamegnpunyai fungsi sosial.

c. Menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagp sedrga negara.

d. Memberikan kebebasan untuk berbicara dan mengerankatndapat, berorganisasi
dan berkumpul.

e. Kebebasan berkeluarga, bertempat tinggal dan bieperg

m

. Sikap Setia Terhadap Ideologi Negara

Pada hakikatnya setiap manusia Indonesigndalirinya terdapat identitas yang
majemuk atau gand&ertama,sebagai umat sesuatu agama tertentu, sekaligagaeb
warga negara kesatuan Republik IndoneKidua, sebagai individu sekaligus sebagai

manusia sosial dari masyarakat dan lingkunganmsfaa@i konsekuensinya maka di atas
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pundak setiap pribadi manusia Indonesia terpikulikegas dan kewajiban yang ganda

pula. Tugas dan kewajiban tersebut adalah:

a. Menjunjung tinggi dan mematuhi serta setia dengarup keimanan dan ketakwaan
akan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya nmaasigg.

b. Menghormati dan menaati serta harus juga setia gadar negara Pancasila, yang
merupakan konsensus nasional.

Kedua jenis tugas dan kewajiban yang gaedsebut, memiliki perbedaan asal,
yang satu berasal dari Tuhan dan yang satunydéagsal dari hasil daya cipta, rasa dan
karsa manusia semata-mata. Oleh karena itu wagilagkeduanya memiliki ciri khas
dan sifat sendiri-sendiri. Kelainan ciri khas magsmasing tersebut merupakan
pencerminan dari mana berasal.

Dua kewajiban tersebut harus ditunaikan al@nusia Indonesia, di dalam:

a. Pola pikir

b. Ucapan, tindakan, dan perilaku
c. Pola hidup dan budaya

d. Kepribadian.

Dengan demikian diharapkan pada setiap dibadi manusia Indonesia, memiliki
ciri khas yang membedakannya dengan bangsa laikkFBacasila maupun ajaran agama
pada dasarnya ada kesamaan konsep untuk tercapkebahagian hidup, yaitu
keselarasan, keseimbangan dan keserasian:

a. Dalam kehidupan pribadi.

b. Dalam hubungan manusia dengan masyarakat.

c. Dalam hubungan manusia dengan alam.

d. Dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain.

e. Dalam hubungan manusia dengan Tuhannya untuk neenkmmnajuan lahiriah dan
kebahagiaan batiniah.

Manusia Indonesia haruslah menjadi manuaigy \oer-Ketuhanan Yang Maha Esa;
berkemanusiaan yang adil dan beradab; memelihasatpan Indonesia; menjalankan
asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijahaa dalam permusyawaratan
perwakilan; serta berusaha mewujudkan keadilaralsbsigi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila setiap manusia Indonesia bertekad menjaahusia yang demikian, maka
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masyarakat dunia akan mengenal manusia Indonds@aiemanusia Pancasila. Dengan

demikian kesetiaan manusia Indonesia pada Pancid#daarkan pada kenyataan bahwa
nilai-nilai dasar Pancasila selaras dengan ajagama. Sehingga Pancasila dan agama
dapat menghantarkan manusia Indonesia dalam melangienuju hidup sejahtera,

bahagia lahir dan batin dalam tatanan masyarakladad makmur.

f. Kewajiban Bangsa Indonesia Untuk Mempertahankandeologi Pancasila
1. Perlunya Pancasila Untuk Dipertahankan

Mengapa Pancasila perlu dipertahankanfudtgan untuk menegakkan negara
kesatuan Republik Indonesia yang meliputi KepulaMaisantara dari Sabang sampai
Merauke dengan keragaman suku, budaya, bahasaagkma, amatlah berat dan
memakan banyak korban.

Demikian pula perjuangan untuk mendapatkasepakatan bersama mengenai
dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasdaklah ringan. Perjuangan dan
pengorbanan yang demikian besarnya dari para gedan pahlawan kemerdekaan demi
kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalamerikartbbentuk dan dasar negara
yang sesuai bagi bangsa kita yang majemuk ini.sdmgyat. Berbagai upaya tersebut
ternyata dikesampingkan begitu saja oleh kelompekyarakat yang tergabung, antara
lain, dalam PKI, DI/Tll, PRRI-Permesta, dan berbadpentuk gerakan lainnya.
Kelompok-kelompok inilah yang telah melakukan perohtakan dalam rangka
memecah belah persatuan bangsa dengan maksud rabrigepublik Kesatuan menjadi
negara federasi atau hendak menggantikan Pandasidgn ideologi yang lain.

Sikap permusuhan yang diwujudkan dalam peamrtakan tersebut jelaslah
menunjukkan tidak adanya kesadaran nasional dam keterlibatan mereka dalam
kehidupan bersama sebagai satu bangsa, sebagaietanadiikrakan dalam Sumpah
Pemuda, dan diangkat sebagai nilai dasar dalamomglenegara Pancasila. Pancasila
yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasgaraeseperti tercantum dalam
Pembukan UUD 1945 merupakan kepribadian dan peadamgup bangsa. Oleh karena
itu setiap warga negara Indonesia, setiap penygégagnegara serta setiap lembaga
kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan wajib melegnaptasikan nilai-nilai
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Pancasila tersebut dalam setiap perbuatan, kebijagaraturan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Oleh karena itu demi eksistensi dan kedangan hidup negara republik Indonesia
yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, yang majerdak suku, agama maupun
budayanya tersebut maka Pancasila harus dipertahasdbagai dasar negara. Karena

Pancasila dapat memayungi keanekaragaman tersebut.

2. Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa aeBernegara
Bagaimanakah mengimplementasikan Pancdsilam kehidupan berbangsa dan
bernegara?. Implementasi Pancasila berarti merjabanilai-nilai Pancasila dalam
bentuk norma-norma, serta merealisasikannya daddmadkpan berbangsa dan bernegara.
Dalam implementasi ini, penjabaran nilai-nilai Pasita dalam bentuk norma-norma,
dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan,nd@ma-norma moral. Sedangkan
realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semuavaegara dalam masyarakat, serta

seluruh aspek penyelenggaraan negara. Ada dua niagdementasi Pancasila, yakni:

1) Implementasi Pancasila secara obyektif
Adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasildama penyelenggaraan negara, baik
legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua bigakenegaraan lainnya. Konkritnya
pelaksanaan Pancasila dalam:
- Hukum dan perundang-undangan.
- Pemerintahan.
- Politik dalam negeri dan luar negeri.
- Pertahanan dan keamanan.
- Kesejahteraan.
- Kebudayaan.
- Pendidikan dan sebagainya.
2) Implementasi Pancasila secara subyektif
Implementasi Pancasila secara subyektidafidpelaksanaan nilai-nilai Pancasila

dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warggarae setiap individu, setiap

107



penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaarassadayekif ini lebih berkaitan dengan
norma-norma moral.

Jika aktualisasi Pancasila yang subyektif telah tercapai, berarti nilai-nilai
Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bahgkmesia, dan yang demikian itu
disebut dengan kepribadian Pancasila. Dengan damiknaka bangsa Indonesia telah
memiliki suatu ciri khas, sehingga bangsa Indonégieda dengan bangsa lainnya.
Pelaksanaan Pancasila yang subyektif lebih peratitigya jika dibandingkan dengan
pelaksanaan Pancasila yang obyektif. Hal ini diskéma karena pelaksanaan Pancasila
secara subyektif ini merupakan persyaratan kebiahagelaksanaan Pancasila secara
obyektif.

3. Menafsirkan Makna Pancasila Agar Dapat Dilaksan&an.

Bagaimanakah caranya agar Pancasila yarsifdtadeal itu bisa diterapkan dalam
kehidupan nyata?. Bangsa Indonesia dari waktu Keugarus membumikan Pancasila
yang sangat abstrak tersebut, dengan cara memlasmammasing-masing silanya.
Penafsiran makna tersebut harus dilakukan oleh admmponen bangsa, tidak boleh
dimonopoli oleh mereka yang sedang berkuasa sajag Yenting pemaknaan tersebut

harus sesuai dengan nilai dasarnya serta kondisinjaya.

1) Makna Sila |
- Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esgaebencipta segala
sesuatu dengan segala sifat-sifatnya yang semgamauci.
- Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan gwaasing, tanpa ada

paksaan bagi para pemeluk agama dan kepercayaan.

2) Makna Sila Il
- Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusiaardesggala hak dan
kewajiban asasinya
- Perlakuan adil terhadap sesama manusia, terhadageddiri, alam sekitar dan

Tuhan.
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3)

4)

5)

Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudayargangliki daya cipta, rasa,

karsa dan keyakinan.

Makna Sila Ill

Pengakuan terhadap kebhineka-tunggal-ikaan unswurubangsa Indonesia,
seperti suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.

Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayaielsid.

Cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

Makna Sila IV

Negara adalah untuk kepentingan rakyat

Kedaulatan berada di tangan rakyat

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ysarga

Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaag gdandasi akal sehat
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah, bilak tiggjadi mufakat maka

suara terbanyak adalah jalan terakhir yang dapainguh.

Makna Sila V

Perlakuan yang adil disegala bidang kehidupan,tasra di bidang politik,
ekonomi, dan sosial budaya

Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat hega

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Menghormati hak milik orang lain

Cita-cita masyarakat adil dan makmur bagi seluaklyat Indonesia
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BAB VIlI
GLOBALISASI

A. Proses Globalisasi
1. Globalisasi dan dampaknya

Selain ditandai oleh berakhirnya perangidindunia pada akhir abad kedua puluh
ini juga ditandai oleh kemajuan pesat dalam bidakgologi komunikasi elektronik dan
teknologi komputer atau informasi. Televisi yangropakan barang mewah pada tahun
1960-an, kini telah dapat dilihat oleh hampir safudapisan masyarakat. Kita juga
memiliki makin banyak stasiun televisi. Siaran-gratelevisi dari luar negeri juga makin
mudah dijangkau. Jaringan telepon tampak mulai makasuk ke pelosok-pelosok.
Telepon seluler dan faksimile makin merupakan hatd Begitu pula PC (porsonal
computer) pun berkembang dalam format makin keail chakin canggih, dan dalam
waktu dekat akan dapat menjadi bagian sebuah garikgmunikasi global.

Paduan antara teknologi komputer denganoteli komunikasi akan semakin
terasa dampaknya di seluruh dunia. Kemajuan tegnato akan memungkinkan tiap
individu memperoleh informasi dari mana pun dalaakiw yang amat singkat. Interaksi
antar individu juga akan makin meningkat dan mekumpatas-batas negara.

Ada dua hal yang sekaligus dihadirkan ddemmajuan teknologi itu. Yang pertama
adalah globalisasi informasi, baik dalam bidangtigolekonomi, sosial, maupun budaya
yang diakibatkan oleh luasnya dan cepatnya jarirkganunikasi bekerja. Yang kedua
adalah makin menonjolnya peranan satuan-satuahdaam masyarakat, seperti suku,
golongan, kelompok, dan bahkan individu yang diakdan oleh makin mudahnya
individu memperoleh informasi lengkap yang dibutamluntuk mengambil keputusan
bagi diri sendiri, kelompok, suku ataupun golongan.

Globalisasi informasi disatu pihak memangmpercepat penambahan khasanah
pengetahuan kita dan memperkaya kita dengan badtaamb pertimbangan yang
dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Akan tetaformasi yang tersiar dalam proses
globalisasi ini tentu memuat pula kepentingan-képgan, nilai-nilai budaya, ataupun
ideologi-ideologi, dari sumber-sumber informasisedut. Kepentingan-kepentingan

tersebut tentunya tidak seluruhnya sejalan denggerkingan nasional, dan nilai-nilai
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budaya, serta ideologi yang diinformasikan tendiaki seluruhnya sesuai dengan nilai-
nilai yang dijunjung tinggi dalam ideologi Pancasil

Begitu pula, makin besarnya peranan kelompgm#ongan, suku, dan bahkan
individu mempunyai arti positif dalam rangka mematkan mutu sumber daya manusia
Indonesia. Akan tetapi hal itu juga meminta kewdspa karena dapat menjurus kearah
pengagungan individu, pendewaan kelompok, sukuismegsotnya toleransi beragama,
nasionalisme sempit, dan sikap-sikap eksklusihigan

Disamping itu, perlu diperhatikan bahwabgliisasi pada dasarnya membentuk
jaringan ekonomi global, yang mampu menjangkau soddgpelosok dunia dengan
kendali yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonaksasa. Bangsa-bangsa yang
memiliki daya saing mendapatkan peluang yang baikiku bermain dalam jaringan
ekonomi global itu, sehingga mendapatkan keunturdgmm memainkan peran yang
berarti. Namun, bagi bangsa-bangsa yang tidak rierddya saing yang memadai, hal
itu dapat mendatangkan masalah baru karena dapapakan titik yang rawan dan
menjadi bangsa yang makin tergantung pada bangsaAgar dapat bertahan hidup,
setiap bangsa harus mampu menumbuhkan daya saiygmgaptimal.

Tanpa daya saing, ketergantungan ini makenjadi riil, mengingat kekuatan
ekonomi yang mengendalikan jaringan global tersdmuitanlah pihak yang ingin
mewujudkan rasa kemanusiaan dan kesetiakawananalglobelainkan mencari
keuntungan di pasar global dan mengambil keunturgjamanapun mereka berada.
Dengan demikian, terbuka kemungkinan terjadinyakg@smgan sosial di antara bangsa-
bangsa industri maju yang makin kaya dengan babasgsa terbelakang yang makin

miskin.

2. Sumbangan Kebudayaan Barat Terhadap Globalisasi

Toynbee, sejarahwan kondang pertengahath 2, pernah menyatakan, “Para ahli
sejarah di masa mendatang akan berkata bahwajdeejgahg besar di abad ke duapuluh
adalah pengaruh kuat peradaban Barat terhadap seasyarakat di dunia. Mereka juga
akan berkata bahwa pengaruh tersebut sangat kumtbda menjungkir balikkan
korbannya....”. Senada dengan Toynbee, pemikir-pertekkenal seperti Daniel Lerner,
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Grabriel Almond beranggapan bahwaodernisasi identik dengan westernisasi
sekularisasidemokratisastlan pada akhirnygberalisasi.

Selanjutnya modernisasi berdampak padadiaya industrialisasi. Industrialisasi
menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi yang aifair memproduksi alat-alat
canggih yang mampu mewujudkan era komunikasi danirdormasi, atau yang lebih
dikenal dengan era internet, yang mampu bekerjgatamngenal batas-batas waktu dan
wilayah. Dan era semacam inilah yang disebut erbadjisasi.

Istilah globalisasi sering diberi arti yaberbeda antara yang satu dengan yang
lainnya, sehingga di sini perlu penegasan lebihuldahGlobalisasi pada prinsipnya
mengacu pada perkembangan-perkembangan yang c¢efadamh teknologi komunikasi,
transportasi, dan informasi yang bisa membawa bdmggian dunia yang jauh dapat
dijangkau dengan mudah. Kini dunia ini seolah tameamiliki lagi batas-batas wilayah
yang jelas.

Era globalisasi merupakan era teknologirimfasi dan telekomunikasi, yang tidak
ada lagi batas ruang dan waktu antara satu bareggg bangsa lain, atau satu negara
dengan negara lainnya. Demikian pula majunya tegidiransportasi menyebabkan
mobilitas manusia yang tinggi dari satu tempat émpgat lainnya. .Manusia apakah
secara individu atau secara berkelompok sebaga@shatialam era globalisasi ini akan
sangat mudah untuk saling mengenal dan bertemumdalaktu yang relatif singkat.
Akibat lebih lanjut era globalisasi bercirikan ekom pasar bebas, dan ditandai juga
dengan keterbukaan informasi.

Globalisasi dimunculkan oleh negara-negarpnk@rena mereka merasa telah lebih
maju dalam menguasai teknologi, telah merasa mengbekemajuan yang sangat pesat
terutama dibidang informasi, komuniksi dan trantgsar Dampak teknologi informasi
dan komunikasi antara lain setiap peristiwa penyiaigg terjadi dimanapun akan segera
tersebar secara mengglobal keseluruh penjuru dderman sangat cepat. Dampak
informasi yang mengglobal tersebut akan sangatebggruh terhadap berbagai macam
aspek kehidupan. Informasi dari budaya atau kultur negara-negara maju akan cepat
dapat dibaca oleh masyaakat luas dengan tanpa lbthii telah dapat kita rasakan
bersama.
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Globalisasi di bidang ekonomi, akan meny&halterjadinya mobilitas yang sangat
tinggi, barang, jasa dan juga investasi. Barang#zadari negara maju, termasuk tenaga
kerja yang berkualitas akan masuk ke negara-negama Faktor kunci yang sangat
menentukan dalam persaingan ini adalah teknolagimfarmasi. Siapa yang menguasai
teknologi dan informasi merekalah yang akan mengkem persaingan. Perdagangan
akan sangat ditentukan oleh kemampuan nyata dalaengmasilkan dan
mendistribusikan serta memasarkan, berbagai progakg dapat diterima oleh
konsumen. Persaingan bebas akan terjadi, pasar akamakin membesar dan
mengglobal. Produsen akan berusaha agar produkoggekitif, karena konsumen
mencari harga yang relatif murah dengan kualitag yanggi. Akibatnya sisem produksi
dan distribusi menjadi berskala global juga. Unéuk ini jelas memerlukan tenaga kerja
yang berkualitas dan profesional serta memilikiikiesl, perilaku, dan moral yang baik.
Disinilah peran penting lembaga pendidikan untulknyiepkan sumber daya manusia
yang dapat diandalkan.

B. Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Berbangsdan Bernegara
1. Pengertian Globalisasi

Globalisasi didefinisikan sebagai “semuaspsoyang merujuk kepada penyatuan
seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok makgtiglobal”. Merupakan sesuatu
yang sangat ideal apabila penyatuan warga dunigadiesebuah kelompok masyarakat
global tercapai. Namun globalisasi pada kenyatamnmgrupakan penyatuan yang
bersifat semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomn dudaya didominasi oleh nilai-nilai
yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga duargao&lan lain yang cukup mendasar
apakah globalisasi dimungkinkan, jika secara peigsl mayoritas warga dunia terkucil
dari pergaulan internasional dan keterlibatan neetenya sebatas menjadi obyek dan
bukan sebagai pemeran.

Dengan didukung teknologi komunikasi yangite canggih, dampak globalisasi
tentu akan sangat komplek. Manusia begitu mudathubengan dengan manusia
manusia lain di manapun di dunia ini. Berbagai bgrdan informasi dengan berbagai
tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akilga akan mengubah pola pikir, sikap

dan tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkidapat mengakibatkan perubahan
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aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kelgdaar kemasyarakatan, kebangsaan,
atau secara umum berpengaruh pada sistem budagaabdbdisinilah kembali muncul

persoalan, bagaimana lembaga pendidikan mampu mam@wasan budaya sehingga
bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti tuntbtelaya zaman, namun tetap

mampu menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilaidulsebagai kepribadian bangsa.

2. Pengaruh globalisasi
(1) Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik

Pengaruh globalisasi terhadap ideologi palitik adalah akan semakin kuatnya
pengaruh ideologi liberal dalam mewarnai perpdaitilnegara- negara berkembang yang
ditandai oleh menguatnya kapitalisme. Ciri khasitaipme abad 21 ini adalah bersifat
sangat pragmatis dan imperialis dalam arti ingtapgenenguasai pihak lain. Implikasi
global ini dibidang politik mau tidak mau harus nterka komunikasi serta sistem politik
baru yang terbuka. Tuntutan-tuntutan dari prosebajisasi yaitu adanya gerakan hak-
hak asasi manusia, gerakan lingkungan hidup damkgergerakan politik yang
melemahkan paham nasionalisme. Sementara pad&isisdeologi komunis sebagai
legitimasi kekuasaan telah runtuh, sehingga pemalsytan ideologi komunis dalam era

globalisasi memudar

(2) Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi

Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi ant@in dalam bentuk semakin
tumbuhnya perusahaan-perusah@ansnasionalyang beroperasi tanpa mengenal batas-
batas negara. Selanjutnya juga akan semakin katgtessaingan dalam menghasilkan
barang dan jasa dalam pasar bebas.

Menguatnya kapitalisme menuntut adanyaneko pasar yang lebih bebas untuk
mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumuledal, membuat keuntungan,
serta manajemen yang rasional. Ini semua menudanya mekanisme global baru
berupa struktur kelembagaaan baru yang ditentukdmekonomi raksasa. Pertimbangan
biaya dan harga serta kualitas produk menjadi deegautusan untuk memproduksi suatu
barang di suatu lokasi atau suatu negara tert&stangkan pertimbangan kemampuan

menyalurkan secara cepat barang-barang yang prgdukedang digemari mulai
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dituntut. Sehubungan dengan ini tenaga kerja yaogah, berlimpahnya bahan baku
tidak dapat diandalkan lagi. Akan tetapi yang pentialah kecepatan proses produksi
pada kualitas yang prima. Standar internasionah d&rmampuan menyalurkan pesanan

barang dan jasalélivery) yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen pesekali.

(3) Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya

Pengaruh globalisasi terhadap sosial buddgdah timbulnya erosi nilai-nilai sosial
budaya suatu bangsa, yang menjadi jati dirinya. glladapi perkembangan ini
diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisabikdaya nasional menjadi jati diri
bangsa.

Alat transportasi dan komunikasi yang modeebagai prasarana timbulnya
globalisasi, telah juga memberikan peluang bagi kittuk memanfaatkannya di bidang
sosial budaya. Media komunikasi elektronik septtévisi, komputer, satelit, internet
dan sebagainya menyebabkan terjadinya banjir mgaukndaya asing dari negara maju

ke negara-negara berkembang tanpa dapat dibendung.

(4) Pengaruh globalisasi terhadap pertahanan dan keamam

Globalisasi yang didasari oleh menguatngpitklisme, jelas memberikan dampak
juga terhadap pertahanan dan keamanan. Menyebaergmgangan dan industri di
seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan temyadikonflik kepentingan yang
dapat mengganggu keamanan bangsa.

Semua negara mau tak mau menghadapi tarwtéutan dari proses globalisasi
antara lain hak-hak asasi manusia, lingkungan hglirta perubahan sistem politik. Ini
semua memberikan peluang dan kendala pada aspethgesn dan keamanan untuk

menjalankan proses transformasi pembangunan.

3. Beberapa kecenderungan di masa depan

(1) Kecenderungan Amerika Serikat untuk tetap eksiggabnegara adidaya tunggal,
setelah runtuhnya Uni Soviet.

(2) Kecenderungan Uni Eropa sebagai salah satu keke&tmmomi dunia dan mampu

bersaing dengan Amerika Serikat.
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(3) Kecenderungan Republik Rakyat Cina (RRC) untuk resrzangkan diri sebagai
negara adidaya. RRC memiliki potensi untuk menjedjara adidaya kedua setelah
Amerika Serikat. Negara tersebut memiliki potereng bila dikembangkan secara

baik akan mampu menjadi negara yang kuat.

Setelah perang dingin selesai, muncukgmebangarkapitalisme Jepang selain
Amerika Serikat dan Eropa. Jika dikaji lebih dalam, terdapat perbedaan datairciri
kapitalisme mereka. Amerika Serikat ciri khasnyalal liberal dimana peranan individu
besar, peranan pemerintah sedikit. Eropa dengarkltasnya adalahsbcial market
economy” dimana peran buruh merupakan faktor penentu dgdamsahaan. Peran
pemerintah adalah sebagai penengah dan ada sifabkdsik. Kapitalisme Jepang
berorientasi padeonfusianismékepercayaan Jepang), peranan pemerintah sangat bes

Sejak tahun 1970-an timbul apa yang dinam&lew Industrial CountriegNICS)
yakni: Taiwan, Singapura, Hongkong, Korea Selakdereka ini dengan latar belakang
kebudayaan yang sama yakni confusinisme bergeraicapai pertumbuhan ekonomi
yang tinggi bagi negaranya masing-masing. Stabisitssial dan politik merupakan syarat
bagi keempat negara tersebut untuk mencapai késegah dan keamanan.

Sebelum badai krisis moneter menimpa Indangsn beberapa negara di kawasan
ASEAN, pernah muncul apa yang dinamakéewly Industrializing EconomiddNIES),
yakni: Thailand, Malaysia, Indonesia, Philipina. 3¥gpun demikian basis industrinya
masih lemah. Peranan Cina perantauan masih bekali serutama di Indonesia.
Indonesia sebetulnya dapat mengambil manfaat dargavnegara keturunan Cina
sebagai kaum wiraswastawan untuk melaksanakangsrdan. Hanya saja pengarahan
yang tepat dan pengendaliannya harus baik, agsit teiperosok kedalam kolusi antara
mereka dengan pejabat.

Mulai bangkitnya ekonomi Cina di RRC selaerupakan peluang bagi Indonesia
untuk mengadakan hubungan dagang juga terdapaalkekdrena Cina perantauan yang
ada di Indonesia dalam sejarah sering dimanfaaileinRRC untuk kepentingan politik

mereka.

116



4. Kapitalisme Global

Kapitalisme global adalah upaya meraih kemgan dan mangakumulasi modal
tanpa batas atau sekat yang berupa negara. Datkengengannya, kapitalisme global
ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-Babagian orang di berbagai belahan
dunia. Sebagai contoh, dalam penggunaan teknolofgirmasi dan komunikasi,
seseorang akan merasa ada sesuatu yang hilangaldla satu hari tidak melihat TV,
membaca koran, ataupun membaca email. Dengan tgknoformasi dan komunikasi
tersebut, dengan mudahnya seseorang dapat memamdabkan maupun jutaan dollar
melintasi batas negara dalam hitungan detik derfgamya menekan-nekan tombol

Personal ComputefPC) dirumah atau menggunakatepon seluler

Kapitalisme global ini juga mengubah cpeandang orang terhadap berbagai hal.

Cara pandang tentang uang misalnya, bukan lagiehselyagai alat tukar melainkan juga

sebagai barang dagangan seperti komoditas laitdgyanya profesi pedagangpluta

asing membuktikan hal tersebut. Lebih lanjut lagi uangqg/aiasa terlihat sebagai
lembaran-lembaran kertas, di tangan lembaga keunasgat ini berkembang menjadi
bentuk yang lebih canggih sepebbnds, stocks, comercial notdan lain sebagainya
serta transaksi yang dilakukannyapun tidak berdasakat ini (sekarang), tetapi dapat
pula transaksi untuk masa nanti. Sehingga dapaydigkan betapa rumitnya perputaran
uang di dunia ini.

Perkembangan kapitalisme yang semakin niebggtadi mendorong terjadinya
berbagai kondisi baru seperti:

(1) Terciptanya berbagai inovasi yang memunculkan pgegtoduk yang ada. Kondisi
ini menyebabkan melimpahnya produk dengan hargay yatatif lebih murah,
sehingga meningkatkan persaingan.

(2) Terjadinya relokasi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keulaggu
komparatif suatu negara, agar dapat memenangkeaaipgan tersebut. Misalnya
sajg relokasiatas industri padat karya untuk mendapatkan pekiemgan upah yang
lebih murah. Dalam proses ini muncullah berbagaugshaamultinasional,yaitu

perusahaan yang mempunyai cabang di berbagai negara
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(3) Terjadinya arus internasionalisasi dan perputaradamyang sangat cepat yang
menembus batas waktu dan ruang. Modal yang berautsmbut bergerak tidak hanya
di sektor yang produktif tetapi juga yang spekdtlati

(4) Terbentuknya suatu tatanan dunia baru yang dimtgtimibaga-lembaga internasional
dan forum internasional seperti IMF, World Bank, @/@an lain sebagainya. Secara
serentak lembaga dan forum internasional tersebengkampanyekan dan
mengarahkan dunia kearah kerangka kebijakan barg yeendukung rezim liberal
dan perdagangan bebas global. Aturan-atlibenalisasi, deregulasi dan privatisasi
merebak di segala penjuru dunia.

(5) Dari yang berpandangan negatif, menganggap bahwhalgasi tidak banyak
manfaatnya atau bahkan merugikan. Investasi dataruk penanaman modal asing,
akan menguras sumber daya yang dimiliki oleh sbahgsa dengan manfaat paling
besar justru tidak dinikmati oleh bangsa terseBGontoh lain yang dapat merugikan,
adalah liberalisasi arus modal yang memicu krisssemi di berbagai negara Asia.

(6) Di samping pandangan yang bersifat negatif daritéligme global, ada pula yang
berpandangan positif. Pandangan itu pada intinyayatakan bahwa penanaman
modal asing dianggap dapat memungkinkan aksesdggshteknologi, manajemen
dan pemasaran. Di samping itu, arus modal juga mgkmokan untuk menutup
kesenjangan antara tabungan dan investsi, sehimggaungkinkan pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi.

5. Kapitalisme di Indonesia

Apakah kapitalisme sesuai untuk diterapkhnindonesia?. Untuk menjawab
pertanyaan itu kita perlu merujuk UUD 1945. Meskipsaat ini UUD 1945 sudah
diamandemen empat kali, namun 3 butir pertama padal 33 tidak berubah sehingga
masih dapat dirujuk, yaitu:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama beatisasas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negaran@aguasai hajat orang banyak

dikuasai oleh negara.

(3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dayantikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
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Dalam penjelasannya dipertegas dengamétlyang antara lain berbunyi: “Hanya
perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orangak boleh ada di tangan orang
seorang". Jadi UUD 1945 mengenal pembedaan antaemd yang menguasai hajat
hidup orang banyak, dan yang tidak. UUD 1945 jugagenal pembedaan antara barang
yang merupakan "bumi, air dan kekayaan alam yaikgridung di dalamnya”, dan yang
tidak. Dua kategori ini, yaitu perusahaan yang mesgi hajat hidup orang banyak, dan
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dingdaya harus dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmurgatrak

Di dalam pasal tersebut, kata “dikuasapataberarti dimiliki atau dieksploitasi oleh
negara sendiri. Pemahaman lain menyatakan bahwadshi” dapat diartikan sebagai
“diatur”. Maka dengan kata “penguasaan” yang ditied® secara operasional menjadi
“diatur”, setelah melalui pengaturan oleh pemehintdbarang dan cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasat higiup orang banyak”, dan “bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalambgbgh menjadi milik orang seorang,
atau eksploitasinya dikuasakan kepada orang seai@mgan perolehan laba buat orang
perorang itu. Maka kita saksikan bahwa perusahaamsphaan swasta sudah berusaha
dalam bidang-bidang jalan tol, telekomunkasi, ikstpengelolaan pelabuhan, perusahaan
penerbangan dan sebagainya.

Adapun dalam bidang bumi, air dan kekaydamayang terkandung di dalamnya,
kita saksikan adanya kayu, emas, dan pulau-pulang ypengelolaannya atau
pemilikannya di tangan swasta. Bahwa kata “dikdasdak mesti berarti “dimiliki”,
melainkan bisa dijabarkan secara operasional sebdigaur’ ,maka pengelolaan atau
pemilikan swasta tersebut masuk akal. Apakah paratyain concretoitu lebih dekat
dengan semangat UUD 1945 atau sangat jauh, itubjigadgita perdebatkan.

Paham kapitalisme yang kita harapkan hemgakdisertai persyaratan bahwa
semuanya harus berfungsi sosial. Di negara-negergang sangat dan teramat kapitalis,
kapital memang selalu dibuat berfungsi sosial melpérpajakan, instrumen-instrumen
distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jansoaial, sistem perburuhan dan masih
sangat banyak lagi perangkat, peraturan, lembagaet@againya, yang membuat kapital
berfungsi sosial. Fungsi sosial tidak mengurangiykéaan bahwa ekonomi kita adalah

atas dasar kapitalisme. Hak milik perorangan dialan pemanfaatannya tidak boleh
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bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehpegtp akhirnya potensi, inisiatif
dan daya kreasi setiap warga negara dapat berkegngsggenuhnya dalam batas-batas

yang tidak merugikan kepentingan umum.

6. Kapitalisme Global dan Kemandirian Ekonomi Indonesia

Sejauh ini dapat dikatakan bahwa Indonésliah memasuki kapitalisme global.
Dalam masa sebelum krisis peran penanaman modag @MA) cenderung meningkat.
Hal ini diindikasikan oleh nilai persetujuan PMAnga meningkat dari US$8,2 miliar
pada tahun 1993 menjadi US$39,9 miliar pada tal®@3.1Meskipun angka itu menurun
di tahun 1996, jumlahnya masih lebih besar yaitu$2859 miliar di tahun 2002.
Demikian pula peran investor asing dipasar modalai periode 1993-1996 tersebut, di
Bursa Efek Jakarta pangsa pasar saham yang dioniékig asing berkisar antara 25-30%
dari nilai kapitalisasi pasar. Dari angka neracadahodalam neraca pembayaran,
pemasukan modal swasta meningkat dari US$5,2 ndilisghun 1993 menjadi US$11,5
miliar di tahun 1996. Hal ini berjalan seiring dangliberalisasi perdagangan dan juga
deregulasi di bidang investasi (Kwik Kian Gie, 2003

Persoalan yang lebih besar dari hadirngdahasing di Indonesia adalah apakah
manfaat seluruhnya yang diperoleh pemodal asirgddinesia dibagi secara adil antara
pemodal asing dan bangsa Indonesia. Selalu dikategwa modal asing membawa
masuk modal, transfer teknologi, transfer kemampuwamnajemen dan membuka
lapangan kerja. Secara teoritis memang benar,i te¢élenarnya belum pernah ada yang
menghitung secara kuantitatif apakah semuanya ykgmukakan memang menjadi
kenyataan dalam praktek hadirnya modal asing yadglssekian lama di Indonesia.

Sebaliknya, yang kita alami dalam bentekderitaan yang cukup dahsyat adalah
bahwa keterbukaan dalam arus modal telah membansekoensi Indonesia masuk ke
dalam krisis. Aliran masuk modal swasta yang tenesingkat seperti disebutkan tadi,
tiba-tiba berbalik menjadi arus keluar scara bégssaran. Pada triwulan IV tahun 1997,
arus modal swasta (bersih) tercatat minus US$8jérndian menurun lebih jauh menjadi
minus US$13,8 miliar pada tahun 1998. Hal ini médtggtkan merosotnya nilai rupiah
dan menyebabkan Indonesia memasuki krisis (Kwikkdge, 2003:11).
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Berbagai kenyataan di atas memberikan goelaj pada kita bahwa, kapitalisme

global membuka peluang untuk mengembangkan perekano Namun demikian,

kapitalisme global juga dapat merusak perekonomladonesia. Bahkan juga

menghilangkan kemandirian kita.

Aspek lain dari ciri negatif kapitalismeoghl adalah masuknya uang dalam bentuk

utang yang diberikan kepada Indonesia, baik kepadaerintah maupun kepada swasta

asing. Mental untuk utang sebanyak-banyaknya yamdpls lama membudaya di

kalangan penguasa Indonesia bukannya mengendapi teéhkan berlangsung terus

sampai saat ini. Utang tanpa kendali yang akhimgajadikan bangsa Indonesia tidak

lagi mandiri juga salah satu kerugian dari glofzalisnodal.

Dampak dari kombinasi antara kebijakaangt serta perumusan kebijakan yang

hanya didasarkan atas untung rugi material belak@asga ini telah membuat bangsa

Indonesia dalam kondisi sebagai berikut:

1)

(2)

Indonesia yang kaya akan minyak telah menjadi ithporeto minyak untuk
kebutuhan bangsa sendiri. Negara yang dikarunianhyséng begitu lebat dan luas
sehingga menjadikan negara produsen kayu terbesdurda, dihadapkan pada
hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang seakali tidak mencukupi untuk
menghutankan kembali pada taraf yang minimal sajanber daya mineral kita
dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab denganfaat terbesar jatuh pada
kontraktor asing dan para kroninya yang tidak beygang jawab. Rakyat yang
merupakan pemilik dari bumi, air dan segala kekayalam yang terkandung di
dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilardiperkirakan antara 3 sampai 4
miliar dollar AS. Hampir semua produk pertaniammutior. Pasir kita dicuri dengan
nilai yang minimal sekitar 3 miliar dollar AS. Rdpik Indonesia yang demikian
besarnya dan sudah 58 tahun merdeka dibuat limia bleatekuk lutut harus
membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak (edta@m nilai setiap kali batas
waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPn sudahdekah Semua orang
menjadikan tidak datangnya investor asing menjadiaman untuk semua sikap

yang sedikit saja mncerminkan pikiran yang mandiri.
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(3) Industri-industri yang kita banggakan hanyalah stdumanufaktur yang sifatnya
industri tukang jahit dan perakitan yang bekergsaipah kerja dari para majikan
asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda. Peguram dibiayai dengan utang
luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/Zfhg penggunaannya diawasi
oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahurr 5@6ap tahunnya pemerintah
mengemis utang dari IGGI/CGI, sambil dimintai peggung jawaban tentang
bagaimana dirinya mengurus Indonesia. Anehnyapségilaun kita merasa bangga
bila utang yang kita peroleh bertambah. Utang dipezrus tanpa kendali, sehingga
sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cigitarg pokok, dengan utang
baru atau dengan cara gali lubang tutup lubange8tra ini dilakukan terus, sejak
tahun 1999 kita sudah tidak mampu membayar cigllekok yang jatuh tempo.
Maka dimintalah penjadwalan kembali.

(4) Bank-bank kita digerogoti oleh pemiliknya sendBank yang kalah clearing dan
harus diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia atengenciptakan apa yang
dinamakarfasilitas diskontoUang masyarakat yang dipercayakan kepada bark-ban
dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik baoktuk pembentukan
konglomeratsambil melakukarmark up. Pelanggararegal lending limit (batas
pemberian pinjaman pada grupnya sendiri) dilanggéma bertahun-tahun dalam
jumlah yang menghancukan banknya dengan perlindumdeh Bank Indonesia
sendiri. Maka ketika krisis ekonomi melanda Indamedi akhir tahun 1997,
terkuaklah betapa bank sudah hancur lebur.

(5) Pada tahun 1998 kepercayaan masyarakat terhadap umay rupiah menurun
drastis. Rupiah melemah dari Rp.2.400 per dollanjat? Rp.16.000 per dollar.
Dalam kondisi yang seperti ini Indonesia yang atgdMF dan patuh membayar
iurannya menggunakan haknya untuk minta bantuaketRzantuan IMF disertai
dengan syarat yang isinya demikian tidak masuk d&al demikian menekan serta
merugikan Indonesia. Juga tidak kita perkirakarapadalnya bahwa kehadiran IMF
di Indonesia menjadikan semua lembaga internasisepérti CGIl, Bank Dunia,
Bank Pembangunan Asia bersatu padu dalam sikappdeyaratan di bawah
komando IMF. IMF mensyaratkan bahwa pemerintahsharalaksanakan kebijakan

dan program yang ditentukan olehnya, yang dituamghalam Memorandum of
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(6)

(7)

(8)

Economic and Financial PoliciefMEFP) atau lebih memasyarakat dengan nama
Letter of Intentatau LOI.

Bank dunia setiap tahun juga menyusun apa yangmadikan Country Strategy
Reporttentang Indonesia yang harus dilaksanakan katiak tmau diisolasi oleh
negara-negara CGl yang sampai sekarang setiap madnonberikan pinjaman kepada
Indonesia. Justru karena jumlah utang keselurutmagagg sudah melampaui batas-
batas kepantasan dan prinsip kesinambungan, ueimerdgara dan entah sampai
kapan kita tidak dapat hidup tanpa berutang teetiags tahunnya, kalau kita tidak
mau bahwa puluhan juta anak miskin kekurangandgiziputus sekolah.

Jika kita baca setiap LOI dan seti@ountry Strategy Repoderta setiap keikut
sertaan lembaga-lembaga internasional dalam peanrkebijakan pemerintah, kita
tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwg yaemerintah Indonesia sudah
bukan pemerintah Indonesia sendiri. Jelas sek&waakita sudah lama merdeka
secara politik, tetapi sudah kehilangan kedauldtamkemandirian dalam mengatur
diri sendiri.

Bagaimana mengakhiri kondisi kita yang sudah keb#ga kemandirian dan
kedaulatan menentukan nasib bangsa kita sendiiakTain modal utamanya adalah
kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai pemahamag jgéas bahwa kita sudah
tidak mandiri, dan mempunyai tekad untuk merebutbai kemandirian kita (Kwik
Kian Gie, 2003:14).

Untuk menghadapi kapitalisme global pemerintah ypenituk mengusahakan hal-hal
berikut:
(1) Perlunya segera dilakukan pemberantasan KKN set@m@ungguh-sungguh.

Pengurangan KKN hingga kondisi yang sangat mininmupekan modal yang besar
untuk menghadapi era kapitalisme global. Selanatrigta memerlukan langkah

yang terencana untuk memperoleh manfaat yang selbbesarnya.

(2) Pemerintah perlu meletakkan kerangka kebijakankurtemungkinkan pergerakan

sumberdaya ke arah sektor-sektor yang mempunyaipekoyang cerah. Hal ini
dilakukan melalui kebijakan yang tidak distortifrtadap keputusan investor,
termasuk memungkinkan mereka untuk mengukur tingkatko secara akurat.

Untuk itu diperlukangood governance(pemerintahan yang baik dan bersih).

123



Pengalaman kita menunjukkan, bahwa ketiadgaod governancemenyebabkan
pelaku ekonomi melakukan investasi yang sangat sitkeredan penggunaan
suberdaya yang tidak efisien.

(3) Mengupayakan agar perubahan-perubahan yang tegadngsung secara bertahap,
sehingga memberikan waktu bagi pelaku ekonomi yaergerak di industri yang
tidak kompetitif beralih ke industri yang lebih kpastitif.

(4) Mempersiapkan SDM agar dapat memanfaatkan peluamg terbuka. Dalam hal ini
termasuk misalnya, dengan mengupayakan sertifikeshlian yang diakui secara

internasional berikut pelatihan untuk mendapatlatifikat tersebut.

7. Dampak globalisasi bagi Indonesia

Globalisasi bagi bangsa Indonesia dimarssyarakatnya memiliki multi etnis
dengan multi budaya, melahirkan tantangan-tantangarg tidak ringan yang bisa
mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonestangan pertama berupa tekanan-
tekanan yang datang dari luar baik dalam wujud ekon politik maupun budaya.
Ketergantungan atas kekuatan ekonomi internasior@alyebabkan bangsa Indonesia
tidak dapat melepaskan dari kekuatan-kekuatanhbetseneski pada kenyataannya apa
yang diperoleh bangsa Indonesia dari ketergantungesebut tidaklah selalu manis.
Ketergantungan ekonomi akan merembet pada keterggant politik. Tekanan tekanan
kultural (budaya) dari luar tidak kurang membahayalya bagi keutuhan bangsa
dibandingkan tekanan-tekanan ekonomi dan politinigjuan media massa menjadikan
debit arus informasi yang masuk kemasyarakat Inglangangat tinggi. Rayuan-rayuan
kultural yang dibawa media massa tersebut suliikuditolak dan amat efektif dalam
menghancurkan budaya dan nilai-nilai yang telalegimg oleh warga masyarakat.

Tantangan kedua berupa munculnya kecendaru menguatnya kelompok-
kelompok berdasarkan etnis (suku) di masyarakamgdatnya kelompok-kelompok
berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan mémadsumpah pemuda “satu nusa,
satu bangsa dan satu bahasa” tinggal menjadi doksejarah belaka. Ketidak puasan
kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan peradripusat akan dengan mudah
dan segera bermuara pada ancaman tuntutan “merdepas dari negara kesatuan

Republik Indonesia.
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Selanjtnya secara lebih rinci dampak glislaal bagi Indonesiabaik yang bersifat
positif ataupun negatif dapat diidentifikasikan agdn berikut:

(1) Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkaangarjasa maupun informasi
yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun uhamca negara.

(2) Indonesia dengan jumlah penduduk lebih kurang @0 menjadi pasar empuk bagi
negara lain. Entah itu berupa barang buatan lugemetenaga kerja asing yang
mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maugamir informasi yang belum
tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Ind@anes

(3) Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi @nakasi manusia, tanpa sikap
waspada dan bijaksana masyarakat akan mudah termiakaisu yang tidak
bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak daakebebasan tersebut.

(4) Globalisasi menjadi media yang praktis bagi meayaya nilai-nilai budaya asing
ke dalam wilayah Indonesia, yang harus kita waspgad&u saja yang bersifat negatif
Globalisasi memang suatu proses dan bukamabgtroduk akhir. Karena globalisasi

merupakan proses, dan posisi masing-masing bangksen dproses tersebut sangat
berbeda berdasarkan penguasaan teknologi komunikagia globalisasi dalam artian
fisik maupun psikologis akan menimbulkan masalalsated. Karena globalisasi sebagai
suatu proses tidak akan terelakkan, persoalan garggikutinya khususnya di bidang
infomasi adalah:

(1) Sejauh mana suatu bangsa dapat tetap mempertahatikdiminya, kepribadiannya
di tengah-tengah derasnya arus informasi yang alinasih asing bagi mayoritas
bangsa tersebut.

(2) Sejauh mana globalisasi informasi tidak menjadi a&=m legitimasi untuk
melakukan dominasi informasi oleh bangsa lain deambentukpublik opinion(opini
publik) yang menyesatkan.

(3) Sejauh mana globalisasi informasi tidak mematikéai-nilai budaya asli.

(4) Sejauh mana globalisasi informasi tidak memperléesenjangan informasi antara

masyarakat kota dengan desa.

8. Globalisasi informasi di Indonesia
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Pada saat Indonesia memutuskan untuk memsikem komunkasi satelit domestik
Palapa di tahun 1974, sebenarnya Indonesia tedphngemasuki era globalisasi. Apalagi
dengan hadirnya satelit Palapa, Indonesia segemgadepsi kebijakan angkasa terbuka.
Tidaklah mengherankan, apabila kemudian, siaram&yara Malaysia, Singapura dan
Filipina dapat diterima oleh masyarakat di tempatyiat tertentu di Indonesia. Pada saat
itu orang mulai membandingkan antara siaran TVRIgde TV asing. Apalagi setelah
pemilikan parabola diijinkan kesempatan untuk menikmati TV asing raeinjsangat
terbuka. Dengan diijinkannya TV swasta nasionabperasi, maka kemudahan untuk
menikmati tayangan asing lewat TV domestik juga jadirierbuka.

Proses globalisasi melalui siaran TV membp&ang bagi masyarakat Indonesia
untuk menyaksikan, mengetahui dan menikmati apay ydieajikan bagi masyarakat
dunia oleh pemasok tayangan TV yang terbesar yaAkrerika Serikat. Intensitas dan
frekuensi penyaksian tayangan asing yang tinggi umgkinkan terjadinya proses

sosialisasi nilai-nilai melalui internalisasi, pditmn, dan adopsi nilai-nilai tersebut.

9. Kiat Menghadapi Globalisasi bagi Indonesia

Pengaruh globalisasi yang semakin kuat paidikapi dengan mempertimbangkan
seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk teémpda pada koridor pencapaian
tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Rdacaebagai ideologi dan dasar
negara Republik Indonesia mutlak harus dipertahardan diimplementasikan secara
benar. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai semg@ela kehidupan bangsa, sehingga
tetap pada arah yang ditetapkan dalam rangka mainicgyan nasional..

Di bidang politik, Indonesia harus melakukanses demokrasi yang ditujukan untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indeandstndaknya diarahkan pada
pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, dilaksamakah rakyat, dan ditujukan untuk
kepentingan rakyat.

Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia perldaksanakan pasal 33 UUD 1945
dengan membangun kerja sama pelaku ekonomi yadgi @ari badan usaha koperasi,
badan usaha milik negara, dan badan usaha miliktawaerah harus diberdayakan agar
mampu menghasilkan produk-produk unggulan daeralg ygapat diangkat menjadi
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produk unggulan nasional. Dengan demikian dayagshémgsa yang sangat diperlukan
dalam era pasar bebas dapat tercipta.

Di bidang sosal budaya , bangsa Indonesiash@ampu mempertahankan nilai-nilai
dasar budaya bangsa sebagaimana termuat dalansiarneangembangan sumber daya

manusia berkualitas sangat penting untuk mengejartinggalan dengan negara maju.

C. Kelebihan dan Kelemahan Globalisasi
1. Banjir Informasi

Kini dunia ini seolah tanpa memiliki ldzatas-batas wilayah dan waktu. Di belahan
separuh dunia dengan mudah dan jelasnya berbmaed telepon atau satelit. Kita bisa
menyaksikan Olimpiade Atlanta di kota Atlanta ArkariSerikat lewat satelit, seperti
siaran langsung TV, dari Indonesia tanpa ada padrediaktu dan wilayah, persis seperti
yang bisa disaksikan oleh orang-orang di tempatdian. Kita juga bisa berbicara lewat
tulisan melalui internet, yang berarti tanpa adesseedari tangan siapapun. Dengan alat
canggih tersebutkeglamourandan kebebasan berlebihan yang terjadi di Hollywood
Amerika Serikat detik itu juga bisa kita saksikarsidi di dalam waktu yang bersamaan.
Begitu juga penderitaan yang terjadi di Etiopiaildéti pun juga bisa kita saksikan di
sini, jika kejadian itu disiarkan secara langsuredaiui satelit.

Dalam era globalisasi ini terjadi pertemudan gesekan nilai-nilai budaya dan
agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa k&asintransportasi dan informasi
hasil modernisasi teknologi tersebut. Pertemuan gsekan ini akan menghasilkan
kompetisi liar yang berarti saling dipengarulfdicaplok) dan mempengaruhi
(mencaplok).

Sebagai contoh, dengan antena parabola atangganan Indovision (TV
berlangganan), maka kita bisa menghadirkan dunicakear kita melalui TV. Kita akan
menerima suguhan berita, adegan, peristiwa, daac@mmya yang tidak mungkin bisa
kita saksikan secara langsung. Dari sekian bangais jdan dari sekian banyak negara
dan budaya yang bermacam-macam, kita dipaksa meikgakhal-hal tersebut. Sudah
barang tentu akan terjadi gesekan, tabrakan, dapédisi nilai budaya dan semacamnya.

Contoh tersebut bisa dipersempit. Bagaimdaa apa yang terjadi jika kita

menyaksikan semua acara yang ada di TV (jika maluruh saluran), sejak kita bangun
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tidur hingga tidur kembali. Itulah contoh kecil bhdisasi. Jika kita pergi ke Mall atau
pusat perbelanjaan, mode pakaian serta makanaitghadantoh lain dari dampak
globalisasi. Kita akan sulit sekali untuk menyaksilorang Jawa memakai blangkon, dan
ibu-ibu memakai kebaya, kecuali mereka sedang mepgnerima tamu dalam acara
perkawinan. Dari sekian contoh itu, yang paling amol adalah nilai dan peran
materialisme. Hampir semuanya akan diukur dengbarapa tebal kantong kita, ketika
kita berada di situasi seperti itu.

Masa depan kita ditandai oleh banjir infasmdan perubahan yang amat cepat
dikarenakan masyarakat dunia terekpos oleh revdimsi pengetahuan dan teknologi
serta arus globalisasi, sehingga menuntut kesidganuntuk menyesuaikan dengan
kondisi yang ada. Kita harus mampu menghadapi malsgbyang dilandasi oleh banjir
informasi tersebut.

2. BeberapaTantangan dan Peluang Globalisasi
(1) Globalisasi sebagai tantangan
Dengan alat komunikasi seperti TV, palaptelepon, VCD, DVD dan internet

kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengaa Ipala dan internet, kita dapat
menyaksikan hiburan porno dari kamar tidur kitatakdlapat terpengaruh oleh segala
macam bentuk iklan yang sangat konsumtif. Anak-akiék dapat terpengaruh oleh
segala macarfilm kartondan film-film yang tidak seharusnya dilihat. Kdapat dengan
mudah terpengaruh oleh gaya hidup seperti yangdiedi sinetron. Kita juga harus
mengakui bahwa di TV juga ditayangkan program-pgogmimbar agama, ceramah,
diskusi dan berita yang mengandung nilai-nilai fpsbahkan juga agamis. Namun
biasanya hal-hal yang seronok, porno, aneh dan, loaaodel, justeru lebih berkesan
dibandingkan dengan hal-hal yang datar, seriugppdanh nilai etika atau agama. Adegan
kekerasan akan lebih berkesan di benak anak-ahakdingkan dengan petuah agama.

Di kalangan tertentu ada anggota masyargagy merasa naik gengsinya jika
mengikuti gaya hidup global. Untuk kalangan sepiaiti globalisasi merupakan gaya
hidup, yang berarti mentalitasnya sudah teraswgt gaya hidup global. Contohnya ada
gaya pergaulan kelompok menengah, kelompok ABG mgmin kelompok eksekutif,

kelompok anak muda sukses, kelompok anak orang, kdgm masih banyak lagi
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kelompok yang dibangun atas dasar gengsi. Biaskelanpok ini mempunyai gaya
tersendiri dalam mendefinisikan keperluan seharii-K&mana harus menonton, kemana
harus jalan-jalan, kemana harus makan dan sebagainy

Dalam kondisi seperti ini , banyak ancamaddya berupa kebebasan yang datang
dari dunia Barat. Dan ketika kebebasan itu berbehilmaka nilai-nilai dan norma budaya
lokal serta nasional, terlebih lagi nilai agamaarakerancam olehnya. Tentu kebebasan
disini bukan dalam pengertian positif, seperti Kkesan Dberfikir, kebebasan
menyampaikan pendapat demi kontrol sosial, damisejga. Namun, kebebasan yang
menjurus pada kepuasan lahiriagpisne, danhedonismeAkibat negatif dari kebebasan
seperti inilah yang kemudian berupa kebebasan pemnygunaan narkoba, kebebasan

seks, kebebasan makan minum barang haram, damssggen

(2) Globalisasi sebagai peluang

Di pihak lain, jika globalisasi memberi pangh hal-hal, nilai dan praktek yang
positif, maka seharusnya menjadi peluang bagi l@amgdonesia untuk menyerapnya.
Terutama yang tidak mengalami benturan dengan laubikgal atau nasional, terutama
sekali nilai-nilai agama. Dengan demikian, bagaiaagar nilai-nilai positif yang ada di
Barat atau bahkan di belahan negara lain, dapatkriadonesia dan dapat dipraktekkan
di tengah-tengah masyarakat kita.

Adapun budaya positif tersebut misalnya, dyaddisiplin, kebersihan, tanggung
jawab, egalitarianisme kompetisi, kerja keras, menghargai waktu, perggear terhadap
orang lain, terpanggil untuk membantu orang laimgyanembutuhkan bantuan Kkita,
demokrasi, dan sebagainya. Di sinilah seharusngmagian Pancasila mampu memberi
bimbingan ke arah yang terang itu. Katakankah roeBarat dalam hal-hal yang positif,

dan membuang budaya Barat maupun budaya sendginegatif.

(3) Kompetisi adalah modal menghadapi globalisasi

Kompetisi adalah kata kunci dalam globalisistika kompetisi berkaitan dengan
nilai budaya, maka persiapan mentalitas bangsaatiesangat penting. Kompetisi juga
akan melanda pada kemampuan dan prestasi sumksemaausia (SDM). Jika selama

ini sebelum globalisasi, tuntutan kompetisi kurangngemuka, maka kini akan sangat
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menonjol. Bahkan kompetisi bukan hanya tahap l@tal negara, akan tetapi akan
mengglobal, mendunia. Jika selama ini sebuah negieaa dengan mudah membuat
aturan main yang dapat pula dijadikan sebagai gietstuk mencegah serangan
kompetisi dari luar, maka kini sudah tidak dapai.l&alau dulu para ahli dengan SDM
yang hebat dapat dibatasi, kini hal tersebut stidak dapat dilakukan lagi. Oleh karena
itu dalam menghadapi kompetisi, yang harus dilakw@alah persiapan diri. Ini meliputi
kesiapan mental untuk berkompetisi dalam hal betase Dalam waktu bersamaan, juga
harus ada persiapan untuk kemampuan, yaitu SDM yaagnpu dan sanggup
berkompetisi. Ini akan meliputi segala aspek sepertlagangan, profesional, pelayanan
atau jasa. Perdagangan bebas sudah dicanangkasiadiT@nggara, kita kenal AFTA,
yang mulai tahun 2003 ini berlaku. Ini persaingan kompetisi bebas dalam hal
perdagangan. Kompetisi SDM, termasuk penyediaaygteprofesional, juga akan terjadi
kompetsi bebas. Kalau dulu Indonesia dapat mendegalga luar dan memberi prioritas
penuh kepada tenaga dari dalam negeri sendiri, Hahiitu sudah tidak mudah lagi

dilakukan.

(4) Kelemahan globalisasi:

a. Batas-batas politik antar negara menjadi semakinrka

b. Batas-batas ekonomi antar negara menjadi tidak.jela

c. Hubungan antar negara menjadi semakin transparan.

d. Pasar bebas, yang hanya menguntungkan negara rkajena telah siap
berkompetisi.

e. Jati diri suatu bangsa menjadi terancam.

(5) Kelebihan Globalisasi:

a. Hubungan antar negara menjadi sangat lancar k&emajuan teknologi komunikasi
dan transportasi.

Pasar bebas menjadi tak terelakkan.

Pertukaran informasi antar negara sangat lancar.

Harga barang menjadi lebih murah karena persaipgag ketat.

® oo o

Produktivitas barang menjadi tinggi.
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f. Efisiensi menjadi tinggi.

D. Pancasila Sebagai Filter Dalam Menghadapi Giedsil
Di era globalisasi ini pergesekan damgainempengaruhi antar nilai-nilai budaya

tidak bisa dihindarkan. Untuk itu, bangsa Indondsi&an saja harus mampu bertahan,
namun juga harus mampu berperan aktif. Kalau pramnahan” ada kemungkinan akan
menimbulkan isolasi, ketertutupan deufieriority, peran “aktif’ (usaha mempengaruhi)
akan menghasilkan keterbukaan dauperiority Setidaknya kemungkinan ketiga, yaitu
akomodatif,yakni penyesuaian dan penerimaan akan hal-hal gataong dari luar sejauh
bisa ditolerir. Oleh karna itu, persiapan interiklilantang pemahaman maupun sikap dan
mentalitas bangsa harus dibenahi terlebih dahulu

Bangsa Indonesia hendaknya mampu menydlamabangsanya dari dampak
negatif globalisasi. Lebih lanjut bagaimana Indemeengan Pancasilanya ini bukan saja
mampu memberi perisai terhadap manusia Indonesaandara globalisasi, namun juga
mampu berperan aktif dan mampu pula menciptakanndeamdorong bangsanya untuk
berperan aktif, bukan menciptakan bangsa yang is@ingliri dari era globalisasi.

Pegaulan global sudah tidak dapat lagi ddmnoleh seseorang ataupun suatu bangsa,
kecuali ia sengaja mengurung diri dengan menjaoteraksi dan komunikasi dengan
orang lain. Ketika seseorang masih membaca koramonton TV, menggunakan alat
komunikasi, apalagi internet, ia akan tetap tempgkap dalam proses dan model
pergaulan global.

Istilah globalisasi yang sangat populerdt@pat berartialat” dan dapat pula berarti
“ideologi”. Alat, oleh karena merupakan wujud keberhasilanuildan teknologi,
terutama sekali di bidang komunikaketika globalisasi berarti alat, maka globalisasi
sangat netral. Artinya, ia berarti dan sekaligusngamdung hal-hal positif, ketika
dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Sebalikngadapat berakibat negatif, ketika
hanyut ke dalam hal-hal negatif. Dengan demikidobalisasi, akan tergantung kepada
siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa $ujuan kemana ia
dipergunakan. Jadi, sebagai alat dapat bermanfaat dhpat pula mengakibatkan
bencana. Terobosan teknologi informasi dapat digadalat untuk hal-hal positif, dalam

waktu bersamaan dapat pula menjadi penyebab halelgatif.
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Ketika globalisasi sebagai ideologi sudah mempunyai arti tersendiri dan
netralitasnya sangat berkurang. Oleh karena daktaneh kalau kemudian tidak sedikit
yang menolaknya. Sebab, tidak sedikit akan teraituran nilai, antara nilai yang

dianggap sebagai ideologi globalisasi dan nilairyi&ng dianut oleh suatu bangsa.

E. Sisi Positif dan Negatif Globalisasi
Globalisasi dapat dilihat dari dua sisirtpma sebagai ancaman dan yang kedua

sebagai peluang. Sebagai ancaman, globalisasi lbeijlak berdampak negatif seperti
merebaknya konsumerisme, materialisme, hedonisme, sekularismengagung-
agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewalaaig tidak semestinya, foya-
foya, pergaulan bebas, budaya kekeragmrnografi, pornoaksi dan semacamnya.
Pengaruh tersebut bukan saja lewat dunia film, majuga lewat media cetak dan TV
dengan satelitnya, serta yang sekarang sedang ¢hé&ejad adalahinternet Sementara
budaya lokal yang negatif juga masih banyak dipar&an seperti tidak disiplin waktu,
malas, kecurangan, monopoli, korupsi, kolusi dgmotisme.

Pada sisi yang lain globalisasi memberi peug positif, maka seharusnya menjadi
peluang bagi bangsa Indonesia untuk mampu menygaperutama sekali hal-hal yang
tidak mengalami benturan dengan budaya lokal damonal, maupun agama. Hal-hal
positif itu misalnya budaya disiplin, kebersihamndggung jawab,egalitarianisme
kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap ofaimg demokrasi, jujur, optimis,

mandiri, taat aturan dan sebagainya.

F. Implikasi Globalisasi

Abad 21 ditandai sebagai era globalisasa. giobalisasi bukan hanya tantangan ,
tetapi juga sekaligus mempunyai peluang. Tantangamipakan fenomena yang semakin
ekstensifyang mengakibatkan batas-batas politik, ekonontgrabangsa menjadi samar
dan hubungan antar bangsa menjadi begitu transpa@nobalisasi memiliki
implementasi yang luas tehadap penghidupan dardigedin berbangsa dan bernegara,
baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, rpan pertahanan keamanan

Di bidang kebudayaan, bahasa Inggris akanjadi bahasa dunia yang universal.

Tetapi, bersamaan dengan itu, bahasa ibu (bahasahjlalan bahasa Indonesia menjadi
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lebih penting dan perlu dilestarikan bagi jati digngsa. Naisbitt (1994:20) dalam buku
Global Paradox menyatakan bahwa semakin kita menjaigersal, semakin tumbuh
pula sikapprimordialisme(kesukuan).

Ditinjau dari perspektif kebangsaan, gl®asi menumbuhkan kesadaran bahwa
kita merupakan warga dari suatu masarakat global dangambil manfaat darinya.
Namun, di sisi lain, makin tumbuh pula doronganulniebih melestarikan dan
memperkuat jati diri atau identitas bangsa. Di gi@balisasi, bangsa-bangsa bersatu
secara mengglobal, tetapi bersamaan dengan itu uhymta rasa kebangsaan yang
berlebih-lebihan ©hauvinismg masing-masing bangsa. Keadaan demikian menuut
Naisbitt sebagai global paradoks.

Pada abad 21 ini, suka atau tidak suka, tdak mau, Indonesia akan terkena arus
liberalisasi perdagangan, barang dan jasa. Jikak tichau, maka Indonesia akan
dikucilkan oleh negara-negara lain dan akan mendsgragsi embargo ekonomi secara
internasional. Pada hal kita masih sangat terggntengan barang-barang impor,
investasi, dan utang dari luar negeri. Di sampioigkitapun juga masih memerlukan
pemasaran barang-barang ke luar negeri. Permasajghaiapkan kita menghadapi
persaingan dengan negara lain yang dalam banyakebidd siap dari sumber daya
manusianya, ilmu pengetahuan dan teknologinyaa seddalnya?. Jika tidak mampu,

maka kita akan kalah dalam persaingan global tatseb

Soedjatmoko (1991:97) menggambarkan sifat-slan kemampuan yang harus
dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang. Saildaerikut:

a. Orang harus serba talfwell informed, dan harus selalu menyadari bahwa proses
belajar tidak akan pernah selesai di dalam dunigy tarus berubah secara sangat
cepat. Dia harus mampu mencerna informasi yangdkatgpi tuntas, itu artinya
harus mempunyai kemampuan analisis yang tajam, mndvedikir integratif serta
dapat bereaksi cepat.

b. Orang harus kreatif dalam memberikan jawaban teha@ntangan baru, serta
mempunyai kemampuan mengantisipasi setiap perkegahan

c. Mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dadasitds sosial. Peka terhadap

batas-batas toleransi masyarakat serta terhadapgtemn sosial dan ketidak adilan.
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d. Memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sdarigBrdasarkan iman yang kuat.

e. Sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi moral @#s dalam perubahan sosial
dan pilihan teknologi. Selanjutnya juga sanggup gmderpretasikan ketentuan-
ketentuan agama sehingga terungkaplah relevanaimyk pemecahan masalah dan
perkembangan-perkembangan baru.

Sebagai pebandingan Ulrih Teicher (1997:5#4)anusia masa depan harus
mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuan SdiEgaut:

Fleksibel.

Mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam isiserta menjadi kreatif.

Mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atangseli berubah-ubah.

Tertarik dan siap belajar seumur hidup.

Memiliki kepekaan sosial dan keterampilan berkorkasii

-~ ® a0 T p

Mampu bekerja dalam tim.

Mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkanmyada

5 Q@

Mampu menyiapkan diri untuk melakukan internasisaal pasaran kerja melalui
pengertiannya tentang macam-macam budaya.
i. Cakap dalam bebagai hal, baik ketrampilan umum ponaketrampilan profesional.
Dari berbagai pendapat diatas dapat disikap bahwa manusia Indonesia yang
ideal yang mampu menghadapi tanangan masa depansganakin rumit dan tidak
menentu itu, ialah mereka yang memiliki beberafs sebagai berikut:
1. Mampu meningkatkan produktifitas kerja.
2. Memiliki kemampuan berfikir kreatif dan analitis.
3. Memiliki ilmu dasar yang luas serta keterampilarj&kgang tinggi.
4. Kesiapan untuk belajar sepanjang hidup agar dapaingkatkan kemampuannya
secara berkelanjutan.
5. Fleksibel dan adaptif, yang keduanya digunakan kunttenghadapi berbagai
perubahan yang sangat cepat.
6. Moralitas yang baik, yang bersumber pada agama gigagini.
Menghadapi globalisasi yang memiliki dampadsitif dan negatif, dibutuhkan
komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakuat. Diyakini pula bahwa

pendidikan berada di garis depan untuk mewujudkanny
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BAB IX
WAWASAN NUSANTARA

A. Pengantar

Setiap bangsa mempunyai cita-cita baik lisrtoaupun tidak. Cita-cita tersebut

sangat penting perannya bagi suatu bangsa, kaegr@d themberikan gairah hidup serta
memberikan arah dalam penentuan tujuan nasionakca bangsa Indonesia tercermin
dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua :
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonelsia sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa menghantaMggat fadonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang nertieksatu, berdaulat adil dan
makmur”

Bangsa Indonesia sadar bahwa kemerdekakanlah tujuan akhir perjuangan
bangsa, melainkan merupakan alat untuk mewujudkgara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat adil dan makmur. Berdasarkacda tersebut ditentukan tujuan
nasional bangsa Indonesia yang rumusannya terraleahgembukaan UUD 1945 alinea
ke empat, yaitu :

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yaelindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Untuk memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdasakan kehidupan bangsa.

4. lkut melaksanakan ketertiban dunia yang berlanadakkaerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

Upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujueasional tersebut, ada tiga faktor
penentu yang harus diperhatikan, yaitu geografiusia dan lingkungannya. Bagaimana
bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejasahta kondisi sosial budayanya
dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalny#a bagaimana bangsa itu memandang
diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara merupesiempandang bangsa Indonnesia
tentang diri dan lingkungannya.
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B. Pengertian

1. Wawasan, artinya : pandangan, tinjauan, pengliheattzun tanggap inderawi.
Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui setit@engaruh-pengaruhnya
dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cardepan cara tinjau, cara lihat
atau cara tanggap inderawi.

2. Nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup,tbkeryang berasal dari kata
nation yang berarti bangsa yang telah mengidentikkan difam kehidupan
menegara atau secara ringkas padat, dikatakandgagg telah menegara.

3. Nusantara, dipergunakan untuk menggambarkan kesatiayah perairan dan
gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak dianBamudra Pasifik dan
Samudra Indonesia serta antara Benua Asia dan Bemsielia.

4. Wawasan nasional merupakan “cara pandang” suatgshatentang diri dan
lingkungannya.

Wawasan ini merupakan penjabaran dari falsafahdaaegsuai dengan keadaan

geografis suatu bangsa serta sejarah yang dialaminy

- Bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geogsajarh serta kondisi
sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan mmemjakepentingan
nasional.

- Bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungann

5. Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandagygdéndonesia tentang diri
dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yhlagdasi Pancasila dan
UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indoryasig merdeka, berdaulat
dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan kinddoijaksanaannya dalanm
mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara adasdah pandang, cara
memahami, cara menghayati, cara bersikap, caraindeki berfikir dan
bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai msilaksi proses psikologis,
sosiokultural dengan aspek-aspek ASTAGATRA.

C. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunansianal

Secara konstitusional, Wawasan Nusantéskdhkan dengan Ketetapan MPR No.
IVIMPR/1973, tentang Garis-Garis Besar Haluan Nadaab Il Sub E, pokok-pokok
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Wawasan Nusantara dinyatakan sebagai Wawasan daacapai tujuan Pembangunan

Nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu KesRbldik, dalam arti :

a.

Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segaladasi kekayaannya
merupakan satu kesatuan wilayah, wadah. Ruang tddapkesatuan mitra
seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik pesidaangsa.

Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbaglai slan berbicara dalam
berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini lmrbagama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harupakar satu kesatuan
bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harussmesatu, senasib
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serfauny@mnsatu tekad di
dalam mencapai cita-cita bangsa.

Bahwa Pancasila adalah satu-satu falsafah sedgdibangsa dan negara,
yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsajmtujuannya.
Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuaum dalam arti

bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepadatkegan nasional.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kes&asial dan Budaya,

dalam arti :

a.

Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, prikehidupangsa harus
merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapdingkat kemajuan
masyarakat yang sama, merata, dan seimbang sestayaakeselarasan
kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.

Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah setlangkan corak
ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan bydaga menjadi
modal dan landasan pengembangan budaya bangsahssgiay yang hasil-

hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indiane

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesakenomi, dalam arti :

a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensialpumawefektif adalah

modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa kepelidup sehari-hari

harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
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b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seigndi seluruh daerah,
tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki blelaerah-daerah dalam
mengembangkan ekonominya.

. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu KaesaRertahan dan

Keamanan, dalam arti :

a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakeka&rypakan ancaman
bagi seluruh bangsa dan negara.

b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan jkeavayang sama di
dalam pembelaan negara.

Dengan ditetapkannya rumusan Wawasan Nusantarayaseketetapan MPR,

maka Wawasan Nusantara memiliki kekuatan hukum yangngikat semua

penyelenggara negara, semua lembaga kenegaraaked@syarakatan, serta semua

warga negara Indonesia. Hal ini berarti, bahwaapetumusan kebijaksanaan dan

perencanaan pembangunan nasional harus mencermayktsayat rumusan Wawasan

Nusantara.

D. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pemikifdawasan Nusantara. Di

dalam uraian ini hanya akan dibahas faktor yangdaser saja, yaitu :

Geografis

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri 17.508 pulau
besar dan kecil, dengan 6.044 diantaranya sudahi didma, serta hanya kurang
lebih 3.000 pulau yang dihuni penduduk.

Indonesia dikenal subur dengan flora dan faunatsmapat kekayaan
alam yang melimpah terutama bahan-bahan vital tategis seperti: minyak
bumi, timah, besi, bauksit, mangaan, batubara.

GBHN menggariskan bahwa jumlah penduduk Indonesraya besar,
apabila dapat dibina dan dikembangkan sebagai aekaga yang efektif akan
merupakan modal pembangunan yang besar, sebabigajala tidak dibina dan
dikembangkan dengan baik akan menjadi beban balagsaegara.
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Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dawan pulau-pulau besar
dan kecil, dan mempunyai wilayah perairan yang ldilkgi oleh samudra-
samudra yang sangat luas, yaitu sAmudra IndonesiaPdsifik, dan juga diapit
oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia. Kedudukatonesia yang berada
pada posisi silang dunia, oleh karena itu dinam&kadSANTARA.

Kepulauan Indonesia dengan semua perairannya, déipgnoleh bangsa
Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, tidgisab-pisah satu pulau
dengan pulau lainnya. Cara pandang bangsa Indotiebidelah lama dihayati,
sehingga dalam menyebut tempat hidupnya atau tungua@nnya pun digunakan
istilah “tanah air”. Istilah ini mengandung artiahwa bangsa Indonesia tidak
pernahmemisahkan “tanah” dan “air’, memisahkan dtar” dan “lautan”.
Daratan dan lautan merupakan satu kesatuan utuh, dianggap sebagai

pemersatu, bukan sebagai pemisah antara puladesagan pulau lainnya.

Geopolitik

Geo = bumi; jadi Geopolitik adalah politik yang tidaerlepas dari
pengaruh kondisi geografis dari bumi yang menjadayah hidupnya. Istilah
Geopolitik @eopoliticy adalah singkatan dari Geographical Politics, tdskan
oleh Rudolf Kjellen. Kjellen mencetuskan istilahrsiebut dalam rangka
mengemukakan suatu sistem politik yang menyeluryéing terdiri atas
Geopolitik, Demopolitik, Ekonomopolitik, Sosiopakitdan Kratopolitik.

Bermula seorang ahli geografi bernama FrederichzéRamendalami
Biologi untuk memperluas cakrawala wawasannya, ydm®sgnudian dia
berpendapat bahwa pertumbuhan negara mirip dengnngouhan organisme
yang memerlukanr uang hidup yang mencukupi agaatdambuh dengan subur.
Teorinya dikenal sebagai “teori organisme” atawfitbiologis” (teori organisme
biologis).

Pendapat Ratzel mengundang perhatian Rudolf Kjglemgy menyatakan
dengan tegas bahwa negara adalah suatu organiska hanya mirip seperti

pendapat Ratzel.
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Pandangan Ratzel serta Kjellen kemudian dikembangéieh Karl

Haushofer, tentang ada perbedaan cara pandangHdashofer dengan cara

pandang Kjellen. Haushofer melihat, bahwa Geopdith yang mencakup

“seluruh sistem politik Kjellen”. Haushofer membarti Geopolitik sebagai:

a.
b.

C.

Doktrin negara di bumi

Doktrin perkembangan politik didasarkan pada hubanga dengan bumi.
Landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam pergem kelangsungan hidup
suatu organisme negara untuk mendapatkan ruangrydu

Karl Haushofer mengembangkan “Geopolitik” terselolain dirupakan

dalam:

a.

Lebensraum (ruang hidup), dia mengambil istilah Ratzel, bahwa manusia
sama halnya dengan fauna dan flora yang memerlukamg hidup. Jika
jumlah penduduk suatu negara lebih banyak dibakdmgdengan luas
wilayahnya, maka negara tersebut harus berupaya pereras ruang
hidupnya, agar segala kebutuhannya tercukupi. Urtwknegara harus
mengusahakan:

Autarki, yaitu cita-cita untuk dapat memenuhi keinan negara sendiri tanpa

menggantungkan diri pada hasil-hasil negara laindimungkinkan apabila

wilayah negara cukup luas untuk menampung kebuttéain Berdasarkan
anggapan ini, lahirlah:

Pan-region (satuan wilayah), mendasarkan pada ipqmsisip yang

terkandung dalam teori “Lebensraum dan Autarki’.lab@ menyusun

konsepsinya, Haushofer memandang dunia cukup ddzdam 4 pan-region,
yaitu:

1) Pan-Amerika, suatu “perserikatan wilayah” yang mpplialami karena
terpisah dari negara lain oleh samudra, dan Ameéiakat "dianggap”
sebagai pemimpinnya.

2) Pan-Ero Afrika, “Dikuasai” oleh Jerman. Wilayahnyakan hanya
termasuk negara-negara kecil di Eropa saja, melainkegara besar
seperti Perancis dan ltalia. Rusia disarankan mattan-region sendiri,

sedangkan Inggris dibiarkan “mengambang”.
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3) Pan-Rusia, terdiri dari wilayah Uni Soviet dan mdidikuasai” Rusia.
4) Pan-Asia, terdiri dari bagian timur Benua Asia, #alsa dan Kepulauan

diantaranya, “dipimpin” Jepang; Pan-Region ini holepang dinamakan

“Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.

Memang tujuan Karl Haushofer mengemukakan teorioffigk” ialah
untuk menyiapkan upaya “justifikasi” pihak Jermarengembangkan politik
ekspansionisme-nya serta paham rasialisme-nya.

Mengenai teori Geopolitik, bangsa Indonesia tidghesidapat dengan cara
berfikirnya Haushofer yang mengarah ke ekspansiosisasialisme, melainkan
mendasarkan kepada pertimbangan kondisi dan kesstgkografi wilayah
Indonesia sebagai satu kesatuan untuk mewujudkancithnya dan tujuan
nasionalnya. Landasannya adalah falsafah Pancgmilg penerapannya tidak
mengandung benih ekspansionistis maupun kekerastagaimana tercantum
dalam tujuh nasional keempat Pembukaan UUD 194%alikeempat yaitu
mengingini “dunia yang tertib, dunia yang damai gang ber-keadilan sosial”.
Selain teori ahli geopolitik di atas masih ada lbapa teori lainnya, ialah:
a. Wawasan Benua

Sir Halfod Mc. Kinder mencetuskan Wawasan Benua &tmsep kekuatan
di darat. la mengatakan barang siapa menguasarahligantung” (Eropa
Timur dan Rusia merupakan daerah poros/pivot aiaagkan menguasai

pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika) yang pada akhériakan menguasai dunia.

. Wawasan Bahatri

Sir Walther Raleigh dan A.T. Mahan mengemukakan ¥W&an Bahari atau
konsep kekuatan di laut. Mereka mengatakan bahamasyang mengusai
lautan akan menguasai perdagangan dan siapa mangastagangan berarti
menguasai kekayaan dunia, sehingga dunia akansdikue.

. Wawasan Dirgantara

W. Mitchel, A. Saversky, G. Douhet dan J.F.C. Rulieelahirkan teori
wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udaeseld berpendapat
bahwa kekuatan di udara merupakan daya tangkal wyamguh terhadap
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ancaman dan dapat melumpuhkan musuh di kandangmghris agar tidak
mampu lagi bergerak untuk menyerang.

d. Wawasan Kombinasi
N.J. Spijkman menghasilkan teori daerah batamldnd) yang dinamai
Wawasan Kombinasi. Teori inilah yang banyak dipakaeh negarawan ahli
geopolitik dan strategi untuk menyusun kekuatan bagaranya.

Sejauh mana pengaruh “wawasan-wawasan kekuatasébtdr di atas
terhadap bangsa Indonesia? Dalam sejarah Indotegsatat, Indonesia hanyut
terkena pengaruh “wawasan kekuatan” tersebut? @mb&hun 1966 jaman
Orde Lama Angkatan Perang RI terpengaruh oleh wawaswasan tersebut,
sehingga lahirlah:

- AD menganut Wawasan Benua, yang dirumuskan daladrinldTri Ubaya
Sakti”

- AL menganut Wawasan Bahari, yang dirumuskan dalaknird “Eka Gasana
Jaya”

- AU menganut “Swa Buwana Pakca”

- POLRI mempunyai doktrin “Tata Tentrem Kerta RaHarja

Adanya wawasan yang berbeda-beda itu membawa pgasaiantar
angkatan yang tidak sehat yang dimanfaatkan olehuRtik mengadu domba
antar-angkatan. Keadaan ini baru disadari setelg@dinya pemberontakan G 30
S/PKI sehingga diadakan upaya untuk menyusun saktrid yang mencakup
keempat matra (POLRI termasuk ABRI). Upaya ini klilkkan pada tahun 1966
dalam seminar Hankam yang berhasil menyusun dok@atur Dharma Eka
Karma” (Cadek). Pada tahun 1966 itulah pertama dillimandangkan istilah
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Hankamnas. Kemufawasan
Nusantara ditingkatkan menjadi Wawasan Nasionaloriedia, sehingga

Wawasan Hankamnas menjadi bagian dari Wawasan bMwaan
Geostrategi

Indonesia berada pada posisi silang dunia yangasasttategis. Posisi

silang yang demikian membawa pengaruh terhadapdlpean bangsanya.
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Pengaruh tersebut dapat merupakan pengaruh baigefagaruh buruk. Negara
harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan ggehgpengaruh yang
tidak menguntungkan, lebih-lebih kalau posisi Inekia ini dikaitkan dengan
sumber-sumber kekayaan alamnya, maka bahaya/ancdanialuar akan lebih
besar lagi.

Posisi siang Indonesia jika kita kaji lebih dalamaka ternyata tidak
hanya bersifat fisik-geografis belaka, tetapi jdgéam segala aspek sosial, antara

lain:

Demografis, penduduk di sebelah selatan jarang/tg@dang di sebelah utara

padat.

- Ideologis, antara liberalisme di selatan, dan kasma di utara.

- Politis, sistem demokrasi liberal di selatan dastesn diktatur proletariat di
utara.

- Ekonomi, antara sistem ekonomi kapitalis di selati@am sistem ekonomi
terpusat (sosialis) di utara.

- Sosial, antara idnividualisme di selatan dan kosmeidi utara.

- Budaya, antara kebudayaan barat di selatan dard&gaan timur di utara.

- Hankam, sistem pertahanan maritime di selatan dstens pertahanan
kontinental di utara.

Keberadaan Indonesia pada posisi silang menimbytkases akulturasi
yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi sepekéiraeg ini, baik sosial,
religi, bahasa maupun budayanya. Di pihak lain geodasi tersebut memberikan
dua laternatif yang harus diambil oleh Indonesaatuy
a. terus menerus menjadi obyek lalu-lintas kekuatan
b. ikut serta mengatur “lalu-lintas” kekuatan dalarm berperan sebagai subyek

(hubungan dengan politik luar negeri: bebas-aktif).

Pengaruh-pengaruh buruk dari posisi silang harbaddipi dan diatasi,

untuk itu diperlukan adanya suatu konsep Ketahatasional, yang memakai

landasan “Wawasan Nuantara”.

Historis dan Yuridis Formal
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Untuk memahami proses pemikiran tentang Wawasararitai perlu
diadakan pendekatan secara histories dan yuridi® W945 tidak menentukan
secara tegas mengenai batas-batas wilayah RI. &aterkita mengacu pada
pasal Il Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala Badagdya dan Peraturan yang
ada masih langsung berlaku selama belum diadakag lyaru menurut UUD
ini”.

Pada jaman Hindia Belanda di tahun 1939 keluarledo@asi (setingkat
UU) tentang “Teritoriale Zee en Maritieme KringerrdOnantie” (Ordonansi
tentang lautan teritorial dan wilayah maritime)tediukan bahwa setiap pulau
mempunyai batas wilayah sendiri-sendiri denganrlébamil laut. Ini berarti
bahwa di antara pulau-pulau terdapat rongga penailgdth“air lautan” sehingga
“air” merupakan pemisah. Dengan begitu maka diranpallau-pulau Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, KepolMeluku dan Irian Jaya,
terdapat lautan bebas, dikenal dengan lautan agemal, sehingga kapal-kapal
asing dapat bergerak bebas di lautan tersebutyate) demikian tentunya tidak
menguntungkan bagi negara Indonesia yang merdekartBkapal-kapal perang
Belanda dapat berlayar bebas dari negara Belanbligmliyang waktu itu masih
dijajahnya, sehingga sangat merugikan dari aspai&aan nasional”.

a. Deklarasi Juanda
Tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerinthkh R
mengeluarkan pengumuman yang dikenal sebagai “Exklduanda” yang
bermaksud mengganti kedudukan Ordonansi 1939 di R@da hakekatnya
deklarasi Juanda menerapkan “asas kepulauan” yangandang kepulauan
Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh untulgygaati “asas pulau”
yang dianut pada jaman Hindia Belanda. Kemudianladas tersebut
dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4/PRP/196@Q) \&nya:
1) Perairan Indonesia ialah lautan wilayah besertaalpathn (perairan
Nusantara)
2) Laut wilayah Indonesia ialah jalur melebar 12 raiitl dari pulau-pulau
yang terluar yang dihubungkan garis lurus antai@adangan lainnya.
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3) Apabila ada selat yang lebarnya kurang dari 24 lauit dan RI tidak
merupakan satu-satunya negara tepi (ada negaraygefa maka garis
batas laut wilayah ditarik pada tengah selat.

4) Perairan pedalaman (perairan Nusantara) adalahas@mairan yang
terletak pada sisi dalam garis dasar.

5) Hak lintas laut damai kapal perang asing diakui dgaimin sepanjang
tidak mengganggu keamanan dan keselamatan negagsd

Implikasi positif (klaim) Wawasan Nusantara yangcémtum dalam
UU Nomor 4/PRP/1960 ialah apabila sesuai dengaortresi 1939 wilayah
Hindia Belanda hanya seluas 2.027.087 kerdasarkan “asas pulau”, maka
berdasarkan “asas kepulauan” wilayah Rl menjadabsvah 3.166.163 Km
wilayah perairan pedalaman/perairan nusantara,ghirfgerdasarkan klaim
tersebut luas wilayah RI menjadi 5.193.250 *k¢tautan dan daratan).
Meskipun pertambahan wilayah berwujud perairan, urarmengandung
banyak sumber kekayaan alam.

Ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut pakaru
perwujudan makna dari alinea-4. Pembukaan UUD 13#Bubungkan
dengan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 “Negara Indorexadah negara kesatuan
yang berbentuk Republik”. Lebih penting dari ituakdth bahwa Deklarasi
Juanda 1957 merupakan titik pangkal lahirnya kldrawasan Nusantara
yang merupakan konsepsi kewilayahan.

Penentuan garis batas Indonesia dengan menggungkan
menghubungkan pulau-pulau terluar dengan garisslamntara pulau satu
dengan lainnya adalah mengikuti jurisprudensi ydikgluarkan Mahkamah
Internasional di Den Haag tahun 1951 ,yaitu putusamtang sengketa
Norwegia-Inggris tahun 1939 (Anglo-Norwegian FisegrCase), putusannya
dikenal dengan sebutapdint to point theofi

Mengenal “lalu-lintas damai” diatur dalam PP Non®&i962, dan
dijabarkan dalam Keppres Nomor 16/1971, yaitu temtgin berlajar bagi
kapal sipil oleh Menteri Perhubungan dan bagi kap#iter oleh Menteri

Pertahanan Keamanan.
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b. Konsepsi Landas Kontinen

Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya géanbaik di
daratan, di bawah tanah, maupun yang berada dinggrairan Indonesia.

Untuk merealisir pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bunandair dan
kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakduk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”, telah dikeluarkan Wdgdandang Nomor
44/1960 tentang “pertambangan Minyak dan Gas Benta $Jndang-undang
Nomor 11/1967 tentang “Ketentuan-ketentuan PokokrtaR#angan.
Meskipun telah dikeluarkan perundang-undangan latsei atas, maka
untuk lebih memperluas ruang lingkup dan lebih asithguna. Pemerintah
Rl pada tanggal 17 Februari 1969 mengeluarkan peaoman tentang
“Deklarasi Landas Kontinen Indonesia”. Deklarasrsébut kemudian
dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 1/1973 tgrtiaanda Kontinen
Indonesia”, yang adalah juga merupakan penjabaaanpasal 33 ayat (3)
UUD 1945.

Sudah menjadi pendapat banyak negara bahwa landasdimen
merupakan lanjutan dari suatu daratan, sehinggarwapabila sumber
kekayaan alam yang terdapat di bawah landas kentersebut merupakan
hak eksklusif negara yang bersangkutan. Deklassebut sesuai dengan
kebiasaan praktek negara yang dibenarkan pulaklgdum Internasional,
yaitu bahwa suatu negara pantai mempunyai penguasamyurisdiksi yang
eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan lairdalam dasar laut dan
tanah di dalamnya pada landas kontinen sampai &adal 200 meter. Untuk
mencapai tujuan yang terkandung dalam deklaraselet Pemerintah RI
telah menyelesaikan soal-soal garis landas kontdemgan negara-negara
tetangga, dan berdasarkan persetujuan batas kort@oe Rl mempunyai
kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontin&rassdebih kurang
800.000 mif.

c. Konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil
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Didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tekjoterutama di
bidang penambangan kekayaan alam hayati, sertygag@aningkatan jumlah
penduduk dunia maka negara berusaha memenuhi kaloutnanusia demi
kelestarian hidup bangsa.

Tanpa mengadakan ekspansi kewilayahan terhadagyalildaratan
negara lain, maka negara-negara pantai memanfapétaiman/lautan seluas
mungkin, yaitu 200 mil laut apabila tidak berhadapgangan negara lainnya.

Saat ini telah ada lebih kurang 90 negara yang siearkan
pernyataan tentang ZEE, yang sering disebut “Z@nk&han”.

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagiam besbatasan
dengan lautan, sering dihadapkan pada tindakamhadepiari negara-negara
asing yang kapal-kapalnya masuk ke perairan Ind@nesuk “menguras”
ikan. Oleh karenanya seperti halnya negara-negartiplainnya yang telah
mengumumkan tentang ZEE, Indonesia pada tanggalMatet 1980
mengumumkan tentang “Deklarasi Zona Ekonomi Ekskllrsdonesia”
(ZEE), yang dikukuhkan dengan Undang-undang NontahGn 1983.

Di dalam ZEEI kebebasan pelayaran dan penerbanmgamasional
serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di Ipgwrabkaan laut dijamin

sesuai dengan hukum internasional.

. Ruang Angkasa

Kalau kita membagi secara horizontal maka kita akenghadapi
batas di darat dan di laut, tetapi kalau kita megnbacara vertikal kita akan
menghadapi “batas” di ruang angkasa, di dasad@utanah di bawahnya.

Apabila sebelumnya kita telah membicarakan tentaagra daratan
dan matra lautan, sekarang akan dibahas matranydara

Membicarakan tentang matra udara terasa pentingtatea dengan
ditemukannya pesawat terbang, ditambah lagi kemajlldEK. Dalam
penerapan Hukum Angkasa terdapat pula beberapa:alir

a) Teori Udara Bebas:
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1) Kebebasan ruang tanpa batas, artinya dapat dipstganoleh
siapapun. Dengan demikian tidak ada negara yangpomayai hak
dan kedaulatan di ruang udara.

2) Kebebasan ruang terbatas, dibagi 2:

- Negara kolong berhak mengambil tindakan tertentuukun

memelihara keamanan dan keselamatan.

- Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wiltséntu.
Adanya teori yang menyatakan bahwa kedaulatan swegara haruslah
terbatas adalah:

- Teori Keamanan
Fauchille menyatakan negara mempunyai kedaulatéayati udara
dibatasi dengan kebutuhan untuk menjaga keamaraaa Eahun
1901 ditentukan dengan ketinggian 1.500 m, tetapiapahun 1910
dirubah menjadi 500 m.

Teori Penguasaan Cooper

Pada tahun 1950 Cooper menyatakan bahwa kedauladara

ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkd&am

menguasai ruang udara di atas wilayahnya secakadas ilmiah.

Teori ini menguntungkan bagi negara-negara yangnpuoeyai

kemampuan teknologi canggih, sebaliknya merugikagi Inegara-

negara berkembang.

- Teori Udara Schachter
Schachter menyatakan bahwa wilayah udara hendaargpai suatu
ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengdngtau
mengapungkan balon/pesawat udara. Pada saatimjdiein tersebut

lebih kurang 30 mil dari muka bumi.

b) Teori “Negara Berdaulat di Udara”
Mengenai teori ini belum ada kesepakatan di forotarnasional.
Mengenai airspace (ruang angkasa) masih sering nmbetkan salah

pengertian batas jarak ketinggian di ruang udaa#tyydari mana awal
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mengukurnya, apakah diukur dari permukaan laut kataudari titik
tertinggi (puncak gunung) negara tersebut. Bagiomedia wilayah
dirgantara (ruang angkasa dan antariksa) termasbk Geo Stasioner
adalah dengan jarak lebih kurang 36.000 km.
E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsasmadentang diri dan
lingkungannya merupakan fenomena (gejala) sosiad) yhnamis memiliki 3 unsur
dasar, yaitu: wadah, isi dan tata laku.
a. Wadah
Untuk memahami wadah kita perlu meninjau arti dasas archipelago”,
yaitu kumpulan pulau-pulau dan lautan sebagai kasaarchipelago itu selalu
menunjukkan mana suatu kesatuan wilayah, yang-batasnya ditentukan oleh
laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-puéugligusan pulau-pulau”.
1) Bentuk wujud
Bentuk wujudnya adalah berupa kepulauan Nusantamang
mempunyai kedudukan geografis yang khas yaitu lbepadia posisi silang
dunia serta mempunyai pengaruh besar dalam tataluggn dan sifat
perikehidupan nasional. Adapun pengaruh-pengarsklat di antaranya:
- Menjadi lalu lintas aspek-aspek kehidupan sosialadu
- Hubungan antar bangsa akan lancar, apabila kegentimasionalnya
teprenuhi atau minimal tidak dirugikan
- Wiliayah nusantara mempunyai kekayaan alam yangmpeh, tenaga
manusia banyak serta murah. Hal tersebut merupadyantarik tersendiri
bagi negara-negara yang tidak memiliki unsur-ursomaksud, sehingga
merupakan sumber yang tidak menguntungkan bagntarsa
Bentuk wujud Nusantara memiliki sifat yang manunggdauh dan
menyeluruh, meliputi:
- manunggal di bidang wilayah
- manunggal di bidang bangsa
- manunggal di bidang ideology
- manunggal di bidang politik
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2)

manunggal di bidang ekonmi
manunggal di bidang sosial budaya
manunggal di bidang hankam
manunggal di bidang psikologi

keseimbangan dalam kehidupan

Tatanan Susunan Pokok/Tata Inti Organisasi

Sarana untuk mengetahui organisasi suatu negaeh idengan

mempelajari UUD-nya. Demikian halnya untuk Indoaesarus dilihat pada

UUD 1945. Tata inti organisasi yang dimaksud megkatt

a)

b)

d)

Bentuk Kedaulatan (Bab | Pasal 1)

- Negara Kesatuan yang berbentuk Repulik

- Kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan sépga oleh MPR.

Kekuasaan Pemerintahan Negara (Bab IIl Pasal 45)d.

- Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahanrumésiuD.

Sistem Pemerintahan Negara (Penjelasan UUD 1945)

- Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hulkam tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka.

- Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitugicddnberdasarkan
absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas)

- Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR.

- Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negarg tertinggi
dibawah MPR.

- Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

- Mentri Negara ialah Pembantu Presiden : Mentri Kegadak
bertanggung jawab kepada Dpr.

- Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Sistem, Perwakilan (Bab VII pasal 19)

- Kedudukan DPR adalah kuat, Dewan tidak dapat ditkabaoleh

presiden.
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- Anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota lgétiigga
dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden seldagalataris
MPR.

3) Tata Susunan Pelengkap/Kelengkapan Organisasi
Agar tujuan nasional dapat tercapai dengan tert@m anantap
diperlukan suatu tata kelengkapan organisasi, atdan:

a. Aparatur Negara harus mampu mendorong menggerakkaria
mengarahkan usaha-usaha pembangunan ke sasaratelganditetapkan
untuk kepentingan rakyat banyak berdasarkan Pdacksi UUD 1945.

b. Kesadaran politik dan kesadaran bernegara dari araleyt, organisasi
negara harus mampu untuk meningkatkan kesadardik pl@in kesadaran
bernegara dari masyarakat, serta mampu menampysitasaspolitik
masyarakat, baik sebagai perseorangan maupunarpak dalam rangka
meningkatkan stabilitas politik.

b. Isi
Aspirasi bangsa Indonesia sebagai “isi” dari WawaBasantara dapat
dirinci menjadi: cita-cita proklamasi, asas/sdan ciri-ciri, dan cara kerja.

1) Cita-cita yang terkandung dalam Wawasan Nusantdadala sebagaimana
dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 “mewujudkanaredndonesia
yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil-Makmur”. &cgita dari Wawasan
Nusantara bersifat:

a) Ke dalam bertujuan untuk:
- melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia
- memajukan kesejahteraan umum
- mencerdaskan kehidupan bangsa
b) Sifat dan ciri-ciri
Aspirasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Inda@nssbagai
satu kesatuan yang utuh menyeluruh memiliki chil-sifat:
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a) Manunggal, yaitu keserasian dan keseimbangan yaragnds dalam
segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maagpek sosial,
sesuai makna sesanti “Bhinneka Tunggal lka”.

b) Utuh-menyeluruh, bahwa aspirasi bangsa dalam melkaju
Wawasan Nusantara yang utuh-menyeluruh (komprehatesgral)
dalam segala aspek kehidupan, sehingga akan mékghasusantara
dan rakyat Indonesia yang utuh dan bulat dan tukgkat dipecah-
pecah oleh kekuatan apapun, sesuai dengan Sumpahd®e Satu
Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa”.

c) Cara kerja bangsa Indonesia untuk mewujudkan Wawblsgantara
berpedoman kepada Pancasila sebagai pandangan badgsa dan
UUD 1945 yang memberikan arah mengenai cara peagancidup
bermasyarakat serta penetapan hak asasi dan kemwapbngsa
Indonesia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan lahin-lserta dapat
mencapai tujuan dari Wawasan (identik dengan TujNasional),
maka dipersyaratkan agar semu WNI dapat mengamdé&kacasila
calam kehidupan sehari-hari, baik secara obyekdiipnn subyektif.

- Pelaksanaan obyektif, yaitu falsafah negara digamagebagai
sumber hukum dan mendasari segenap penyelenggaraan
kenegaraan.

- Pelaksanaan subyektif, yaitu pengamalan Pancasgiaindividu
bangsa Indonesia dalam tindakan dan kegiatan detar{dalam

cipta, cita, rasa, karsa dan karya).

c. Tata Laku
Tata laku sebagai unsur dari Wawasan Nusantaratatiablakan perilaku
bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasinya gawujudkan Indonesia
sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh dalaroapa tujuan nasional.
1) Tata laku batiniah
Tata laku batiniah berwujud pengamalan falsafalc&sita yang melahirkan

sikap mental sesuai kondisi lingkungan hidupnyaamalmewujudkan
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Wawasan Nusantara. Tata laku batiniah terbentulenigarkondisi dalam
proses pertumbuhan hidupnya yang merupakan produkkebiasaan yang
membudaya. Tata laku batiniah dipergunakan olefakiegn akan agama
atau kepercayaan dan tuntutan budi pekerti.

2) Tata laku lahiriah

Tata laku lahiriah dituangkan dalam suatu pola kaka yang dapat dirinci

dalam:

- Tata — Perencanaan

- Tata — Pelaksanaan

- Tata — Pengendalian/Pengawasan

Dari uraitan di atas maka unsur-unsur Wawasan Nassadapat disimpulkan

sebagai berikut:

a. WADAH dari Wawasan Nusantara adalah wilayah nedgasatuan RI
yang berupa Nusantara dan organisasi negara Ryaebatu kesatuan
yang utuh.

b. ISl dari Wawasan Nusantara adalah aspirasi bangdanésia berupa
cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan UU13.19

c. TATA LAKU dari Wawasan Nusantara adalah kegiatanékan perilaku
bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Rlendas UUD 1945
yang apabila dilaksanakan berdasarkan Wawasan btgarmdapat

menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia.

F. Penerapan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai “cara pandang” bangsadsid yang melihat
Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sdsidiaya dan hankam merupakan
landasan dan dasar bagi bangs aina dalam menyelessEgala masalah dan hakekat
ancaman yang timbul dari luar maupun dalam segsfgeka kehidupan bangsa.
Sebagai landasan kerja bagi penyelenggaraan dapinmean hidup kebangsaan serta
hidup kenegaraan perlu didasarkan atas:
- GBHN sebagai produk MPR (pasal 3 UUD 1945)
- APBN sebagai produk legislatif dan eksekutif (p&dahyat 1 UUD 1945)
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Salah satu manfaat yang paling nyata dari pener&gawasan Nusantara
adalah di bidang politik, khususnya di bidang walayDengan diterimanya konsepsi
Wawasan Nusantara (bagian dari Wawasan Nusantafajudh internasional maka
terjaminlah integrasi teritorial kita “Laut Nusardayang semula dianggap laut bebas
“menjadi bagian integral wilayah Indonesia. Di samgpitu pengakuan terhadap
Landas Kontinen Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusdonesia (ZEEI)
menghasilkan pertambahan wilayah yang cukup besiaingga menjadikan luas
wilayah Indonesia yang semula nomor 17 di duniajatémomor 7.

Pertambahan luas ruang hidup tersebut di atas rasiiighn sumber-daya alam
yang cukup besar bagi kesejahteraan bangsa, matb@algwa minyak, gas bumi dan
mineral lainnya banyak yang berada di dasar laaik Hi lepas pantai (off shore
maupun di laut dalam).

Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterireld dunia internasional,
termasuk tetangga dekat kita: Malaysia, Singapdraailand, Filipina, India,
Australia, Papua Nugini yang dinyatakan denganepejisan yang menyangkut laut
territorial maupun landas kontinen. Persetujuarsetaut dapat dicapai karena
Indonesia dapat memberikan akomodasi kepada kepantinegara tetangga antara
lain di bidang perikanartr@ditional fishing righ} maupun hak lintas dari Malaysia
Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya.

Penerapan Wawasan Nusantara di bidang komunikasiralasportasi terlihat
dengan adanya satelit Palapa dan Microwave Systeta adanya lapangan terbang
perintis dan pelayaran perintis. Dengan adanyagikrégrsebut maka luat dan hutan
tidak lagi menjadi hambatan yang besar, sehingga llatas perdagangan dan
integrasi budaya dapat lancar jalannya.

Penerapan Wawasan Nusantara adi bidang ekonomidagat lebih dijamin
mengingat kekayaan alam yang ada menjadi lebih pamerataannya dapat
dilakukan karena sarana dan prasarana menjadibeikh

Penerapan di bidang sosial budaya terlihat daanfitkannya kebijaksanaan
menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal S&bangsa, Setanah Air,
Senasib Sepenanggungan dan berasas PancasikatThiegiajuan masyarakat yang
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sama merata dan seimbang terlihat dari tersediseli@lah di seluruh pelosok tanah

air dan adanya Universitas Negeri di setiap prapins
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BAB X
KETAHANAN NASIONAL

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Rl yang merdeka sejak tanggal listdg 1945, senantiasa tidak
luput dari gejolak dan ancaman yang datang dan dan dalam negeri. Namun
demikian Bangsa Indonesia tetap mampu bertahanniarvensi oenjajahan Belanda,
dan gerakan sparatis RMS, PRRI, Perrmesta, daamamcPKI maupun DI/TIl. Secara
geopolitik dan geostrategi yang terletak diposigang, menempatakan Indonesia
menjadi ajang kepentingan negara-negara besar iggihg menanamkan pengaruhnya.
Hal ini secara langsung akan berdampak negatifitleqhn kelangsungan hidup negara
bangsa.

Apabila kita melihat sejarah perjalanaan Bangsaredia, negara kesatuan RI
tetap tegak berdiri, karena bangsa Indonesia meamietangguhan yang mampu
mengembangkan kekuatan nasional, sehingga dapagatasn ATHG (ancaman
tangantan hamabatan dan gangguan). Oleh karenaddtam usaha menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara maka bardyszesia perlu memiliki ketahanan

yang terus dibina secara berkelanjutan.

B. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan berasal dari asal kata: tahan; tahardeniem tabah, kuat, dapat
menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanaartbgreri hal tahan (kuat), keteguhan
hati, atau ketabahan.

Jadi, yang dimaksud Ketahanan Nasional adalathpétahan atau kuat, keteguhan
hati atau ketabahan dalam rangka kesadaran. Dakamgertian nasional adalah
penduduk dari suatu wilayah yang telah memiliknpentahan nasional yang berdaulat.
Dengan demikian istilah Ketahanan nasional adaleh hal kuat, keteguhan hati,
ketabahan dari kesatuan dalam memperjuangkan kegantnasional suatu bangsa
yang telah menegara.

Pengertian Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggng mendekati pengertian
aslinya adalatNational Resilience yang mengandung pengertian dinamis dari pada

istilah rististence atauendurence.
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Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik sbangsa, berisi keuletan dan

ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangk&natan nasional, di

dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangaaman, hambatan, serta gangguan,

baik yang datang dari luar dan dalam yang langsiamgtidak langsung membahayakan

integeritas, identitas, kelangsungan hidup bangsanggara serta perjuangan mengejar

Tujuan Nasionalnya.

Keadaan atau kondisi selalu berkembang, bahayatatdangan selalu berubah-
ubah, oleh karena itu Ketahanan Nasional harugusdikembangkan dan dibina agar
memandai sesuai dengan peerkembangan keadagredtambangan jaman.

Apabila kita telaah pengertian Ketahanan Nasieaeéra luas kita akan mendapat
tiga “wajah” Ketahanan Nasional, yang walaupun g@#ssamaan, tetapi terdapat
perbedaan satu sama lain. Tiga wajah tersebutradala

|. Ketahanan Nasional sebadaindisi dinamis mengacu kepada keadaan “nyata riil”

yang ada dalam masyarakat, yang dapat diamati dgrageca indra manusia. Sebagai

kondisi dinamis maka yang menjadi perhatian kit@atdadanya ancaman, tantangan,

hambatan dan gangguan (ATHG) di satu pihak danyad&euletan, ketangguhan
untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk masigaicaman.

. Ketahanan Nasional sebadainsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara
diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahte(IPOLEKSOSBUD) dan
keamanan (Hankam). Dalam konsepsi pengaturan inmdiskan ciri-ciri atau sifat
ketahanan nasional tersebut serta tujuan ke dadankeluar.

. Ketahanan Nasionakebagai metode berfikir berarti suatu pendekatan khas
ketahanan nasional yang membedakan dengan metdder bainnya. Dalam ilmu
pengetahuna dikenal dengan metode induktif dan kdiédidal ini dikenal dalam
ketahanan nasional, dengan suatu tambahan yditnabaeluruh gatra dipandang

sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

C. Pengertian Beberapa Istilah

Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan sesorang daptthdrer kuat

menderita atau kuat menanggulangi beban.
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Keuletan adalah usaha yang terus menerus secara giat deag@mpuan yang keras di
dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapdnmencapai tujuan atau
cita-cita.

Identitas adalah ciri khas suatu negara dilihat secardesean [olistik), yaitu negara
yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, guerahan, tujuan nasional serta
peran dinamikanya di dunia internasional.

Integritas adalah kekuatan yang menyeluruh di dalam kehidmaaional suatu bansga,
baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional.

Ancaman;, merupakan hal atau usaha yang bersifat menguliabh merombak
kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsiomalinal serta politik.

Tantangan, merupakan hal atau usaha yang bertujuan ataufdiermenggugah
kemampuan.

Hambatan; merupakan hal atau usaha yang berasal dasetidiri yang bersifat atau
bertutujan melemahkan atau menghalangi secarakumtzepsional.

Ganggunan merupakan hal atau usaha yang berasal dari laag Yersifat atau

bertujuan melemahkan atau menghalang-halangisé&dak konsepsional.

D. Metode Astagatra

Dalam usaha mencapai tujuan nasional senantiasghaeapi ATHG, sehingga
diperlukan suatu ketahanan yang mengandung kenmammengembangkan kekuatan
nasional yang di dasarkan pada pokok-pokok pilsebagai berikut:
a. Manusia yang berbudaya; sebagai makhluk Tuhan tampertama berusaha
mempertahankan kelangsungan hidupngarvival). Secara antropologi budaya manusia
merupakan makhluk Tuhan paling sempurna mempurikali laudi sehingga lahirlah
manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya nakagddibungan dengan alam
sekitarnya dalam usaha mempertahankan eksistensinyadan kelangsungan
hidupnya. Kita mengenal hubungan-hubungan itu adalah:
- Hubungan manusia dengan Tuhannya, dinamakaaniat
- Hubungan manusia dengan Cita-citanya, dinamakaftideologi”
- Hubungan manusia dengan kekuatan/kekuasaamalkaa “politik”

- Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhamalaa “ekonomi”
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- Hubungan manusia dengan manusia lainnya, dinanfakaral”
- Hubungan mansia dengan rasa keindahan, dinama&aiibisdaya”
- Hubungan manusia dengan pemanfaatan alam, dinamh#RaAEK”
- Hubungan manusia dengan rasa aman, dinamakan “Aiénka
Hubungan manusia dengan lingkungannya pada hakekatimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya yang hakiki, yaitu jedgeraan dan keamanan. Untuk
menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan neagjpmalukan suatu konsep
pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan darakan secara serasi dalam semua
aspek kehidupan nasional.

Ketahanan nasional pada hakekatnya merupakan lsirtidalam pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan kigtednpan nasional.

Kehidupan nasional dapat dibagi dalam berbagaikesgleagai berikut:
l. aspek alamaiah meliputi :
a. Posisi dan lokasi geografi
b. Keadaan dan kekayaan Alam,
e. Kemampuan penduduk
Aspek alamiah ini berjumlah 3, maka dikenal dengélahTrigatra
2. Aspek sosial meliputi:
a.ldeologi
b. Politik
c.Ekonomi
d.Sosial dan Budaya
e.Pertahanan Keamanan

Karena Aspek Sosial berjumlah lima mdka&nal dengan istilaRancagatra
Kehidupan nasional merupakan gabungan di antagaffaidan Pancagatra, maka
disebut Astagatra. Antara gatra-gatra itu terdapbtingan timbal balik (korelasi) dan

saling ketergantungan (interdependensi) antaradgatgan lainnya.
E. Aspek Trigatra

1.Posisi dan lokasi Geografi Negara

Secara geografis wujud suatu negara dapat berupa :
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[) Negara yang dikelilingi daratahdnd Locked count)y, misalnya: Negara Laos, Swis,
Afganistan

2) Negara daratan dengan sebagian perairan laut,nygskbk, Nrunai Darusalam.

3) Negara pulaul¢land Statgmisalnya Australia, atau Malagasi.

4) Negara Kepulauai\(chipelagic Statg misalnya: Indonesia.

Bentuk, keadaan dan lokasi geografi suatu negaigasanempengaruhi kehidupan
bangsa, yang mendiaminya dalam penyelenggaraanpetagaturan kesejahteraan dan
keamanan. Negara kepulauan dalam membina Ketahaaionalnya harus lebih
banyak memanfaatkan potensi lautnya, sedang nemaleys akan lebih banyak
memanfaatkan potensi daratnya.

Posisi dan lokasi geofrafis suatu negara sangaentekan peran negara tersebut
dalam dalam percaturan lalu lintas dunia, sehingigan menghadapi bentuk-bentuk
ancaman yang berbeda. Dapatlah ditarik kesimpuddmva letak geogfrafi suatu negara
akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional regyagyaa.

Pengaruh letak geografis terhadap politik melamig@opolitik sertageostrategi,
sehingga dikenal dengan wawasan nasional suagshdam@ang tumbuh karena pengaruh
tersebut. Pengaruh di atas dikenal dengan istilalw&¥an Benua, Wawasan Samodra,
Wawasan kombinasi. Bangsa Indonesia berpendapatabmengenai wawasan benua,
atau wawasan dirgantara kurang memandai bersifetrralan tidak kekal. Pemanfaatan
tanah, air, dan ruang yang diintegrasikan dengauareumsur sosial secara simultan di
dalam susuanan yang serasi, seimbaang dan dinapé$ chenunjang penyelenggaraan
dan peningkatan Ketahanan Nasional. Dengan demilsatiap negara dapat

mengembangkan wawasan sendiri-sendiri sesuai désogalisi geografisnya.

2. Keadaan Kekayaan Alam

Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumb@otarsi alam yang didapatkan di
bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah kedaan suatu negara, dan dapat dirinci
sebagai berikut:

a. Kekayaan alam digolongkan dalam:

1). Hewani (fauna)

2). Nabati (flora)
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3). Mineral (tambang)

b. Sifat kekayaan alam

1)Dapat diperbaharui (hutan, hewan, dll)

2)Tidak dapat diperbaharui (mineral, tambang mingakas, dll.)
c.Keberadaan kekayaan alam:

1). Di atmosfir (oksigin, sinar mantahari, gl

2). Di permukaan bumi (faura dan fauna)
3). Didalam bumi (barang-barang tambang)

Sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidalerata dan tidak teratur,
sehingga ada negara kaya sumber daya alam daramagkin sumber daya alamnya.
Hal demikian menyebabkan menyebabkan adanya keterggan antar negara tersebut
yang dapat menimbulkan problem hubungan internakiyang kompleks.

Apabila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi,anmegara tersebut dengan berbagai

cara akan berusaha memenuhinya, sehingga seritgltimasalah-masalah ekonomi,

politik, sosial budaya dan Hankam. Oleh karenakiglayaan alam sebagai kekuatan

nasional harus dapat dekembangkan dan dimanfaatiak menunjang pembangunan

nasional. Agar dapat mengatasi kerawanan dan amcgaregy mungkin timbul, maka

diperlukan menejemen pengelolaan kekayaan alambamigsarkan asas:

a). Maksimal, dalam arti bahwa kekayaan alam harus dapat memisfaat secara
maksimal untuk masyarakat dan pembangunan.

b). Lestari, sumber kekayaan alam harus dipelihara kelestary@aragar dapat

dimfanfaatkan selama mungkin.

c). Daya Saing, kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk menguiatgrgantungan

dari negara lain .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktoakakn alam apabila dikelola
dengan baik, dapat meningkatkan ketahanan nasiorehun apabila tidak dapat
mengelola dengan baik maka akan mengganggu ketahas#nal.

3. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilagghra. Manusia adalah

faktor penentu dalam melakukan sesuatu tindakargatekata lain manusia menentukan

apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketharasional. Dalam arti bahwa
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pengusahaan penyelenggaraan negara unyuk kesag@htdan keamanan tergantung

pada manusia. Masalah yang berkaitan dengan keatka kemampuan penduduk

adalah:

a.Jumlah penduduk akan berubah karena kematraortglitas), dan kelahiran

(fertilitas) dan migrasi.

Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menunut, jenis kelamin. Agama,
suku bangsa, dan tingkat pendidikan dll.

Persebaran penduduk yang mempunyai pengaruh lapgsthradap penyediaan tenaga
kerja untuk mengelola kekayaan alam dan juga bggreh terhadap tersedianya
personal yang mampu mengelola Hankam. Oleh kar&mapérlu penyebaran
penduduk merata, agar dapat menyelenggarakan kesejan dan keamanan.

Pertumbuhan penduduk yang cepat bila tidak disedigan pertumbuhan
lapangan kerja yang memandai akan menimbulkan pgggsaan. Pengangguran yang
diakibatkan krisis moneter menimbulkan dampak sosial ekonomi dan keamanan.

Pertumbuhan penduduki yang tidak disertai kualitasimber daya manusia akan

berakibat ketimpangan pertumbuhan sosial ekonomi adirnya akan melemahkan

Ketahanan Nasional. Oleh karena itu diperlukan pzantangan pemerintah untuk

meningkatkan keseimbangan pertumbuhan penduduk, yeparan penduduk,

pertumbuhan ekonomi, yang seimbang, dan muaraagatdneningkatkan ketahanan

nasional.

F.. Aspek Pancagatra
1. Ideologi

Pengertian ideologi diartikan sebagai prinsip gaeahan(guiding principles)
yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuamg yhendak dicapai didalam
melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehichgsional suatu bangsa dan
negara. ldeologi adalah ilum tentang pengetahaaard atau dapat disamakan dengan
cita-cita. Dengan lain perkataan bahwa ideologiup&kan suatu konsep yang mendalam
mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yaggidiperjuangkan dalam suatu
kehidupan nyata (Endang Zaelani Sukaya, 2000: 105).
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Sesuai dengan kompleksitas kehidupan manusia ide&bgi menjabarkan diri ke
dalam sistem nilai. Sistem nilai adalah serangkaikm yang terseusun secara sistematis
dan merupakan kebulatan ajaran atau doktrin.

Faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang ide@dalah nilai dan sistem
nilai. Ideologi yang baik harus mampu menampungrasippmanusia baik secara pribadi
dan makhluk sosial sesuai dengan kodratnya. Agaatdaencapai ketahanan nasional di
bidang ideologi diperlukan penghayatan dan pengamadeologi secara sungguh-
sungguh.

Ketahanan Nasional di bidang ideologi bangsa Insiangitujukan untuk mengatasi
ancaman yang membahayakan kelangsungan kehide@acasila sebagai dasar falsafah
bangsa Indonesia. Meskipun Pancasila telah diadhagai ideologi negara tetapi belum
memberi jaminan Ketahanan nasional di bidang a@golAgar bangsa Indonesia
memiliki ketahanan di bidang ideologi maka nildanPancasila harus dijadikan sebagai
pandangan hidup, dan diperlukan pengamalan Biéacsecara obyektif dan sobyektif.
Artinya nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakdndalam UUD dan peraturan di
bawahnya, serta dalam segala aspek penyelengg@arane Sedang pelaksanaan
Pancasila secara sobyektif adalah aktualisasidgeoegara dalam kehidupan warga
negara , serta kehidupan warga negara secarapgaor. Hal ini terwujud dalam sikap,
perilaku, kepribadian setiap warganegara persgaradalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melakaa dan mengaktualisasikan
ideologi, baik aktualisasi obyekti dan sobyektifaka makin tinggi ketahanan ideologi
sautu bangsa. Dalam strategi pembinaan ideol@gbalderapa prinsip antara lain:
¢ Ideologi harus diaktualisasikan baik bidang kenagiardan oleh setiap warga negara.
¢ Ideologi sebagai perekat pemersatu harus senarditmaamkan kepada seluruh

warga hegara.
¢ Ideologi harus dijadikan panglima, atau politik, ekonomi, budaya dan Hankam

harus bersumber dan mengacu pada ideologi bangsan bdkan sebaliknya

(Abdulkadir Besar, 1998).
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¢ Akatualisasi ideologi dikembangkan ke arah ketedlamkdan kedinamisan ideologi
yang senantiasa mampu mengantisipasi perkembangaranj dan dinamika
masyarakat.

¢ Ideologi Pancasila mengakui keanekargaman daldophierbangsa dan bernegara.
Ideologi dijadikan untuk mempersatukan, dan mermejakan bangsa.

¢+ Kalangan elit eksekutif, yudikatif, legeslatifaras mewujudkan cita-cita untuk
memperbaik nasib bangsa denggan malaksanakan GHRHN. politik harus
mengedepankan kepentingan bangsa, dan konsekwebremgas koropsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN).

¢ Mensosialisasikan Ideologi Pancasila sebagai ligihmmanis, religius, demokratis,
nasionalistis dan berkeadilan. Proses sosialisiasiHancasila secara obyektif, ilmiah
bukan doktiner, dengan metode sesuai dengan pegkggab jaman.

¢ Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negarar agamiliki kesadaran
berbangsa dan bernegara dengan meningkatkamasiotintuk mewujudkan cita-
cita bangsa. Perlunya perbaikan ekonomi masyarakaik mengakhiri krisis
multidimensional ((Endang Zaelani Sukaya, 200: 109)

2 Politik

a. Pengertian

Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas, haJudan kebijaksanaan yang

digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaah kaleena itu masalah politik sering

dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam seg#wanyang berbeda di tangan

pemerintah. Kehidupan politik dapat dibagi ke datbua sektor:

¢ Sektor masyarakat yang berfungsi memberikan mas(ikaut), terwujud dalam
pernyataan keinginan dan tuntutan kebutuhan malsygar

¢ Sektor pemerintahan berfungsi sebagai keluamanput) yang berupa kebijaksanaan
yang melahirkan peraturan perundang-undangan y@ngpakan keputusan politik.
Sistem politik menentukan bagaimana kehidupaiitilpoldilaksanakan sebagai

pencerminan interaksi antara masukan dan keluak®seimbangan dan keserasian

antara masukan dan keluaran tersebut selalu bersdbedra dinamis sesuai dengan

tingkat stabilitas nasional. Upaya bangsa Indonesituk mengkatkan ketahanan di

bidang politik adalah upaya mencari keseimbangank#serasian antara masukan dan
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keluaran berdasarkan Pancasila yang merupakanrpgnee dari demokrasi Pancasila,

dimana dalam penyelenggaraannya di atur sebagdaitbei

[). Kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetaparus dilaksanakan secara

bertnggungjawab, dan kebebasan harus melekat paEuggungjawab terhadap

kepentingan bersama.

2). Tidak akan terjadi “dominasi mayoritas” sebattakt selarah dengan semangat

kekluargaan yang mengutamakan musyawarah untuk eveiep mufakat.

b. Ketahanan Aspek Politik Dalam Negeri

Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik, dipertukehidupan politik bangsa yang

sehat, dinamis, mampu memelihara stabilitas poligkdasarkan Pancasila, UUD 1945

yang menyangkut

). Sistem pemerintahan berdasarkan Hukum, tidaidadsarkan kekauasan bersifat
absolut, dan kedaulatan ditangan rakyat, dilakigeoenuhnya oleh MPR

2). Dalam mekanisme politik dimungkinkan adanya bpdaan pendapat, namun
perbedaan tersebut tidak menyangkut nilai dasdningga tidak antagonis yang
menjurus kepada konflik.

3).Kepemimpinan nasional diharapkan mampu menga#lasikan aspirasi yang hidup

dalam masyarakat, dengan tetap memegang teguinideiPancasila.

4). Terjalin komunikasi politik timbal balik antapemerintah dengan masyarakat, antar

kelompok dan golongan dalam mewujudkan tujuan nasio

c. Ketahanan Aspek Politik Luar Negeri

[). Hubungan politik luar negeri ditujukan untuk merkatkan kerjasama internasional di
berbagai bidang atas dasar saling menguntungkamdmingkatkan citra positif
Indonesia dan memantabkan persatuan dan kesatuan.

2). Politik luar negeri dikembangkan berdasarkaralsskprioritas dalam rangka
meningkatkan persahabatan dan kerjasama antaranbgakembang, negara maju
sesuai dengan kemampuan dan kepentingan nasi@@sima antar negara ASEAN
dalam bidang ekonomi, sosial budaya, Iptek dajagama dengan negara Non Blok.

3). Citra positif bangsa Indonesia perlu ditingleatkmelalui promosi, diplomasi dan lobi

internasional, pertukaran pemuda dan kegiatan agghr
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4). Perjuanggan bangsa Indonesia di dunia untukinglkatkan kepentingan nasional
seperti melindungi kepentingan Indonesia dari &@gi diplomasi negatif negara lain,
dan hakWNI di luar negeri perlu ditingkatkan (Susaeno, 2000: 116).

C. Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemeridth masyarakat di dalam
mengelola faktor-faktor produksi (sumber daya alenaga kerja, modal, teknologi dan
menejemen) dan distribusi barang serta jasa untekej&hteraan rakyat. Upaya
meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meatkegk kapasitas produksi dan
keloancaran barang dan jasa secara merata ke lselilayah negara. Ketahanan di
bidang ekonomi sangat erat sekali dengan ketah@amsanal suatu bangsa.

Tekat bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuanonabkiyang termuat dalam
Pembukaan UUD 1945 , dituangkan dalam pembangunasiomal. Oleh karena
pembangunan tidak dapat dilakukan secara menyellsldm waktu bersamaan, maka
diperlukan pembangunan yang menitikberatkan di rgda&konomi dengan tidak
mengabaikan bidang-bidang lainnya. Dalam pembamgwk@nomi menitik beratkan
peningkatan pendapatan nasional, namun harus menjgamerataan dan keadilan. Hal
ini berarti harus mencegah semakin lebarnya jupergisah antara sikya dan simiskin.
Dampak pelaksanaan pembangunan ekonomi diharapkapat d mempercepat
pertumbuhan perluasan lapangan kerja.

Dalam usaha mewujudkan Ketahanan Ekonomi bangsarlalign stabilatas
ekonomi yang sehat dan dinamis, dan mampu meneipt&kmandirian dengan daya
saing tinggi, serta muaranya untuk kemakmuran atakyang adil dan merata.
Pembaangunan diharapkan memantabkan ketahananmgkenelalui iklim usaha yang
sehat serta pemanfaatan Iptek, tersediranya batangjasa, dan meningkatkan daya
saing dalam lingkup perekonomian global.

Agar dapat terciptanya ketahanan ekonomi yang idikag perlu upaya pembinaan
terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain:

I. Sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakgatalui ekonomi kerakyatan
untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa.
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2. Ekonomi kerakyatan harus menghidari; a) sistiiee fight liberalism yang
menguntungkan pelaku ekonomi kuat, b) siseatisme, negara beserta aparatur
ekonomi negara bersifat dominan serta mematikaengotdaya kreasi unit-unit
ekonomi di luar sekotor negara. C) Tidak dibenarkdanya pemusatan kekuatan
ekonomi pada suatu kelompok dalam bemtubnopoli yang bertentangan dengan
cita-cita keadilan.

3. Struktur ekonomi dimantabkan secara seimbang dimgsaenguntungkan dalam
keselarasan, keterpaduan antar sektor pertanisstriidan jasa.

4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usahanzerstas dasar asas
kekluargaan, serta mendorong peran masyarakataseddif. Perlu diusahakan
kemitraan antara pelaku ekonomi dalam wadah kegiatséara Pemerintah, BUMN,
Koperasi, Badan Usaha Swasta, Sektor Informal untelvukudkan pertumbuhan,
pemerataan dan stabilitas ekonomi.

5. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harastgesa dilaksanakan melakui
keseimbangan dan keselarasan pembangunan antgailwilan sekor.

6. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam mlesiikan kemandirian ekonomi,
dengan memanfaatkan sumber daya nasional mema&aadatek dalam mengahdapi
setiap permasalahan serta tetap memperhatikan gatmmkerja (Sumarsono, 2000:
120).

Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan mel@embangunan nasional
yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan fakattefr non teknis dapat mempengaruhi
atau aspek-aspek lain saling mempengaruhi karafingsterkait dan tergantung,
misalnyastabilitas politik. Jadi aspek-aspek yang terkait dengan faktor-faidao teknis
harus diperhatikan.

Dengan demikian ketehanan ekonomi diharapkan mamguelihara stabilitas
ekonomi melalui keberhasilan pembangunan sehinggaghasilkan kemandirian

perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi
D. Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai konaiantik budaya bangsa yang

berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan masidalam menghadapi dan
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mengatasi ATHG baik yang datang dari dalam dan lusng langsung dan tidak
langsung membahayakan kelangsungan hidup sosiaN#&1 berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.

Wujud Ketahanan Sosial budaya tercermlard&ondisi kehidupan sosial budaya
manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdamarRancasila, yang mengandung
kemampuan bentuk dan mengembangkan kehidupan!| dmsilrya manusia dan
masyarakat Indonesia beriman dan bertaqwa terhdadéan YME, rukun, bersatu,
berkualitas, maju dan sejahtera, dalam kehidupdarase serasi, seimbang serta
kemampuan menangkal budaya asing yang tidak sdsudéya nasionalEsensi
Ketahanan budayaadalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidugsl badaya,
dengan demikian ketahanan budaya merupakan penggarbaosial budaya dimana
setiap warga masyarakat dapat mengembangkan keraangibadi dengan segenap
potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Samar200: 124). Nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila akan diwujudkan selzgean tuntutan sikap dan tingkah
laku bangsa dan akan memberikan landasan, semawgayang secara khas merupakan
ciri pada elemen-elemen sosial budaya bangsa Isdone

Dalam negara berkembang, ada fenomena perubaséad gang disebabkan
adanya faktor-faktor fisik geografis, biologis, mekogis dan kultural, terutama faktor
teknologis cultural memegang peranan penting upéukbahan sosial.

Faktor di atas bila dihubungkan dengan ketahanaay@j pengaruh budaya luar
yang negatif dapat membahayakan kelangsungan hiolugaya nasional. Utuk
menceganya diperlukan “filter” dimana unsur-unsadisi bangsa, pendidikan nasional,
kepribadian nasional memegang peranan penting dakamapis ancaman tersebut.

Dalam era reformasi bangsa kita kurang memperhatikgahanan di bidang sosial
budaya, hal ini dapat dilihat dengan adanya peaaf&eliru terhadap kebebasan yang
justru mengakibatkan konflik berbau SARA yang dahdikritik oleh Orba dan LSM
dan sangat disayangkan banyak nyawa dibantai nasolin mengatasinya (berita
terakhir kasus Ambon 12 orang dibantai dan sebeabjgdibakar pada tangal 28 April
2002).

Dalam ketahanan di bidang budaya harus diingat datahwa demokrasi harus

menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyartilak hanya bidang politik saja
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melainkan bidang ekonomi, budaya dan agama. Olem&atu sudah saatnya kalangan
intelektual kampus mengembangkan ketahan nasiana@nbhanya untuk kepentingan
kekuasaan, sekelompok penguasa, namun untuk kegenti keamanan dan

kesejahteraan seluruh bangsa agar dapat hidup damdamai yang mengedepankan

nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kyatan dan keaadilan.

E. Ketahanan di bidang Keamanan
1. Pengertian

Ketahanan Pertahanan dan Keamanan diartikan seba@andisi dinamik
kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa inddesi keuletan dan ketangguhan
yang mengandung kemampuan mengembangkan nansidaddm menghadapi dan
mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalamgyangsung dan tidak langsung
membahayakan identitas, integritas dan kelangsunigainp bangsa dan negara
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ujud ketahanan di bidang keamanan tercermin dalamdiki daya tangkal bangsa
Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh ralggalg mengadung kemampuan
memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan anggarg dinamis, mengamankan
pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuarpen&zhankan kedaulatan negara
dan menangkal segala bentuk ancaman (Sumarsor, 2Z%).

Dengan demikian ketahanan di bidang keamanan allaldbtan dan ketangguhan
bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upkyadyara, atau suatu perjuangan
rakyat semesta; dimana seluruh kekuatan Ipoleksieslamkam disusun, dikerahkan
secara terpimpin, terintegrasi, terkoordinasi, knteenjamin penyelenggaraan Sistem
Ketahanan Nasional, menjamin kesinambungan pembangu nasional dan
kelangsunggan NKRI berdasarkan Pancasila, dan U3, |yang ditandai dengan
prinsip-prinsi sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih dietaerdekaan, perang merupakan

pilihan terakhir untuk mempertahankan NKRI dangndési nasional.

2.Pertahanan keamanan dilandasi landasan idiilaBaaclandasan konstitusional

UUD 1945, landasan visional Wawasan NusantarataRanan dan Keanaman

Negara merupakan hak dan kewajiban bangsa Indometsik mewujudkannya.

169



3.Pertahanan keamanan Negara merupakan upayaugrgang melibatkan

segenap potensi dan kekuatan nasional. Setiap Wéjib wkut bela negara,

dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawabbeekarban, mengabdi kepada
bangsa-negara  pantang menyerah. Upaya pertahaaankehmanan yang
melibatkan kekuatan nasional dirumuskan dalamroioRertahanan dan keamanan

NKRI.

4.Pertahanan dan Keamanan diselenggarakan dengashankamnas

(Sishankamrata). Hal ini bersifat total, kerakpatkewilayahan. Pendayagunaan

dalam mengelola pertahanan keamanan dilakukan aseqaimal, terkoordinasi

untuk mewujudkan kekuatan dan keamampuan pertahdararkeamanan negara
dalam keseimbangan, keserasian, antara kepentiegajahteraan dan keamanan.
5.Segenap kekuatan dan kemanpuan pertahananedamakan rakyat semesta,
dorganisasikan ke dalam TNI dan Polri. PembangukRRRI dengan jati dirinya

sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentaianma. Perannya tetap diabdikan

untuk kepentingan Bangsa Indonesia dan keutuhanl BiRnartono, 2000: 127).
2.Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekudtagkat kemampuan dan
gelar kekuatan. Dalam membangunan kekuatan Harikaslapat empat pendekatan
yaitu pendekataancaman, misi, kewilayahan dan politik. Pada konteks ini perlu ada
pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara madtaamanan dan pertahanan.
Pertahanan diserahkan kepada TNI, sedang keamateam degeri diserahkan kepada
POLRI. TNI dapat dilibatkan untuk menangani masalalam negeri jika POLRI tidak
mampu karena eskalasi ancaman yang meningkat kda&eaarurat.

Pembangunan kekuatan Hankam harus mengacu kepamsepk Wawasan
Nusantara, dinama Hankam diarahkan untuk selurddtyah RI, disamping kekuatan
Hankam harus mampu mengatisipasi predeksi ancamaanlwhr sejalan dengan
kemajuan IPTEK meliter yang menghasilkan daya gemarak jauh.

Hakekat Ancaman, rumusan hakekat ancaman akan mempengaruhi kefijd&n
strategi kekautan hankam. Kesalahan dalam merwnuslakekat ancaman akan
mengakibatkan fustur kekuatan tidak efektif dalaengahadapi gejolak dalam negeri .

Dalam merumuskan hakekat ancaman perlu pertimbduastelasi geografi dan
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kemajuan Iptek. Musuh (ancaman) yang datang daridkan menggunakan sarana laut,
udara karena Indonesia merupakan negara kepunal@leh karena itu perlu adanya
pembangunan Hankam secara proporsional dan seinasivaga AD, AL, dan AU serta
keamanan POLRI. Pesatnya kemajuan Iptek perluisipasi dan diwaspadai serangan
langsung lewat udara oleh kekuatan asing yang hkénkiepentingan terhadap
Indonesia. Sebagai contoh Isu-isu yang akan diakwiustralia membangun pangkalan
peluncuran satelit di Pulau Chrismas sebelah &elaulau Jawa yang berjarak kurang
500 Km, merupakan serangan potensial untuk melkaourudal jarak menengah
menghancurkan kota Jakarta.

Gejolak dalam negeri, dalam masa globlisasi saat ini kondisi dalam neggang
kacau dapat mengundang campur tangan asing. Ingrpéhak asing dapat berdalih
untuk menegakkan nilai-nilai HAM, demokratisasinpgakakan hukum, dan lingkungan
hidup, namun semuanya itu dilakukan untuk kepeatingasional mereka.Situasi yang
kacau dapat terjadi jika unsur utama kekuatan Hankan kompunen bangsa tidak
mampu mengatasi permasalahan dalam negeri. Olebn&aitu perlu diwaspadai
hubungan antara kekuatan dalam negeri dan kemuwargkimervensi asing (Sumarsono,
2000: 129).

Dalam era sekarang telah terjadi pergeseran geigdadi arah geoekonomi, hal ini
akan terjadi perubahan dalam penerapan kebijaksadaa strategi negara dalam
mewujudkan kepentingan nasional. Penerapan cawnedadam penerapan kebijakan akan
meningkatkan eskalasi konflik regional dan konflddam negeri yang akan mendorong
keterlibatan super power di dalamnya. Oleh karenperlu membangun postur kekuatan
Hankam yang memiliki profesionalisme untuk melaledan: |. Kegiatan intel stategis
dalam semua aspek kehidupan nasional. 2, Melakaanadrtlahanan udara, darat dan
laut. 3, Mememilihara dan menegakkan keamanan dakgeri, 4. Memmbinan potesi
dan kekuatan wilayah dalam semua aspek kehiduptuk umeneingkatkan Tannas. 5.
Memelihara stabilitas nasional secara menyelurahbgalanjut.

Dalam usaha untuk melindungi diri sendiri dari aman dari luar dan dalam
dengan anggara sangat terbatas, maka perlu dikgkdrarkekuatan Hankam yang
meliputi: I. Perlawanan bersenjata terdiri dariabayata merupakan kekuatan TNI yang

selalu siap dan dibina sebagai kekuatan cadanganpala potensial yang terdiri atas
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Polri dan Ratih sebagai fungsi Wanra. 2. Perlawdidak bersenjata yang terdiri dari
Ratih dengan fungsi Tibum, Linra, Kamra, dan Linm&s Kompunen pendukung
perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata sesmgjad bidang profesinya dengan
pemanfaatan semua sumber daya nasional, sarangrdsarana serta perlindungan
masyarakat terhadap perang dan bencana lainnya.

Dengan demikian ketahanan Pertahanan dan keamam diamginkan adalah
kondisi daya tangkal bangsa dengan dilandasi kesadela negara oleh seluruh rakyat
yang mengandung kemampuan memelihara stabilitasal@@an dan Keamanan yang
dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilm@mpertahankan kedaulatan

negara, menangkal segala bentuk ancaman.

3.Keberhasilan Ketahanan Nasional
Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminatal&man Nasional yang
mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosiafldoya dan pertahanan keamanan,
sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yangs lthmiliki dalam semua aspek
kehidupan bermasyrakat, berbangsa, dan bernafgaan wadah NKRI yang dilandasi
Pancasila, UUD 1945 dan landasan visional Wawasasahtara. Dalam mewujudkan
Ketahanan Nasional diperlukan kesadaran setiap d\ldegara indonesia, yaitu:

I. Memiliki semangat perjuangan non fisik berupalk&n dan ketangguhan yang
tidak mengenal menyerah yang mengandung kemammergembangkan
kekuatan nasionaldalam rangka menghadapi segalGABaik yang datang
dari dalam dan luar, untuk menjamin identitas, gritas, kelangsungangan
hidup bangsa dan negara serta perjuangan menogga hasional.

Sadar dan pedulu terhadap pengaruh yang timbul pagek ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, dan Hankam, sehinggapsaWNI baik individu
maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tetsebleh karena bangsa
Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekdal tersebut tercermin
dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, sadam geduli terhadap pengaruh

yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bemegata mengiliminir pengaruh-

pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhakiahanan Nasional Indonesia.
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Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukantuisueebijakan Umum dan

pengambil kebijakan yang disebut Polstranas (Suwmnarg 2000: 133).

G. Interelasi Antar Gatra

1. Ketahanan nasional hakekatnya tergantung pacf@rkpuan bangsa dan negara di
dalam mempergunakan aspek alamiahnya sebagagri gasgelenggaraan dan
kehidupan kehidupan nasional di segala bidang .

2. Ketahanan Nasional mengandung pengertian keutuharmdna terdapat saling
hubungan erat antar gatra di dalam keseluruhaidiedéin nasional.

3. Kelemahan salah satu bidang dapat mengakibatkaméban di bidang lainnya dan
mempengaruhi kondisi keseluruhannya.

4. Ketahanan Nasional bukan merupakan penjumlaham&esa segenap gatra, tetapi

ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspelasestruktural dan funsional.

H. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional
1. Kedudukan Ketahanan Nasional
Konsepsi  Ketahanan Nasional merupakan suatu najargang diyakini
kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serapakan cara terbaik yang perlu
diimplementasikan dalam kehidupan nasional yamgnirdiwujudkan. Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan landaseeptual yang didasari oleh
Pancasila dan UUD 1945 sebaggai landasan ideikdastitusional.
2. Fungsi Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi a&ebag
Doktrin Dasar Nasional, atau sebagai Metode Perahingehidupan Nasional dan
sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional, antara lai
|. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagéatrin Dasar Nasional perlu
dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola piola sikap, pola tindak, dan pola
kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yarmgjfat inter regional (wilayah),
inter sektoral maupun multi disiplin. Konsep dakén ini diperlukan supaya tidak ada
cara berpikir yang terkotak-kotak. Salah satu alakan adalah apabila terjadi

penyimpanggan maka akan terjadi pemborosan wakiuagh dan sarana yang
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3.

berpotensi menjadi hambatan. Hal ini bila dibiarkakan dapat menyebabkan

penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional.

. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai dasar pembangunan, pada

hakekatnya merupakan arah dan pedoman dalam pedetspembangunan nasional
di segala bidang secara terpadu dan dilakukarasesncana program.

Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagtbde Pembinaan Kehidupan

Nasional pada hakekatnya merupakan suatu metodgrahtyang mencakup seluruh

aspek yang terdiri dari aspek alamiah (Sikaya mardpn aspek sosial (Ipoleksosbud-
Hankam) (Endang Zaelani Sukaya, 2000: 74-75).

|. Sifat Ketahanan Nasional

1. Manunggal

Ketahanan nasional merupakan akumulasi dari &edih bidang Ipoleksosbud-

Hankam. Dengan demikian ketahanan di bidang Tagdan Pancagatra tidak dapat

berdiri sendiri dan harus selalu berada dalam &esshn dan kehidupan antar aspek

untuk meningkatkan Ketahanan Nasional.

2.

Mawas ke dalam Ketahanan Nasional ditujukan dan diarahkan keardaliri bangsa
dan negara Indonesia, namun hal itu bukan berbengsa Indonesia melakukan
isolasi atau bersifat nasionalisme sempit.

Berkewibawaan, @ Ketahanan Nasional harus dapat memberikan dampak
kewibawaan nasional , yang diperhitungkan olehalpi lain dan merupakan daya
tangkal serta daya cegah dari keinginan lawan umeerkgganggu kita.

Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kelatan. Ketahanan
nasional dapat dipandang merupakan pilihan (atéyrlain dari konsepsigower
Politics” yang dianut negara-negara maju pada umumnya.ilapainsep “power
politics” bertumpu pada kekuatan fisik, maka katsn nasional tidak
mengutamakan kekuatan fisik saja, melainkan jug&udtan lainnya, seperti
kekuatan moral yaitu saling menghargai dan memgkdén konsultasi serta

menjauhi konfrontasi.
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5. Percaya pada diri sendiri, Ketahanan Nasional dikembangkan berdasarkap sika
mental percaya pada diri sendiri serta tidak mengmgkan kepada pihak lain.
Bantuan dari luar hanya merupakan pelengkap, boteanadi andalan utama.

6. Tidak tergantung pada pihak lain, Kebanyakan negara berkembang sebagai bekas
jajahan sering masih dipengaruhi mental koloniah thsa ketergantungannya kepada
negara bekas jajahannya. Sikap mental demikiarstthkikis habis dan ditumbuhkan
sikap mental percaya pada diri sendiri yang gtiki dan nasionalistik, tanpa
terjerumus pada sifat nasionalisme sempit atauwthisme, (Sunarso, 2000: 44).

J.Hakekat ketahanan Nasional

Pada hakekatnya ketahanan Nasional ialah kemamgamanketangguhan suatu
bangsa untuk menjami kelangsungan hidupnya. Perygéeaan Ketahanan Nasional
dilakukan melalui pendekatan Keamanan dan kesegerte
1. Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketaihgaiag berbentuk kemampuan
bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan téanasionalnya menjadi
kemakmuran yang adil merata, baik rohaniah dangasah.
2.Keamanan adalah kemampuan dalam melindungi kelzerdstangsa, serta melindungi
nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancamarddi&am maupun dari luar.
3. Kedua pendekatan keamanan dan kesejahterahrdiglamakan bersama-sama.
Pendekatan mana yang ditekankan tergantung padiskdan situasi nasional dan
internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan rdsmertingkat keamanan tertentu,
demikian pula keadaan sebaliknya. Dengan demikialuasi penyelenggaraan
Ketahanan Nasional sekaligus memberikan gambansanig tingkat kesejahteraan dan
keamanan suatu bangsa.
4.Konsep Ketahanan dikembangkan berdasarkan kdWseypasan Nusantara, sehingga
konsep ketahanan Nasional dapat dipahami dengdn dgzabila telah memahami
Wawasan Nusantara. Dengan memiliki konsep KetahBagional, maka keluaran yang
hendak dicapai adalah:
a. Dari segi ideologi, mampu menetralisir pengarwdoldgi yang datang dari luar.
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. Dari segi politik, mampu menjabarkan nilai-nilainasila dan UUD 1945, sehingga
dapat mewujudkan sistem politik yang mampu mensirgbengaruh negatif dari
pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi.

. Dari segi ekonomi, mampu mewujudkan kondisi ekongamg tidak mudah goyah
oleh perkembangan-perkembangan lingkungan stsayagig dihadapi.

. Dari segi sosial-budaya, mampu mewujudkan sosidgypa yang tidak mudah
terpengaruh oleh budaya negatif yang datang dari lu

. Dari segi pertahanan keamanan, mampu mewujudk&oaten pangkal dan
penyangga, sehingga mampu mencegah keinginan p#iakyang secara fisik
berusaha mengganggu integrasi nasional bangsadsidon

Dengan demikian diharapkan kekuatan nasional mampelakukan tindakan-

tindakan repriseif terhadap segala ganguan-ganggaramterjadi.
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BAB Xl
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. Pengantar
1. Pengertian Politik.

Dalam keseharian, terkadang kita tidak secara dasfaentuhan dengan politik,
atau kita sadar bahwa kita sedang berpolitik. Narapakah kita sudah paham dengan
politik? Apa politik itu? Digunakan dalam hal ap®&agaimana praktiknya dalam
kehidupan sehari-hari? Apakah politik itu sama @ngegara? Pertanyaan-pertanyaan
ini sering muncul di benak orang awam bahkan jug@dapkaum terpelajar. Maka harus
ada usaha untuk menjelaskan secara obyektif. Adagoyang sering menggunakan
istilah politik dengan sembarangan untuk mengataesuatu yang sebenarnya bukan
fenomena politik. Misalnya dia berkata....... " Ddapat untung banyak karena politik
dagangnya hebat!”. Ada yang mengerti istilah gdoliéipi secara sempit,...... “Aku tidak
suka politik, karena dalam politik isinya hanyat@ng-orang dengan tingkah laku jahat
dan kotor”.

Kesalahan pemahaman dalam masyarakat seperti jar s@a dan tidak bisa
disalahkan, tetapi perlu dicerahkan agar cerdas ahami politik dengan obyektif.
Padahal orang-orang juga akan merasakan ketika leigan bakar minyak naik, maka
hal pertama yang terbersit dalam pikirannya, “pémt@n kok tega menaikkan bahan
bakar minyak”. Dengan kalimat itu sebenarnya menkkgn adanya ketidaksetujuan
dalam diri masyarakat, tapi karena tidak sadar lbakebijakan yang dibuat pemerintah
juga merupakan hak bagi warga negara untuk iklib&rdalam proses pembuatannya.
Akhirnya masyarakat juga harus paham bahwa piltikan untuk dihindari, tetapi
diakrabi agar tahu bahwa karena politiklah kehidupasyarakat akan dipengaruhi.

Kata “politik” menurut asal katanya berasal darhdsa Yunani golitea”, yang
akar katanya adalaliPolis”, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiriisepditu
negara, sedandéia” , berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, paldikm arti Politics
mempunyai makna kepentingan umum warga negara dSoatgsa Maka Politik
merupakan suatu rangkaian asas,prinsip, keaddan, f@ara, dan alat yang digunakan
untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehend&alitics dan policy mempunyai
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hubungan yang erat dan timbal balik, dalam artmaapolitics memberikan asas,jalan,
arah dan medannya, sedangkaticy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asa,
jalan, cara dan arah tersebut sebaik baiknya.

Dalam bahasa Inggripplitics adalah suatu rangkaian prinsip , keadaan, cara dan
alat yang digunakan untuk mencapai tujuan terteSedangkarpolicy yang dalam
bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksaadalah penggunaan pertimbangan
pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamlak&ananya suatu usaha, cita cita
atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaks@anbiasanya dilakukan oleh
penguasa atau pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuaartujegara dan cara cara
melaksanakannya. Pelaksanaan pencapaian tujuaneitierlukan kebijakan kebijakan
umum yang menyangkut pengaturan, pembagianatauplkasa sumber sumber yang
ada. Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan unpemgaturan, pembagian, maupun
alokasi sumber sumber yang ada tersebut memerlkkénasaan dan wewenang.
Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yargasaenting dalam pembinaan
kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkirbgindalam proses pencapaian
tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hall yang berkaitan dengan negara,
kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan débds atau alokasi sumber sumber

daya yang ada.

2. Beberapa Konsep yang Terkait dengan Politik
a. Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam veddyah yang memiliki kekuasaan

tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan

Kekuasaammerupakan kemampuan seseorang atau sekelompok aenatiodg
mempengaruhi tingkah laku seorang atau sekelompaRkgolain agar sesuai dengan
keinginannya. Dalam politik yang perlu mendapahpgan adalah bagaimana kekuasaan
itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, segaitmana melaksanakan kekuasaan
tadi.
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c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek wéamma dalam politik, maka dalam
pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan hdsilpa pengambil keputusan itu,
dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi , gditialah pengambilan keputusan melalui

sarana umum, dan keputusan yang diambil menyasgktor publik dari suatu negara.

d. Kebijakan Umum

Kebijakan Umummerupakan suatu kumpulan keputusan yang diambih ole
seseorang atau kelompok politik dalam memilih tnjdan cara mencapai tujuan itu. (
pengertian yang demikian dikenal dengan istilahiciol). Dasar pemikirannya adalah
bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersamng ngin dicapai secara bersama
sama pula, maka perlu ada rencana yang mengikatasendirumuskan dalam kebijakan

kebijakan oleh pihak yang berwenang.

e. Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan pengalokasiki-nilai dalam masyarakat. Nilai
ini merupakan sesuatu yang diinginkan dan pentaqgj masyarakat. Maka nilai harus
dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimaeabagian dan pengalokasian nilai

nilai secara mengikat.

3. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yuna@trategiayang berarti “the art of the
general” atau seni seorang panglima yang biasanya digund&am peperangan. Karl
von Clausewitz (1780 — 1831 ) dan A Henry yomidi7/79 —1869 ) berpendapat bahwa
strategi adalah pengetahuan tentang penggunaaampenan untuk memenangkan
peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupkdiamjutan dari politik. Namun
dalam perkembangan zaman terutama di abad modatring@enggunaan kata startegi
tidak lagi terbatas pada konsep/ pengertian amauseorang panglima dalam peperangan
, hamun sudah digunakan secara luas, termasuk dédamg ekonomi, olah raga. Dalam

pengertian umum strategi adalah cara/ langkah untekdapatkan kemenangan atau
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mencapai tujuan. Sedang menurut Liddle Hart yardupidiabad XX memberikan
pengertian strategi secara lebih luas juga. Menyautstrategi adalah seni untuk
mendistribusikan dan menggunakan sarana sarartarmifituk mencapai tujuan politik.
Dengan demikian, pengertian strategi tidak hanyajade monopoli para jenderal
atau bidang militer, namun pengertian strateghtaeeluas ke segala bidang kehidupan
Strategi pada dasarnya merupakan seni atau ilmggneakan dan mengembangkan
potensi atau kekuatan dalam bidang idiologi, pgligkonomi, sosial budaya, dan
hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetajghalin politik ( sebelumnya), maka

strategi kadang kala diberi pengertian sebagaiipdialam pelaksanaan operasional.

4.Politik dan Strategi Nasional.
a. Pengertian

Politik Nasional adalah kebijakan umum dan pengimbikebijakan untuk
mencapai cita cita dan tujuan nasional. Dengan kiamdefinisi politik nasional adalah
asas, haluan, kebijakan negara dalam berbagaidigkamgy ditetapkan oleh MPR untuk
mencapai tujuan nasional.

Sedangkan Strategi Nasional disusun untuk pelaksapalitik nasional, misal
strategi jangka panjang, menengah dan jangka pemigaksana strategi nasional bisa
presiden, DPR, MA, BPK, maupun Menteri. Jadi sgatnasional adalah cara
melaksanakan politik nasional dalam mencapai sas#a tujuan yang digariskan oleh
politik nasional. Contohnya Jika Ketetapan MPR amalah Politik Nasional , maka
strategi nasionalnya adalah berupa UU, Peraturanefatah, Kepres, dan sebaginya
yang berupa program program nasional yang lebilglkaindari segi tempat, waktu,

bidang, beaya maupun pelaksanaannya.

b. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Dan StrategNasional.

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu nismm pokok pokok pikiran
yang terkandung dalam Sistem Manajemen Nasion&@niemnas ) yang berlandaskan
Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahdfasional. Landasan
Pemikiran dalam Sistem Manajemen Nasional ini dadpan sebagai kerangka acuan

dalam penyusunan politik dan strategi nasionalekardidalamnya terkandung dasar
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negara, cita cita nasional, dan konsep strategigdaalndonesia, Sehingga Landasan
pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini dapgating kedudukannya dalam

penyusunan politik dan strategi nasional.

c. Proses Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangswselama ini disusun
berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.er§ekn tahun 1985 telah
berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaraerimtah dan lembaga lembaga
yang tersebut dalam UUD 1945 merupaKaupra struktur politik”. Lembaga-lembaga
yang tersebut didalam UUD 1945 setelah amandem&raatain : MPR ( Majelis
Permusyawaratan Rakyat ), DPR ( Dewan Perwakildyd&g, Presiden, BPK ( Badan
Pemeriksa Keuangan ) dan MA ( Mahkamah Agung jlaBgkan lembaga-lembaga
dalam masyarakat disebut sebaffaifrastruktur Politik “, yang mencakup pranata
politik yang ada dalam masyarakat , seperti ParPoimas, Mass media, Kelompok
kepentingan dan kelompok penekan. Idealnya antaggaStruktur dan Infrastruktur
politik seharusnya dapat bekerja sama dan menkidikuatan yang seimbang agar dapat

tercapai suatu stabilitas nasional.

d. Struktur Politik Nasional
Stratifikasi politik nasional dalam Negara Kesatepublik Indonesia tersusun

sebagai berikut :

(). Penentu Kebijakan Puncak

Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secaesional yang meliputi : penentuan
Undang Undang Dasar, penggarisan masalah maki&pbhlingsa dan negara untuk
merumuskan tujuan nasional berdasarkan Pancasila&Udd 1945, kebijakan tingkat
puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusampa Ketetapan MPR dan UUD
1945.

Dalam hal dan keadaan yang menyangkut lsalama kepala negara seperti
tercantum dalam pasal pasal 10 s/d 15 UUD 1948kainpenentuan kebijakan puncak

ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai &epadara. Bentuk hukum dari
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kebijakan nasional yang ditentukan oleh Kepala Kedgtu dapat berwujud Dekrit,
Piagan Presiden.

(2). Kebijakan umum

Dilakukan oleh presiden sebagai pemegang kekuadamkutif ( kepala pemerintahan )
bersama dengan DPR, bentuknya adalah Undang Und2ergturan Pemerintah
pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah,ekepan Instruksi Presiden, yang
lingkupnya juga menyeluruh dan nasional dan berppaggarisan tentang masalah
masalah makro strategis guna mencapai cita citiomasdalam situasi dan kondisi
tertentu.

(3). Kebijakan Khusus

Merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utamayr) pemerintah, ini yang
harus dilakukan oleh menteri dalam menjabarkanj&iedon umum guna merumuskan
strategi dalam masing masing bidang sesuai derageygang jawabnya masing masing.
Hailnya berupa peraturan menteri, Keputusan mentestruksi Menteri dalam bidang

pemerintahan yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

(4). Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis ini meliputi penggarisan dalamusséktor dari bidang utama diatas
dalam bentuk prosedure serta teknik untuk menerapacana , program dan kegiatan.
Tugas ini dilakukan oleh Eselon | Departemen Pamanan dan Non Departemen.
Bentuk kebijakannya adalah peraturan, keputusan imstruksi Pimpinan Lembaga/
Departemen dan Dirjen dalam masing masing sektog ya@enjadi tanggung jawabnya .
Kebijakan yag dibuat bersifat pengaturan pelaksarsggzara teknis administratif yang

biasa disebut Pedoman pelaksanaan.

(5). Pembuatan Peraturan Daerah
Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemenmnisdét di daerah terletak di
tangan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakiepetah pusat di daerah yang

menjadi kekuasannya masing masing. Bagi Provinsiemang itu berada di tangan
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gubernur, sedang untuk daerah tingkat kabupaten/ketada ditangan bupati atau
walikota. Perumusan hasil kebijakan itu bentuknghagai keputusan dan instruksi
gubernur untuk wilayah provinsi dan keputusan aetriiksi bupati atau wali kota untuk
kabupaten atau kota.

Kepala Daerah berwenang mengeluarkan Weljgpemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tetsaiterbitkan sebagai kebijakan

daerah dalam bentuk Perda ( peraturan daerah nprovaupun kabupaten/kota

B. Visi Indonesia 2020 (TAP MPR: No.V/MPR/2000)

Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya maskair Indonesia yang religius,
manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtergu,mmaandiri, serta baik dan bersih
dalam penyelenggaraan negara. Untuk mengukur tinggdaerhasilan Visi Indonesia
2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagakut:

1. Religius
a. terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, kb&ak mulia sehingga
ajaran agama, khususnya yang bersifat universalniarnilai luhur budaya,
terutama kejujuran, dihayatidan diamalkan dfalafmdapan keseharian;

b. terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragam

c. terwujudnya penghormatan terhadap martabat kenmeamusi
2. Manusiawi

a. terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-rki&ananusiaan yang adil dan

beradab;

b. terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Ind@nespa membedakan

latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lan-la

c. berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat ke @raimgkatan harkat dan

martabat manusia;

d. terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajilbéandperilaku kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Bersatu
a. meningkatnya semangat persatuan dan kerukunandangs

b. meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tangguwghesosial,
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berkembangnya budaya dan perilaku sportif sertaghemgai dan menerima
perbedaan dalam kemajemukan;

berkembangnya semangat antikekerasan;

berkembangnya dialog secara wajar dan saling menmgttio antar kelompok

dalam masyarakat.

4. Demokratis

5.

a.

f.

terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembeggelpnggara negara
dalam hubungan kekuasaan antra pemerintah nasianalaerabh;

menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudaadakilatan rakyat melalui
pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umunbhdsedan rahasia, efektifitas
peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosmaasyarakat yang semakin
meluas.

Berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemesyt@an, dan organisasi
politik yang bersifat terbuka;

Terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupai&egsa dan bernegara;
Berkembangnya budaya demokrasi: transparansi, abilitdas, jujur, sportif,
menghargai perbedaan;

Berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliterakianal.

Adil

a.
b
c.
d
e
f.

tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif

. terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bedsih profesional;

terwujudnya penegakan hak asasi manusia;

. terwujudnya keadilan gender;

. terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan tgytadkum;

terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatarhesdaya ekonomi dan
penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktakpob,
tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelongd@mkomi kecil, penduduk

miskin dan tertinggal.

6. Sejahtera
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g.

meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pdagapanduduk sehingga
bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri;

meningkatnya angka partisipasi murni anak usialabko

terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi selupibada masyarakat, termasuk
pelayanan terhadap penyandang cacat dan usia ,lasguerti pelayanan
transportasi, komunikasi, penyediaan energi dabaasih;

tercapinya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisasyarakat melalui sistem
kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya makgtamdari berbagai risiko
yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersediatgpapan kesehatan yang
bermutu, terjangkau dan merata;

meningkatnya indeks pengembangan manusia (Humagiogerent index), yang
menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan&tesebecara terpadu;
terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberadlayayang merata, ramah
lingkungan dan berkelanjutan;

terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat

7. Maju

a.
b.

f.

meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaularbantsa;

meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerjasdam bersaing dalam
era global;

meningkatnya kualitas pendidikan sehingga mendtasilenaga yang kompeten
sesuai dengan standar nasional dan internasional,

meningkatnya disiplin dan etos kerja;

meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan peaggan teknologi serta
pembudayaannya dalam masyarakat;

teraktualisasikannya keragaman budaya Indonesia.

8. Mandiri

a.

b.

memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyebraggn kehidupan
berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergantan bangsa agar sejajar
dengan bangsa-bangsa lain;

terwujudnya politik luar negeri yang berkepribaddeam bebas aktif;
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c. terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu padaakepuan serta potensi
bangsa dan negara termasuk menyelesaikan hutamnglgeri;

d. memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaydohesia yang berakar dari
potensi budaya daerah.

9. Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara

a. terwujudnya [penyelenggaraan negara yang profesidramsparan, akuntabel,
memilikim kredibilitas dan bebas KKN;

b. terbentuknya penyelenggara negara yang peka dggaprierhadap kepentingan
dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara teukadaerah terpencil dan
perbatasan;

c. berkembangnya transparansi dalam budaya dan perdaia aktivitas politik
pemerintahan.

C. Beberapa Tantangan Menjelang 2020 yang Dihdddpnesia

1. Terwujudnya sistem ekonomi yang adil dan produktif
Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produkafadterwujudnya ekonomi yang
berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem tifsekonomi yang adil, dan
mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis padaalagirakyat, yang memanfaatkan
sumber daya alam secara optimal dan berkesinambutegatama yang bersumber
dari pertanian, kehutanan dan kelautan. Untuk rhisasgan sistem ekonomi
tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang komp#dae mekanisme ekonomi
yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negaemgembangkan ekonomi
dengan mengolah sumber daya alam dan industrijaitermasuk industri jasa.

2. Terwujudnya sistem hukum yang adil
Semua warga negara berkedudukan sama di depan hid&urnerhak mendapatkan
keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukatak kepentingan kekuasaan
ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangamkumenegakkan keadilan
adalah terwujudnya aturan hukum yang adil sertdtuss hukum dan aparat penegak
hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpenbanleh penguasa. Supremasi
hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukuradiken, dan pembelaan hak

asasi manusia.
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3. Terwujudnyua sistem politik yang demokratis
Tantangan sistem politik yang demokratis adalalvugrdnya kedaulatan di tangan
rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kebp@u politik, partai politik yang
aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkizai Sistem politik yang
demokratis ditopang oleh budaya politik yang sebdgnya sportifitas, menghargai
perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakanmieedia, dan anti kekerasan
dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan mé&khikepemimpinan nasional
yang demokratis, kuat dan efektif.

4. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang serkia mantap
Kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakayaan bangsa yang harus
diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukargé&mrsecara baik merupakan
tantangan dalam mempertahankan integrasi dan it@ggbangsa. Penyebaran
penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otomm®iah yang menggunakan
konsep negara kepulauan sesuai dengan Wawasantahasarerupakan tantangan
pembangunan daerah dalam lingkup Negara KesatugubRe Indonesia. Di
samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakartatgan bagi pemantapan

persatuan bangsa dan kesatuan negara.

5. Terwujudnya sistem sosial budaya yang beradab.

Tantangan mewujudkan sistem sosial yang beradadatadterpelihara dan
teraktualisasinya nilai-nilai universal yang di&gm setiap agama dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untekdpeesi dalam rangka pencerahan,
penghayatan, dan pengamalan agama serta keragamdayab Sistem sosial yang
beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yamgpurg/ai rasa saling percaya
dan saling menyayangi, baik terhadap sesama mé&syaraaupun antara masyarakat
dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kep&h masyarakat mencakup
peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatammyegiaan lapangan Kkerja,
peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, danr-unsur kesejahteraan rakyat

lainnya.

6. Terwujudnya suber daya manusia yang berkualitas
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Tantangan dalam pengembangan sumber daya manus@ hermutu adalah

terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yarampu melahirkan sumber
daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yaaghpu bekerja sama dan
bersaing di era globalisasi dengan tetap menciatah air. Sumber daya manusia
yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaerta menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, daampu membangun budaya
kerja yang produktif dan berkepribadian.

7. Globalisasi
Tantangan menghadapi globalisasi adalah mempeRahagksistensi dan integritas
bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang kerdjuan bangsa dan negara
untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuambgr daya manusia dan

kelembagaan, baik di sektor negara maupun di sektasta.

D. Peran Warga Negara dalam Implementasi Polstranas

Pada sisi yang lain untuk mewujudkan Keadmaka sebagai warga negara kita
juga dapat berpartisipasi untuk mewujudkan halkskbhgai berikut:
a. Membina hubungan sosial yang adil

Dalam negara Rl yang berdasar Pancasilagaae keadilan sosial bagi seluruh
rakyat merupakan nilai dasar, keadilan bukan sajashtercermin dalam sikap warga
negaranya, melainkan juga terwujud dalam prosektstr sosial, yaitu dalam pola-pola
hubungan masyarakat di segala bidang. Keadilarsharwujud antara pribadi terhadap
pribadi, pribadi terhadap masyarakat, dan masyatakaadap pribadi. Dengan demikian
akan terlihat adanya hak dan kewajiban serta kdéseigan antara keduanya. Terjaganya
pola hubungan yang adil di dalam ketiga bentukmenjamin ruang hidup bagi usaha-

usaha mewujudkan demokrasi politik dan demokrasneini.

b. Menciptakan pranata sosial untuk kepentingan bersma
Negara Kesatuan RI yang memiliki sifat gnedistik, berada di atas semua
golongan. Oleh karena itu berfungsi untuk melaydan mengayomi kepentingan

bersama, dan bukan sekedar kepentingan golonganpatadi belaka. Maka pranata-
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pranata sosial yang secara nyata mengatur pergaolasyarakat harus juga
mencerminkan fungsi untuk kepentingan umum tersebuatuk itu perlu sikap dan
langkah-langkah keterbukaan, pemberian penerangan pényuluhan seluas-luasnya
agar pranata pelayanan dan pengayoman itu dapatadik dan dimengerti oleh

masyarakat luas.

c. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung yaab

Penyelenggaraan otonomi luas, nyata darafmggting jawab, seperti yang diatur
dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Dagealy sekarang diganti dengan
UU No. 32 tahun 2004. Serta UU nomor 25 tahun 1@88ang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah yang sekarang diperbarui denganNolU33 tahun 2004 perlu
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan menabeplerhatian yang lebih besar

kepada otonomi daerah kabupaten dan kota.

d. Mencegah sentralisme kekuasaan

Negara Kesatuan RI adalah negara yang lsarluas. Untuk mengelola dan
mengendalikannya secara efektif dan efisien digarluvawasan yang luas dan kearifan,
di samping profesionalisme yang menyeluruh darapgampai satuan yang terbawah.
Karena kegiatan pemerintahan dan pembangunan ealaperencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasannya harus dipertimbangkan dengaremdalz;n dan kontrol yang
memadai agar efektif dan efisien maka tidak mungkeémuanya ditangani oleh
pemerintah pusat. Hal ini jelas tidak sesuai dersgamangat UUD, khususnya mengenai
pembagian urusan kewenangan pusat dan daerah. fiigpitu, sistem sentralisme akan
menumbuhkan apatisme dan frustasi di daerah-dasesaia, menghambat kemajuan dan

perkembangan daerah.

e. Mencegah terjadinya etatisme

Etatisme adalah sistem pemerintahan, dekgknasaan sepenuhnya ada ditangan
negara. Negaralah yang mengatur seluruh kehidupasyarakat sehingga kurang
memberikan peluang dan peran bagi warga masyasgka®istem ini bukan saja

bertentangan dengan UUD, yang menjunjung tinggi ale@asi, melainkan juga tidak
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mendidik, tidak berupaya untuk mencerdaskan kelsidupangsa. Sebaliknya anggota
masyarakat menjadi apatis dan menyerahkan segalsag@ tanggung jawab negara.
Sistem yang mengandalkan segala sesuatu pada hekjaraya akan membawa negara
itu sendiri makin menjadi lemah dan rapuh dari oalkarena pada dasarnya tidak

mengandalkan rakyat sebagai kekuatan yang riil.

f. Mencegah separatisme

Sistem negara kesatuan RI memang harus meatp@n dan memberi kesempatan
yang luas kepada pemerintah daerah dan masyaualsatihtuk turut berpartisipasi dalam
kegiatan negara dan bangsanya. Tetapi sepertiditgiginkan dalam UUD 1945, sistem
negara kesatuan tidak menghendaki adanya negaindakgara, apalagi akan
memisahkan diri dari negara proklamasi. Oleh kargnapemikiran-pemikiran atau
sikap-sikap mengagung-agungkan daerah atau sukpa tanemikirkan kepentingan
daerah atau suku-suku yang lain dalam kesatuarran@gaklamasi, merupakan indikasi
ke arah separatisme yang harus dicegah.
g. Mencegah monopoli

Monopoli yang merugikan masyarakat peittegah, karena bertentangan dengan

demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Lebih-latalam menghadapi globalisasi dan
keterbukaan ekonomi dewasa ini, monopoli bukan tsdgk sesuai lagi, melainkan juga
akan menghambat peningkatan produktivitas dan dayay secara nasional. Perlu pula
dikemukakan bahwa tidak semua monopoli itu bertegaa dengan UUD 1945. Yang
perlu dihindarkan adalah kegiatan dan usaha yamggik@an masyarakat. Monopoli yang
memang diperlukan untuk kepentingan rakyat banyak apabila dapat dilaksanakan
seefisien mungkin, tentu tidak harus ditiadakan.
h. Mencegah absolutisme

Absolutisme menunjukkan suatu sistem pemtedran bersifat absolut. Artinya tidak
ada pembagian kekuasaan serta pemisahan kekuasaama yang membuat UU juga
yang melaksanakan dan sekaligus mengawasinyakdadisaan yang demikian bersifat
totaliter. Sistem ini telah mengingkari manusiaaggh pribadi yang memiliki harkat dan
martabat yang luhur, mandiri. Absolutisme jelagdr@angan dengan Pancasila.

i.Mencegah Pemerintahan Diktatur
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Diktatur adalah manifestasi sistem pemerimtahdengan kekuasaan secara utuh
dipegang oleh satu tangan. Pemerintahan di sagarami bisa dipegang oleh partai
tunggal, oleh kelompok, atau oleh perorangan. Adatwdakan pemerintah diktatur
cenderung represif karena tidak mentolerir adamiy klan kontrol yang dilakukan oleh
masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatanatiikbertentangan dengan
Pancasila.

E. Beberapa Asas Implementasi Polstranas
1. Keterbukaan dan Demokrasi

Esensi dari demokrasi ialah kedaulatan didtangan rakyat. Paham demokrasi
meletakkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, pErgyghra kedaulatan,dan sekaligus
pengawas terhadap pelaksanaan kedaulatan. Sehubuwhg@gan itu Huntington
menyoroti lima ciri penting yang melekat pada derask Pada kelima ciri penting
tersebut, tanpa kecuali menonjolkan adanya kesgmadn:

* hadirnya partisipasi rakyat;

* penentuan para pemimpin;

* perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepeamimgsyarakat,

» kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang taetdpdkati;

» persetujuan rakyat terhadap hasil konkret darijaklin yang telah dijalankan.

Untuk memungkinkan partisipasi rakyat seacafektif dibutuhkan dua syarat
penting, yaknipertama adanya kebebasan untuk memperoleh akses kepfadaasi,
menyampaikan pendapat dan berorganisasi. ¥adga,adanya kesediaan untuk berbagi
kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam makga Termasuk dalam
pengertian ini berbeda pandangan dengan pemerifii@hpa kedua syarat tersebut
demokrasi tidak akan berjalan. Dengan perkataan lkaterbukaan dan akses kepada
informasi merupakan kondisi untuk memungkinkan ipgdsi rakyat. Keterbukaan
mensyaratkan kesediaan semua pihak menerima kanyatianya pluralitas, termasuk di
dalamnya hak untuk berbeda pendapat.

Oleh karena itu diperlukan akses rakyat kapafbrmasi yang berkaitan pertama-
tama dengan proses pembahasan berkenaan denggak&ebyang secara langsung

maupun tidak langsung terkait dengan kepentingasyanakat. Keterbukaan dalam hal
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ini mengandung makna bahwa dalam perumusan Kkehijgkdblik dituntut adanya
kejelasan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapaotivasi yang mendorong, serta
informasi penting terutama berkenaan dengan perkidampak yang bakal menimpa
masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, maka semua kahijaublik memerlukan dukungan
masyarakat untuk bisa efektif. Penentangan olelyanakat terhadap sejumlah kebijakan
publik secara empirik lebih banyak disebabkan @ahgat kurangnya pelibatan publik

pada tahap perumusannya.

2. Keterbukaan dan Komunikasi

Keterbukaan dan komunikasi dalam proses npasan kebijakan publik sangat
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegargi Basyarakat yang akan
mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebemperoleh informasi tentang
perkiraan resiko dan dampak, baik luas maupun kepé serta konsep yang ditawarkan
untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan inmumgkinkan masyarakat
mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membanturmeskan usulan alternatif lain,
atau menolaknya.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintahr@gesbuka maupun terselubung pada
umumnya dapat disebabkan minimnya komunikasi arparabuat kebijakan dengan
masyarakat. Sikap budaya lama dpamong (pemerintah) yang sering memonopoli
informasi, menyebabkan macetnya komunikasi antakgat dan pemerintah. Banyak
permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini, jiteduduri, akar masalahnya adalah
kurangnya komunikasi.

Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijdéednjakan penting yang berdampak
terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhl@ogdyang terbuka, dan bersifat
dua arah. Komunikasi satu arah, yang dikemas deisgitah “pembinaan, pengarahan,
penjelasan” dan sebagainya, memberikan kesan aliail ikuatnya semangat mobilisasi

politik yang belum bersedia membukakan pintu pi@ds.

3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Keterbulkaan
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Keterbukaan terkait erat dengan kepentingantisipasi politik rakyat untuk
menjamin berlangsungnya kontrol politik secara tffeloleh masyarakat serta
akuntabilitas politik dari pemerintah. Tanpa fundintrol dan akuntabilitas akan
memudahkan untuk terjadinya penyalah gunaan ke&kna&alah satu bentuk penyalah
gunaan kekuasaan tersebut adalah korupsi, kolasielaotisme (KKN).

Masalah korupsi, kolusi dan nepotisme yamganda bangsa Indonesia sudah sangat
serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa nd@anggoyahkan sendi-sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahuni8@8alah pemberantasan dan
pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme telatagitan oleh MPR sebagai salah satu
agenda reformasi, tetapi belum menunjukkan aratbaéian dan hasil sebagaimana yang
diharapan. Terdapat desakan kuat masyarakat yangimginkan terwujudnya berbagai
langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaggitnegara lainnya dalam hal
pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dpotisiae memerlukan langkah
percepatan.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas mikktuarkan ketetapan MPR, No
VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan BPerantasan dan Pencegahan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Adapun arah kebgalean pemberantasan korupsi,
kolusi dan nepotisme adalah sebagai berikut:

1. Mempercpat proses hukum terhadap aparatur penteriatatama aparat penegak
hukum dalam penyelenggaraan negara yang didugskunkela praktek KKN, serta
dapat dilakukan tindakan administratif untuk mentgerar proses hukum.

2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungglgguim terhadap semua kasus
korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi dimlata dan bagi mereka yang telah
terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang séteratnya.

3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengjagan melaporkan kepada
pihak yang berwenang berbagai dugaan KKN yang ukiak pegawai negeri,
penyelenggara negara dan anggota masyarakat.

4. Mencabut, mengubah atau mengganti semua peraterandangan serta keputusan
penyelenggara negara yang berindikasi melinduregi ademungkinkan terjadinya
KKN.
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5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yankprigan dengan korupsi
sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya.

6. Membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksaysm untuk membantu
percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberardasagpencegahan korupsi antara
lain:

a. Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi;

Perlindungan Saksi dan Korban;

Kejahatan Terorganisasi;

Kebebasan Mendapatkan informasi;

Etika Pemerintahan;

-~ o 2 o T

Kejahatan Pencucian Uang.

4. Keterbukaan dan Birokrasi

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru ternyatautdiiklengan makin rendahnya
kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pubfik. akibat buruknya pelayanan
birokrasi terhadap masyarakat yang sebagian bds&ukbn oleh pegawai negeri sipil.
Ironisnya, ketika era otonomi daerah yang tunjuanmyeningkatkan kesejahteraan
masyarakat bergulir menyusul peralihan kekuasaa@rkie Reformasi, banyak aparat
birokrasi justru bersikap sok berkuasa. Selain k&neasih berorientasi pada kekuasaan,
birokrasinya juga dibebani angaran untuk membidyaiya sendiri.

Ini membuat biaya resmi dan tidak resmi yaagus dikeluarkan pengusaha ketika
akan berusaha semakin membengkak, sebab pejabath daenempatkan pengusaha
(masyarakat) bukan sebagai warga yang harus dilayetapi sebagai klien yang
nasibnya bergantung pada pemerintah dan birokrasiny

Meluasnya praktek korupsi, kolusi dan nepog& (KKN) semakin mencoreng
birokrasi publik. KKN tidak hanya membuat pelayanarokrasi menjadi amat sulit
dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya, tetagajmembuat masyarakat harus
membayar lebih mahal pelayanan. Tidak hanya ketienyelesaikan urusan KTP,
paspor, dan berbagai perizinan, tetapi juga ketikeeka mengonsumsi barang dan jasa
yang dihasilkan sektor swasta, seperti jalan temen, transportasi, dan komuditas
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lainnya. KKN menjadi penyebab mahalnya biaya predskatu barang atau jasa, yang
akan merugikan kepentingan masyarakat.

“Praktik-praktik KKN membuat birokrasi publsemakin jauh dari masyarakatnya”,
(Dwiyanto dalam buku Refomasi Birokrasi Pub)ik Pada hal dengan bergulirnya
reformasi, tuntutan masyarakat akan pelayananlpyatg lebih baik makin meningkat.
Saat ini nilai penting pelayanan pemerintah terpagablik yang direpresentasikan
dengan nilai pelayanan pegawai negeri sipil (PhMaktdalam kondisi yang diharapkan.
Keluhan masyarakat terhadap buruknya kinerja penadrisebagian besar dipengaruhi
oleh buruknya kinerja PNS dalam melayani masyarak&ibatnya muncul Kkrisis
kepercayaan terhadap PNS.

Krisis kepercayaan ini amat mudah dipahameingingat birokrasi publik selama ini
menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa OrdeuBuntuk mempertahankan
kekuasaannya. Birokrasi publik, baik sipil maupuifiten, dalam rezim Orde Baru telah
menempatkan dirinya lebih sebagai alat penguasa.

Kepentingan penguasa menjadi sentral ddnidkipan dan perilaku birokrasi. Hal ini
tercermin dalam proses kebijakan publik, di mangekéngan penguasa selalu menjadi
kriteria yang dominan dan sering kali menggusureképgan masyarakat banyak
manakala keduanya tidak berjalan bersama-samantt@san dan ruang yang dimiliki
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses Kebijaublik amat terbatas.

Apalagi secara historis, birokrasi di Indsiae tidak memiliki tradisi untuk
menempatkan kepentingan masyarakat dan warga nsgbagai sentral. Sejak zaman
kolonial sampai Orde Baru, kepentingan masyarakatwlarga negara selalu memiliki
posisi yang amat marjinal. Tidak heran kalau kedsjrokrasi di Indonesia menjadi
rendah.

Di zaman kerajaan, birokrasi kerajaan whible untuk melayani kebutuhan raja dan
keluarganya, bukan untuk melayani kebutuhan ralBiavkrasi adalah abdi raja, bukan
abdi rakyat, karena itu orientasinya bukan bagimargayani dan menyejahterakan
rakyat, tetapi melayani dan menyejahterakan rajekdtuarganya.

Dizaman kolonial, bahkan cenderung memperglehguatan karena pemerintah
kolonial berusaha menggunakan birokrasi sebagauatak mempertahankan kekuasaan
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Dan kepentingannya. Penjajah Belanda berusaha mnkemaékan birokrasi modern,
tetapi dilakukan untuk mempermudah pengontrolamrzegjahan dan masyarakatnya.
Pada rezim Orde Baru sampai dengan OrderiRabi saat ini, orientasi pada
penguasa sangat kuat. Nilai-nilai dan simbol-siminohsih sangat menunjukkan,
bagaimana birokrasi dan pejabatnya mempersepsikagallebih sebagai penguasa dari

pada sebagai abdi dan pelayan masyarakat.

F. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan dalam Impigasi Polstranas
1. Keterbukaan

Penyelenggara negara mempunyai peran perdalgm mewujudkan cita-cita
perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatdklam Penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "yang sangatngedélam pemerintahan dan
dalam hidupnya negara ialah semangat penyelenggegara dan pemimpin
pemerintahan”.

Dalam waktu lebih dari 30 tahun, penyelemggeegara tidak menjalankan tugas dan
fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaregara tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Hal ini terjadi karena adanya pemusataku&saan, wewenang, dan
tanggungjawab pada presiden. Di samping itu makgaraiga belum sepenuhnya
berperan serta dalam menjalankan fungsi kontroliasogang efektif terhadap
penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tangmwap tersebut tidak hanya
berdampak negatif di bidang politik, namun jugaiding ekonomi dan moneter, antara
lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yehidp menguntungkan kelompok
tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnygkagrkolusi dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotis(kéN) di Indonesia tidak hanya
dilakukan oleh penyelenggara negara, ataupun @etayelenggara negara, melainkan
juga oleh penyelenggara negara dengan pihak lgertsekeluarga, kroni, dan para
pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupanadyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara ymargih dan bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme maka dikeluarkanlah:
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(1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nom&MRR/1998 Tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KokKigsisi, dan Nepotisme.

(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenygéeadNegara yang Bersih
dan Bebas dari KKN.

(3) Peraturan Pemerintah Rl No. 65 Tahun 1999 Tentaag Tara Pemerikaan
Kekayaan Penyelenggara Negara.

(4) Peraturan Pemerintah RI. No. 66 Tahun 1999 TenRergyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan serta Penghentian Anggota Komisi Heaer Kekayaan
Penyelenggara Negara.

(5) Peraturan Pemerintah Rl Nomor 68 Tahun 1999 Tenfatg Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

(6) Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 1999 Tentangh&etukan Komisi Pemeriksa

Kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Keadilan

Keadilan adalah adanya persamaan dangsatienghargai karya orang lain.
Seseorang dikatakan bertindak adil apabila orangngmberikan sesuatu kepada orang
lain sesuai dengan haknya, misalnya seseorang Koarteanperoleh X, sedang ia
menerima X, maka perbuatan itu adil. Ada tiga makeaadilan: yakni keadilan legalis,
keadilan distributif, dan keadilan komutatif.
(1) Keadilan legalis

Adalah keadilan yang berupa ketaatan waeggra terhadap peraturan yang dibuat
oleh negara. Dengan kata lain keadilan yang aratiayavarga negara kepada negara.
(2) Keadilan distributif

Adalah hubungan keadilan antara negatdaatp warganya, dalam arti pihak
negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bekeakiilan membagi kesejahteraan,
subsidi, bantuan serta kesempatan dalam hiduprhargang didasarkan atas hak dan
kewajiban. Contoh konkrit keadilan legalis dan rilisitif, jika negara mengeluakan
undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan rangka semua warga masyarakat harus
mentaati peraturan tersebut. Sebaliknya peratutarharus diberlakukan sama bagi

Semua warga negara.
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(3) Keadilan komutatif

Adalah keadilan yang berlaku khusus anpaifaadi yang satu dengan yang lain.
Artinya setiap warga masyarakat wajib memperlakukarga yang lain sebagai pribadi
yang sama martabatnya. Ukuran pemberian haknyasmrgrestasi. Orang yang punya
prestasi yang sama diberi hak yang sama. Jaditsegarag dapat dicapai oleh seseorang
harus dipandang sebagai miliknya dan kita berikacaim proporsional sebagaimana

adanya.

3. Contoh Keadilan

Sejak MPR menetapkan amandemen Pasal 31 yaegetapkan kewajiban
pemerintah membiayai pendidikan dasar yang wajip bap warga negara (Pasal 31
Ayat 2), dan kewajiban pemerintah dan DPR mempaskian anggaran pendidikan
minimal 20 persen dari APBN dan APBD (Pasal 31 A4atJUD 1945). Pada tahun
2004 penyelenggara negara sepakat mengalokasilggaram pendidikan 3,49% dari
APBN dan secara bertahap akan ditingkatkan sehipgda tahun 2009 akan mencapai
20 persen dari APBN.

Kesepakatan DPR dan pemerintah itu padaka@kia mengabaikan dan sengaja
tidak mematuhi UUD 1945. Suatu keadaan yang irdmia dibandingkan dengan
perhatian negara maju. Di Inggris Perdana Mentenny Blair nyaris mendapat mosi
tidak percaya karena pembiayaan pendidikan yarggitirDi Indonesia uang kuliah
ditentukan oleh tiap universitas, sedangkan di fiisggelalui UU yang ditetapkan
parlemen.

Ketidakpedulian pemerintah atas kenyataasihmaelum bebasnya rakyat mengikuti
pendidikan dasar yang telah ditetapkan sebagaibwapa dipungut biaya, tidak
ditindaknya kepala sekolah negeri (SD dan SMP) yaalakukan seleksi masuk SD dan
SMP merupakan kenyataan elementer tidak pahamnygelemggara negara atas
ketentuan Pasal 31 khususnya Ayat 2, UUD 1945. iMegegara yang kini maju dalam
pembangunan bangsanya seperti Amerika Serikat,rifpgdepang, Jerman, Perancis,
Korea Selatan, Taiwan dan Malaysia adalah negang yeemberikan perhatian amat

besar pada sektor pendidikan.
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Para pendiri negara seperti Soekarno, Hayahrir, Agus Salim dan lain-lain sangat

merasakan betapa melalui pendidikan bermutu menedajadi manusia cerdas yang

mampu merintis dan mendirikan Indonesia merdeka.

4. Kewajiban Penyelenggara Negara dalam Rangka Kateukaan dan Keadilan

Pasal 5 UU No.28 tahun 1999 tentang PengglEraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari KKN, menyatakan setiap penyelenggararadgerkewajiban untuk:

a.

-~ 0o 2o T

ol

Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamselyelum memangku
jabatannya.

Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selamasadalah menjabat.

Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelursegaidlah menjabat.

Tidak melakukan pebuatan korupsi, kolusi, dan nspwt.

Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan sukuaagandan golongan.
Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jaamabtidak melakukan
perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepegatinpribadi, keluarga, kroni
maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalaandabentuk apapun yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundafapgan yang berlaku.
Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kollen nepotisme serta dalam
perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peratusnongeang-undangan yang

berlaku.

. Hak Penyelenggara Negara dalam Rangka Keterbukaadan Keadilan

Adapun setiap penyelenggara negara bePada( 4, UU No. 28 tahun 1999):
Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnyausesiengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguramkamdari atasannya, ancaman
hukuman, dan kritik masyarakat.

Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertaggguwab sesuai dengan
kewenangannya.

Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentusaiupgn perundang-undangan

yang berlaku.
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. Asas Penyelenggaraan Negara dalam Rangka Ketetkaan dan Keadilan
Asas-asas penyelenggaraan negara (Pashll RpU26 tahun 1999):

a. Asas kepastian hukum (adalah asas dalam negaramhylmg mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatulzam,keadilan dalam setiap
kebijakan penyelengara negara).

b. Asas tertib penyelenggaraan negara (adalah asgsnyamjadi landasan keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendaligal@eggra negara).

c. Asas kepentingan umum (adalah asas yang mendahukssejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan sé)ekti

d. Asas keterbukaan (adalah asas yang membuka diadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatétindpngan atas hak asasi
pribadi, dan rahasia negara)

e. Asas proporsionalitas (adalah asas yang mengutankaisgimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara).

f. Asas profesionalitas (adalah asas yang mengutamaarian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undayegey berlaku).

g. Asas akuntabilitas (adalah asas yang menentukawabahtiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggara negara harug dgpertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedatéatanggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bgrlaku

7. Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Keterbukaawan Keadilan

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaregara untuk ikut mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih (Pasal 9, U@8N@hun 1999). Peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal algrageran aktif masyarakat untuk
ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yargihbdan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaatianoukum, moral, dan sosial yang
berlaku dalam masyarakat. Adapun peran serta nastadapat diwujudkan dalam

bentuk sebagai berikut:
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Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasitang penyelengaraan
negara.

Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama danatlipenyelenggara negara.
Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bartangygvab terhadap kebijakan
penyelenggara negara.

Hak memperoleh pelindungan hukum dalam hal: (1) aksanakan haknya
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. @)nti hadir dalam proses
penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilaragabsaksi pelapor, saksi, dan

saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan g@ngrundangan yang berlaku.

8. Konsekuensi Pemerintahan yang Mengabaikan Asaseterbukaan

Konsekuensi pemerintahan yang tidak meimeasas keterbukaan adalah sebagai

berikut:

a.

Pemerintahan yang diktator.

Yaitu pemerintahan yang tidak demokratis, menindalsyat dengan kekuasaan
mutlak, yang diperoleh dengan cara kekerasan.

Pemerintahan yang tidak bertanggungjawab. Adalafegatahan yang dalam setiap
kebijakannya tidak dipertanggungjawabkan kepadayatalka. Biasanya banyak
kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada képgsat rakyat banyak.
Pemerintahan yang korup. Yaitu pemerintahan yangdiadiwarnai penyelewengan
atau penggelapan uang negara/perusahaan dan ssbagaiuk kepentingan pribadi
dari pejabat negara.

Pemerintahan yang banyak terjadi kolusi.

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secaetawan hukum antar
penyelenggara atau antara penyelenggara negargildak lain yang merugikan
orang lain, masyarakat, dan atau negara.

Pemerintahan yang penuh nepotisme. Nepotisme adakaiiap perbuatan
penyelenggara negara secara melawan hukum yangumntengkan kepentingan
keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingesyarakat, bangsa dan negara.
Pemerintahan yang tidak menjunjung tinggi normaugiman, kepatutan dan norma

hukum.
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Salah satu dampak paling umum dan serdumisp@merintahan yang tidak terbuka

adalah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme N)KKSelama lebih dari tiga puluh

tahun pemerintahan Indonesia dibawah Orde Barutgrgadi KKN yang sangat besar.

Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi Kolusi dandisme di Indonesia (Tap MPR
No. VIIIIMPR/2001)

1.

Mempercepat proses hukum terhadap aparatur peaferietutama aparat penegak
hukum dan penyelenggara negara yang diduga melalpre&tek korupsi, kolusi dan
nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan admatitintuk memperlancar proses
hukum.
Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguigguih terhadap semua kasus
korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di anlatu, dan bagi mereka yang telah
terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang sedsgratnya.
Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mergjaslan melaporkan kepada
pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek kiprkgisisi, dan neporisme yang
dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara netmranggota masyarakat.
Mencabut, mengubah, atau mengganti semua perapgamdang-undangan serta
keputusan-keputusan penyelenggara negara yangdig@sn melindungi atau
memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepogis
Merevisi semua peraturan perundang-undangan yanker@an dengan korupsi
sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yamaytai
Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksaya untuk membantu
percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberandasapencegahan korupsi yang
muatannya meliputi:

Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;

. Perlindungan saksi dan korban;

a.
b

c. Kejahatan terorganisasi;

d. Kebebasan mendapatkan informasi;
e. Etika pemerintahan;

f. Kejahatan pencucian uang;

Ombudsman.

Q@
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7. Perlu segera membentuk Undang-undang guna mendeggldinya perbuatan-
perbuatan kolusi dan atau nepotisme yang dapat akéragkan terjadinya tindak

pidana korupsi.

G. Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MRRMN2001)

Dengan mencermati adanya berbagai kond@samlalu dan masa kini serta
tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok eki&hidupan berbangsa yang
mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatutahaken, kemandirian, keunggulan
dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yangalipleh nilai-nilai agama dan nilai-
nilai luhur budaya bangsa.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbamysagedepankan kejujuran, amanah,
keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kedirian, sikap toleransi, rasa malu,
tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabaedagai warga bangsa.

Etika kehidupan berbangsa adalah sebagéube

1. Etika Sosial dan Budaya

Etika sosial dan budaya bertolak dari resmanusiaan yang mendalam dengan
menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli,irr@lmemahami, saling menghargai,
saling mencintai, dan saling menolong di antaraars@smanusia dan warga bangsa.
Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kerbbdhya malu, yakni malu
berbuat kesalahan dan semua yang bertentanganndemgal agama dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditunkauhbangkan kembali budaya
keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaka pamimpin baik formal maupun
informal pada setiap lapisan masyarakat.

Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkaan dmengembangkan kembali
kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengamggugah, menghargai, dan
mengembangkan budaya nasional yang bersumber ddeya daerah agar mampu
melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lamtiddakan proaktif sejalan dengan
tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan pengitay dan pengamalan agama yang

benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreatititiaya dari masyarakat.
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2.Etika Politik dan Pemerintahan

Etika politik dan pemerintahan dimaksudkamuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbulskesana politik yang demokratis dan
bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawabggem akan aspirasi rakyat,
menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, iesedintuk menerima pendapat
yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak aseasiusia serta keseimbangan hak dan
kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika pemerintahan mengamanatkan agayepemggara negara memiliki rasa
kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepgadaik, siap mundur apabila
merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistéamn ataupun dianggap tidak mampu
memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkammpsuhan dan pertentangan
diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kedafekebijaksanaan sesuai dengan
nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dan tetap menjunjung tinggi perbedaan
sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Etika politik dan pemerintahan diharapkaanmpu menciptakan suasana harmonis
antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik sent@rkelompok kepentingan lainnya
untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dmrandengan mendahulukan
kepentingan bersama daripada kepentingan pribadgolangan.

Etika politik dan pemerintahan mengandungi kepada setiap pejabat dan elit
politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siapelayani, berjiwa besar, memiliki
keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur jdatan publik apabila terbukt
melakukan kesalahan dan secara moral kebijakanestanbangan dengan hukum dan
rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap gdrertata krama dalam perilaku politik
yang toleran, tidak berpura-pura, tidak aroganh jalari sikap munafik serta tidak
melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif daerbagai tindakan yang tidak
terpuji lainnya.

3. Etika Ekonomi dan Bisnis
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Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsp @erilaku ekonomi dan
bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupangpmbil keputusan dalam bidang
ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekon@ng bercirikan persaingan yang
jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos lekonomi, daya tahan ekonomi
serta daya saing, dan terciptanya suasana konghisik pemberdayaan ekonomi yang
berpihak pada rakyat kecil.

Etika ini mencegah terjadinya praktik-priakinonopoli, kolusi, dan nepotisme,
deskriminasi yang berdampak negatif terhadap esi@ersaingan sehat, dan keadilan,

serta menghindarkan perilaku menghalalkan segatadsdam memperoleh keuntungan.

4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum yang berkeadilanakgudkan untuk menumbuhkan
kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan danakaten hidup bersama hanya dapat
diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum danusepgraturan yang berpihak pada
keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjangakigya supremasi dan kepastian
hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa kegditenhidup dan berkembang di
dalam masyarakat.

Etika ini meniscayakan penegakan hukumraeadil, perlakuan yang sama dan
tidak diskriminatif terhadap setiap warganegar&atiapan hukum, dan menghindarkan
penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekudaagbentuk-bentuk manipulasi

hukum lainnya.

5. Etika Keilmuan

Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjugjtinggi niali-nilai kemanusiaan, ilmu
pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa marapjaga harkat dan martabatnya,
berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaastadan kemajuan sesuai dengan
nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudlsetara pribadi ataupun kolektif dalam
karsa, cipta, karya, yang tercermin dalam perilakeatif, inovatif, dan komunikatif,
dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menbkskarya, serta menciptakan iklim

kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dauo .
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Etika keilmuan menegaskan pentingnya budtayg keras dengan menghargai dan
memanfaatkan waktu, disiplin dalam berfikir dan boet, serta menepati janji dan
komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaikk&tdiharapkan mampu mengubah
tantangan menjadi peluang, menumbuhkan kreatiuitagk penciptaan kesempatan baru,

dan tahan uji serta pantang menyerah.

6. Etika Lingkungan

Etika lingkungan menegaskan pentingnkasadaran menghargai dan
melestarikan lingkungan hidup serta penataan tagmg secara berkelanjutan dan
bertanggungjawab.

H. Polnas Rekomendasi MPR Terhadap Presiden dabdganTinggi
Negara (TAP MPR No0.X/2001)

1. Politik dan Keamanan

a. Ancaman Disintegrasi

Ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakmlitik dan bersenjata yang
mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Reputdignesia, terutama yang
terjadi di Privinsi Aceh Darusalam dan Papua belgapenuhnya dapat diatasi.
Pembentukan UU Otonomi Khusus bagi Privinsi Nangghaeh Darusalam dan bagi
Provinsi Papua merupakan salah satu upaya kong&rekonstitusional bagi pemecahan
ketidakpuasan masyarakat yang berkaitan dengan jakés@an, keadilan dan
kehormatan di daerah tersebut, sehingga akan mamgigrenyelesaian yang adil dan

martabat.

Menugaskan kepada Presiden:

Menetapkan kebijakan bagi pelaksanaan Whah@ni Khusus Provinsi Nanggroe
Aceh Darusalam dan Provinsi Papua secara nyatsisk@matis dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempercepat peamkehidupan sosial ekonomi
di daerah tersebut, perlu ditetapkan kebijakan yaegnberi kesempatan yang seluas-
luasnya kepada masyarakat setempat sehingga dapajud pembangunan di semua

sektor dan perluasan kesempatan kerja. Sejalaradengperlu terus ditingkatkan dialog
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yang melibatkan seluruh komponen masyarakat unendapatkan kesamaan pandangan
bagi penyelesaian konflik secara damai, bermartalaat konstitusional dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik indonesia serta menyktesaierkara-perkara pelanggaran

hak asasi manusia dan pelangaran hukum lainnya.

b. Konflik Horisontal

Penanganan yang lamban, belum tuntas, tidak menyentuh akar persoalan
terhadap berbagai kerusuhan, seperti di Maluku,ukalUtara, Kalimantan Barat,
Kalimantan tengah, dan Poso (Sulawesi Tengah)h telanimbulkan banyak korban
jiwa, harta benda, dan menimbulkan berbagai massdafal lainnya serta mendorong

berkembangnya masalah yang sama di daerah lain.

Menugaskan kepada Presiden

Mengambil tindakan yang tegas terhadappagian yang menjadi dalang,
provokator, dan pelaku kerusuhan secara tepataterdan terkoordinasi sesuai hukum
yang berlaku, memfasilitasi semua upaya dengan ratansiliasi dan rehabilitasi serta
berusaha mencegah kemungkinan terjadinya hal yamg di daerah lain.
Khusus mengenai Maluku dan Maluku Utara, Majelisnugaskan kepada presiden
untuk segera melanjutkan dan meningkatkan kebijgkag ditempuh selama ini, antara
lain melalui rekonsiliasi sosial, rehabilitasi ksdan non fisik, upaya penegakan hukum,
dan penanganan masalah pengungsi, dengan penyeatiaanyang memadai melalui
anggaran khusus.

c. Tindakan Anarkis
Penyalahgunaan kebebasan atas nama demokrasi danadasi manusia telah
menimbulkan dampak negatif berupa tindakan anamiisgy menghambat pertumbuhan

demokrasi dan melanggar hak asasi manusia.
Menugaskan kepada Presiden:

Menindak dengan tegas para pelaku anarkipglanggar hak asasi manusia sesuai

dengan hukum yang berlaku.
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d. Reposisi TNI dan POLRI

Proses reposisi TNI dan POLRI yang belunjalsn sesuai dengan ketetapan MPR
Nomor VII/MPR/2000 dan belum meratanya sosialiggsmisahan TNI dan POLRI,
menimbulkan terganggunya hubungan kedua instiersebut yang berdampak negatif
terhadap masyarakat, sehingga mempengaruhi kineffggwa, serta citra TNI dan
POLRI.

Belum, mantapnya profesionalitas TNl dan ROLlyang seharusnya menjadi
prioritas, sebagai akibat masih kurangnya daya wmigikinenjadi hambatan dalam
meningkatkan daya tangkal negara di bidang pertahdan keamanan.

Menugaskan kepada Presiden:

Untuk meningkatkan pertahanan dan keamaregara , presiden perlu segera
menuntaskan reposisi TNI dan POLRI serta mengekaali kewibawaan dan
kemampuannya, termasuk daya dukung, sehingga dapéiksanakan fungsi dan
perannya secara optimal. Agar presiden bersamad@g§Ba menyusundan menetapkan

undang-undang tentang TNI demi adanya kepastianrhuk

e. Hubungan Luar Negeri

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesangy bebas aktif dirasakan kurang
konsisten dalam rangka mewujudkan perdamaian guamg abadi dan berkeadilan.

Perkembangan hubungan internasional yanglsantepat menuntut peningkatan
peran Indonesia dalam percaturan politik intermedioNamun, masyarakat Indonesia
menilai peran diplomasi para perwakilan Indonesitagr negeri masih belum optimal
dalam memperjuangkan kepentingan nasional, khuausiglam mengatasi Kkrisis
nasional.

Sering terjadi pelanggaran batas wilayaitarial Indonesia oleh pihak-pihak asing
yang mengakibatkan kerugian negara.

Menugaskan kepada Presiden:
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Agar kebijakan politik luar negeri Indonetgsap berpegang pada prinsip politik luar
negeri yang bebas aktif.

Agar aktif dan selektif mengambil peran diaga berbagai forum internasional, baik
yang bersifat bilateral maupun multilateral, temigadalam rangka mempercepat upaya
pemulihan krisis nasional, sehingga peran paraodigt RI di luar negeri harus
ditingkatkan secara optimal.

Menyelesaikan batas wilayah teritorial Indsiaeyang bermasalah sesuai dengan

hukum internasional yang berlaku.

f. Imigran Gelap
Penyusupan imigran gelap sebagai akibat terbukaiiggah Indonesia secara geografis

telah menimbulkan berbagai implikasi sosial daritigol

Menugaskan kepada Presiden:
Meningkatkan koordinasi antara pemerintakapulan pemerintah daerah dengan
melibatkan aparat keamanan, meningkatkan kegia@ontasi dalam menyelesaikan

masalah imigran gelap, serta membangun jaringé&nsimformasi yang komprehensif.

g. Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ditemut@rbagai peraturan perundang-
undangan yang saling tumpang tindih dan bahkan yaotg bertentangan sehingga
menimbulkan ketidak pastian hukum.

Menugaskan kepada Presiden:
Agar membentuk tim verivikasi nasional untskmua peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otalaarah.

h. Persiapan Pemilihan Umum
Dengan terjadinya perubahan terhadap UUDS5 lddususnya yang menyangkut
pemilihan umum, persiapan yang kurang memadai titak menghasilkan suatu pemilu

yang berkualitas.
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Menugaskan kepada Presiden:

Untuk bersama-sama dengan DPR segera mdrgaisJU bidang politik, Yaitu UU
No.2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No.3utal1999 tentang Pemilihan Umum
dan UU No.4 tahun 1999 tentang Susunan dan KedaddkRk, DPR, dan DPRD.

Segera menciptakan iklim yang kondusif dusén tanah air khususnya di daerah-

daerah yang mengalami konflik, agar siap mengikemilihan umum yang akan datang.

2. Ekonomi dan Keuangan
a. Kepercayaan Dunia Usaha

Belum pulihnya kepercayaan dunia usaha dah&eadaan dalam negeri dan belum
fokusnya kebijakan dan langkah-langkah pemerineataelum optimalnya kerjasama
yang baik dari semua pihak yang terkait, termasuéira pemerintah dan Bank Indonesia
dalam hal koordinasi fiskal dan moneter, sertaranp@merintah pusat dan pemerintah
daerah, terutama dalam rangka privatisasi BUMN gpkrlaan dan penjualan aset-aset
yang dikelola BPPN, penyehatan perbankan, pengeldiatang dalam negeri dan luar

negeri, investasi, dan otonomi daerah.

Menugaskan kepada Presiden:

Segera menetapkan kebijakan dan mengaarigkah konkret yang komprehensif
dan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi, yakgtiddengan kerja sama antara
semua pihak yang terkait khususnya antara pemieroa Bank Indonesia dalam hal
kordinasi fiskal dan moneter, . Terutama dalam giisasi BUMN, pengelolaan dan
penjualan aset-aset yang dikelola BPPN, penyehpgsbankan, pengelolaan hutang

dalam negeri dan luar negeri, investasi, dan otoclaerah.

b. Privatisasi BUMN

Menyusun segera rencana secara kompretienshg program privatisasi termasuk
di dalamnya kerangka regulasi sektoral yang disspbkrsama DPR.
Melaksanakan sosialisasi secara sistematis teritangn dan maksud privatisasi guna

mengurangi resistensi dari masyarakat.
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Agar dilakukan secara selektif dan dikonsultasitetebih dahulu dengan DPR.
Pengelolaan dan penjualan aset-aset y&e{ptii BPPN

Pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset di BPPMNh#ar untuk meningkatkan

produktivitas dan niali aset.

Mempercepat penjualan aset-aset yang ada di BPRi§jaddingkat pengembalian harga

yang wajar dengan prosedur yang transparan .

Pemerintah perlu konsisten melaksanakan MSAA (MaStttlement and Acquisition

Agreement) dan MRA (Master of Refinancing Agreemelain bagi mereka yang belum

memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU No.25 tab0A tentang Propenas, diambil

tindakan tegas.

c. Penyehatan Perbankan

Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indgon@stuk segera menata sistem
perbankan nasional sebagai fungsi intermediasigpédn sehingga dapat berjalan secara
efisien dan efektif setelah berkonsultasi dengaR DP
Perlu segera membentuk lembaga penjamin simparenaag jaminan kepastian bagi
masyarakat penabung/deposan.
Pemerintah bersama-sama dPR perlu segera membddttdéntang lembaga independen
yang bertugas melaksanakan pengawasan jasa keudargaerbankan.
Ban-bank yang tidak memenuhi target CAR (Capitabduhte Ratio/rasio kecukupan
modal), NPL (Non Performing Loan/kredit bermasalgdmg ditentukan , dan yang tidak
menjalankan fungsi intermediasi agar segera dilbskdan selanjutnya diambil tindakan
hukum yang menguntungkan rakyat dan negara, sedamgmilik dan pengendali bank

wajib bertanggung jawab terhadap pengembalian pidwad ketiga.

d. Hutang Dalam Negeri

Mempercepat penjualan aset BPPN dan mekanitbali obligasi pemerintah.
Mengoptimalkan program privatisasi secara seledih hasilnya digunakan untuk
menarik kembali obligasi pemerintah.
Mempercepat restrukturisasi hutang pemerintah Hagam BUMN kepada pemerintah

pusat.
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Mempercepat proses penagihan pajak yang tertunggak.

e. Hutang Luar negeri

Hutang luar negeri Indonesia wajib dibvayetapi pemerintah perlu mengupayakan
program restrukturisasi hutang luar negeri, baikalnepenjadwalan hutang (pokok dan
bunga), penukaran hutang yang relatif mahal derfgéang yang sangat lunak dalam
rangka mengurangi beban APBN.
Pemerintah perlu secara bertahap mengurangi pamdoar negeri yang baru menuju
kemandirian bangsa.
Penggunaan pinjaman luar negeri berupa programpdayek harus digunakan secara

efektif dan efisien sesuai dengan sasaran darntpagembangunan.

f. Investasi

Mengambil kebijakan khusus berupa ing§egéing memadai untuk menarik
investasi langsung, baik dari dalam maupun luaeneg
Melakukan deregulasi terhadap peraturan perundadgagan yang ada, baik di pusat
maupun di daerah, guna menghilangkan hambatan-haminaestasi.
Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait alel sistem satu atap guna
memudahkan pelayanan terhadap investor.

Meningkatkan frekuensi promosi dan diplomasi umhénarik investor ke Indonesia.

g. Otonomi Daerah

Pemerintah segera melakukan rasionalisasityvara perundang-undangan yang
dikeluarkan, baik oleh pusat maupun oleh daeraly yaenghambat perkembangan dunia
usaha.
Penggunaan dana APBD perlu dialokasikan pada rse&kbor prioritas sesuai dengan

yang ditetapkan dalam APBN dan dilaksanakan seramaparan dan akuntabel.

h. Kepastian Hukum
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Efektivitas kebijakan ekonomi pemerintandkepercayaan dunia internasional
sering terganggu oleh belum adanya perangkat pangadndangan dan rendahnya mutu
serta lemahnya penegakan perundang-undangan yaalg ada.

Menugaskan kepada Presiden

Bersama-sama DPR mempercepat penyelesaldn Obligasi, UU Lembaga
Pengawasan Jasa Keuangan dan Perbankan, UU Pendacig, UU Keuangan Negara,
UU BUMN, UU Ketenagalistrikan, UU Penanaman Modamandemen UU No.23
tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Pembentudmbaga Penjaminan Deposito
sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbanka

i. Penerimaan Negara

Penerimaan negara belum maksimal yang difamlengan belum tuntasnya
penyelesaian BLBI, masih banyaknya penyelewenggek paaraknya penyelundupan
dan pencurian sumber daya alam, serta belum maksianpengelolaan sumber daya
alam.

Menugaskan kepada Presiden:

Melakukan tindakan yang tegas terhadap pataku yang terbukti secara hukum
terlibat dalam kasus penyimpangan BLBI, penyelewanggajak, penyelundupan (bahan
bakar minyak, dan lain-lain), dan pencurian sundasa alam (kayu, ikan, dan lain-lain).
Semua dana nonbudgeter yang saat ini berada p&eairrg instansi dan pejabat
pemerintah agar dilaporkan dan diserahkan kepagiraémenteri keuangan).

Menindak dengan tegas pelaku penyalahgunaan pémaelsumber daya alam terutama
kehutanan, kelautan, dan pertambangan termasuk [zagi sehingga menghindari
rusaknya lingkungan hidup dan meningkatkan penernmegara.

Bersama-sama DPR perlu segera membentuk UU tepengglolaan sumber daya alam.

J. Bank Indonesia
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Kinerja Bank Indonesia pada saat ini kurafektif, baik sebagai pemegang otoritas
moneter maupun pengawas perbankan, yang ditaretakals yang terus melemabh, suku

bunga dan inflasi yang terus meningkat.

Menugaskan kepada Presiden

Meningkatkan koordinasi dengan Bank Ind@esntuk menjamin adanya
koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, jagamkestabilan nilai tukar, menekan
inflasi di bawah dua digit, suku bunga yang rendaita menyediakan kredit bagi usaha
kecil, menengah dan koperasi.
Bersama DPR agar segera menyelesaikan amandemeNol23 tahun 1999 tentang

Bank Indonesia.

k. Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM dan Koperasi
Masih kurang jelasnya kebijakan dan langkaigkah konkret dan terkoordinasi
guna memulihkan sektor riill serta pemihakan terpagamberdayaan usaha kecil,

menengah dan koperasi.

Menugaskan kepada Presiden:

Segera menyusun kebijakan yang diikuti dengangkah-langkah konkret dan
terkoordinasi guna memulihkan sektor riil dengan njaein tersedianya kredit
perbankan dengan suku bunga rendah, terjaminnyaddesn, dan penegakan hukum,
dengan prioritas pada pemberdayaan usaha keciengah, dan koperasi.

Untuk memfokuskan pembangunan sektor miliputi upaya penyediaan kebutuhan
primer masyarakat pangan, sandang, dan papan)eméaggan ekspor, dan penyediaan
lapangan kerja.

Agar pembangunan sektor pertanian dalamads termasuk kelautan harus
mendapatkan prioritas untuk secara bertahap memhbammandirian di bidang pangan
serta menjadikan Indonesia eksportir produk-prqurkanian yang tangguh.

Bersama dengan DPR membentuk UU tentarrfrquitan yang akan lebih
mempermudah prosedur dan meringankan pesyaratdmeg@iéan bagi usaha kecil,

menengah dan koperasi.
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Segera membangun sistem informasi yang didukundy clarana dan prasarana
telekomunikasi dan transportasi yang kompetitifadalrangka memasuki perdagangan
bebas (WTO, AFTA).

Mengaktifkan program kemitraan yang salmgnguntungkan, baik antara usaha
besar dan usaha kecil, menengah dan koperasi ameriptah maupun antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta mespaé restrukturisasi hutang usaha

kecil dan menengah.

|. Gerakan Penghematan Nasional
Dalam masa krisis, masih banyak terlihaivéks yang terkesan bermewah-mewabh,

boros dan konsumtif yang menunjukkan rendahnyadezaa atas krisis (sense of crisis).

Menugaskan kepada Presiden:

Mencanangkan gerakan penghematan nasional di segidlar yang dilaksanakan oleh
seluruh lembaga dan komponen masyuarakat yang airdah diteladankan oleh para
pejabat negara.

Perlu membatasi impor barang-barang mewah samiga kkonomi berakhir.

m. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisimelak pidana korupsi di Indonesia
telah terjadi secara sistematis dan meluas, bexbkilak hanya merugikan keuangan
negara, bahkan merupakan pelanggaran terhadapakaehkial dan ekonomi masyarakat
secara luas, serta pemeriksaan tindak pidana kdoepsn dilakukan secara luar biasa,

konsisten, cepat, tegas, dan transparan sertatunta

Menugaskan kepada Presiden:

Melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah kankrguna terwujudnya
pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang lserséhbebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Mengusut secara tuntas seluruh tindak pidana kodifsdang keuangan dan perbankan

termasuk kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia.
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Memperhatikan secara sungguh-sungguh kesejahtena@amingkatan kualitas dan
kuantitas aparatur penegak hukum, serta peningkatama dan prasarana.

n. Penegak Hukum

Belum kuatnya tekad dan komitmen aparategek hukum dan instansi terkait
untuk melakukan penegakan hukum dalam tindak pigang menyangkut sumber daya
alam, perbankan dan keuangan yang merugikan kewmanggara, serta kejahatan-
kejahatan lain baik yang mengganggu ketentramankdamanan masyarakat, maupun

merusak masa depan bangsa.

Menugaskan kepada Presiden:

Melanjutkan dan menyelesaikan secara tymaggakan hukum yang menyangkut
sumber daya alam, dana non budgeter, perbankaeuamian, serta kejahatan-kejahatan
lain yang mengancam kedaulatan negara Indonesia.

Berbagai peraturan perundangan yang tedaiggan bumi, air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya stidak sesuai dengan hak asasi
manusia dan prinsip-prinsip keadilan serta berlglan yang bertujuan untuk
kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indones

0. Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak AsasaMisia
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hakmaanusia belum dilaksanakan secara
cepat, adil dan tuntas, bahkan masih terkesan laméa diskriminatif, sehingga belum

memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menugaskan kepada Presiden:
Segera menyelesaikan proses penyidikan @aoinputan perkara-perkara dugaan

pelanggaran hak asasi manusia.

g. Pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi
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Amanat ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang PemantaPersatuan dan
Kesatuan Nasional, khususnya mengenai pembentukamisk kebenaran dan

rekonsiliasi belum direalisasikan.

Menugaskan kepada Presiden:
Agar presiden bersama DPR membentuk UU tentang $idfebenaran dan rekonsiliasi.

g. Agama

Kerukunan umat beragamaakhir-akhir ini naagi banyak hambatan sehingga
dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Pembangunan di bidang agama sering kali terhamdran& sebagian umat beragama
belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanyagwasising secara konsekuen
sehingga munculnya gejala menurunya akhlak danmatleya sendi-sendi moralitas
bangsa, yang antara lain dapat dilihat dari meratrgla kriminalitas, korupsi, kolusi dan

nepotisme, praktek perjudian, pelacuran, penyaladgu narkotika dan obat terlarang.

Menugaskan kepada Presiden:

Untuk meningkatkan kebijakan pembangunamidang agama, khususnya dalam
membina dan meningkatkan kerukunan umat beraganfumpembentukan jaringan
kerjasama antar umat beragama, meningkatkan pelayerhidupan beragama, dengan
menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusianingkatkan sarana dan prasarana
kehidupan beragama.

Meningkatkan pemberdayaan semua umat beragamardpagakuan secara adil dalam

rangka pengamalan ajaran agama.
r. Lembaga Pendidikan Agama

Lembaga pendidikan agama terutama di dakoalflik pada umumnya terancam
kelangsungan hidupnya, sedangkan lembaga-lembagabt# sangat penting untuk

pendidikan agama dan akhlak.

Menugaskan kepada Presiden:
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Memperhatikan dengan sungguh-sungguh perabilembaga-lembaga pendidikan
agama terutama di daerah-daerah konflik.

s. Sosial dan Budaya
Pelayanan kesehatan belum dapat diberdemara optimal, terutama masalah
penanganan krisis gizi dan berjangkitnya penyakibutar di daerah pengungsian dan di

daerah konflik serta yang mengalami bencana alam.

Menugaskan kepada Presiden:

Secepatnya membuat program darurat pelayleesehatan. Menggalang partisipasi
dan swadaya masyarakat untuk bersama pemerintahksaebkan program darurat.
Memperhatikan dengan sungguh-sungguh krisis gzslbnya pada ibu hamil, bayi dan
balita. Mengupayakan peningkatan anggaran keseh&gndari APBN untuk mencapai

syarat minimum HDI (Human Development index) yaitgtdpkan WHO.

t. Pendidikan
Sistem pendidikan nasional belum mampu ngkaitkan mutu, relevansi dan
pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah Republikiomesia sebagai upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menugaskan kepada Presiden

Melaksanakan pembaruan sistem pendidikamomasdalam rangka peningkatan
mutu, relevansi dan pemerataan pendidikan ke deluilayah Indonesia.
Meningkatkan kesejahteraan guru/tenaga pengajar damenuhi kekurangan
guru/tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil.
Mengupayakan efisiensi dan peningkatan anggaradigikan nasional minimal 20%
dari APBN. Serta meningkatkan kualitas pendidikarug

u. Pemuda dan Olah Raga

Sistem pengembangan pemuda dan olah radam bsepenuhnya mampu

meningkatkan kualitas dan daya saing dalam berlfegan internasional.
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Menugaskan kepada Presiden:
Melaksanakan sistem pengembangan pemamlaldh raga secara komprehensif
dan terpadu serta menyediakan anggaran yang lajak, menggalang partisipasi

masyarakat untuk bersama pemerintah mengembangkamda dan olah raga nasional.

v. Budaya dan Pariwisata
Budaya lokal dan budaya nasional kurangkdmbang serta pelestarian
peninggalan sejarah nasional kurang terpeliharagaterbaik. Kunjungan wisatawan

manca negara semakin menurun akibat gangguan keardatam negeri.

Menugaskan kepada Presiden:

Memberikan perhatian dan anggaran yang ademterhadap pengembangan
budaya dan pelestarian peninggalan sejarah baegsasenciptakan ketentraman dan
keamanan dalam negeri. Mengembangkan industri @atav yang terpadu dan

profesional.

w. Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial

Meningkatnya jumlah tenaga kerja dan melyagengangguran telah menimbulkan
implikasi sosial yang kompleks seperti munculnyaddikan anarkis, kriminalitas dan
kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Dampak krisis nasional yang berkepanjangéhtmenimbulkan banyak pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang telah memperluas keresalatam masyarakat sehingga

memerlukan penanganan secara komprehensif.

Menugaskan kepada Presiden

Mengusahakan suatu crash program yandkadiplisecara langsung menyentuh
kepentingan masyarakat sehubungan dengan tahapgedmeean lapangan kerja dan
kesempatan berusaha. Membentuk sistem jaminarl sasianal dalam rangka memberi

perlindungan sosial yang lebih meyeluruh dan terpad
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w. Perdagangan Perempuan dan Anak
Berkembangnya perdagangan perempuan dan ladanesia, telah meresahkan

masyarakat di dalam negeri dan badan-badan intenas

Menugaskan kepada Presiden

Meratifikasi Konvensi Internasional tahu®4@ tentang Larangan Perdagangan
Perempuan (Convenstion for the suppression of ttieer§), serta membentuk
badan/lembaga atau gugus tugas untuk memberamtiegpagan perempuan dan anak
Menangani keselamatan dan masa depan anak, khasasayi jalanan. Bersama DPR

menyelesaikan Undang-undang tentang Prlindungandaraperempuan

x. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya .
Penyalahgunaan narkotika, psikotropika daat adiktif lainnya yang dapat
mempercepat penyebaran HIV/AIDS semakin meluastelah menimbulkan keresahan

masyarakat karena akan merusak masa depan bangsa.

Menugaskan kepada Presiden

Melakukan tindakan tegas sesuai hukum y#eglaku terhadap produsen,
distributor dan pemakai serta melakukan langkahdinasi yang efektif, antisipasif dan
edukatif.

Mengupayakan anggaran untuk melakukan billagi terhadap korban

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zattédblknnya.

y. Pornografi
Penyiaran dan penyebaran pornografi diianedtak dan elektronik, serta iklan
telah merusak moral bangsa khususnya generasi ratdaagn kehidupan keluarga dan

masyarakat.
Menugaskan kepada Presiden

Menertibkan penerbitan, tayangan dan iklan agaaktidhenampilkan tulisan,

gambar dan tayangan yang dikategorikan pornogmaiigytidak pada tempatnya serta
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memberi sangsi kepada pihak-pihak yang melanggauaseperaturan perundang-
undangan yang berlaku.

z. Pengungsi
Pengungsi yang berjumlah sekitar tiga gueang sebagai dampak konflik horisontal
pada waktu ini sudah merupakan penduduk yang beliadavah garis kemiskinan yang

hingga sekarang belum mendapatkan penanganangsgailgdan manusiawi.

Menugaskan kepada Presiden:

Melakukan penanganan para pengungsi sesrar@gram dan memberikan bantuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang didaekugecara terpadu antar
departemen terkaitdan berupaya menggalang bantoi@nnasional sehingga dapat

menjalani kehidupan yang normal.

3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Terhadap laporan tahunan DPR, Majelis betpeat sebagai berikut:

Efektivitas DPR telah menunjukkan peningkatan piataasih perlu peningkatan kinerja.
Pelaksanaan fungsi pembuatan UU relatif masih kuran

Pelaksanaan fungsi anggarann masih belum sepenudesumi dengan hak budget
Dewan.

Tindak lanjut DPR terhadap temuan-temuaK B&lum optimal.

Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalamnigamukerja perorangan/komisi,
serta masukan dari rapat dengar pendapat umum rdé&ogaponen masyarakat, kurang
ditindaklanjuti dengan baik. Adanya disiplin angg@tPR masih kurang.

Pimpinan dan anggota DPR dalam menyampaikamdgpatnya kepada publik
kadangkala tidak dapat membedakan antara pendalpadipdan pendapat lembaga.
Dalam pelaksanaan tugas DPR, kurang didukung oftgjgaaan untuk mengadakan
tenaga ahli, sarana, dan prasarana yang memadak amtmenuhi fungsi legislasi,
anggaran, dan pengawasan.

Rekomendasi
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Berdasar hal-hal di atas, Majelis merekomendasiktiagai berikut:

Umum
Perlu peningkatan kinerja anggota DPR derlgadasan moral dan rasa tanggung

jawab yang tinggi.

Fungsi Legislasi
Perlu ditingkatkan produktivitas DPR dalaral jpembuatan UU. Dalam rangka
peningkatan kinerja DPR di bidang legislasi, pedibentuk suatu lembaga yang

mempunyai tugas khusus membantu DPR untuk menyiagkecangan UU.

Fungsi Anggaran
Perlu sikap proaktif anggota DPR dalam mengyuanggaran sesuai ama nat UUD
1945. Dalam rangka peningkatan kinerja DPR di lydanggaran, perlu dibentuk suatu

lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu DBigafig anggaran.

Fungsi Pengawasan

Setiap hasil temuan BPK harus segera ditiadakti. Pengaduan dan temuan-temuan
di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/kosgsgia masukan dari rapat kerja,
rapat dengar pendapat perlu segera ditndaklanpstiss dengan fungsi Dewan. DPR
perlu aktif dan proaktif mendorong penyelesaiarasetiukum kasus-kasus KKN, baik

yang baru maupun yang lama dengan memperhatikaritasi

Lain-lain

Perlu peningkatan disiplin anggota DPR dakstiap kegiatan Dewan termasuk
menghadiri berbagai jenis rapat, sesuai Peratui@a Tertib dan Kode Etik DPR.
Pimpinan dan anggota DPR, dalam setiap tindakapeyls memisahkan secara jelas
antara tindakannya mewakili lembaga dan selakwagrib

Perlu dukungan tenaga ahli sesuai tugagaagada setiap komisi.
Untuk peningkatan kinerja Dewan, perlu dukungangangn, sarana, dan prasarana yang

memadai dengan pengelolaan secara otonom.
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Perlu peningkatan sosialisasi kegiatarithegdan hasil kerja Dewan kepada
masyarakat.

4.BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Terhadap laporan tahunan BPK, Majelis éedapat sebagai berikut:

Kinerja BPK telah meningkat, tetapi belum mementisirapan. Banyak temuan
penyimpangan yang terlihat dalam hasil pemeriks&PK, belum sepenuhnya

ditindaklanjuti. Kurangnya tenaga pemeriksa yargjggional.

Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majakrekomendasikan sebagai berikut:
BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa p&btdeuangan negara dan
peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lemyaggindependen.

BPK perlu meningkatkan intensitas dan &fdks pemeriksaannya terhadap
lembaga-lembaga tinggi negara, institusi pemerarta®UMN, BUMD, dan lembaga-
lembaga lain yang menggunakan uang negara.

BPK perlu didukung kualitas SDM yang memadisiertai moral yang tinggi dan
independen dengan dilengkapi anggaran, sarangrdsarana yang memadai.

Berbagai temuan penyimpangan/persoalan pidanau perbera dilaporkan kepada
kejaksaan agung dan kepolisian negara Rl sesual pddU No. 5 tahun 1973 tentang
BPK.

5. MAHKAMAH AGUNG
Terhadap laporan tahunan Mahkamah Aguragel berpendapat sebagai berikut:

Walaupun MA telah berupaya meningkatkan kinerjangamun belum memenuhi
harapan dalam upaya penegakan supremasi hukum.

Terjadinya penumpukan perkara disebabkaanyad kecenderungan pengajuan
proses hukum ke tingkat kasasi, kinerja Ma yangblm kurang profesionalnya
penanganan di MA, masih terdapatnya indikasi KKah gengaruh pihak-pihak lain di
luar MA.
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Rekomendasi

Berdasar hal-hal tersebut di atas, Majebsakomendasikan sebagai berikut:

MA perlu pembenahan yaitu: Secara terus menerusngiatkan kualitas SDM bagi
seluruh hakim, panitera, dan pegawai administragedhua tingkatan agar integritas,
moralitas, wawasan, profesionalisme, dan ketrampyla guna mendukung kelancaran
tugas.

Segera menyelesaikan tunggakan perkaraademgningkatkan jumlah dan kulitas
putusan. Memenuhi secara layak sarana dan prashagmaeluruh jajarannya. Segera
menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu.ahteigasi reaksi masyarakat yang
terusik rasa keadilannya atas keputusan MA dandpenadi bawahnya, demi menjaga
citranya.

MA perlu memantapkan kemandiriannya dalaefaksanakan tugas dan fungsinya
serta menjadikan MA bebas dari KKN. MA perlu segaelaksanakan UU No. 35 tahun
1999 tentang Perubahan atasUU No. 14 tahun 1978ngeriPokok-Pokok Kekuasaan
kehakiman. Untuk meningkatkan eksistensi dan kin&pA, UU No. 14 tahunn 1985
tentang MA perlu direvisi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonda@rah, MA sesuai dengan
kewenangannya, perlu segera melakukan penanganaasbntuk Uji Material (Judicial
Review) terhadap semua peraturan daerah yangntart@an dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa mefahses peradilan kasasi sesuai pasal
5 Tap MPR No. IllI/MPR/2000. Untuk meningkatkan kjae MA perlu dukungan

anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai

I. VISI DAN MISI PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
1.Visi Pemerintahan SBY

Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangeandgara yang aman, bersatu, rukun,
dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa danaxggag menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan dan hak asasi manusia.

Terwujudnya perekonomian yang mampu menkediakesempatan kerja dan
penghidupan yang layak serta memberikan pondagj kakoh bagi pembangunan yang

berkelanjutan.
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2. Misi Pemerintahan SBY

Mewujudkan Indonesia yang aman dan damawledkan Indonesia yang adil dan

demokratis. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

3. Program Hukum Agenda Pembangunan Nasional 2004329

a. Keadilan, HAM dan Demokrasi:

Pembenahan sistem dan politik hukum yang menjaremegakan dan kepastian
hukum.

Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan bemaib

Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya.

Pengembangan seluas-luasnya kebudayaan yang laes#andoada nilai-nilai luhur.
Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomidhaer

Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia.

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan.

b. Keamanan, dan Harmoni Sosial:

Menegakkan hukum dengan tegas, adil dan tidakichgkatif.

Meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara.

Mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan ademgnggunaan dan
penyebaran narkoba.

Meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewafibkam masyarakat.
Memperkuat kerjasama internasional untuk memerangiinalitas dan kejahatan

lintas negara.

c. Keadilan Masyarakat:

Memperkuat upaya pemberantasan KKN.
Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sisteraglitan.
Menyederhanakan sistem peradilan dan memastikameblabkum diterapkan dengan

adil, yaitu memihak pada kebenaran.
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* Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga keamaestahanan, dan ketertiban.

* Menghormati dan memperkuat kearifan dan hukum gdag bersifat lokal untuk
memperkaya sistem hukum.

* Menghormati persamaan setiap warga negaradi depkunt) melalui keteladanan
kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi daaatié¢rukum.

* Meningkatkan kerjasama internasional untuk menkgtakawasan yang aman,

damai, dan kondusif untuk meningkatkan kesejahteraa

o

. Ekonomi dan Kesejahteraan

* Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di baekrdan dimulai dari tataran
pejabat yang paling atas.

» Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi Vaergih, akuntabel, transparan,
efisien dan berwibawa.

» Terhapusnya peraturan yang bersifat deskriminatifadap warga negara, kelompok
atau golongan masyarakat.

* Terjaminnya keadilan jender dalam berbagai produkumdangan, program
pembangunan, dan kebijakan publik.

» Terciptanya sistem hukum yang sederhana dan efektif

» Diterapkannya hukum secara adil dan konsekuenidak diskriminatif.

* Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengamixibijakan publik.

» Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusatdd@mah, dan tidak bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi.

(&

. Transisi Kepemimpinan Indonesia dari Masa keaVias

. Peralihan dari Soekarno ke Soeharto (1966)
Peralihan kekuasaan pertama dalam seRirédik bisa dilepaskan dari meletusnya

[

peristiwva G30 S tahun 1965, yang ditandai dengdouteihnya beberapa perwira tinggi
TNI AD. Akibat peristiwa itu, muncul kebencian yamgeluap untuk mencari dalang
pembunuhan. Opini masyarakat luas terpecah antaba lanti PKI dan kubu pro

Soekarno. Presiden Soekarno sendiri cenderung hdedtkap tegas terhadap PKI dan
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para petingginya, yang berakibat lunturnya kepexaaysebagian masyarakat terhadap
kepemimpinannya.

Pada sisi lain, kehidupan nyata di masyarakngat sulit. Harga-harga kebutuhan
sehari-hari melambung tinggi. Inflasi mencapai p@@sen akibat percetakan uang yang
terus-menerus tanpa batas. Tercatat pendapatakapiéa tak lebih dari 100 dollar AS
sehingga untuk kebutuhan pokok makan saja tidalcuieipi.

Perpecahann juga merebak dalam tubuh amgKagrsenjata. Terjadi kecurigaan
antara angkatan maupun di dalam angkatan seretkgit pemegang kendali kekuasaan
dan penyusupan ideologi asing. Apalagi kesehataekéno sempat dikabarkan
mengalami masa genting. Dalam tubuh angkatan dsmadliri kekuatan pendukung
Soekarno tidak sedikit, terutama di Jawa tengahJdamm Timur.

Sebagian kelompok di Angkatan Darat cendgrmaemihak mahasiswa dan pemuda
untuk bergerak menjalankan kampanye anti Soekaenta snenggiring opini publik
tentang perlunya perubahan politik. Organisashasswa yang menonjol saat itu
adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Lewat Supersemar (Surat Perintah 11 Me&@66), secara de facto, terjadi peralihan
kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Secana ¢gheralihan itu dikukuhkan dalam
Sidang Umum MPR pada 12 Maret 1967 ketika Soelmastmi menjadi Pejabat Presiden
RI menggantikan Soekarno yang dicabut mandatnya.

Peralihan kekuasaan pertama dalam sejdrdrdatat paling diwarnai pertumpahan
darah. Peristiwa pembunuhan para jenderal AngkBiamat yang mengawali suksesi
memicu kebencian meluas, yang pada akhir penyateg&anflik, menurut sebuah komisi
penyelidik, memakan 78.000 nyawa (ada yang menykimgiga ratusan ribu) korban

pembalasan antikomunis.

2. Peralihan dari Soeharto ke Habibie (1998)

Setelah berkuasa selama 32 tahun, padgab2d Mei 1998 Presiden Soeharto
dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai PrestidlePeristiwva beralihnya kekuasaan
dari Soeharto kepada BJ Habibie oleh Soeharto ulisédngser” istilah Jawa bagi raja
yang mundur dari singgasana. Suasana menjelangelenyg Soeharto dalam beberapa

hal mirip dengan peristiwa lengsernya SoekarnowBliadengan krisis ekonomi yang
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melanda Indonesia sejak tahun 1997, kondisi patidnjadi kian memanas dan berujung
pada krisis politik nasional. Ketidakpuasan masyaréerhadap kehidupan politik yang
didominasi Golkar dan militer, menemukan titik sasgpada Soeharto. Mahasiswa mulai
bahu membahu menyerukan reformasi total dan mugdusoeharto dari kursi presiden.
Setiap hari mereka menggelar orasi mimbar bebaslelamonstrasi. Bahkan gedung DPR
dan MPR Senayan diduduki mahasiswa yang menyesikesesi nasional.

Puncak kemarahan publik adalah peristivaepwakan, 12 Mei 1998, yang
menewaskan mahasiswa Trisakti saat menggelar mibdizas. Peristiwa itu menyulut
kemarahan massa pada aparat keamanan yang berw@gddimkerusuhan massal di
seluruh Jakarta dan beberapa kota besar lainnyasitean yang terjadi selama 3 hari itu
memakan ratusan (ada yang menyebut 1.500) nyawa.

Kebanyakan akibat terpanggang di mal-mal ydijgrah maupun menjadi korban
kekerasan massa. Penjarahan dan kerusuhan itunjalyems, menjadi gelombang anti
etnis Tionghoa yang dianggap sebagai representasi Boeharto. Menyikapi hal itu,
dari lawatannya di Mesir Soeharto menyatakan naatagtuk mundur jika tak lagi
dipercaya rakyat. Terlebih, Presiden Soeharto mukthilangan kepercayaan dari
pimpinan ABRI yang telah bersikap terbuka terhaddprmasi usulan mahasiswa. Ketua
DPR/MPR mengeluarkan ultimatum, presiden harus amead) permintaan mundur
paling lambat tanggal 23 Mei. Soeharto menerimatbdmanyak tamu di Cendana, dan
semuanya bersatu padu dalam sikap: Soeharto sghamkangundurkan diri. Perwira-
perwira purnawirawan TNI-ABRI Angkatan 1945 dan gerus besar NU menyambut
baik dan menghargai berita di berbagai media masdang kesediaan Presiden Soeharto
untuk lengser keprabon (turun tahta).

Amun sebelum MPR sempat menggelar Sidamgdw®/a, transisi kekuasaan telah
dilakukan lewat pidato pengunduran diri yang beytamg 10 menit di Istana Negara.

Dalam pidato itu ditunjuk BJ Habibie sebagai presitiingga dilangsungkannya pemilu.

3. Peralihan dari Habibie ke Abdurrahman Wahid (199)
Pemerintahan Habibie hanya berlangsungnsel&12 hari. Naiknya Habibie ke
puncak pemerintahan sedikit banyak dikritik karei@nggap sebagai bagian dari Orde

Baru. Kasus Semanggi | dan |l serta hilangnya &ktjuga masih terjadi pada
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pemerintahan Habibie yang terus merongrong legginpelitiknya. Namun kuatnya
dukunganbagiHabibie di parlemen dan birikrasi, nedxapkan Habibie bisa tetap aman
berada di kursi tertinggi pemerintahan hingga pEmggaraan pemilu yang dipercepat
pada bulan Juni 1999.

Goncangan terhadap posisi Habibie mulai dptsetelah keputusan politik yang
diambil Habibie, yaitu kebijakan penyelesaian masalimor Timur dengan melalui
penentuan pendapat. Kebijakantersebut akhirnya useampada lepasnya Timor Timur
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prestasi Habibie yang bisa mengangkat hugéi nilai 16.700 per dollar AS pada
bulan Oktober tidak dibarengi dengan perbaikanosekikro. Kemiskinan akibat krisis
ekonomi, lapangan kerja yang sempit dan investasgyminim masih membayangi.
Bahkan prestasi Habibie menstabilkan ekonomipurraydn tercoreng kasus Bank Bali
yang menunjukkan intervensi nyata pemerintah pad&Bndonesia.

Di bidang sosial, Habibie juga tidak menangian mencegah terjadinya kerusuhan-
kerusuhan di daerah. Konflik horisontal antar pemehgama di Ambon dan Poso
menelan ribuan korban jiwa. Demikian pula kerusulb@mnuansa etnis merebak di
Kalimantan Barat.

Rapat Paripurna MPR 15 Oktober 1999 yargatak pertanggungjawaban habibie
menjadi dasar bagi MPR untuk memilih presiden dakiwpresiden baru. Terjadi
pergulatan dan manuver politik tingkat tinggi ditaaa para pelaku politik untuk
memperebutkan jabatan presiden.

Dalam Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999 untudmilih presiden, suasana
sangat memanas. Megawati Soekarnoputri, yang pgatanemperoleh suara terbanyak,
ternyata kalah dalam pemilihan presiden oleh MRRjota MPR yang dimotori oleh
poros tengah, pada akhirnya memenangkan AbdurrahVadumd seagai presiden. Situasi
menjadi sangatkritis oleh demonstrasi yang kiamldms, namun akhirnya dapat diredam

setelah Megawati bersedia menjadi wakil presiden.
4. Peralihan dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Seekarnoputri (2001)

Meski tanpa kekerasan dan letusan pelwtglipan kekuasaan dari Abdurrahman

Wahid kepada Megawati tidak berlangsung mulus. Atatiuman Wahid berhenti
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menjadi presiden setelah keputusan Sidang Istim&fR mencabut mandatnya.
Pencabutan mandat terkait dengan berbagai ketidakputerhadap kebijakan Gus Dur,
terutama skandal kasus dana nonbudgeter Bulog.sKdana bantuan Sultan Brunai
Darussalam untuk Aceh juga menjadi ganjalan bagi Qur.

Selain itu, Gus Dur lebih sering melawat lkar negeri padahal kondisi negara
sedang genting. Di pihaklain, Gus Dur justru bemmas dengan lembaga perwakilan
rakyat. Akhirnya para politisi di parlemen yang sésmmendukung Gus Dur seperti amin
Rais, berbalik arah untuk menolak kepemimpinannya.

Di pihak lain, naiknya Megawati pada 21 @&idr 2001 ke kursi tertinggi
pemerintahan juga tak sepenuhnya disambut sukadcikalangan masyarakat bawah

pendukung Gus Dur.

5. Peralihan dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyno (2004)

Untuk pertama kalinya, transisi kekuasaariabhgsung relatif aman. Pelaksanaan
tiga kali pemilu dalam rentang waktu 5 bulan mamgitalui tanpa kekerasan.
Transparansi dalam kampanye maupun dalam pemillaksana dengan baik.
Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemésigen langsung oleh rakyat
(2004) memberikan legitimasi yang besar. Meski ilm, presiden Yudhoyono
tampaknya juga akan dihadapkan berbagai tuntutas pe¢laksanaan janji-janji yang
pernah dilontarkannya saat kampanye.

Di DPR, kekuatan kelompok oposisi (Koak®&bangsaan) lebih kuat. Namun di
MPR kelompok pendukung pemerintah (Koalisi Keraggatdidukung sebagian anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga kedua kampaknya sama kuat. Hasil
voting pemilihan ketua MPR bahkan hanya berbeda duara, menunjukkan
berimbangnya kedua kekuatan koalisi ini.

Pada skala nasional, gangguan datang deor bom. Peristiwa terbaru adalah
ledakan di depan Kedubes Australis yang menewaSkarang serta ledakan di depan
Kedubes Indonesia di Paris. Gaung konflik bersangitAceh dan Papua sudah jauh
berkurang, darurat sipil di aceh diturunkan menjsattib sipil. Di tingkat mikro,
kriminalitas di tengah masyarakat masih cukup tingg
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Secara umum, kondisi ekonomi mikro masgtutm membaik. Harga sembako,
meski stabil namun masih dinilai mahal. Perekonankambali marak meski masih
digerakkan sektor konsumsi. Tingkat penganggurasimdi atas 10 persen. Sementara
segi makro ekonomi terlihat semakin membaik. Sukaga perbakan sangat rendah
sehingga sektor properti kembali bergairah. Hamgabako relatif stabil, harga BBM
terpaksa harus dinaikan. Kurs rupiah relatif stalitla kisaran 9.500 rupiah per dollar

AS. Konflik horisontal relatif mereda.
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UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB |
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB I
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan

Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum
dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
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(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di lbu
Kota Negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
undang Dasar. ***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ x+x¥)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)
BAB Il
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.*)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.

Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya
sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani
untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan
undang-undang.*** )

Pasal 6A
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(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.***)

(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh
persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh
suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam
undang-undang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jalsgtama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untukksdittnasa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dibéikeen dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwaki&gaR baik apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadggrajekorupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabilakéridak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih
dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau WakKil
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya
dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** )

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan
usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis
Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya %. dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden
diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***

)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis
masa jabatannya.*** )

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam
puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih
Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*** )

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan
tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu,
Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangam ¢&lesiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh
partai politik atau gabungan partai politik yaregsangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih
suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemililmnmu sebelumnya, sampai berakhir masa
jabatannya.****)

Pasal 9
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(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah saya bersumpah akan memerkéwajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indsia) dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undardgpblg Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peratwatemgan selurus-
lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan enghi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) @eng sebaik — baiknya dan seadiadilnya,
memegang teguh

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undatayig dan peraturannya dengan selurus-

lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atawdh Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan
sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah meagama, atau berjanji dengan sungguh-
sungguh di hadapan pimpinan Majelis PermusyawaiRédyat dengan disaksikan oleh Pimpinan

Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggifAngkatan Darat, Angkatan Laut dan

Angkatan Udara.

Phta

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasionahia yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengeban keuangan negara, dan/atau
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mengharuskan perubahan atau pembentukan undangeuhm@daus dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian interoaal diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syanattsian akibatnya keadaan bahaya ditetapkan

dengan undang-undang.

1)
@)

3

1)

2

Pasal 15

Pagal

Presiden mengangkat duta dan konsul.

Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.*

Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan redmftikan pertimbangan Mahkamah

agung.*)

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.*)

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan

undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangag lyertugas memberikan nasihat dan

pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnyaralatam undang-undang.****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA
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Pasal 17

1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
3 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam

undang-undang.***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** )

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**
)

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan
Pusat.**)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)

@) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
undang-undang.**)

Pasal 18A
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(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-
undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.** )

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang.** )

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan
undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan
Rakyat masa itu.* )

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk
menjadi undang-undang.* )

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-

undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A
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(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan.** )

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-
Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket,
dan hak menyatakan pendapat.** )

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat, serta hak imunitas.** )

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan
Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.** )

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mergajuwsul rancangan undang-undang.*)
Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Predigehak menetapkan peraturan pemerintah

sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetuDewan Perwakilan Rakyat dalam

persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturaeniath itu harus dicabut.
Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemb@n undang-undang diatur dengan undang-

undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dibetkam dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata

caranya diatur dalam undang-undang.**)
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BAB VIIA***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari sepagpvinsi melalui pemilihan umum.***)

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap proumslahnya sama dan jumlah seluruh

®)

4

@

@)

3

(4)

anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebihi dapertiga jumlah anggota Dewan

Perwakilan Rakyat.***)

Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya seleddim setahun.*** )

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daeralr di@tgan undang-undang.*** )

Pasal 22D

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepadaaid®erwakilan Rakyat rancangan

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daeudungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengekazer daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusmatdaerah, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangaangrondang yang berkaitan dengan
otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; penkaentypemekaran, dan penggabungan
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumbar el@ynomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan partgabh kepada Dewan Perwakilan Rakyat

atas rancangan undang-undang yang berkaitan deaga pendidikan dan agama.***)

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasas: pelaksanaan undang-undang
mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekamapehggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumlalyar ekonomi lainnya, pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara, pajakdip@mgd dan agama serta menyampaikan hasil
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyaagae bahan pertimbangan untuk

ditindaklanjuti.*** )

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentéieanjabatannya, yang syarat-syarat dan
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@

@)

3

4

®)

(6)

tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, urbalmas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima

tahun sekali.*** )

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih aregdeéwan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presidenDiaman Perwakilan Rakyat Daerah.*** )

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DeRamwakilan Rakyat dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.y**

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DewRerwakilan Daerah adalah

perseorangan.** )

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisiilgean umum yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri.***)

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diaengan undang-undang.***)

BAB VIl

HAL KEUANGAN
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Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagad wiaji pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang tisanakan secara terbuka dan bertanggung

jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyak.***

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan darjabeegara diajukan oleh Presiden
untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat demgenperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujuicangan anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintahjalteekan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksakukeperluan negara diatur dengan undang-
undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengieng-undang.***
Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diagagdn undang-undang.***
Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susukadudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan

independensinya diatur dengan undang-undang.***

BAB VIIIA ***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E
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(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawakhrngrkeuangan negara diadakan satu Badan

Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepagan Perwakilan Rakyat, Dewan

Pemakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daesedyai dengan kewenangannya.***

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti olehbbega perwakilan dan/atau badan sesuai dengan

undang-undang.*** )

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DewRerwakilan Rakyat dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daggiatdiresmikan oleh Presiden.***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih darialeh anggota.*** )

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu legara, dan memiliki perwakilan di setiap

provinsi.*** )

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan PemeriksaKgan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang naetoheéldk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan.*** )

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkagahg dan badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, limglan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahegara, dan oleh sebuah Mahkamah
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Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan denga&ndsaan kehakiman diatur dalam undang-

undang.** **)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkatsiasmenguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undaregygndan mempunyai wewenang lainnya

yang diberikan oleh undang-undang.*** )

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepritsdiyang tidak tercela, adil, profesional, dan

berpengalaman di bidang hukum.***)

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepadl®wan Perwakilan Rakyat untuk

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetagdaagai hakim agung oleh Presiden.*** )
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih daahdleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acdreaiah Agung serta badan peradilan di

bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mesulkan pengangkatan hakim agung dan

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga damegaétkan kehormatan, keluhuran
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martabat, serta perilaku hakim.***)

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahdiam pengalaman di bidang hukum serta

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tdac*** )

Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan olehedRten dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat.*** )

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudigair dengan undang-undang.*** )

Pasal 24C***

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tinglkeatama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadagang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya kdibedleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik dan memutus figlsn tentang hasil pemilihan umum.***

)

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan ataedppat Dewan Perwaklian Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden danAgiil Presiden menurut Undang-Undang

Dasar.*** )

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang areggekim konstitusi yang ditetapkan oleh
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga oraely Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan

Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presidet). **

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilidriddan oleh hakim konstitusi.***

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kibpdian yang tidak tercela, adil, negarawan

yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,tstakamerangkap sebagai pejabat negara.*** )

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitukyrhuacara serta ketentuan lainnya tentang

Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk dibetikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-

undang
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BAB IXA**)
WILAYAH NEGARA
Pasal 25****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah atelmegara kepulauan yang berciri Nusantara

dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknyapl& dengan undang-undang.** )
BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bamgimesia asli dan orang-orang bangsa lain

yang disahkan dengan undang-undang sebagai waggeane
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang gang bertempat tinggal di Indonesia.** )

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diengah undang-undang.** )

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalkam dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tdkkkecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan daghppiupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut ser@andalpaya pembelaan negara.***)
Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeanapikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**)
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HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhakpertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28 B

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan mekamuteturunan melalui perkawinan yang

sah.**)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbah, berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )

Pasal 28C

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pahen kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dad pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan #esejahteraan umat manusia.** )

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalaemperjuangkan haknya secara kolektif

untuk membangun masyarakat, bangsa dan negarajya.**

Pasal 28D

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, gerigan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendagzaléam dan perlakuan yang adil dan layak

dalam hubungan kerja.**)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatgrsgama dalam pemerintahan.**)

Setiap orang berhak atas status kewarganegargan.**

Pasal 28E

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadatroteegamanya, memilih pendidikan dan
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pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargareagar memilih tempat tinggal di wilayah

negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kgp@mamenyatakan pikiran dan sikap, sesuai

dengan hati nuraninya.**)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikatiroput dan mengeluarkan pendapat.**)
Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dampegoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak kumbencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan merdgi@nnsegala jenis saluran yang tersedia.**)
Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribkeliuarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhakasgasman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat segaaty merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaam p¢slakuan yang merendahkan derajat

martabat manusia dan berhak memperoleh suakakatditi negara lain.** )
Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bdtertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berretkperoleh pelayanan kesehatan.**)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan pemldkusus untuk memperoleh kesempatan

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaaeaiditak.** )

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mekmkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dak milik tersebut tidak boleh diambil alih

secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I
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(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak unkeknerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untakudisebagai pribadi dihadapan hukum, dan
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yangaliersurut adalah hak asasi manusia yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifdridimatif atas dasar apapun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yasgdtediskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionaruihti selaras dengan perkembangan zaman

dan peradaban.**)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenultkaashai manusia adalah tanggung jawab

negara, terutama pemerintah.** )

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manesiaas dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusmimljjdiatur, dan dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan.**)

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusingorlain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiag orajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksudesemss untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang laiorak memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kesmadan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis.** )
BAB XI
AGAMA
Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

250



(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukkunemeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayadinya
BAB XII
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**)
Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut selddéam usaha pertahanan dan keamanan
negara.**)

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanaitaluinsistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia Kipolisian Negara Republik Indonesia,

sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekpatelukung.** )

(38) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas AngkatamaDaAngkatan laut dan Angkatan Udara
sebagai alat negara bertugas mempertahankan, omglinddan memelihara keutuhan dan

kedaulatan negara.**)

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai agara yang menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayasyarakat, serta menegakkan hukum.**)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonespplisian Negara Republik Indonesia,
hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indodasi&epolisian Negara Republik Indonesia
di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat ke#kistan warga negara dalam usaha pertahanan
dan keamanan diatur dengan undang-undang.** )

BAB XiIlI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan ddaa pemerintah wajib membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan g&tam spendidikan nasional, yang
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meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlalamalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sektkaramgnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara sertandgdaran pendapatan dan belanja daerah untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikanmedsig*)

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknaleggan menunjang tinggi nilai-nilai

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan perasltmResejahteraan umat manusia.****)
Pasal 32

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesendah peradaban dunia dengan menjamin

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan menggkalpamilai-nilai budayanya.**** )
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerapaddekayaan budaya nasional.**** )
BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama beatisasas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negargategn menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung atiinghya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar ddesokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjubenywawasan lingkungan, kemandirian, serta

dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesd@ong nasional.****)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasdiatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34
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(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihardalegara.**** )

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagirubelrakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengdabat kemanusiaan.**** )

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fagilékyanan kesehatan dan fasilitas pelayanan

umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasdidatur dalam undang-undang.****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA

LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah.Puti

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila deregabhayan Bhineka Tunggal lka.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Balten Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37
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(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasart déggendakan dalam sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sef@tharangnya 1/3 dari jumlah anggota

Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undargy dagukan secara tertulis dan ditunjukkan

dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubabrtealasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasangitilajelis Permusyawaratan Rakyat

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlagguota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****

)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undarsgr Ddilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah saggota dari seluruh anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republilonegia tidak dapat dilakukan

perubahan.**** )

ATURAN PERALIHAN

Pasal |

Segala peraturan perundang-undangan yang adi metap berlaku selama belum diadakan yang

baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal Il

Semua lembaga negara yang ada masih tetapngsifsepanjang untuk melaksanakan ketentuan

Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang banunneUndang-Undang Dasar ini.**** )

Pasal Il

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatpgida 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk

segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agtng.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal |
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Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi umgkakukan peninjauan terhadap materi dan status
hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat B8tme dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pa#eg Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun

2003.**** )
Pasal Il

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-UndaagamDini, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukkza pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam RapgbuPaa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 20i@arg8y Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tandgatapkan.**** )
Ditetapkan di Jakarta
Pada tangal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :
Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintangpadia BAB, Pasal dan Ayat seperti;
- Perubahan Pertama :*
- Perubahan Kedua L
- Perubahan Ketiga ki

- Perubahan Keempat : ****
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UNDANG-UNDANG DASAR 1945 pra amandemen

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak sbgafgsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karatek tsesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonealadaimpailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Inddeedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adilhgtakmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan demnlidorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, malka adlonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu PertadriNegara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dataelsia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksakakartiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disaisitgémerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yapentelk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan befdgaskepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dankigatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan jundieun suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB |
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yarizehtuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakidepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB I
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atagateyanggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golguodangan, menurut aturan yang ditetapkan
dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sigikisekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyetapkan dengan suara

yang terbanyak.

Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UndamgtinDasar dan garis-garis besar daripada haluan
negara.

BAB IlI
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekugsamerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibalgh satu orang Wakil Presiden.
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Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undaeggidengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah unéufalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Ma&ermusyawaratan Rakyat dengan suara yang
terbanyak.

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannyanaeimasa lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak daptakuakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia
diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Walsiderebersumpah menurut agama, atau berjaniji
dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permasgtam Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewaji@siden Republik Indonesia (Wakil Presiden
Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan kadiihya, memegang teguh Undang-Undang Dasar
dan menjalankan segala undang-undang dan perayardengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada
Nusa dan Bangsa”.
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan meméewtdjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baikayaseadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang
Dasar dan menjalankan segala undang-undang danigaeraya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada Nusa dan Bangsa”.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atdsafargDarat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralg@yatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-sgarakibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan
undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.
Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rétesi
Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lairtdainta kehormatan.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Pasal 16
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkagasrenndang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pgetan Presiden dan berhak memajukan usul kepada
pemerintah.

BAB V
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KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikdah Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pentahn

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besarahm&agan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandangeahgingati dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-akuhdiaerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkanatengdang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnyakelalam setahun.
Pasal 20
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetupeman Perwakilan Rakyat.
(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidakapahgdersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka
rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalansidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 21
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhaknajukan rancangan undang-undang.
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh BeWwerwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden,
maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagirdgdarsidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Beesberhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat pgusetlDewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan
yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka perapgarerintah itu harus dicabut.

BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkartiipgahun dengan undang-undang. Apabila Dewan
Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yamgulkan pemerintah, maka pemerintah
menjalankan anggaran tahun yang lalu.
(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasark@ang-undang.
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengamgrghdang.
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengdang-undang.
(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuanggara diadakan suatu Badan Pemeriksa
Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan gadatang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan
kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkaAgung dan lain-lain badan kehakiman
menurut undang-undang.
(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakimdiatitu dengan undang-undang.

Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentsetragai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
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BAB X
WARGA NEGARA
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang$mindonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraataplitan dengan undang-undang.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukanngdadi ttukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tdkkkecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaampédaghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengelugrikénan dengan lisan dan tulisan dan sebaganya
ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI
AGAMA
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduditikk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayadtnya

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutasdalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengdang-undang.

BAB XIlI
PENDIDIKAN
Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat peragajar
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakasist&m pengajaran nasional, yang diatur dengan
undang-undang.
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersaneshemtas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi netgmg/ang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandliniglamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelhaeh negara.

BAB XV

BENDERA DAN BAHASA
Pasal 35
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Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurargpkmya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurangaiuya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal |
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatundayelenggarakan kepindahan pemerintahan
kepada Pemerintah Indonesia.
Pasal Il
Segala badan negara dan peraturan yang ada meagsutey berlaku, selama belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal lll
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presidenlidipieh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan RdameRakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung
dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segdtadasaannya dijalankan oleh Presiden dengan
bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangantAsur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan
menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan datahang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis PermusyawaRd&yat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk
menetapkan Undang-Undang Dasar.
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UNDANG- UNDANG Nonor 12 Tahun 2006 tentang KEWARGANEGARAAN REPUBLI K

| NDONESI A
Sebagai mana di sahkan dal am Si dang Pari purna DPR R
pada 11 Juli 2006
UNDANG- UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLI K | NDONESI A
DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nmbang:

a.

d.

e.
Mengi

Pasal

bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun 1945 nenjam n potensi,
harkat, dan nmartabat setiap orang sesuai dengan hak asasi nanusi a;

bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur
pokok dari suatu negara yang nemliki hak dan kewaji ban yang perlu
di l i ndungi dan dijam n pel aksanaannya,;

bahwa Undang-Undang Nonor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republ i k 1 ndonesia sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang
Nonor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nonor
62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik [|ndonesia sudah
tidak sesuai lagi dengan perkenbangan ketatanegaraan Republik
I ndonesi a sehi ngga harus di cabut dan di ganti dengan yang baru;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di meksud dal am hur uf
a, huruf b, dan huruf c¢, perlu nenmbentuk Undang-Undang tentang
Kewar ganegar aan Republ i k | ndonesi a;

ngat :

20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2),

262



Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat
(2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945;
Dengan Per set uj uan Ber sama
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A
dan PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
MEMUTUSKAN

Menet apkan : UNDANG- UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLI K
| NDONESI A.

Bab |

KETENTUAN UMJUM

Pasal 1

Dal am Undang- Undang i ni yang di naksud dengan:

1. Warga Negara adal ah warga suatu negara yang ditetapkan
ber dasar kan peraturan perundang-undangan.

2. Kewar ganegar aan adal ah segala hal ihwal yang berhubungan
dengan war ga negara

3. Pewar ganegaraan adal ah tata cara bagi orang asing untuk
nmenper ol eh Kewar ganegaraan Republ ik
I ndonesi a nel al ui per nohonan.

4, Menteri adalah nenteri yang |ingkup tugas dan tanggung
j awabnya di bi dang Kewar ganegaraan Republi k | ndonesi a.

5. Pej abat adal ah orang yang nenduduki jabatan tertentu yang
di tunjuk ol eh Menteri untuk nenangan
masal ah Kewar ganegaraan Republ ik | ndonesi a.

6. Setiap orang adalah orang perseorangan, ternasuk
kor por asi .
7. Perwaki | an Republ ik I|ndonesia adal ah Kedutaan Besar

Republ i k I ndonesi a, Konsul at Jenderal Republik
I ndonesi a, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik
I ndonesi a.

Pasal 2
Yang nenj adi WArga Negara | ndonesia adal ah orang-orang bangsa | ndonesia

asli dan orang-orang bangsa
I ai n yang di sahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
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Pasal 3

Kewar ganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan
per syar at an yang ditenmukan
dal am Undang- Undang i ni

Bab 11

WARGA NEGARA | NDONESI A

Pasal 4

War ga Negara | ndonesi a adal ah:

a. setiap orang yang berdasar kan peraturan perundang-undangan
dan/ at au berdasarkan perjanjian

Penerintah Republik Indonesia dengan negara |ain sebel um Undang- Undang
i ni berlaku sudah nenj adi

War ga Negara | ndonesi a;

b. anak yang lahir dari perkaw nan yang sah dari seorang
ayah dan i bu Warga Negara | ndonesi a;

C. anak yang lahir dari perkawi nan yang sah dari seorang
ayah Warga Negara | ndonesia dan i bu warga negara asi ng;

d. anak yang lahir dari perkaw nan yang sah dari seorang ayah
war ga negara asing dan i bu Warga Negara | ndonesi a;

e. anak yang lahir dari perkaw nan yang sah dari seorang ibu
Warga Negara | ndonesia, tetapi ayahnya tidak

nmenmpunyai kewar ganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak
menber i kan kewar ganegar aan kepada

anak tersebut;

f. anak yang | ahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus)
hari setel ah ayahnya meni nggal dunia dari
per kawi nan yang sah dan ayahnya Warga Negara | ndonesi a;

anak yang lahir di luar perkaw nan yang sah dari seorang
|bu War ga Negara | ndonesi a;

h. anak yang lahir di luar perkaw nan yang sah dari seorang
i bu warga negara asing yang di akui ol eh seorang

ayah Warga Negara | ndonesi a sebagai anaknya dan pengakuan itu dil akukan
sebel um anak tersebut berusia

18 (del apan bel as) tahun atau bel um kawi n;

i anak yang lahir di w layah negara Republik I|ndonesia
yang pada waktu lahir tidak jelas status
kewar ganegar aan ayah dan ibunya;

j - anak yang baru |l ahir yang ditenukan di wi |l ayah negara
Republ i k I ndonesi a sel ama ayah dan i bunya tidak diketahui
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k. anak yang lahir di wlayah negara Republik Indonesia
apabi | a ayah dan ibunya tidak nmenpunyai
kewar ganegaraan atau tidak di ketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar w layah negara Republik
I ndonesi a dari seorang ayah dan i bu Warga Negara

I ndonesia yang karena ketentuan dari negara tenpat anak tersebut
di | ahi rkan nmenberi kan

kewar ganegar aan kepada anak yang ber sangkut an;

m anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabul kan
per nohonan kewar ganegar aannya, kemudi an ayah

atau ibunya neninggal dunia sebel um nengucapkan sunpah atau nenyatakan
janji setia.

Pasal 5

(D Anak Warga Negara I ndonesia yang | ahir di |uar perkaw nan yang
sah, belum berusia 18 (del apan bel as)

tahun atau belum kaw n diakui secara sah oleh ayahnya vyang
ber kewar ganegar aan asi ng tetap di aku

sebagai Warga Negara | ndonesi a.

(2) Anak Warga Negara | ndonesia yang belum berusia 5 (linma) tahun
di angkat secara sah sebagai anak ol eh

warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui
sebagai Warga Negara | ndonesi a.

Pasal 6

(1) Dal am hal status Kewarganegaraan Republik |ndonesia terhadap
anak sebagai mana di maksud dal am Pasa

4 huruf ¢, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak

ber kewar ganegar aan ganda, setel ah berusia
18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus
nmenyat akan nmem | i h sal ah satu kewar ganegar aannya.

(2) Pernyat aan untuk mem |ih kewarganegaraan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) di buat secara tertulis

dan di sanpai kan kepada Pejabat dengan nel anpirkan dokumen sebagai mana
di t ent ukan di dal am peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyat aan untuk nemilih kewarganegaraan sebagai mana di naksud
pada ayat (2) disanpai kan dal am

waktu paling lanbat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (del apan
bel as) tahun atau sudah kaw n.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara |ndonesia diperlakukan sebaga
orang asi ng.

Bab 111
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLI K | NDONESI A

Pasal 8
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Kewar ganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh nelalui
pewar ganegar aan.

Pasal 9

Per rohonan pewar ganegaraan dapat diajukan oleh penohon jika nenenuhi
per syar at an sebagai beri kut:

a. tel ah berusia 18 (del apan bel as) tahun atau sudah kawi n;

b. pada waktu nengaj ukan pernohonan sudah bertenpat tingga
di wilayah negara Republik | ndonesia paling

singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepul uh
pul uh) tahun tidak berturut-turut;

C. sehat jasmani dan rohani

d. dapat berbahasa I|ndonesia serta nengakui dasar negara
Pancasi | a dan Undang- Undang Dasar Negara
Republ i k 1 ndonesi a Tahun 1945;

e. ti dak pernah dijatuhi pidana karena nel akukan tindak
pi dana yang di ancam dengan pi dana penjara 1
(satu) tahun atau | ebih;

f. jika dengan nenperol eh Kewarganegaraan Republik
I ndonesi a, tidak menjadi ber kewar ganegar aan ganda;

g. menpunyai pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap; dan

h. menbayar uang pewar ganegaraan ke Kas Negar a.

Pasal 10

(D Per rohonan pewar ganegar aan di aj ukan di | ndonesia ol eh penphon

secara tertulis dal am bahasa
I ndonesia di atas Kkertas bernmeterai cukup kepada Presiden nelalu
Menteri .

(2) Ber kas pernphonan pewar ganegaraan sebagai mana di naksud pada
ayat (1) disanpai kan kepada Pej abat.

Pasal 11

Menteri  meneruskan pernohonan sebagai nana di maksud dalam Pasal 10
di sertai dengan perti nbangan kepada

Presiden dalam waktu paling lanbat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal pernohonan diterina.

Pasal 12
(D Per rohonan pewar ganegar aan di kenai bi aya
(2) Bi aya sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur dengan

Per at ur an Peneri nt ah.
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Pasal 13
(D) Presi den nengabul kan atau nenol ak per nohonan pewar ganegar aan.

(2) Pengabul an pernohonan pewar ganegaraan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keput usan Presi den.

(3) Keputusan Presiden sebagai mana di maksud pada ayat (2)
di t et apkan paling lanbat 3 (tiga) bul an

terhitung sejak pernphonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan
kepada penohon paling | anbat 14

(enpat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

(4) Penol akan per nbhonan pewar ganegar aan sebagai nana di naksud pada
ayat (1) harus disertai alasan dan

di beritahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling |anbat 3
(tiga) bulan terhitung sejak

tanggal pernohonan diterinma ol eh Menteri

Pasal 14

(D Keput usan Presiden mengenai pengabul an terhadap pernohonan
pewar ganegar aan ber| aku efektif

terhitung sejak tanggal penohon nengucapkan sunpah atau nenyatakan
janji setia.

(2) Paling lanmbat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan
Presi den dikirimkepada penphon, Pejabat
nmemanggi | penmohon unt uk nmengucapkan sunpah atau nenyatakan janji setia.

(3) Dal am hal setelah di panggil secara tertulis ol eh Pejabat untuk
nmengucapkan sunpah at au nenyat akan
janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata penohon tidak

hadi r tanpa al asan yang sabh,
Keput usan Presiden tersebut batal dem hukum

(4) Dal am hal penphon tidak dapat nengucapkan sunpah atau
nenyat akan janji setia pada waktu yang tel ah

di tentukan sebagai aki bat kel al ai an Pejabat, penohon dapat mengucapkan
sunpah atau nenyat akan janji

setia di hadapan Pejabat |ain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

(1) Pengucapan sunpah atau pernyataan janji setia sebagai mana
di meksud dal am Pasal 14 ayat (1) dil akukan
di hadapan Pej abat .

(2) Pej abat sebagai mana di meksud pada ayat (1) nmenbuat berita
acara pel aksanaan pengucapan sunpah atau
pernyataan janji setia.

(3) Paling | anmbat 14 (enpat belas) hari terhitung sejak tanggal
pengucapan sunpah atau pernyataan janji

setia, Pejabat sebagai mana di meksud pada ayat (1) nmenyanpai kan berita
acara pengucapan sunpah atau
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pernyataan janji setia kepada Menteri
Pasal 16

Sunpah atau pernyataan janji setia sebagai mrana di naksud dal am Pasal 14
ayat (1) adal ah:

Yang nmengucapkan sunpah, |afal sunpahnya sebagai berikut:

Demi Al l ah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersunpah nel epaskan sel uruh
keseti aan saya kepada kekuasaan

asi ng, nmengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik
| ndonesi a, Pancasila, dan

Undang- Undang Dasar Negara Republik I|ndonesia Tahun 1945 dan akan
nmenbel anya dengan sungguh- sungguh

serta akan nenjal ankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya
sebagai WArga Negara | ndonesi a

dengan tul us dan ikhl as.

Yang nenyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji nel epaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asi ng,
mengakui, tunduk, dan setia

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik

I ndonesi a Tahun 1945 dan akan nenbel anya dengan sungguh-sungguh serta
akan nenj al ankan kewaj i ban yang

di bebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara |ndonesia dengan
tulus dan ikhl as.

Pasal 17

Set el ah nmengucapkan sunpah atau nenyatakan janji setia, penmphon wajib
nmenyer ahkan dokunen atau

surat-surat keinigrasian atas namanya kepada kantor imgrasi dalam
waktu paling | anmbat 14 (enpat

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sunmpah atau
pernyataan janji setia.

Pasal 18

(1) Sal i nan Keput usan Presiden tentang pewar ganegaraan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 14 ayat (1) dan

berita acara pengucapan sunpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat
sebagai nana di meksud dal am

Pasal 15 ayat (2) nenjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik |ndonesia
seseor ang yang nenperol eh kewar ganegar aan.

(2) Menteri nengumunkan nama orang yang telah nenperoleh
kewar ganegar aan sebagai nana di maksud pada

ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesi a.

Pasal 19

(D Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara
I ndonesi a dapat nenper ol eh
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Kewar ganegaraan Republik I|ndonesia dengan nenyanpai kan pernyataan
menj adi warga negara di hadapan Pej abat .

(2) Per nyat aan sebagai mana di naksud pada ayat (1) dilakukan
apabi | a yang ber sangkut an sudah bert enpat

tinggal di wlayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lim)
tahun berturut-turut atau paling

singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, Kkecuali dengan
per ol ehan kewar ganegar aan t er sebut

nmengaki bat kan ber kewar ganegar aan ganda

(3) Dal am hal yang bersangkutan tidak nenperol eh Kewarganegaraan
Republ i k 1 ndonesi a yang di aki bat kan

ol eh kewar ganegaraan ganda sebagai nana di maksud pada ayat (2), yang
ber sangkut an dapat diberi izin

tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan |ebih lanjut nengenai tata cara nenyanpai kan
per nyat aan untuk menj adi Warga Negar a

I ndonesi a sebagai mana di naksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau
dengan al asan kepenti ngan negara

dapat di beri Kewarganegaraan Republik |ndonesia oleh Presiden setelah
nmenper ol eh perti nbangan Dewan

Perwaki |l an  Rakyat Republ i k I ndonesi a, kecual i dengan penberian
kewar ganegar aan tersebut

nmengaki bat kan yang ber sangkut an ber kewar ganegar aan ganda.

Pasal 21

(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum
kawi n, berada dan bertenpat tinggal di

wi | ayah negara Republik |ndonesia, dari ayah atau ibu yang nenperol eh
Kewar ganegar aan Republ i k

I ndonesi a dengan sendi ri nya ber kewar ganegar aan Republi k | ndonesi a.

(2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lim) tahun yang
di angkat secara sah nmenurut penetapan

pengadi |l an sebagai anak oleh Warga Negara |Indonesia nenperoleh
Kewar ganegar aan Republ i k | ndonesi a.

(3) Dal am hal anak sebagai nana di naksud pada ayat (1) dan ayat (2)
nmenper ol eh kewar ganegar aan ganda, anak

t er sebut harus nenyatakan nmemlih salah satu kewarganegaraannya
sebagai mana di maksud dal am Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan |ebih |anjut nmengenai tata cara nengaj ukan dan nmenperol eh
Kewar ganegar aan Republ i k
I ndonesi a di atur dal am Perat uran Peneri nt ah.

Bab |V
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KEH LANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLI K | NDONESI A
Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang
ber sangkut an:

a. menper ol eh kewar ganegaraan | ai n atas kenmauannya sendiri

b. tidak nmenol ak atau tidak nel epaskan kewar ganegaraan | ain,
sedangkan orang yang ber sangkut an
nendapat kesenpatan untuk itu;

C. di nyat akan hil ang kewar ganegaraannya ol eh Presiden atas
per nohonannya sendiri, yang bersangkutan

sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kaw n, bertenpat
tinggal di luar negeri, dan dengan

di nyat akan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak nenjadi
t anpa kewar ganegar aan,;

d. masuk dal am dinas tentara asing tanpa izin terlebih
dahul u dari Presiden;

e. secara sukarela masuk dal am di nas negara asing, yang
j abat an dal am di nas semacamitu di |ndonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat
di j abat ol eh Warga Negara | ndonesi a;

f. secara sukarel a nmengangkat sunpah atau nenyatakan janji
setia kepada negara asing atau bagi an dari
negara asing tersebut;

g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemlihan
sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu
negara asi ng;

h. menpunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari
negara asing atau surat yang dapat diartikan

sebagai tanda kewarganegaraan yang masi h berlaku dari negara |lain atas
namanya; atau

i bertenpat tinggal di luar wlayah negara Republik
I ndonesia selama 5 (linma) tahun terus-nenerus bukan

dal am rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja
tidak nmenyat akan kei ngi nannya unt uk

tetap nenjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (linma)
tahun itu berakhir, dan setiap 5

(lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak nmengaj ukan pernyataan
ingin tetap nmenjadi Warga

Negara |Indonesia kepada Perwakilan Republik |Indonesia yang w layah
kerjanya neliputi tenpat tinggal

yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah
nmenmberi t ahukan secara

tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak
menj adi tanpa kewar ganegar aan
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Pasal 24

Ket ent uan sebagai mana di maksud dal am Pasal 23 huruf d tidak berlaku
bagi mereka yang nengi kuti program
pendi di kan di negara | ain yang mengharuskan nmengi kuti wajib mliter.

Pasal 25

(1) Kehi | angan Kewar ganegaraan Republik |ndonesia bagi seorang
ayah tidak dengan sendirinya berl aku

terhadap anaknya yang nenpunyai hubungan hukum dengan ayahnya sanpa
dengan anak tersebut berusia 18

(del apan bel as) tahun atau sudah kaw n.

(2) Kehi | angan Kewar ganegar aan Republ i k | ndonesia bagi seorang ibu
ti dak dengan sendirinya berl aku

terhadap anaknya yang tidak nenpunyai hubungan hukum dengan ayahnya
sanpai dengan anak tersebut

berusia 18 (del apan bel as) tahun atau sudah kawi n.

(3) Kehi | angan Kewar ganegaraan Republik Indonesia karena
nmenper ol eh kewar ganegaraan | ai n bagi

seorang ibu yang putus perkaw nannya, tidak dengan sendirinya berlaku
t erhadap anaknya sanpai dengan

anak tersebut berusia 18 (del apan bel as) tahun atau sudah kaw n.

(4) Dal am hal status Kewarganegaraan Republik |ndonesia terhadap
anak sebagai mana di naksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda,
setel ah berusia 18 (del apan bel as)

tahun atau sudah kawin anak tersebut harus nenyatakan menmilih salah
sat u kewar ganegar aannya

sebagai nana di meksud dal am Pasal 6.

Pasal 26

(1) Per empuan WArga Negara |ndonesia yang kaw n dengan | aki-I ak
war ga negara asi ng kehil angan

Kewar ganegaraan Republik Indonesia jika nmenurut hukum negara asa
suanm nya, kewar ganegaraan istri

nmengi kuti kewar ganegaraan suanm sebagai aki bat perkaw nan tersebut.

(2) Laki -1 aki Warga Negara |ndonesia yang kawi n dengan perenmpuan
war ga negara asi ng kehil angan

Kewar ganegaraan Republik Indonesia jika nmenurut hukum negara asa
i strinya, kewarganegaraan suani

mengi kuti kewar ganegaraan i stri sebagai aki bat perkaw nan tersebut.

(3) Per enpuan sebagai mana di maksud pada ayat (1) atau | aki-I aki
sebagai nana di meksud pada ayat (2) jika

ingin tetap nenjadi Warga Negara Indonesia dapat nengajukan surat
per nyat aan nmengenai kei ngi nannya

kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang w |layahnya
mel i puti tenpat tinggal perenpuan

atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut nengakibatkan
kewar ganegar aan ganda.

271



(4) Surat pernyataan sebagai mana di maksud pada ayat (3) dapat
di aj ukan ol eh perenmpuan sebagai mana

di mksud pada ayat (1) atau |aki-Ilaki sebagai mana di naksud pada ayat
(2) setelah 3 (tiga) tahun sejak

tanggal perkaw nannya ber| angsung.

Pasal 27

Kehi |l angan kewar ganegaraan bagi suami atau istri yang terikat
per kawi nan yang sah ti dak nenyebabkan
hi | angnya st atus kewarganegaraan dari istri atau suam .

Pasal 28

Setiap orang yang nenperoleh Kewarganegaraan Republik |Indonesia
ber dasar kan ket erangan yang kenudi an

hari di nyatakan palsu atau dipal sukan, tidak benar, atau terjadi
kekel i ruan nmengenai orangnya ol eh

i nstansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegar aannya.

Pasal 29

Ment eri nengurmunkan nama orang yang kehil angan Kewar ganegaraan Republ ik
| ndonesi a dal am Berita Negara
Republ i k I ndonesi a.

Pasal 30

Ketentuan |ebih |anjut nengenai persyaratan dan tata cara kehilangan
dan penbat al an kewar ganegar aan
di atur dal am Per aturan Pererint ah.

Bab V

SYARAT DAN TATA CARA NMEMPEROLEH KEMBALI  KEWARGANEGARAAN REPUBLI K
| NDONESI A

Pasal 31

Seseorang Yyang kehilangan Kewarganegaraan Republik [Indonesia dapat
nmenper ol eh kenbal i

kewar ganegar aannya nel al ui pr osedur pewar ganegar aan sebagai mana
di maksud dal am Pasal 9 sanpai

dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

(1) Warga Negara |ndonesia yang kehilangan Kewarganegaraan
Republ i k I ndonesi a sebagai mana di maksud

dal am Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)
dapat menperol eh kenbal

Kewar ganegar aan Republ i k I ndonesia dengan nmengaj ukan per nohonan

tertulis kepada Menteri tanpa
mel al ui prosedur sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 sanpai dengan Pasa
17.
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(2) Dal am hal penmobhon sebagai mana di meksud pada ayat (1) bertenpat
tinggal di luar wlayah negara

Republ i k I ndonesi a, pernohonan disanpai kan nel al ui Perwakil an Republik
I ndonesi a yang wi | ayah

kerjanya neliputi tenpat tinggal penphon.

(3) Per nbphonan unt uk nenperol eh kenbali Kewarganegaraan Republik
I ndonesi a dapat di aj ukan ol eh

perenmpuan atau |aki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya aki bat
ket ent uan sebagai mana di maksud

dal am Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusnya perkaw nan.

(4) Kepal a Perwaki | an Republ ik | ndonesia sebagai mana di neksud pada
ayat (2) neneruskan pernmohonan

tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (enpat belas) hari
set el ah nmeneri ma pernohonan.

Pasal 33

Per set uj uan at au penol akan per nohonan nmenper ol eh kenbal
Kewar ganegar aan Republi k | ndonesi a

di berikan paling lanmbat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat
terhitung sejak tanggal diterimanya pernohonan.

Pasal 34

Ment eri  mengunmunkan nama orang yang nenperol eh kenbali Kewarganegaraan
Republ i k 1 ndonesi a dal am
Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan |ebih |anjut nengenai persyaratan dan tata cara menperol eh
kenmbal i Kewar ganegaraan Republi k
| ndonesi a di atur dal am Perat uran Peneri ntah.

Bab VI
KETENTUAN Pl DANA
Pasal 36

(1) Pej abat yang karena kel al ai annya nel aksanakan tugas dan
kewaj i bannya sebagai nana ditentukan dal am

Undang- Undang ini sehingga nengaki bat kan seseorang kehilangan hak untuk
nmenper ol eh atau menper ol eh

kenmbal i dan/atau kehil angan Kewar ganegaraan Republik | ndonesia di pidana
dengan pi dana penjara

paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dal am hal tindak pidana sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di | akukan kar ena kesengaj aan, di pi dana
dengan pi dana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37
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(D) Setiap orang yang dengan sengaja nenberi kan keterangan pal su,
termasuk ket erangan di atas sunpabh,

menbuat surat atau dokunen pal su, nenal sukan surat atau dokunen dengan
maksud unt uk memakai atau

menyur uh nemakai keterangan atau surat atau dokunmen yang dipal sukan
unt uk nenper ol eh Kewar ganegar aan

Republ i k | ndonesia atau nenperoleh kenbali Kewarganegaraan Republik
I ndonesi a di pi dana dengan

pi dana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (enpat)
tahun dan denda paling sedikit Rp

250. 000. 000,00 (dua ratus linma puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
1. 000. 000. 000,00 (satu mliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaj a nenggunakan keterangan pal su,
termasuk keterangan di atas sunpah,

menbuat surat atau dokumen palsu, nemalsukan surat atau dokunen
sebagai mana di maksud pada ayat (1)

di pi dana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 4 (enpat) tahun dan denda

paling sedi kit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lim puluh juta rupiah) dan
pal i ng banyak Rp

1. 000. 000. 000,00 (satu mliar rupiah).

Pasal 38

(1) Dal am hal tindak pidana sebagai mana di neksud dal am Pasal 37
di | akukan kor porasi, pengenaan pi dana

di j at uhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan
atas nanma korporasi .

(2) Kor porasi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dipidana dengan
pi dana denda paling sedikit Rp

1. 000. 000. 000, 00 (satu nmliar rupi ah) dan pal i ng banyak Rp
5. 000. 000. 000,00 (lima mliar rupiah) dan

di cabut i zin usahanya.

(3) Pengurus korporasi sebagai nana di naksud pada ayat (1) dipidana
dengan pi dana penjara paling singkat

1 (satu) tahun dan paling lana 5 (linma) tahun dan denda paling sedikit
Rp 1.000.000. 000,00 (satu mliar

rupi ah) dan pali ng banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima mliar rupiah).

Bab VI
KETENTUAN PERALI HAN
Pasal 39

(D Per rohonan pewar ganegaraan, pernyataan untuk tetap nmenjadi
Warga Negara | ndonesia, atau

per mohonan nenperol eh kenbali Kewarganegaraan Republik |ndonesia yang
tel ah di aj ukan kepada Menteri

sebel um Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum
sel esai, tetap disel esai kan

ber dasarkan Undang- Undang Nonmor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republ i k | ndonesi a
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sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Normor 3 Tahun 1976
t ent ang Perubahan Pasal 18

Undang- Undang Normor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik
I ndonesi a.

(2) Apabi | a pernohonan atau pernyat aaan sebagai mana di naksud pada
ayat (1) telah diproses tetapi belum

sel esai pada saat peraturan pel aksanaan Undang-Undang ini ditetapkan,
per mohonan atau pernyataan

tersebut di sel esai kan nmenurut ketentuan Undang- Undang i ni .

Pasal 40

Per rohonan pewar ganegar aan, pernyataan untuk tetap nenjadi WArga Negara
I ndonesi a, atau pernohonan

nmenper ol eh  kenbal i Kewar ganegaraan Republik |Indonesia yang telah
di aj ukan kepada Menteri sebel um

Undang- Undang ini berlaku dan bel um di proses, disel esai kan berdasarkan
ket ent uan Undang- Undang i ni .

Pasal 41

Anak yang |ahir sebagai mana di naksud dalam Pasal 4 huruf c¢, huruf d,

huruf h, huruf | dan anak yang di aku

atau diangkat secara sah sebagai mana di maksud dalam Pasal 5 sebel um
Undang- Undang i ni di undangkan dan

bel um berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawi n rmenperol eh
Kewar ganegar aan Republi k | ndonesi a

berdasarkan Undang-Undang ini dengan nmendaftarkan diri kepada Menteri

nel al ui Pej abat atau

Perwakil an Republik Indonesia paling lanbat 4 (enpat) tahun setelah
Undang- Undang i ni di undangkan

Pasal 42

Warga Negara |ndonesia yang bertenpat tinggal di luar wlayah negara
Republ i k I ndonesia selama 5 (linm)

tahun atau lebih tidak nelaporkan diri kepada Perwakilan Republik
I ndonesi a dan tel ah kehil angan

Kewar ganegar aan Republ i k I ndonesi a sebel um Undang- Undang i ni
di undangkan dapat nenperol eh kenbal i

kewar ganegar aannya dengan nendaftarkan diri di Perwakilan Republik
I ndonesi a dal am waktu paling

lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang
ti dak nengaki bat kan

kewar ganegar aan ganda.

Pasal 43

Ketentuan |lebih Ilanjut nengenai tata cara pendaftaran sebagai mana
di maksud dal am Pasal 41 dan Pasal 42

di atur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling |anmbat 3
(tiga) bulan sejak Undang- Undang

i ni di undangkan.

Bab VI
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini nul ai berl aku:

a. Undang- Undang Nonor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republ i k I ndonesi a (Lenbaran Negara

Republ i k I ndonesia Tahun 1958 Nonor 113, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor
1647) sebagai mana tel ah di ubah

dengan Undang-Undang Nonor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18
Undang- Undang Nonor 62 Tahun 1958

tentang Kewar ganegaraan Republik I|ndonesia (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1976 Nonor 20,

Tanmbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonmor 3077) dicabut dan
di nyat akan tidak berl aku;

b. Per at uran Pel aksanaan Undang- Undang Nonmor 62 Tahun 1958
t ent ang Kewar ganegaraan Republi k | ndonesi a

sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Normor 3 Tahun 1976
t ent ang Perubahan Pasal 18

Undang- Undang Nonor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik
I ndonesi a di nyat akan nmasi h tetap

berl aku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan
ket ent uan dal am Undang- Undang i ni .

Pasal 45

Peraturan pel aksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling
| ambat 6 (enam bul an sej ak

Undang- Undang i ni di undangkan

Pasal 46

Undang- Undang ini nmnul ai berl aku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang nengetahuinya, nmenerintahkan pengundangan Undang-
Undang i ni dengan penenpatannya

dal am Lenbaran Negara Republik Indonesi a.

Di sahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2006

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
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PENJELASAN ATAS UNDANG UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLI K | NDONESI A
l. UMUM

Warga negara nerupakan salah satu unsur haki ki dan unsur pokok suatu
negara. Status kewarganegaraan

nmeni nbul kan hubungan tinbal balik antara warga negara dan negaranya.
Seti ap warga negara nmenpunyai hak

dan kewajiban terhadap negaranya. Sebal i knya, negara nenrpunyai
kewaj i ban menberi kan perlindungan

t erhadap war ga negaranya.

Sej ak Prokl amasi Kenerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan
di at ur dal am Undang- Undang

Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-
Undang tersebut kenudi an di ubah

dengan Undang- Undang Nonor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 1946 dan di ubah

| agi dengan Undang- Undang Nonor 8 Tahun 1947 tentang Menperpanjang
Wakt u unt uk Mengaj ukan Pernyat aan

Ber hubung dengan Kewargaan Negara | ndonesia dan Undang- Undang Nonor 11
Tahun 1948 tentang

Menper panj ang Waktu Lagi untuk Mengaj ukan Pernyataan Berhubung dengan
Kewar gaan Negara | ndonesi a.

Sel anj utnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang- Undang
Normor 62 Tahun 1958 tentang

Kewar ganegaraan Republik |ndonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Normor 3 Tal un 1976

tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nonmor 62 Tahun 1958 tentang
Kewar ganegar aan Republ i k | ndonesi a.

Undang- Undang Nonmor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis
dan sosiol ogis sudah tidak sesua

| agi dengan perkenbangan nasyar akat dan ket atanegaraan Republik
I ndonesi a.
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Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih nengandung Kketentuan-
ket entuan yang bel um sej al an

dengan fal safah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskrimnatif,
kurang nmenjani n penenuhan hak

asasi dan persanmman antarwarga negara, serta kurang rnenberikan
perlindungan terhadap perenpuan dan anak- anak.

Secara yuridis, | andasan konsti tusi onal penbent ukan Undang- Undang
t ersebut adal ah Undang- Undang

Dasar Senentara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang nenyat akan

kenbal i kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dal am perkenbangannya, Undang-
Undang Dasar Negara Republi k

I ndonesia Tahun 1945 telah nengalam perubahan yang 1ebih nmenjamn
perlindungan terhadap hak asasi

manusi a dan hak warga negara

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai |agi
dengan perkenmbangan dan tuntutan

masyar akat | ndonesi a sebagai bagi an dari masyarakat internasional dalam
pergaul an gl obal, yang

nenghendaki adanya persanaan perlakuan dan kedudukan warga negara di
hadapan hukum serta adanya

keset araan dan keadi | an gender.

Ber dasar kan pertinbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang
kewar ganegar aan yang baru

sebagai pel aksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945 yang

nmenganmanat kan agar hal -hal nengenai warga negara dan penduduk diatur
dengan undang- undang.

Untuk nmenmenuhi tuntutan nasyarakat dan nelaksanakan amanat Undang-
Undang Dasar sebagai mana tersebut

di atas, Undang-Undang ini nenperhati kan asas-asas kewarganegaraan unum
atau uni versal, yaitu asas

i us sanguinis, ius soli, dan canpuran.

Adapun asas-asas yang di anut dal am Undang- Undang ini sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adal ah asas yang
menent ukan kewar ganegar aan seseor ang
berdasar kan ket urunan, bukan berdasarkan negara tenpat kel ahiran.

2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adal ah
asas yang nenent ukan kewar ganegaraan seseorang

ber dasarkan negara tenpat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi
anak- anak sesuai dengan

ket entuan yang di at ur dal am Undang- Undang ini .

3. Asas kewar ganegaraan tunggal adal ah asas yang menent ukan
satu kewar ganegaraan bagi setiap orang.

4, Asas kewar ganegaraan ganda terbatas adalah asas yang

menent ukan kewar ganegar aan ganda bagi
anak- anak sesuai dengan ket entuan yang di atur dal am Undang- Undang ini .
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Undang- Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda
(bi patride) ataupun tanpa

kewar ganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang di beri kan kepada
anak dal am Undang- Undang

i ni merupakan suatu pengecual i an.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga nenjadi dasar
penyusunan Undang- Undang tentang
Kewar ganegar aan Republ i k | ndonesi a,

1. Asas kepentingan nasi onal adal ah asas yang nenentukan
bahwa perat uran kewar ganegaraan nengut amakan
kepenti ngan nasi onal I ndonesi a, yang bert ekad menpert ahankan

kedaul at annya sebagai negara kesat uan
yang nmem |l iki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2. Asas perlindungan meksi num adal ah asas yang nenentukan
bahwa penerintah wajib menberi kan

perlidungan penuh kepada setiap Warga Negara |ndonesia dal am keadaan
apapun bai k di dal am maupun di |uar negeri.

3. Asas persanman di dal am hukum dan peneri ntahan adal ah asas
yang menentukan bahwa setiap Warga Negara

I ndonesia nendapatkan perlakuan yang sama di dal am hukum dan
peneri nt ahan.

4, Asas kebenaran substantif adal ah prosedur pewarganegar aan
seseorang tidak hanya bersifat
adm nistratif, t et api juga disertai subst ansi dan syarat-syarat

per nohonan yang dapat
di pert anggungj awabkan kebenar annya.

5. Asas nondi skrim natif adal ah asas yang tidak menbedakan
per | akuan dal am segal a hal i khwal yang

ber hubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan,
jenis kelam n dan gender.

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusi a
adal ah asas yang dal am segal a hal i khwal

yang berhubungan dengan warga negara harus nenjanin, nelindungi, dan
memul i akan hak asasi nanusi a pada

umummya dan hak warga negara pada khususnya

7. Asas ket erbukaan adal ah asas yang nenentukan bahwa dal am
segal a hal ihwal yang berhubungan dengan

war ga negara harus dil akukan secara terbuka.

8. Asas publisitas adal ah asas yang nenentukan bahwa
seseor ang yang nenperol eh atau kehil angan

Kewar ganegaraan Republik Indonesia diunmunkan dalam Berita Negara
Republ i k I ndonesi a agar nasyar akat mnenget ahui nya.

Pokok materi rmuatan yang di atur dal am Undang- Undang ini rmeliputi:

a. si apa yang nenj adi Warga Negara | ndonesi a
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b. syarat dan tata cara nenperol eh Kewar ganegaraan Republik
I ndonesi a;

C. kehi | angan Kewar ganegar aan Republi k | ndonesi a;

d. syarat dan tata cara nenperol eh kenbali Kewarganegaraan
Republ i k 1 ndonesi a;

e. ket ent uan pi dana.

Dal am Undang- Undang ini, pengaturan nengenai anak yang lahir di |uar
per kawi nan yang sah senat a- mat a

hanya untuk nmenberikan perlindungan terhadap anak tentang status
kewar ganegar aannya saj a.

Dengan berl akunya Undang- Undang ini, Undang-Undang Nonor 62 Tahun 1958
t ent ang Kewar ganegar aan

Republ i k 1 ndonesia sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nonor 3
Tahun 1976 tentang Perubahan Pasa

18 Undang- Undang Nonmor 62 Tahun 1958 tentang Kewar ganegaraan Republik
| ndonesi a di cabut dan

di nyat akan tidak berl aku.

Selain itu, senua peraturan perundang-undangan sebel unmya yang nengat ur
nmengenai kewar ganegar aan,

dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip yang di amanat kan dal am

Undang- Undang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun 1945,

Per at uran perundang- undangan tersebut adal ah:

1. Undang- Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan
t ent ang Kekaul anegaraan Bel anda Bukan
Bel anda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458);

2. Undang- Undang Tahun 1946 Nonor 3 tentang WArganegara
Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947

Nonor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nonor 8 jo. Undang-Undang Tahun
1948 Nornor 11

3. Per set uj uan Perihal Penbagi an Warga Negara antara Republik
I ndonesi a Seri kat dan Keraj aan Bel anda
(Lenbaran Negara Tahun 1950 Nonor 2);

4. Keput usan Presiden Nonor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan
Di gunakannya Ket ent uan- ket entuan dal am

Undang- Undang Nonmor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk
Negara Republ ik I ndonesia untuk

Menet apkan Kewar ganegaraan Republik |ndonesia bagi Penduduk Irian
Barat; dan

5. Per at uran perundang-undangan | ain yang berkaitan dengan
kewar ganegar aan.

. PASAL DEM PASAL

Pasal 1
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Cukup jel as.

Pasal 2

Yang di maksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang |ndonesia
yang nenj adi Warga Negara | ndonesi a

sej ak kel ahi rannya dan tidak pernah nenerinma kewarganegaraan |ain atas
kehendak sendiri .

Pasal 3

Cukup jel as

Pasal 4

Huruf a

Cukup j el as.

Huruf b

Cukup j el as.

Hur uf c

Cukup jel as

Huruf d

Cukup jel as

Huruf e

Cukup jel as

Hur uf f

Di tentukannya "tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari" dengan
perti mbangan bahwa tenggang waktu tersebut

nmer upakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak
t ersebut benar-benar anak dari

ayah yang neni nggal duni a.

Huruf g

Cukup j el as.

Hur uf h

Pengakuan terhadap anak dal am ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan
pengadi | an.

Hur uf i

Cukup jel as.
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Hur uf j

Cukup j el as.

Hur uf k

Cukup jel as

Hur uf |

Cukup jel as

Huruf m

Cukup jel as

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup j el as.

Ayat (2)

Yang di meksud dengan "pengadil an" adal ah pengadilan negeri di tenpat
tinggal penohon dal am ha

per rohonan diajukan dalam w layah negara Republik |ndonesia. Bagi
pemohon yang bertenpat tinggal di

| uar wilayah negara Republik Indonesia, yang di maksud dengan
"pengadi | an" adal ah pengadi | an sesua

dengan ketentuan di negara tenpat tinggal perohon.
Pasal 6

Cukup jel as

Pasal 7

Cukup jel as

Pasal 8

Cukup jel as

Pasal 9

Cukup j el as.

Pasal 10

Cukup j el as.

Pasal 11

Cukup j el as.

Pasal 12
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Cukup jel as.

Pasal 13
Cukup jel as.
Pasal 14
Cukup jel as
Pasal 15
Cukup j el as.
Pasal 16
Cukup j el as.
Pasal 17

Yang di maksud dengan "dokunen atau surat-surat keim grasian", msalnya
paspor biasa, visa, izin masuk,

izin tinggal, dan perizinan tertulis l|ainnya yang dikeluarkan oleh
pej abat i mgrasi.

Dokurmen atau surat-surat keimgrasian yang diserahkan kepada kantor
i m grasi ol eh permohon termasuk

dokunen atau surat-surat atas nama istri/suam dan anak-anaknya yang
i kut nenperol eh status

kewar ganegar aan penohon.

Pasal 18
Cukup jel as
Pasal 19
Cukup jel as
Pasal 20

Yang dimaksud dengan "orang asing yang telah berjasa kepada negara
Republ i k I ndonesi a" adal ah orang

asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kenanusiaan,
i | mu pengetahuan dan teknol ogi,

kebudayaan, |ingkungan hidup, serta keolahragaan telah nenberikan
kemaj uan dan keharunman nama bangsa | ndonesi a.

Yang di maksud dengan "orang asing yang diberi kewarganegaraan karena
al asan kepentingan negara" adal ah

orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat nenberikan
sumbangan yang | uar biasa untuk

kepenti ngan nmemantapkan kedaulatan negara dan untuk neningkat kan
kemaj uan, khususnya di bidang

per ekononmi an | ndonesi a.
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Pasal 21

Ayat (1)

Cukup j el as.

Ayat (2)

Yang di maksud dengan "pengadil an" adal ah pengadilan negeri di tenpat
tinggal penobhon bagi penohon yang

bertenpat tinggal di wlayah negara Republik Indonesia. Bagi penohon
yang bertenpat tinggal di |uar

wi | ayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan"
adal ah Pengadil an Negeri

Jakarta Pusat.

Ayat (3)

Cukup j el as

Pasal 22

Cukup j el as.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jel as

Huruf b

Cukup jel as

Huruf c

Cukup jel as

Huruf d

Cukup jel as

Huruf e

Yang di maksud dengan "jabatan dalam dinas semacam itu di |ndonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan hanya dapat dijabat oleh Wrga Negara | ndonesia"
antara | ain pegawai negeri

pej abat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara | ndonesi a menjabat
dal am di nas sejenis itu di

negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik
I ndonesi a. Dengan demi ki an,

ti dak senua jabatan dal am dinas negara asing nengaki batkan kehil angan

Kewar ganegar aan Republi k | ndonesi a.

Hur uf f
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Yang di maksud dengan "bagian dari negara asing" adalah wlayah yang
menj adi yurisdi ksi negara asing yang ber sangkut an.

Huruf g
Cukup j el as.
Huruf h
Cukup jel as
Hur uf i

Yang di meksud dengan "al asan yang sah" adal ah al asan yang di aki bat kan
ol eh kondisi di luar kemanpuan yang

ber sangkutan sehingga ia tidak dapat nenyatakan Kkeingi nannya untuk
tetap nmenjadi WAarga Negara

I ndonesia, antara lain karena terbatasnya nobilitas yang bersangkutan
aki bat paspornya tidak berada

dal am penguasaan yang ber sangkut an, penberitahuan Pej abat ti dak
diterima, atau Perwakilan Republik

I ndonesia sulit dicapai dari tenpat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jel as

Pasal 25

Cukup jel as

Pasal 26

Cukup jel as.

Pasal 27

Cukup jel as.

Pasal 28

Yang di naksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang

nmenmpunyai kewenangan unt uk

nenyat akan bahwa dokunmen atau surat-surat t er sebut pal su atau
di pal sukan, m sal nya akta kel ahiran

di nyat akan pal su ol eh kantor catatan sipil.

Pasal 29

Cukup jel as

Pasal 30

Cukup j el as.

Pasal 31
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Cukup j el as.

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk nenberikan kermudahan kepada anak dan
istri atau anak dan suam yang

kehi | angan Kewar ganegaraan Republik Indonesia dal am nenperol eh kenbali
Kewar ganegar aan Republ ik

I ndonesi a t anpa mel al ui proses pewar ganegar aan (naturalisasi)
sebagai mana di maksud dal am Pasal 9

sanmpai dengan Pasal 17.

Ayat (2)

Cukup jel as.

Ayat (3)

Yang di maksud dengan "putusnya perkaw nan" adal ah putusnya perkaw nan
karena percerai an berdasarkan

putusan pengadilan yang telah nmenpunyai kekuatan hukum tetap atau
karena suam atau istri neninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup j el as.

Pasal 33

Cukup j el as.

Pasal 34

Cukup j el as.

Pasal 35

Cukup j el as.

Pasal 36

Cukup jel as.

Pasal 37

Cukup jel as.

Pasal 38

Cukup j el as.

Pasal 39

Cukup jel as.
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Pasal
Cukup
Pasal
Cukup
Pasal
Cukup
Pasal
Cukup
Pasal
Cukup
Pasal
Cukup
Pasal

Cukup

40

j el as.

41

jel as.

42

j el as.

43

j el as.

44

j el as.

45

j el as.

46

j el as.
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